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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara
Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau
pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang
Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (1) huruf ¢, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan
Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun
dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang
Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan
Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun
dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang
dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10
(sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat
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KATA PENGANTAR
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Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam selalu
tercurah kepada semulia-mulia Nabi dan Rasul, yaitu penghulu kita Sayyidina
Muhammad SAW. juga kepada para keluarga dan sahabat-sahabat beliau
sekalian.

Dengan berkat rahmat Allah SWT., akhirnya buku berjudul
“Metode Penggalian Hukum Islam”, dapat penulis selesaikan dengan baik.

Buku ini ditulis untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman
serta wawasan kepada semua pihak yang mempelajari tentang ushul figh
khususnya pada masalah metode penggalian hukum Islam. Buku ini
merupakan hasil kajian terhadap kitab-kitab ushul figh yang ditulis oleh para
ulama klasik, maupun ulama kontemporer.

Buku ini ditulis dengan beberapa bab, yang dimulai dari bab 1
memuat tentang ijtthad dalam hukum Islam,. Bab II memuat tentang
penggunaan dalil-dalil hukum dalam berijtihad Bab III Metode al-Bayan. IV
Metode al-Ta’lily, dan Bab V tentang metode al-Istihsany.

Dalam penulisan buku ini, penulis menyadari akan adanya
kekurangan dan kekeliruan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kepada
pembaca agar dapat memberikan kritik dan saran demi untuk sempurnanya
buku ini.

Akhirnya, atas segala bantuan, petunjuk saran dan nasehat, kepada
mereka semua penulis ucapkan terima kasih dan diiringi doa semoga Allah
SWT. Memberikan ganjaran pahala yang setimpal, Amin.

Banjarmasin, 4 Oktoberber 2026
Penulis

Prof. Dr. H.Fathurrahman Azhari, M.H.I
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KATA SAMBUTAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dengan limpiahan rahmat
taufiq dan hidayahNya buku ini ditulis dan dapat diselesaikan oleh bapak
Prof. Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.H.I. dengan judul Metode Penggalian
Hukum Islam.

Buku ini sangat bermanfaat sekali bagi mahasiswa dan bagi mereka
yang mempelajari dan mendalami tentang metode menggali hukum Islam
dari sumber sumber pokoknya.

Untuk mempelajari dasar dasar penggalian hukum islam sangat
diperlukan tata cara berijtihad, karena hukum Islam itu banyak ditetapkan
berdasarkan ijtihad yang dilakukan oleh para ulama mujtahid.

Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari
memberikan dukungan dan penghargaan atas karya Prof. Dr. H.
Fathurrahman Azhari, M.H.I.

Demikisn sambutan ini kami sampaikan mohon maaf atas

kekurangan.
Banjarmasin, 25 September 2026
Dekan FEBI UIN ANTASSARI

Dr. H. Zaki Mubarak, M.Si, M.Fin
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IJTIHAD DALAM PENGGALIAN
HUKUM ISLAM

A. Pendahuluan

Konstruksi dasar pembinaan hukum Islam telah diletakkan oleh
Rasulullah  SAW  yang  bentuk-bentuk  cakupan  hukum  yang
diformulasikannya dapat berupa; penjelasan yang berkaitan dengan arti dan
maksud al-Qur’an yang kemudian dijelaskan oleh Nabi dalam contoh dan
perbuatan, penjelasan yang berkaitan dengan perluasan dasar-dasar yang
dinyatakan oleh al-Qur’an yang kelihatannya menambah hukum yang
dinyatakan al-Qur’an itu sendiri, dan penjelasan yang berkaitan dengan
pembatasan kandungan al-Qur’an.

Dari konstruksi Nabi tersebut, kemudian para ulama mulai
menyusun konstruksi metodologi untuk menafsirkan ayat-ayat al-Quran dan
Hadis dalam usaha untuk mendekatkan pemahaman kepada maksud dan
tujuan syariat serta berusaha untuk mendekatkan hasil penalaran dan
pemahaman tersebut dengan realitas sosial yang berkembang ditengah-
tengah masyarakat.

Para mujtahid tidak membuat, tetapi hanya menggalikan hukum.
Hal itu adalah karena keyakinan dalam Islam bahwa hukum dibuat oleh
Tuhan sebagai al-Syari’ (pembuat hukum). Manusia hanyalah memahami
(tigh) hukum Ilahi tersebut. Proses pemahaman terhadap hukum itu disebut
istinbaht al-hukm melalui kegiatan intelektual yang disebut ijtithad. Hasil-
hasil hukum yang digali melalui kegiatan ijtihad itu dinamakan figih.

Penggalian hukum dimaksudkan sebagai suatu proses individualisasi
dan konkretisasi peraturan-peraturan umum dengan mengaitkannya kepada
kasus khusus. Tujuan penggalian hukum haruslah dipahami oleh mujtahid
dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum Islam secara umum dan
menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak
diatur secara eksplisit oleh Al Quran dan Hadis. Oleh karenanya dengan
berbagai macam metode yang diterapkan diharapkan akan dapat menggali
dan menemukan hukum dalam memecahkan berbagai peristiwa kasus yang

muncul.
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B. Pengertian Ijtihad

Kata ijtihad berakar dari kata al-jahd yang berarti masyaqah (kuasa,
payah, kepayahan, bersungguh-sungguh).! Oleh karena itu, ijtthad menurut
pengertian kebahasaan bermaksud “Badzl al wus’a al majhud”, yaitu
pengerahan daya dan kemampuan.? Dari sudut ilmu sharf, kata “jjtahada”
bentuknya mengikuti timbangan ifti’ala (J=| ), yang menunjukkan arti
“berlebih” (mubalaghah) dalam melaksanakan suatu perbuatan. Berbeda
dengan pengertian kebahasaan secara umum di atas, ijtthad dalam konteks
ushul figh, maka pengertian ijtihad, yaitu:

3 o oS5 5 et 1) 2 braz
Upaya seseorang faqih mengarabkan kemampnan secara maksimal dalam
mendapatkan suatu hukum syar’i yang bersifat ghanny.

Ijtihad dengan pengertian tersebut di atas terbagi dua:

Ijtihad istinbathi yaitu ijtihad yang sempurna, dan itu khusus bagi
golongan ulama yang mengarah pada pengenalan hukum-hukum furw’
(cabang) yang amali (praktis/ operasional) dari dalil-dalilnya yang terinci.
Sebagian ulama mengatakan, ijtihad (isthinbathi) ini termasuk ijtihad khusus,
kadang terputus pada suatu masa. Hal itu menurut pendapat mayoritas
ulama. Sedangkan ulama Hanabilah berpendapat bahwa jenis ijtihad ini
harus tidak pernah kosong pada setiap masa, mesti harus ada mujtahid yang
mencapai tingkatan ini.

Ijtihad tathbiqi. yaitu penerapan dari jalan istinbath, dalam hal ini
para ulama bersepakat bahwa tidak boleh kosong pada suatu masa dari
adanya. Mereka itu adalah ulama takhrij dan tathbiq (mengeluarkan dan
menerapkan) ‘llat-illat yang di-istinbat-kan atas perbuatan-perbuatan
juz’iyah. Maka pelaksanaan mereka atas hal ini adalah penerapan apa yang
telah di-istinbat-kan para ulama yang dulu. Dan dengan tathbiq (penerapan)
ini menjadi jelas hukum-hukum permasalahan yang belum dikenalkan oleh
ulama-ulama terdahulu yang memiliki derajat ijtthad mengenai hal itu. Dan

! Muhammad Idris Abd. Rauf al-Marbawi, Kamus Idris al-Marbawi, (Surabaya: al-
Hidayah t.th.). h. 112. Kata ijtihad terdapat dalam Al-Hadits Nabi Saw. Dari Mu’adz bin
Jabal “ajtahidu bi al-ra’yi” Lihat Abu Dawud, Sunan Abu Dawud (Cairo, Mushtafa al-Babi al-
Halabi, 1953), j. 11, h. 272. al-Tirmidzi, Sunan al-Tirmidzi, (Beirut, Dar al-Fikr, 1967). j. I, h.
157.

2 Ibnu Manzhur, Lisan al-‘Arab,( Beirut: Dar al-Shadir, t.th.). h. 133-135.

3 Al-Syaukani, Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haqq min Ilmi al-Ushul, Ibid. Dar al-
Fikr, Beirut t.th. h. 250.
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upaya yang dilakukan mujtahid tathbiqi adalah apa yang dinamakan tahqiqul

manath (mengeluarkan ‘llat-"illat, sebab-sebab terjadinya hukum).

C. Syarat-Syarat Berijtihad

Setiap orang boleh melakukan ijtihad, apabila telah memenuhi

syarat-syaratnya. Syaukani, mengemukakan enam syarat, yaitu;

1.

Mengetahui  Al-Qur’an. Cukup bagi seseorang mujtahid hanya
mengetahui ayat-ayat Al-Qur’an yang berhubungan dengan hukum
saja. la tidak membatasi jumlah ayat-ayat hukum sebagaimana yang
dibatasi oleh al-Ghazali dan Ibnu “Arabi yang jumlahnya sekitar
lima ratus ayat hukum. Imam -Syaukani memandang, bahwa lima
ratus ayat hukum itu hanya dilihat dari segi lahir saja, akan tetapi jika
diteliti lebih jauh, jumlahnya akan berlipat ganda. Bahkan hukum-
hukum itu dapat diperoleh dari ayat-ayat yang mengandung kisah
dan perumpamaan. Baginya, ayat-ayat hukum itu tidak perlu dihafal
oleh mujtahid, tetapi cukup apabila ia mengetahui letak ayat itu,
sehingga mudah menemukannya ketika dibutuhkan.# Persyaratan
ini adalah untuk mujtahid mutlak yang akan melakukan ijtihad
dalam sejumlah hukum. Akan tetapi, bagi seseorang yang hanya
melakukan ijtthad dalam masalah tertentu, ia hanya dituntut
memiliki pengetahuan tentang ayat-ayat hukum yang menyangkut
masalah tersebut secara mendalam.5. Hal ini, tentu telah maklum
oleh segenap kaum Muslimin, bahwa tidak mungkin seseorang yang
tidak memahami ayat-ayat Al-Qur’ansecara mendalam dapat
melakukan ijtihad secara benar.

Mengetahui Al-Sunnah. Seorang melakukan #stznbath hukum Islam
seharusnya mengetahui segenap kitab Al-Sunnah yang telah ditulis
oleh para ahlinya, seumpama kitab induk yang enam (Shabib al-
Bukhari, Shabhib Muslinm, Sunan Abn Dawnd, Sunan al-Tirmidzi, Sunan
al-Nasha’i, dan Sunan Ibnu Majah), dan kitab-kitab lainnya seperti
Sunan al-Baihaqy, Sunan al-Dar al-Quthni, Sunan al-Thabrani dan Sunan
al-Darimi. Lebih baik pula kalau mengetahui kitab-kitab musnad
(seumpama Musnad Abmad bin Hanbal, Musnad al-Syafi’i dan lain-
lain). Kitab-kitab Mustakhrij Abi Una’im, dan lain-lain, dan kitab-
kitab syarah Al-Sunnah Shahih ditentukan oleh Bukhari dan

4 Ibid. h. 250-251; al-Ghazali, a/-Mustashfa j. 11, h. 383.
5 Ibid. h. 254-255.
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Muslim, seperti  Shabibh Ibnu Kbuzgaimab, Shabhib 1bnu Hibban,
Mustadrak al-Hakim dan lain-lain. Sunnah tersebut tidak perlu
dihafal, cukup mengetahui letak Al-Sunnah itu, sehingga dapat
ditemukan segera apabila dibutuhkan.® Berbeda dengan ushuliyyin
lainnya, seperti Ahmad bin Hanbal yang menyebutkan harus
mengetahui lima ratus ribu Sunnah, sedangkan menurut al-Ghazali
cukup mengetahui Sunnah-Sunnah hukum saja.’ Menurut Imam
Syaukani, seseorang fagih yang melakukan istinbath tidak hanya
wajib mengetahui sejumlah besar Al-Sunnah dari segi lafaznya saja,
tetapi wajib pula mengetahui 774/ (periwayat-periwayat) yang
terdapat dalam sanad menyangkut Sunnah yang akan dipakai untuk
berdalil, sehingga ia dapat memilih Al-Sunnah yang Shahih, Hasan
dan dhaif. Tetapi tidak perlu menghafalnya, cukup mengetahui
dengan baik melalui kitab-kitab yang membahas tentang jarh (cacat
periwayat Al-Sunnah) dan faz'di/ (keadilan periwayat Al-Sunnah).
Pendapat Syaukani memang benar, bahwa Al-Sunnah sebagai
sumber kedua dalam hukum Islam tidak dibenarkan diabaikan
untuk mendapatkan suatu ketetapan hukum. Jika seorang mujtahid
mengabaikan tentang Al-Sunnah Nabi SAW. Berarti seseorang fagih
yang melakukan istinbath telah melakukan kekeliruan besar, karena
dipandang telah menarik ketetapan hukum atas kehendak nafsunya
sendiri.

Mengetahui Al-Ijma’. Seorang mujtahid tidak mengeluarkan fatwa
yang bertentangan dengan Al-Ijma’. Menurut Imam Syaukani, bagi
orang yang berkeyakinan bahwa Al-Ijma’ sebagai dalil hukum,
maka ia wajib mengetahui Al-ljma’, karena melanggar suatu
kesepakatan para mujtahid merupakan suatu kekeliruan. Tetapi bagi
orang yang tidak memandang Al-Ijma’ sebagai dalil hukum, maka
mengetahui Al-Ijma’ ini tidak menjadi syarat baginya untuk
melakukan ijtthad.”

Mengetahui bahasa Arab. Seorang yang akan melakukan istinbath
hukum harus mengetahui seluk beluk bahasa Arab secara sempurna,

sehingga ia mampu mengetahui makna-makna yang terkandung

6 1bid. h. 251.
7 Ibid. h. 250.
8 Tbid.

9 Ibid. 251.
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dalam ayat-ayat Al-Qur’an dan Al-Sunnah Untuk mengetahui seluk
beluk bahasa Arab diperlukan beberapa cabang ilmu, yaitu; Nabwa,
Sharaf, Ma'ani dan Bayan. Akan tetapi pengetahuan tentang kaidah-
kaidah kebahasan ini tidak perlu dihafal, cukup bagi seorang yang
melakukan istinbath hukum mengetahui ilmu-ilmu itu melalui kitab-
kitab yang ditulis oleh pakar di bidang itu, sehingga ketika ilmu-ilmu
itu dibutuhkan, maka dengan mudah diketahui tempat
pengambilannya.'0  Para wshuliyyin sepakat, bahwa syarat menjadi
seorang mujtahid haruslah menguasai bahasa Arab secara baik dan
benar. Sebab, bahasa Al-Qutr’an dan Al-Sunnah adalah berbahasa
Arab. Seseorang tidak mungkin akan dapat melakukan istinbath
hukum dari dua sumber hukum itu, kalau tidak mengetahui bahasa
Arab. Tetapi Abd al-Wahhab Khallaf menempatkan pengetahuan
tentang bahasa Arab sebagai syarat pertama seorang mujtahid untuk
berijtthad.!!

5. Mengetahui tentang Ilmu Ushul/ figh. Seseorang yang ingin
melakukan Zstinbath hukum harus mengetahui llmu Usha/ figh, sebab
Ilmu Ushul figh mempunyai obyek yang sangat luas, mencakup
segala kaidah tentang ijtthad, baik yang menyangkut segi
penggunaan kaidah kebahasaan, metode-metode ijtihad, kaidah-
kaidah umum yang meliputi Maqashid al-Syari'ah. Persyaratan yang
dikemukakan oleh Imam Syaukani ini tidak terdapat perbedaan
dikalangan #shuliyyin. Semua ulama memandang bahwa pengetahuan
tentang Iwn Ushul figh, suatu hal yang sangat penting dalam
menggali hukum dari sumber-sumbernya. Karena itu, hanya di
dalam Ushul figh diajarkan tentang cara-cara meng-istinbath-kan
hukum dari sumber-sumbernya. Jika tidak mengetahui cara-cara
istinbath hukum, tidak mungkin hukum akan ditemukan. Usb#/ figh
adalah teori untuk dapat meng-iszznbath-kan hukum dari sumber-
sumbernya

6. Mengetahui nashikh (yang menghapuskan) dan mansukh (yang
dihapuskan). Pengetahuan tentang nashikh dan mansukh sangat
penting, agar mujtahid tidak menerapkan suatu hukum yang telah
mansukh baik yang terdapat dalam Al-Qur’an maupun Al-Sunnah

10 [bid. h. 251-252.
11 Abd al-Wahhab Khallaf, gp.ciz. h. 218.
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Bahwa syarat-syarat bagi orang yang akan melakukan istinbath
sebagaimana di atas, tidaklah hal sulit bagi orang yang ingin melakukannya.
Bahwa orang-orang di masa akhir mendapat kemudahan, jika dibandingkan
dengan orang-orang di masa terdahulu, karena di masa akhir ini tafsir Al-
Qur’an telah dikitabkan, sehingga tidak terhitung banyaknya. Al-Sunnah juga
telah dikitabkan. Dan orang-orang di masa terdahulu telah bersusah payah
mencari sebuah Sunnah dari satu daerah ke daerah lain. Maka ijtihad bagi
orang di masa akhir lebih mudah dari pada orang terdahulu.!? Dikatakan
oleh al-Syaukani:

Babwa  ijtibad  itu  telah  dimndabkan  oleh  Allah  atas  orang-orang
muta’akbarin (belakangan) sebagai kemudahan yang belum ditemukan oleh orang-orang
mntagaddimin (terdabuln), sebab, pada masa belakangan ini tafsir-tafsir atas al-Qur'an
telah  dikodifikasikan, sebingga tidak terhitung jumlabnya, Sunnab juga telah
dikodifikasikan. .. Dan sesunggubnya al-salaf al-shalib (orang-orang yang hidup di
masa klasik). dan orang-orang sebelum itu telah bersusab payab mencari suatu hadis
dari suatu daerah ke daerah lain. Maka ijtibad bagi orang-orang di masa belakangan
lebilh mudab daripada orang-orang terdabuln.’

Syarat-syarat bagi seseorang yang akan melakukan #s#nbath hukum
Islam sebagaimana yang dikemukakan oleh Syaukani di atas, sebenarnya
tidak banyak berbeda dengan syarat-syarat yang dikemukakan oleh u#shuliyyin
klasik. Bahkan menurut Abd al-Wahhab Khallaf, syarat-syarat itu hanya
cukup mempunyai; (1) Pengetahuan bahasa Arab beserta alat-alatnya, (2)
Pengetahuan tentang Al-Qur’an dan ilmu yang berhubungan dengan Al-
Qurran (Asbab al-Nugul dan Tafsir). (3) Pengetahuan tentang Al-Sunnah
beserta ilmu yang berhubungan dengannya. (4) Pengetahuan tentang segi-
segiAl-Qiyas dan ‘illat serta hikmah hukum.'* Oleh karena itu, Imam
Syaukani, ia bukan sebagai pencetus pertama yang membuat persyaratan-
persyaratan dalam berijtihad. Peran Imam Syaukani adalah, bahwa ia telah
mampu merumuskan syarat-syarat itu secara jelas, terperinci dan dapat
diterapkan secara mudah dan praktis.

Persyaratan bagi seseorang berijtthad yang dikemukakan oleh
ushuliyyin di atas dapat dipandang sebagai persyaratan minimal bagi
mujtahid. Tetapi di luar persyaratan itu, seorang fakih harus memahami
kasus yang sedang dihadapinya secara menyeluruh, sehingga ia tidak keliru

12 al-Syaukani, Op.cit h. 254.
13 Ibid, h. 254.
14 Abd al-Wahhab Khallaf, gp.cit. h. 218-219.
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dalam mendudukkan persoalan dan menetapkan suatu hukum. Oleh karena
itu pengetahuan tentang kasus yang dihadapi tidak kalah pentingnya dengan
syarat-syarat yang dikemukakan oleh ushuliyin terdahulu. 15

Guna mengantisipasi perubahan sosial yang demikian cepat, dapat
dilakukan ijtihad kolektif (al-ljtihad al-Jama’). Melakukan ijtihad kolektif
sangat baik apabila dihadiri oleh para mujtahid yang memenuhi persyaratan
berijtthad, tetapi apabila tidak ditemukan, maka dapatlah dilakukan oleh para
ahli hukum Islam yang dipandang telah banyak memiliki pengetahuan dan
pengalaman dalam pengambilan keputusan hukum, karena apabila
berkumpul para ahli hukum Islam, niscaya antara seseorang dengan yang
lainnya saling melengkapi dalam mendapatkan suatu solusi hukum dalam
suatu kasus. Disamping itu dihadiri pula oleh para ahli yang memiliki
keahlian dalam satu cabang ilmu tertentu sesuai dengan keperluan/kasus
serta kebutuhan depan Islam.

Persyaratan-persyaratan bagi seseorang yang akan  melakukan
istinbath hukum sebagaimana dijelaskan di atas, sangat penting untuk
dipenuhi oleh seseorang atau sekelompok orang yang akan menggali dan
menetapkan hukum, Syaukani berpendapat, bahwa orang yang berijtihad itu
adalah menampilkan hukum Allah. Oleh karena itu, bagi mujtahid yang
melakukan penggalian hukum harus memenuhi persyaratan berijtihad
adalah, telah mendapat wewenang dari Allah untuk dapat menampilkan
hukum-Nya di tengah-tengah umat Islam. Meskipun demikian, menurutnya,
wewenang itu hanya diberikan kepada mujtahid yang berijtihad atas dasar
nash, bukan dilakukan atas kehendak hawa nafsunya.!¢

Syaukani sebagaimana ushuliyyin yang lain, memandang bahwa
orang yang dapat melakukan penggalian hukum itu adalah orang yang telah
mempunyai syarat-syarat untuk itu secara lengkap. Meskipun demikian,
seseorang ulama yang belum memenuhi syarat-syarat itu secara lengkap
dapat juga melakukannya, tetapi ijtihadnya hanya terbatas pada bidang
tertentu yang diketahuinya secara mendalam, yaitu mengikuti pendapat

orang lain dengan mengetahui sumber dan dalil yang digunakan oleh fakir.

15 Suatu kenyataan bahwa hal ihwal umat manusia, sosial dan kemasyarakatan, serta
adat istiadat dan peradaban selalu berubah dan berbeda-beda sesuai dengan perubahan zaman
dan keadaan. Sebagaimana perkataan Ibnu Khaldun dalam al-Mugaddimah yang dikutip oleh
Subhi Mahmassani : ” Hal ihwal umat manusia, adat kebiasaan dan peradabannya tidaklah
satu gerak dan khittah yang tetap, melainkan berubah dan berbeda-beda sesuai dengan
perubahan zaman dan keadaan (Lihat, Subhi Mahmassani, /oc.cit..

16 al-Syaukani, gp.cit. h. 264.
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D. Lapangan Ijtihad

Kaum Muslimin menerima al-Qur’an sebagai sumber hukum dan
kitab suci yang otentik dengan penuh keimanan dan keyakinan, dan tidak
ada satu madzhab figh pun yang meragukannya. . Karena al-Qur’an seluruh
ayatnya diriwayatkan secara mutawatir (orang banyak). Dengan demikian,
datangnya dari Nabi SAW. Adalah qath’i al-tsubut. Begitu pula hadits Nabi
SAW. Sebagian diterima dengan secara mutawatir (qath’i al-wnrud), selebihnya
diterima dengan tingkat ghanni al-Wurud (dugaan kuat), Al-Qur’an meskipun
selurvhnya gath’i al-Tsubit, tetapi tidak semuanya gath’i al-Daldlah. Sementara
al-Sunnah, meskipun hampir sebagian besar zhanni al-wnrud, tetapi tidak
semuanya ghanni al-dalilah.\7

Al-Quran dan al-Sunnah, adakalanya menjelaskan hukum sacara
jelas dan disepakati kandungan maknanya, tetapi tidak jarang pula
menjelaskannya dengan bentuk tidak jelas (samar), dan menerima berbagai
ta’wil dan fafsir. Misalnya wacana tentang /afazh ”mi'ah al-jaldak”(33a)) 3l )18
dalam arti ”’seratus kali dera”, kata ”seratus” mengandung penunjukkan
yang pasti atau disebut gath i al-Dalilah, sedangkan lafazh “qurii (s 5819 dapat
diartikan ”suci dari haidh atau dalam “keadaan haidh (kotor)” mengandung
penunjukkan yang tidak pasti atau disebut ghanni al-Dalilab.

Disamping hukum-hukum yang dijelaskan oleh al-Qur’an dan al-
Sunnah secara eksplisit maupun implisit itu, terdapat pula permasalahan
yang tidak disebutkan di dalam al-Qur’an dan al-Sunnah, tetapi terdapat
konsensus ulama pada suatu masa setelah wafatnya Rasul SAW. Atas
hukumnya yang disebut dengan al-Ijma’ .

Selain itu, karena adanya dinamika sosial yang selalu tumbuh dan
berkembang, maka tidak menutup kemungkinan muncul kasus-
kasus(kejadian) baru, yang tidak ditemukan hukumnya secara ekspilisit

VKajian qath’i dan ghanni secara khusus hanya dibahas dalam kajian ushil figh.
Pandangan yang demikian itu tidak disetujui oleh sementara ulama seperti nufassir Quraisy
Shihab, menurut mereka, ayat-ayat a/-Qur'dn secara keseluruhan mengandung makna yang
sangat luas dan mendalam, karena keluasaan dan kedalamannya itu, orang dapat mengetahui
secuil atau sebagian dari makna yang dikandungnya. Dari itu, ayat-ayat a/-Qur'dn tidak hanya
mengandung satu makna, tetapi dapat menerima dua makna atau lebih banyak dari itu. Dari
pandangan ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada ayat-ayat a/-Qur'dn secara redaksionla yang
disebut gath’i al-Dalilah. Qath’i al-Dalilah hanya ada didasarkan atas kesepakatan orang dalam
melihat makna. (Lihat, Quraisy Shihab, Mewbumikan al-Quran, (Bandung, Penerbit Mizan,
1413 H/1992 M), h. 138-142.

8] afazh “mi’ab al-jaldab” terdapat dalam al-Quran surah An-Nur/24 : ayat 2.

T afazh “qurn” terdapat dalam al-Quran surah al-Baqarah /2 :ayat 228
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maupun implisit di dalam al- Qur’an , al-Sunnah (sebagai sumber hukum
yang asli) dan juga tidak ditemukan ijma’ ulama.

Hukum dibagi atas dua jenis : (1). Hukum qath’i, yaitu hukum yang
diperoleh dari ayat-ayat al-Qur’an dan al-Sunnah yang sifatnya gath’ al-
Tsubsit dan qath’i al-Daldlah. (2) Hukum ghannz, yaitu hukum-hukum yang
diperoleh dari ayat-ayat al-Quran  dan Sunnah yang bersifat ghanni
(adakalanya ghwni al-Wurud dan mungkin pula ghanni al-Daldlah), atau
dihasilkan melalui metode-metodfe ijtihad yang lain yang bertingkat ghanni,
seperti ijma’ sukat, al-Qiyas, al-Istishhab, al-Istthsan dan lain-lain. Yang
menjadi lapangan ijtithad adalah jenis hukum yang kedua”.20

Ushuliyyin dikalangan Syafi’iyah seperti Fakhr al-Razi (w. 606 H),
mengatakan, ”bahwa yang menjadi obyek ijtihad adalah segenap hukum
syarak yang bukan didasarkan atas dalil yang ga#hi”.2! Begitu pula pendapat
al-Syaukani yang tidak berbeda dengan pandangan umumnya wshiliyin.??

Hukum yang gath’i dua tingkatan. (1) Qath’i ma’lum bi al-dbarurah
annabu min al-din (suatu hukum yang gazh’ diketahui secara pasti bahwa ia
adalah bagian dari ajaran agama Islam, seperti kewajiban shalat lima waktu,
kewajiban zakat, kewajiban puasa Ramadhan, kewajiban haji, haramnya zina,
dan lain-lain. Yang menyangkut hukum dalam hal ini yang benar hanya satu,
sedangkan yang selainnya adalah keliru. Orang yang menyangkal ketentuan
hukum ini dikenai sanksi dosa, dan bahkan ada yang memandangnya kafir.
(2) Qath’i laisa min al-dbaruriyyah al syariyab (suatu hukum gath’, tetapi bukan
termasuk kategori hukum syariat yang diketahui secara langsung). Yang
menyangkut hukum dalam hal ini, yang benar juga hanya satu, tetapi jika
seseorang telah berupaya secara maksimal untuk mengetahuinya, namun
tidak mampu mengetahuinya, maka dia dipandang keliru, ia tidak dikenai

20 al-Syaukani, gp.cit. h. 250.

2]bid, h. 252.

22Abd al-Wahhab Khallaf, gp.ciz, h. 216-217; al-Amidi, Op. ¢z j. IV, h. 323; al-Syathibi,
al-Muwafagab fi Ushiil al-Syari'ab (Beirut, Dat al- Kutub al-Ilmiyah, 1411 H/1991 M) j, IV, h.
113-114.
Hasil ijtihad yang bersifat ghanni, jika dikemudian hari dirasakan tidak relevan lagi bagi
masyarakat, hasil ijtihadnya dapat dibiarkan seperti adanya dan mujtahid menerapkan hasil
ijtihadnya yang baru, yang lebih sesuai dengan kondisi yang melingkupinya.22 Hasil ijtihad
yang paling dominan menerima perubahan adalah menyangkut bidang bisnis (muamalah),
karena bidang inilah yang terkait secara langsung dengan perubahan kondisi dan situasi
masyarakat. Kaidah usul fikih, berbunyi :

"ol¥I i pSYI i Sy Y

(Tidak dapat diingkari adanya perubahan hukum disebabkan berubahnya masa Ajmuni A.
Rahman, gp.ciz. h. 107.
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sanksi dosa. Terkecuali jika seseorang tidak berupaya maksimal untuk
mengetahuinya, maka ia bersalah dan dikenai sanksi dosa. 23

Mengenai hukum yang berkategori ghanni, seluruh mujtahid
mengerahkan kemampuannya untuk menggali hukum dalam mendapat
pahala dari Allah, meskipun ia keliru. Mujtahid yang mencapai kebenaran
dalam ijtthadnya, ia mendapat dua pahala, sementara mujtahid yang keliru
hanya akan mendapat satu pahala. Sabda Rasulullah SAW. :

24, 21 s clasl @ agarl S 13]y 01l alh Lol ¢ (ST (S 13

Apabila  seseorang  hakim berijtibad, kemudian ijtibadnya benar, maka
baginya dua pahala, dan apabila dia berijtibad, kemudian keliru dalam ijtibadnya,
matka baginya satn pahala.?s

Hukum dalam kategori ghanni dapat berubah dengan adanya
perubahan zaman, tempat dan kebiasaan. Oleh karena itu, seorang mujtahid
dapat mengeluarkan hasil ijtthad yang berbeda dalam satu masalah jika
dilakukan dalam waktu yang berbeda, karena suatu hasil ijtihad dapat
menerima perubahan, yang timbul secara internal dari diri mujtahid atau
secara eksternal dati lingkungan /kebiasaan masyarakat (urf).26

Lapangan ijtihad selain hal tersebut di atas, #shu/zyyin umumnya ialah
menyangkut kasus-kasus yang pada dasarnya tidak ditemui *i/zb-nya di dalam
al-Qur’an, al-Sunnah maupun al-Ijma’. Dalam masalah ini, al-Syaukani
mengakui adanya kasus-kasus yang tidak ditemui hukumnya dalam teks-teks
al-Quran  dan al-Hadits maupun al-Ijma’, tetapi menurutnya ada cara
lain untuk menemukan hukumnya, yakni melalui penggunaan dalil ijtihad
(dstidlal) 2

Dari uraian tersebut di atas, maka lapangan ijtthad secara ringkas
adalah :

23 al-Syaukani, gp.cit. h. 260.
,j XIL h. 13.0p.cit, j. IV, h. 372; Muslim, gp.cifBukhari, -Ibid. h. 261, Al24

25Hadits tersebut menyebutkan hakim. Hakim tidak identik dengan mujtahid. Hakim
disebut gadhi, yaitu orang yang diangkat penguasa untuk menyelesaikan dakwaan-dakwaan
dan persengketaan karena penguasa tidak mampu melaksanakan senditi semua urusan/tugas
itu. Adapun mujtahid yaitu orang yang dapat mnggali hukum dari sumber-sumbernya dan
memiliki keahlian tentang itu. Oleh karena itu tidak semua hakim memiliki kemampuan
berijtihad (mujtahid). Tetapi jumhur ulama sepakat bahwa yang pling afdhal menjadi hakim
adalah mujtahid.

26 al-Syaukani, gp.cit. h. 263.

2IMasuk dalam kategoti dalil ijtihad (istidlal) seperti  qiyds, istibsan, istishhab, maslabat
mursalab, sadd al-zhari’ab, uruf, syar'wm man qablana, dalalabh iqtiran (menyamakan ketentuan
hukum atas sesuatu dengan yang lain karena sama-sama disebutkan oleh dalil, gawul shahabi,
ru’ya al-Nabi Saw. (mimpi melihat Nabi Saw.) Lihat Ibid, h. 243-249.
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1. Masalah-masalah baru yang hukumnya belum ditegaskan oleh
nash secara jelas.

2. Masalah-masalah baru yang hukumnya belum diijma'i oleh
para mujtahid.

3. Nash yang dilalahnya zhanni dan dalil-dalil hukum yang
diperselisihkan

4. Hukum Islam yang ma'qul al-ma'na yang illatnya dapat
diketahui mujtahid

Dari kajian tersebut di atas, nampak bahwa #shuliyyin mendudukkan
istidlal sebagai metode menetapkan suatu ketentuan hukum atas dasar kasus-
kasus yang tidak ditemukan ketentuan hukumnya dalam al-Qur’an atau al-
Sunnah.Metode-metode istidla/ akan dibicarakan dalam bab tersendiri Jadi,
kalau akan melakukan reaktualisasi hukum Islam disinilah scharusnya
melakukan terobosan-terobosan baru. Apabila ini yang dilakukan dan
memang telah memenuhi persyaratannya maka pantaslah dianggap sebagai
mujtahid di abad modern ini yang akan didukung semua pihak.

Para ulama telah bersepakat bahwa ijtthad tidak berlaku:

1. Hukum Islam yang telah ditegaskan nash a/Quwr'an atau Sunnah
yang statusnya qath'i (abkam al- manshushah), yang dalam istilah zshu/
figih dikenal dengan syatiah atas "ma'wlima min al-din bi al-
dlarnrah." Atas dasar itu maka muncullah ketentuan, "Tidak berlaku
ijtihad pada masalah-masalah hukum yang ditentukan berdasarkan
nash yang status dalalah-nya ¢as)"7).Bila ditelaah, kaidah itulah yang
menghambat aspirasi sementara kalangan yang hendak merombak
hukum-hukum Islam yang ga#h' seperti hukum kewarisan al-Qur'an

2. Hukum Islam yang telah diijma'i oleh para mujtahid

3. Hukum Islam vyang bersifat fa'abbudi/ghairu ma'quinima'na (yang
kausalitas hukumnya/'illat-nya tidak dapat diteliti, dan diketahui
oleh para mujtahid)

Disamping ijtihad tidak berlaku atau tidak mungkin dilakukan pada
ketiga macam hukum Islam di atas, demikian juga ijtthad akan gugur dengan
sendirinya apabila hasil ijtihad itu berlawanan dengan #ash. Hal ini
sejalan dengan kaidah fighiyyah "Tidak ada ijtihad dalam melawan 7ash.

Di atas telah disinggung bahwa hukum yang dihasilkan oleh
ijtihad statusnya ghanny. Oleh sebab itu maka ijtihad yang satu tidak dapat
membatalkan ijtthad yang lain, sejalan dengan kaidah fighiyyah, "Ijtihad
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yang dihasilkan oleh seseorang tidak dapat digugurkan oleh ijtihad yang
lain."

Betapapun lemahnya suatu ijtihad, ia tetap eksis, tidak dapat
begitu saja dilenyapkan oleh ijtthad yang lain, betapapun kuat dalilnya.
Apabila hal ini dapat kita pegangi secara konsisten maka jiwa tasammuh
dalam menanggapi anekaragam pendapat di bidang fikih sebagai akibat
perbedaan dalam berijtihad akan tetap dapat ditumbuhkan; sehingga akan
sanggup menjadikan perbedaan pendapat tersebut sebagai rahmat yang
memporak-porandakan persatuan umat.

Prinsip tasammuh sebagai manifestasi dari status figih yang bersifat
ghanny tersebut dipegang teguh oleh para Imam Mujtahid; sehingga
muncullah ucapan mereka yang sangat populer, "Pendapat kami benar,
tapi mengandung kemungkinan salah; dan pendapat selain kami salah,
tetapi mengandung kemungkinan bahwa ijtithadnya benar."

E. Tingkatan Mujtahid
Ijtihad merupakan suatu keperluan yang senantiasa diperlukan pada
setiap zaman. Kekekalan keberadaan syariat Allah, tidak terlepas dari adanya
peranan ijtthad para mujtahid. Oleh karena itu, al-Syaukani mengatakan
bahwa pintu ijtthad tidak pernah tertutup untuk sepanjang zaman dan
mujtahid akan senantiasa muncul pada setiap zaman.28
al-Syaukani berpendapat bahwa hukum berijtihad adalah
fardhu kifayah dan mengadakan sarana untuk menghasilkan mujtahid juga
fardhu kifayah, ketetapan hukum itu bisa saja diterima, tetapi bagaimana jika
suatu zaman orang tidak ada lagi yang memenuhi peringkat mujtahid mutlag,
sedangkan kasus-kasus hukum bermunculan?. Maka tidak ada jalan
keluarnya, terkecuali melakukan ijtihad jama’, menurut Nasrun Rusli
bahwa “para ahli figh (kendati belum mencapai peringkat mujtahid mutlak)
melakukan tukar-pikiran untuk mendapatkan solusi hukum atas masalah
yang sedang dihadapi”. Berarti yang terpenting adalah bahwa kegiatan ijtihad
akan senantiasa berlanjut, kendati dalam bentuk yang sederhana.
Aktivitas berijtthad, para mujtahid dapat digolongkan kepada
beberapa tingkatan:
1. Ijthad Muthlag/Mustagil, yaitu ijtihad yang dilakukan dengan
cara menciptakan sendiri aturan dan kaidah is#inbath yang

28Tbid. h. 253.
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dipergunakan sebagai metode bagi seorang mujtahid dalam
menggali hukum. Aturan dan kaidah itu dapat diubahnya
sendiri manakala dipandang perlu. Mujtahid dari tingkatan ini
contohnya seperti Imam HanafiImam Malik, Imam Syafi'i
dan Imam Ahmad yang terkenal dengan sebutan mazhab
empat dalam kalangan ahlissunnah wal jama'ah..

2. ljtihad Muntasib, yaitu ijtihad yang dilakukan seorang mujtahid
dengan mempergunakan norma-norma dan kaiddah-kaidah
istinbath imamnya (mujtahid muthlaq/Mustaqil). Jadi untuk
menggali hukum dari sumbernya, mereka memakai sistem
atau metode yang telah dirumuskan imamnya, tidak
menciptakan sendiri. Mereka hanya berhak menafsirkan apa
yang dimaksud dari norma-norma dan kaidah-kaidah
tersebut. Contohnya, dari mazhab Syafi'i seperti Muzany dan
Buwaithy. Dari madzhab Hanafi seperti Muhammad bin
Hasan dan Abu Yusuf. Sebagian wshu/iyyin menilai bahwa Abu
Yusuf termasuk dalam kelompok mujtahid muthlaq.

3. ljtihad mazhab atau fatwa yang pelakunya disebut mujtahid
mazhab/fatwa, yaitu ijtihad yang dilakukan seorang mujtahid
dalam lingkungan madzhab tertentu. Pada prinsipnya
mereka mengikuti norma-norma/kaidah-kaidah istinbath
imamnya, demikian juga mengenai hukum furu'/fiqih yang
telah dihasilkan imamnya. Ijtithad mereka hanya berkisar pada
masalah-masalah yang memang belum diijtihadi imamnya,
men-takhrij-kan pendapat imamnya dan menyeleksi beberapa
pendapat yang dinukil dari imamnya, mana yang shahih dan
mana yang lemah. Contohnya seperti imam Juwaini dan
imam Ghazali dari madzhab Syafi'i.

4. Ijtihad di bidang farjib, yaitu ijtthad yang dilakukan dengan
cara mentatjih dari beberapa pendapat yang ada baik dalam
satu lingkungan madzhab tertentu maupun dari berbagai
mazhab yang ada dengan memilih mana diantara pendapat itu
yang paling kuat dalilnya atau mana yang paling sesuai dengan
kemaslahatan sesuai dengans tuntutan zaman. Dalam mazhab
Syafi'i, hal itu bisa kita lihat pada imam Nawawi dan imam
Rafi'i. Sebagian ulama mengatakan bahwa antara kelompok
ketiga dan keempat ini sedikit sekali perbedaannya; sehingga
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sangat sulit untuk dibedakan. Oleh karena itu mereka

menjadikannya satu tingkatan dalam tingkatan mujtahid.

F. Ijtihad dalam Lintasan Sejarah

Ditinjau dari segi historis, ijtihad pada dasarnya telah tumbuh sejak
zaman Nabi Muhammmad SAW. Kemudian berkembang pada masa-masa
sahabat dan tabi’in serta generasi berikutnya hingga kini dan masa mendatng
dengan mengalamipasang surut dan cirri-ciri khususnya masing-masing.

Dalam riwayat lain diceritakan bahwa suatu ketika “Umar ibn al-
Khatab r.a. mengadu suatu perbuatannya kepada rasul Allah SAW ia
berkata, “Aku telah memeluk istriku kemudian aku menciumnya, padahal
aku sedang berpuasa, amka Rasul allah SAW bertanya kepada Umar,
“Bagaimana pendapatmu kalau engkau berkumur dengan air sedangkan
engkau dalam keadaan berpuasa?” Umar menjawab, menurut pendapatku,
itu tidak mengapa (tidak Membatalkan puasa). “Kalau begitu,” Kata Nabi,
teruslah puasamu.”?

\3%%@3\; jﬂ\wiw
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Dari Umar bin Khattab ra... berkata, hari ini saya telah berbuat suatu
perkara yang besar; saya mencium isteri saya, padahal saya sedang berpnasa. Maka
Rasulullah SAW bersabda kepadanya : Bagaimana pendapatmu, seandainya kamn
berkumur-keumur dengan air dikala kamn sedang berpuasa? Laln saya jawab: tidak
apa-apa dengan yang demikian itn. Kemudian Rasulullah SAW bersabda : Maka
tetaplah kamu berpuasa!.

Pada Hadits di atas Rasulullah SAW menetapkan tidak batal puasa
seseorang karena mencium isterinya dengan mengqiyaskan kepada tidak

batal puasa seseorang karena berkumur-kumur. Juga seperti Hadits
Rasulullah SAW

IS 8w sy Sy 5 e 351 8T

29Abu Muhammad “Abd Allah ibn “Abd al-Rahman Al- darimi, Sunan al-darimi,
tt), hal. 13.

30Al-Baihaqy, Sunan al-Kubra, juz 4, Majelis Daerah al-Ma’arif, 1344 H. h. 218.

31 Ihid, h. 37
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Seandainya tidak akan memberatkan terhadap umatkn, niscaya kuperintabkan kepada
mereka bersiwafk (bersikat gigi) setiap akan melakukan shalat."

Diterangkan oleh Muhammad Ali al-Sayis, bahwa Hadits
tersebut menunjukkan kepada kita adanya pilihan Rasulullah SAW terhadap
salah satu urusan, karena untuk menjaga kemaslahatan umatnya. Seandainya
beliau tidak diperbolehkan melakukan ijtihad, hal itu tidak akan terjadi.
Dalam pada itu, dari penelitian sebagian ulama terhadap berbagai peristiwa
hidup Rasulullah SAW, berkesimpulan bahwa beliau bisa melakukan ijtthad
dan memberi fatwa berdasarkan pendapatnya pribadi tanpa wahyu, terutama
dalam hal-hal yang tidak berhubungan langsung dengan persoalan hukum.
Kesimpulan tersebut, sesuai dengan sabda beliau sendiri yang diriwayatkan
oleh Abu Dawud dari Ummi Salarnah'

3268 gle Sl ws ol K Ll G )
Sunggub  saya  memberi  keputusan diantara kamn  tidak lain  dengan
pendapatkn dalam hal tidak diturunkan (wabyn) kepadakn
Rasulullah SAW adalah seorang manusia juga sebagaimana manusia
yang lain pada umumnya maka hasil ijtthadnya bisa benar dan bisa salah,
sebagaimana diterangkan dalam sebuah riwayat, beliau bersabda :

u?upwﬁﬁkgﬁu33>wg\fﬁﬁxm;@uiul
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Saya tidak lain adalah seorang manusia juga, maka segala yang saya katakan
kepadamu yang berasal dari Allah adalah benar; dan segala yang saya katakan dari
diri saya sendiri, karena tidak lain saya juga seorang manusia, bisa salah bisa benar.dan
bisa salab.

Hanya saja jika hasil ijtihad beliau itu salah, Allah menurunkan
wahyu yang tidak membenarkan hasil ijtthad beliau dan menunjukkan
kepada yang benar.

Sebagai contoh hasil ijtihad beliau tentang tindakan yang
diambil terhadap tawanan perang Badar. Dalam hal ini beliau menanyakan
terlebih dahulu kepada para sahabatnya. Menurut Abu Bakar agar mereka
(para tawanan perang Badar) dibebaskan dengan membayar tebusan.

32 Abu Dawud, Sunan Abi Dawnd, juz 3, Dar al-Kitab al-Araby, Beirut, t.th. h. 329
3 Al-Bazzar, Musnad al-Bazzar, juz 2, t.tp.t.th. h. 163.
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Sedangkan menurut Umar bin Khattab, mereka harus dibunuh, karena
mereka telah mendustakan dan mengusir Rasulullah SAW dari Makkah. Dari
dua pendapat tersebut, beliau memilih pendapat Abu Bakar. Kemudian
turun ayat Al-Qur'an Al-Anfaal: 67 yang tidak membenarkan pilihan beliau
tersebut dan menunjukkan kepada yang benar, yakni :

" 1 g
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Tidak patut, bagi seorang Nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat
melumpubkan musubnya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawiyah
sedangkan Allah menghendaki (pabala) akbirat (untukmm). Dan Allah Maha Knasa
lagi Maha Bijaksana

Jika terhadap hasil ijtihad Rasulullah SAW tersebut, tidak
diturunkan wahyu yang tidak membenarkan dan menunjukkan kepada yang
benar, berarti hasil ijtihad beliau itu benar, dan sudah barang tentu termasuk
ke dalam kandungan pengertian As-Sunnah (Al-Hadits).

Demikian pula dalam sebuah Hadits yang sangat populer, di kala
Rasul Allah SAW hendak mengutus Mu’adz bin Jabal ra. sebagai qadhi di
Yaman, beliau bertanya kepadanya :’bagaimana cara kamu menyelesaikan
perkara jika diajukan kepadamu suatu kasus? Mu’adz menjawab, “Akan
kuputuskan menurut ketentuan hukum yang ada dalam al-Qur’an. “Kalau
kamu tidak menemukannya didalam kitab?, “Tanya Nabi selanjutnya. “Aku
akan putuskan menurut hukum yang ada dalam Sunnah rasul Allah SA
jawab Muadz lagi. “Kalau tidak juga kamu temukan dalam kitab Allah dan
tidak pula pada Sunnah rasul Allahr,” beliau mengakhiri pertanyaannya.
Mvu’adz menjawab, “Aku akan berijtthad dengan pemikiranku sendiri”.
Mendengar jawaban itu Rasul Allah SAW pun mengakhiri dialognya sambil
menepuk-nepuk dada Mu’adz seraya beliau bersabda : “Segala puji bagi
Allah yang telah memberikan petunjuk kepada utusan Rasul-Nya kejalan
yang diridhoi oleh rasul Allah”. Haditsnya sebagai berikut :

J»ﬂJuﬂ@u;uj 5 18 VJ..ﬂjwwul,,a m\Jyff,
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Babwasanya  Rasulullah SAW  ketika mengutus Mu'ady ke Yaman,
(Rasulullah SAW bertanya) : Bagaimana cara kamn memntusi jika datang kepadamn
suatu perkara? la menjawab : Saya putusi dengan (huknm) yang terdapat dalam kitab
Allah. Belian bertanya : Jika tidak kamu dapati (hukum itn) dalam kitah Allah? la
menjawab : Maka dengan Sunnabh Rasulullah. Belian bertanya : Jika tidak kanm
dapati dalam Sunnab Rasulullah juga dalam kitab Allah? la menjawab : Saya akan
berijtibad dengan pikiran dan saya tidak akan lengah. Kemndian Rasulnllah SAW
menepuk dadanya dan bersabda : Segala puji bagi Allab yang telah memberi taufik
kepada utusan Rasulullah SAW yang diridlai oleh Rasulullah.”

Dalam sebuah Hadits yang diriwayatkan dari ‘Amr ibn al-Ash r.a. ia
mendengar Rasul Allah SAW bersabda : “Apabila seorang hakim hendak
menetapkan suat hukum kemudian dia berijtihad dan ternyata ijtihadnya
benar, maka baginya dua pahala ; dan apabila ijtihadnya itu salah, maka
untuknya satu ganjaran”.35

s Sllas T ofy Ot s ool 0)" om0 JB € ol 2ol 5 gl
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Apakalh saya berijtibad sedangkan engkan hadir? Bersabda Nabi SAW. ya.
Jika ijtihad engkan benar maka mendapat dua pabala dan jika ijtihad engkan keliru
matka mendapat satu pabala.

Sebagai contoh ijtihad yang dilakukan oleh sahabat, yakni ijtihad
yang dilakukan oleh “Awmar bin Yasir, sebagai berikut :
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34 Al-Baihaqy, Sunan al-Kubra, juz 10, Majelis Daerah al-Ma’arif, 1344 H, h. 114.

35 Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, Kairo, Musyafa al-Babi al-Halabi, 1952, hal.
263.

36 Al-Bukhari, Shabilhy Bukhari, juz 1, Dar Ibnu Katsir, Beirut, 1987, h. 129
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Telah datang seorang laki-laki kepada Umar bin Kbattab, maka berkata Saya telah
berjunub dan tidak mendapatkan air. Maka berkata Ammar bin Y asir kepada Umar
bin Kbhattab, Apakab ingat babwa Fkita melaknkan musafir (akn dan engkan).
Adapun  engkan tidak  shalat. Adapun Maka saya berguling-gnling pada debu
kemndian saya mengerjakan shalat. Lalu hal itn, saya sampaikan kepada Nabi SAW.
Maka belian bersabda : Sesunggubnya cukup kamn melakukan begini : Nabi menepuk
tanab dengan dna telapak tangannya kemudian menimpnya, laln menyapukannya ke
wajabnya dan dua telapak tanganya." (HR. Bukhati dan Muslim).

Pada Hadits di atas, “Ammar bin Yasir mengqiyaskan debu dan air
untuk mandi dalam menghilangkan junubnya, sehingga ia dalam
menghilangkan junub karena tidak mendapatkan air itu, dilakukan dengan
berguling-guling di atas debu. Namun hasil ijtthadnya ini tidak dibenarkan
oleh Rasulullah SAW.

Hasil ijtihad para sahabat tidak dapat dijadikan sumber hukum atau
tidak mempunyai kekuatan hukum yang dapat dipedomani oleh kaum
muslimin, kecuali jika hasil ijtthadnya telah mendapat pengesahan atau
pengakuan dari Rasulullah SAW dan tidak diturunkan wahyu yang tidak
membenarkannya.

Dari beberapa riwayat tersebut di atas dapat difahami bahwa
terjadinya ijtthad pada masa Nabi Muhammad SAW. Bukan semata-mata
disebabkan atas dorongan dari Nabi sendiri, melainkan juga lahir atas
inisiatif dari sebagian sahabat tergambar di dalam hadits Mu’adh di atas.

Hal ini juga mengisyaratkan kepada kita betapa Nabi Muhammad
SAW melatih sebagian sahabatnya berijtihad, beliau mengakui dan
membenarkan ijtthad mereka yang memang dianggap benar dan menolak
hasil ijtithadnya mereka yang dinilai salah, baik karena metodenya yang tidak
benar maupun disebabkan ijtthad yang dilakukannya itu tidak pada
tempatnya. Selain itu mujtahid harus orang-orang yang memang memiliki
kecakapan ilmiah dan integritas pribadi muslim yang memadai. DialogRasul
Allah SAW dengan Mu’adz ibn Jabal r.a. secara tegas menempatkan
kedudukan ijtthad di belakang al-Qur’an dan Hadits. Dengan demikian
ijtihad hanya dapat dilakukan dalam masalah-masalah yang belum secara
tegas ditentukan hukumnya oleh al-Qur’an dan Hadits. Sementara itu hasil
ijtihad para sahabat yang dibenarkan Nabi SAW sendiri tidaklah dinamai
hasil ijtihad mereka, melainkan disebut Sunnah “Zagririyah”. Oleh karena itu
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iitthad yang dilakukan para sahabat pada zaman Nabi SAW belum dapat
dianggap sebagai alat penggali hukum yang muthlak, mengingat ijtthad
mereka masih dalam taraf latihan, sementara penentuan akhir dalam
masalah-masalah hukum masih tetap berada di tangan Rasul Allah SAW.

Akan tetapi dengan adanya kegiatan ijtihad yang terjadi pada masa
ini, mempunyai hikmah yang besar, karena hal itu merupakan petunjuk bagi
para sahabat dan para ulama dari generasi selanjutnya untuk berijtihad pada
masa-masanya dalam menghadapi berbagai persoalan baru yang tidak terjadi
pada masa Rasulullah SAW atau yang tidak didapati ketetapan hukumnya
dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Kegiatan ijtthad dimasa sahabat Khulafaurrasyidin, penetapan
hukum terbatas pada fatwa-fatwa yang difatwakan oleh orang-porang yang
ditanya tentang sesuatu kejadian. Mereka tidak mengembangkan dan
memperluas permasalahan melebihi dari apa yang diperlukan saja. Mereka
tidak berandai-andai yang belum terjadi. Karena dikhawatirkan salah dalam
penetapan hukumnya.

Abu Bakar ra. ketika menjadi khalifah, menghadapi persoalan yang
pelik, yaitu orang-orang yang ingkar membayar zakat, walaupun mereka
tetap menjalankan shalat. Menurut ijtthad Abu Bakar ra, mereka harus
diperangi sampai merecka mau melaksanakan mengeluarkan zakat,
sebagaimana yang mereka lakukan pada masa Nabi SAW. Ijtthad Abu Bakar
itu tidak dapat dipahami oleh Umar bin Khattab ra, karena berlawanan
dengan sabda Rasulullah SAW. :"Saya diperintahkan memerangi orang
banyak (yang mengganggu Islam) schingga mereka mau mengucapkan
syahadat. Kalau mereka telah mengucapkannya, terpeliharalah darah dan
harta mereka, kecuali dengan cara yang hak". Kemudian Abu Bakar
menjelaskan, bukankah Nabi SAW. pernah bersabda " Kecuali dengan
hak".

Termasuk dalam kata-kata ini adalah menunaikan zakat. Sahabat-
sahabat yang hadir ketika itu menyetujui ijtthad Abu Bakar. Dalam kejadian
itu berarti betlaku ijtihad jama'i, walaupun pendapat itu berasal dati ijtihad
Abu Bakar. : Umar bin Khattab ra. tidak menjatuhkan hukuman potong
tangan  kepada  seseorang  yang mencuri karena  kelaparan
(darurat/terpaksa).Dan Ali bin Abi Thalib ra. berpendapat bahwa wanita
yang suaminya meninggal dunia dan belum dicampuri serta belum
ditentukan maharnya, hanya berhak mendapatkan mus'ah. Ali menyamakan

kedudukan wanita tersebut dengan wanita yang telah dicerai oleh suaminya
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dan belum dicampuri serta belum ditentukan maharnya, yang oleh syarak
ditetapkan hak mut'ah baginya, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah
dalam surah al-Baqarah ayat 2306:
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Tidak ada sesuatupun (mabar) atas kamu, jika kamn menceraikan isteri-isterinm
sebelum famu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya.
Dan hendaklah kamu memberikan mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang
mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut Remampuannya
(pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itn merupakan ketentnan
bagi orang-orang yang berbuat febajikan.

Dari contoh-contoh ijtthad yang dilakukan oleh Rasulullah SAW,
demikian pula oleh para sahabatnya baik di kala Rasulullah SAW masih
hidup atau setelah beliau wafat, tampak adanya cara-cara yang digunakannya,
sekalipun tidak dikemukakan dan tidak disusun kaidah-kaidah nya ;
sebagaimana yang kita kenal dalam Ushul Figh ; karena pada masa
Rasulullah SAW, demikian pula pada masa sahabatnya, tidak dibutuhkan
adanya kaidah-kaidah dalam berijtthad dengan kata lain pada masa
Rasulullah SAW dan pada masa sahabat telah terjadi praktek berijtihad,
hanya saja pada waktu-waktu itu tidak disusun sebagai suatu ilmu yang kelak
disebut dengan Ushul Figh, karena pada waktu-waktu itu tidak dibutuhkan
adanya. Yang demikian itu, karena Rasulullah SAW mengetahui cara-cara
nash dalam menunjukkan hukum baik secara langsung atau tidak langsung,
sehingga beliau tidak membutuhkan adanya kaidah-kaidah dalam berijtihad,
karena mereka mengetahui sebab-sebab turun ayat-ayat Al-Qut'an, sebab-
sebab datang Hadits, mempunyai ketajaman dalam memahami rahasia-
rahasia, tujuan dan dasar-dasar syarak dalam menetapkan hukum yang
mereka peroleh karena mereka mempunyai pengetahuan yang luas dan
mendalam terhadap bahasa mereka sendiri (Arab) yang juga bahasa Al-
Qur'an dan As-Sunnah. Dengan pengetahuan yang mereka miliki itu, mereka
mampu berijtihad tanpa membutuhkan adanya kaidah-kaidah.

Pada masa sahabat, ijtthad mulai benar-benar berfungsi sebagai alat
penggali hukum dan bahkan dipandang sebagai suatu kebutuhan yang harus

dilakukan guna menyelesaikan berbagai kasus dalam masyarakat Islam yang
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hukumnya tidak secara jelas dijumpai dalam al-Qur’an dan Sunnah, maka
untuk itu muncullah para sahabat terkemuka, seperti Abu Bakar, Umar,
Utsman dan Ali ra. sebagai pelopor dalam melakukan ijtihad, yang
kemudian disusul pula oleh para sahabat lain, seperti Zayd ibn Thabit dan
Abd Allah ibn Mas’ud r.a mereka melakukan ijtthad dan mempergunakan
giyas, dengan membanding-bandingkan penalarannya dengan penalaran
orang lain.37

Sekalipun para sahabat itu hidup semasa bahkan bergaul bersama
nabi SAW, bukan berarti tidak terjadi perbedaan pendapat (khilafiyyah) di
kalangan mereka tentang suatu masalah. Perbedaan hasil ijtthad mereka itu
antara lain karena perbedaan metode ijtihad yang dipergunakannya di
samping latar belakang keilmuan dan orientasi penalaran serta pengalaman
mereka berlainan. Umar ibn Khatab, misalnya, cenderung kepada maslahat
di samping juga mempergunakan qiyas. Sedangkan Ali ibn Thalib dan Abd
Allah ibn Mas’ud lebih banyak mempergunakan giyas walaupun kadang-
kadang menggunakan juga maslahah ‘ammah. Perbedaan pendapat di
kalangan para sahabat dalam maasalah figh ini merupakan sumbangan
intelektual yang amat berharga bagi dunia perijtihatan kelak dan akan
membuka cakrawala berpikir yang luas bagi kalangan umat Islam di
kemudian hari.

Tradisi ijtthad dan perbedaan pendapat di kalangan sahabat,
tampaknya dijadikan panutan bagi generasi-generasi berikutnya yang tersebar
di berbagai daerah kekuasaan Islam waktu itu. Di Madinah, misalnya : tampil
antara, Aisyah al-Siqddiqah (w. 57 H), ‘Abd Allah bin Umar (w. 73 H), Sa’ad
ibn al-Musayyab (w. 94 H). Urwah ibn al-Zubayr (w. 94 H), ‘Ali ibn Husayn
ibn ‘Ali ibn Thalib (w. 94 H), Nafi’ Mawla Abd Allah ibn Umar (w. 117),
dan Abu Ja’far ibn Muhammad ibn Ali ibn al-Husayn (w. 114). Selain itu
tidak ketinggalan pula para faqih dan mujtahid kenamaan dari kuffah seperti
‘Algamah ibn Qays al- Nakha’i (w. 62 H) yang dilahirkan pada masa
Rasulullah SAW dan mendengarkan Hadits dari Umar, Utsman, Ibn Mas’ud
dan Ali, disusul Masruq ibn al-Ajda al-Hamdani (w. 63 H). seorang faqih
dan salah seorang cendekiawan andal yang belajar dari Umar, ‘Ali dan Ibn
Mas’ud, Ubaydah ibn Amr al-Salami al-Muradi (w. 92 H), ia masuk islam
pada waktu penaklukan Yaman dan belajar dari Umar, “Ali dan Mas™ud,
berikutnya Ibrahim ibn Yazid al-Nakha’it (w.95 H), ia meriwayatkan Hadits

37 Ibn Qoyyim al-Jawziyyah, I'lan al-Muwaqib’in ‘an Rabb al-Alamin Beirut : dar al-
jail. t.th, hal. 202.
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dari Alqamah, Masruq, Aswad dan lain-lain. Selanjutnya tampil pula para
faqih dari Syam seperti Abd. Rahman ibn Ghanim al-Asy’ari (w. 78 H), ia
banyak meriwayatkan dari Umar dan Mu’adz, kemudian umar mengutusnya
ke Syam untuk mengajarkan di sana, Qubaysah ibn Zuayb (w. 86 H). Al-
Sya’bi mengatakan, Qusaibah adalah orang yang paling mengetahui tentang
keputusan Zayd ibn Tsabit, Makhul ibn Abi Muslim Maula, seorang wanita
dari Huzayl, asalnya dari Kabil (w. 113 H). Hatim berkata: “Aku tidak
pernah mengetahui di Syam ini ada orang yang lebih pandai dari pada
Makhul. Kemudian tidak ketinggalan pula ‘Umar ibn Abd Aziz ibn Marwan
(w. 101 H). ia adalah khalifah Bani Umayyah yang kedelapan, ia sebagai
seorang Imam yang faqih, mujtahid, pandai tentang al-Sunnah, kokoh
hujjahnya, hafiz, tunduk kepada Allah SWT membandingkan Umar ibn
Khatab dalam keadilannnya, dengan al-hasan al-Bisti dalam kezuhudannya
dan dengan al-Zuhri dalam keilmuannya.38

Sementara itu perkembangan ijtihad dan faqih Islam mengalami
kemajuan yang amat pesat dari waktu ke waktu . pada masa Nabi SAW dan
masa sahabat (sampai akhir abad pertama hijriyah) biasa disebut “fase
permulaan figh Islam”, sedangkan masa tabiin dan dua atau tiga generasi
berikutnya lazim dinamai fase pembinaan dan pembukuan figh islam yang
berlangsung sekitar 250 tahun, terhitung sejak akhir abad pertama hijriyah
sampai separuh pertama abad keempat Hijriyah. Pada fase kedua inilah figh
Islam mencapai puncak kejayaannya bersamaan dengan kemajuan dunia
Islam di hampir semua bidang. Pada periode yang kerap disebut periode
ijtihad dan keemasan figh Islam itu pulalah lahir para mujtahid kenamaan
seperti Imam Abu hanifah ibn Nu’'man (699-772 M), Imam Malik ibn Anas
(712-798 M), Imam Muhammad ibn Idris al-Syafi’i (766-820 M) dan Imam
Ahmad ibn hanbal r.a. (780-855 M).

Selain empat serangkai imam Madzhab di atas, sejarah juga
mencatat mujtahid-mujtahid terkenal lainnya dalam periode kedua ini,
seperti Imam Zayd ibn Ali ibn al-Husayn (80-122 H), Imam Ja’far al-Shidiq
(80-148 H).*

Selain madzhab-madzab yang masih hidup dan berkembang serta
diikuti oleh mayoritas umat Islam seperti tersebut di atas, ada juga madzhab-

3 Muhammad al_khudari Bik, Tarikh at-Tashri’, Kairo : al-Maktabah at-Tijarriyyah
al-Kubra, 1967, hal. 124-138.

3 Muhammad Jawad al-Mughniyyah, Abwal al-Shahshiyyah ‘ala Madhahib al-Khamsabh,
tery. Masykur A.B. dkk Jakarta, Bulan Bintang, 1996, hal. 21
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madzhab figh yang kurang berkembang bahkan cenderung punah. Dimana
madzhab-mazhab tersebut seperti madzhab Awza’i yang dipelopori oleh
Imam Abd al-Rahman ibn Muhammad al-Awza’i (88-157 H), madzhab
Zahiri yang didirikan oleh Imam Dawud ibn Ali ibn Khallaf al-Zahjiri (224-
330 H). demikian juga madzhab tabari, fatwanya hampir telah ditinggalkan
para pengikutnya. Fase kemajuan ijtihad dan kejayaan figh Islam ini hanya
mampu bertahan selama kurang lebih dua setengah abad. Segera setelah
periode yang membanggakan umat islam ini dunia ijtthad mengalami
kemunduran dan semangat para mujtahid lambat laun menjadi lesu, kualitas
dan kuantitas merekapun semakin menurun.

Dalam memecahkan masalah-masalah  jtibadiyah, umumnya
mujtahid enggan mengistinbathkan hukumnya langsung merujuk kepada al-
Qur’an dan Hadits, mereka lebih condong untuk mencari dan menetapkan
produk-produk ijtthadiyah para mujtahid sebelumnya walaupun mungkin
sebagian hasil ijtthad mereka sudah kurang sesuai dengan zamannnya.
Bahkan lebih memprihatinkan lagi sikap toleransi bermadzhab semakin
menipis di kalangan pengikut madzhab-madzhab figh yang ada, malahan
kerapkali timbul persaingan yang kurang sehat sebagai akibat dari fanatisme
madzhab yang berlebihan.

Masa-masa kemunduran figh Islam yang berlangsung kurang lebih
sembilan abad lamanya, yakni sejak pertengahan abad keempat sampai akhir
abad ketiga belas Hijriyah ini terkadang dijuluki sebagai periode taqlid dan
penutupan pintu ijtthad. Bahkan konon ada sebagian fuqaha yang merestui
agar pintu gerbang ijtihad itu ditutup rapat saja, sebab menurut mereka
menyerahkan ijtthad kepada orang-orang yang bukan ahlinya tidak lebih
daripada tindakan menutup pintu ijtihad.

Sesungguhnya ide penutupan pintu ijtihad itu terdapat pro dan
kontra di kalangan umat Islam sendiri, bukan saja antara kelompok Syi’ah
yang menyatakan pintu ijtihad tetap terbuka, dengan golongan Sunni., yang
tidak keberatan kalau pintu ijtihad ditutup saja, melainkan intern sesama
kaum Ahl al-Sunnah itu sendiri tetap terjadi pro dan kontra. Sementara itu,
para ahli figh dari kalangan madzhab Hanabilah menyatakan bahwa pintu
ijtihad itu tetap terbuka; tidak ada seorang pun yang berhak menutupnya dan
tiap masa pasti ada mujtahid, sesuai Hadits Nabi SAW yang artinya :
“Sesungguhnya Allah akan mengutus pembaru (mujaddid) untuk umat Islam
pada setiap pengunjung seratus tahun supaya memperbaharui (ajaran-ajaran)
agama mereka”. Di antara mereka yang tidak membenarkan penutupan
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pintu ijtthad adalah Ibn Taymiyah yang berpendapat bahwa seseorang tidak
berhak untuk memaksa orang lain dan mewajibkan sesuatu kepada mereka
selain yang telah diwajibkan Allah dan Rasul-Nya, dan tidak boleh pula
melarang sesuatu kecuali yang telah dilarang Allah dan Rasul-Nya, termasuk
berijtthad, tidak perlu apakah namanya itu ijtihad mutlak ataukah ijtihad
nisbi.
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BAB 1

PENGGUNAAN DALIL HUKUM
DALAM BERIJTIHAD

A. Pendahuluan

Dalil hukum Islam ialah "Adillatn al-Syar'iyyah" disebut juga "Adillatu
al-Abkan" atau digunakan juga kata"Mashadirn al-Tasyri’yyah li al-Abkan".
Dalam kitab-kitab ushul figh seting digunakan kata "alAdillah", namun
sebagian penulis kitab-kitab ushul figh kentemporer menggunakan kata "a/
Mashadir". Kata "al-Adillah" mereka persamakan maknanya dengan "a/
Mashadir" 0 Apabila diperhatikan arti kata, a/~-Adillah dan al-Mashadir itu
secara etimologis akan terlihat, bahwa kedua kata itu tidaklah sinonim,. Kata
"mashadir'" yaitu " sumber" dalam bahasa Arab disebut dengan mashdar, kata
jamaknya ialah mashadir, yaitu mengandung arti permulaan sesuatu, atau
tempat munculnya sesuatu#!  Dalam istilah ushul figh disebut dengan
Mashadir al-Abkam (sumber-sumber hukum). Kata sumber hanya digunakan
untuk Al-Quran dan Al-Sunnah, karena keduanya dapat ditimba hukum
Islam, tetapi tidak mungkin kata itu digunakan untuk dalil hukum yang lain
seperti, Istthsan, maslahat mursalah dan lainnya.

Pengertian secara etimologi, kata adillah berasal dari kata da/i/, dalam
bahasa Arab mengandung beberapa arti yaitu; Penunjuk, tanda, menunjuk
kepada sesuatu baik yang material maupun yang bukan material. 2. Dalam
Al-Quran kata dalil terdapat delapan kali, antara lain pada surah al-Furqan
ayat 45

W5 e k) das fufu dd o g
..bagaimana Dia memanjangkan (dan memendekkan) bayang-bayang; dan

kalau dia menghendaki niscaya Dia menjadikan tetap bayang-bayang itn, kemudian
RKami jadikan matabari sebagai petunjuk atas bayang-bayang itu,

40 Abd al-Wahhab Khallaf, Mashadir al-Tasyri’ al-Islami fi Ma 1.a Nashkh Fih
(Kuwait: Dar al-Qolam, 1992

4 Luis ma’luf, Munjid, Maktabah al-Syargiyyah, Daru al-Masyriq, Beirut, 1986, h.
418

42 al-Ishfahani, Mujam Mufradat al-Fazh al-Qur'an , 1392 H. h. 173. Lihat Ahmad
Witson Munawwit, &amus al-Munawwir, 1984; 450-451)
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Sedangkan menurut terminologi, Abd al-Wahhab Khallaf

mengatakan;

%
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Sesuatu yang dapat menyampaikan (diperoleh) dengan pandangan yang benar
dan tepat kepada bukum hukum Islam yang amali, secara muthlaq, baik dengan jalan
pasti (Qath'i) maupun dengan jalan dugaan (3hanny)

Al-Amidi mengatakan, dalil yaitu sesuatu yang dapat mengantarkan
orang kepada pengetahuan yang pasti menyangkut objek informasi.4* Ulama
ushul figh masa akhir, Wahbah al-Zuhaili mengatakan, bahwa dalil yaitu
sesuatu yang dijadikan landasan berpikir yang benar dalam memperoleh
hukum Islam yang bersifat praktis.*> Jadi dalil dijadikan landasan dalam
menetapkan suatu ketetapan hukum yang diterapkan secara praktis oleh
seorang ahli hukum. Ketetapan itu bisa bersifat pasti atau tidak pasti.

Kata dalil disamping dapat digunakan untuk al-Quran dan al-
Sunnah, juga berlaku untuk al-Ijma’, al-Qiyas, al-Istihsan, al-Maslahat
Mursalah, Sadd al-Dzari’ah, al-Istishhab. Karena semuanya menuntun
kepada penemuan hukum Islam. Sebab pembahasan pada dalil hukum akan
menjangkau pula kepada ra'yu, sehingga kata yang paling tepat digunakan
adalah al-ad'illatn al-abkam.

Istilah sumber hukum, Abd al-Wahhab Khallaf cenderung
mengidentikkan dengan dalil hukum, sehingga muncullah istilah mashadir al-
abkam, adillatn al-abkam, nshul al-abkam. Istilah itu sering dipergunakan oleh
ushultyyin.*o

Namun Zaki al-Din mengatakan, bahwa mashadir al-abkam atau
adillatn al-abkam ada yang bersifat mustagil ( yang bebas seperti al-Quran, Al-
Sunnah), tetapi ada yang /z yakun mustagillan (tidak bebas, terikat dengan
sumber atau dalil lain seperti Qiyas).*?

Apabila diperhatikan arti kebahasaan dari kata mashadir dan dalil di

atas, maka mashadir merupakan “sumber sesuatu”, jika mashadir ditempatkan

43Abd al-Wahhab khallaf, Ushu/ Figh, . Kuwait, Dar al-Qalam, 1402, h. 20.

“al-Amidi, al-Ibkam fi ushul al-abkam, 1, Qahirah, Muwassasah al-Halabi was-
Syirkah lin-Nashyar wat-Tauzy’, 1406, h. 417.

45al-Zuhaili, I, Ushul al-Figh al-Islami, Beirut, Dar al-Fikr, 1400, h. 417

46Abd Wahhab Khallaf, Op.cit, h. 109.

477:aki al-Din,Ushul Figh al-Isiami, Mesir, Dar al-Ta’lif,1965, h. 29-30.
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dalam lapangan hukum, maka yang menjadi sumber tempat munculnya
hukum, dalam pengertian ini berarti yang menjadi mashadir al-ahkam hanya
al-Quran dan al-Sunnah. Oleh karena itu, Ali Hasaballah menyebutkan
bahwa al-Quran sebagai ash/ ushu al-syar’yyah (dasar dari dasar syariat)*® Al-
Sunnah dikatakan sebagai mashadir, karena ia sebagai pelengkap bagi al-
Quran dalam menjelaskan hukum-hukum Islam. Bahkan Imam Syaft’i tidak
memisahkan antara al-Quran dan al-Sunnah sebagai sumber hukum yang ia
sebut dengan nashh4. Dengan demikian, dalil hukum tidaklah dapat
dikatakan sumber hukum apabila memerlukan dalil lain untuk dijadikan
sebagai hujah, karena yang dikatakan mashadir adalah sifatnya mandiri.

B. Dalil-Dalil Hukum Islam

Terhadap dalil-dalil hukum Islam, para mujtahid ada yang
menyepakatinya seperti al-Quran, al-Sunnah, al-Ijma’ dan al-Qiyas sebagai
dalil-dalil hukum Islam. Tetapi mereka berbeda dalam mendudukkan dan
menggunakannya dalam bet-istinbath. Begitu pula terhadap dalil-dalil yang
masih diperselisihkan kedudukan dan kegunaannya, seperti Istihsan,
Istishhab, Mashlahat Mursalah dan lain-lainnya. Secara rinci dipaparkan pada
bagian di bawah ini:

AL-QURAN SEBAGAI DALIL HUKUM

1. Pengertian Al-Quran

Al-Quran berasal dari bahasa Arab yang secara bahasa adalah masdar
dari kata "I&" dengan arti bacaan berbicara tentang apa yang tertulis
padanya, atau melihat dan menelaahnya. Dalam pengertian ini kata "¢l

berarti "s s 8" yaitu isim maf'nl dari kata "_3" . Hal ini sesuai dengan firman
Allah pada surah al-Qiyamah ayat 17-18.

;_;(:::uou,e\;; RS \MLN\

Sesunggnbnya atas tanggungan Kamilah mengumpnlfannya (di dadamn) dan
(membuatmu pandai) membacanya. Apabila Kami telah selesai membacakannya maka
ikutilah bacaannya itn.

Pengertian Al-Quran secara terminologi, menurut Abd al-
Wahhab Khallaf yaitu;

48Ali Hasaballah, Usbul at-Tasyri’ al- Islamy, Mesir, Darul Ma’arif. 1971; 16.
49al-Syafi’i, A/-Risalah. Beirut, Dar al-Fikr. t.th. h. 287-300
50 Luis Ma'luf, Op.cit, h. 616-617
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Al-Quran yaitu kalam Allah yang diturunkan oleh-INya dengan perantaraan
Malaikat Jibril ke dalam hati Rasulullah Mubammad ibnn Abdillah dengan kata-
kata (lafaz) babasa Arab dan dengan makna yang benar, agar menjadi hujjab (alasan)
Rasulullah SAW. dalam pengakuannya sebagai Rasulullah, juga sebagai nndang-
undang yang dijadikan pedoman umat manusia dan amal ibadab apabila membacanya.
Ia dikodifikasikan di antara dua lembar mushbaf yang dimulai dari surah al-Fatibah
dan ditutup dengan surah an-Nash, yang telah sampai kepada kita secara Mutawatir,
baik dalam bentuk tulisan maupun lisan, dari generasi ke generasi lain, dengan tetap
terpelibara dari perubaban dan penggantian, karena firman Allab "'Sesunggubnya Kami
_yang menururnkan Al-Quran itn dan Kami pula yang memelibaranya.

Muhammad Khudary Bek memberikan definisi Al-Quran, yaitu
lafaz Arab yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. untuk
direnungkan dan diingat yang diriwayatkan secara Mutawatir, ia dimulai dari
surah al-Fatihah dan diakhiri dengan surah al-Nash.52

Dengan memperhatikan unsur-unsur definisi yang dikemukakan di
atas maka pengertian tersebut mengandung beberapa unsur, yaitu;

a.  Al-Quran itu berbentuk lafaz yang mengandung arti bahwa
apa yang disampaikan Allah melalui Jibril kepada Rasulullah
Muhammad SAW. dalam bentuk makna dan dilafazkan oleh
Rasul dengan ibaratnya sendiri tidaklah disebut al-Quran.
Seperti Sunnah Qudsi atau Sunnah Qawli lainnya.

b. Al-Quran adalah berbahasa Arab, yang mengandung arti
bahwa Al-Quran yang dialih bahasakan kepada bahasa yang
lain, maka bukanlah Al-Quran, karenanya shalat yang
dilakukan dengan membaca al-Fatihah selain bahasa Arab
seperti terjemahnya tidaklah sah.

c.  Al-Quran adalah diturunkan kepada Rasulullah Muhammad
SAW. oleh karena wahyu Allah yang diturunkan sebelum
Rasul Muhammad SAW. bukanlah Al-Quran, Tetapi kisah

51Abd Wahhab Khallaf, I/mu Ushul al-Figh, Op.cit, h. 23.
52Khudary Bek, Ushu/ Figh, Raja Murah, Pekalongan, 1982, h. 8

Metode Penggalian Hukum Isiam | 31



dalam Al-Quran tentang kehidupan orang-orang masa
terdahulu adalah Al-Quran

d.  Al-Quran itu dinukilkan secara Mutawatir mengandung arti
bahwa ayat-ayat yang dinukilkan tidak secara Mutawatir
bukanlah Al-Quran, seperti ayat-ayat syazzah.

e. Al-Quran itu apabila dibaca adalah menjadi ibadah, artinya
membaca Al-Quran meskipun tidak faham terhadap
maknanya tetap menjadi ibadah, yaitu diberi pahala.

f.  Al-Quran kata-katanya tertulis dalam mushaf mengandung
arti bahwa apa-apa yang tidak tertulis dalam mushhaf
meskipun wahyu yang diturunkan kepada Rasul, seperti
ayat-ayat yang di-nashakh tilawahnya tidak lagi dinamai Al-
Quran.

2. Turunnya Al-Quran

Al-Quran pertama kali diturunkan kepada Rasulullah Muhammad
SAW pada tanggal 17 Ramadhan tahun ke 40 dari kelahiran Nabi. Tentang
turunnya dalam bulan Ramadhan dijelaskan sendiri oleh Al-Quran pada
surah al-Bagarah ayat 185. Sedangkan tanggal 17 beralasan dengan Al-Quran
pada surah Al-Anfal ayat 41 yang disebutkan hari "furqan", yaitu hari
bertemunya dua pasukan dalam perang Badr. Ahli sejarah menetapkan
bahwa perang Badr berlaku pada tanggal 17 Ramadhan, meskipun tidak
dalam tahun yang sama.

Al-Quran turun dumulai dengan surah al-'Alaq ayat 1 sampai
dengan 5, dan ditutup dengan surah al-Maidah ayat 3 yang turunnya secara
berangsur-angsur selama 22 tahun 2 bulan 22 hari.

Adapun hikmah Al-Quran diturunkan berangsur-angsur sedikit
demi sedikit, dijelaskan sendiri oleh Allah dalam Al-Quran pada surah al-
Furqan ayat 32:

s A58 & gl Vs Bt AR oTRN £l 05 3557 3 J6;

z -
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Berkatalah orang-orang yang kafir: "Mengapa Al Quran itu  tidak
diturnnkan kepadanya sekali turun saja?"'; demikianiah supaya Kami perkuat hatinu
dengannya dan Kami membacanya secara tartil (teratur dan benar).

Yaitu ada dua hikmah terdapat penjelasan Al-Quran tersebut,

yaitu;
1. sl @i yang artinya kemantapan hati Nabi dan pengikut-
pengikutnya dalam hal yang menyangkut makna Al-Quran dan
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hukum-hukumnya. Hal ini berarti bahwa selama waktu yang
panjang periode turunnya Al-Quran Rasul selalu  merasa
berhubungan rapat dengan Allah. Dari segi pelaksanaan hukum
kemantapannya terlihat bahwa suatu ayat hukum diturunkan Allah
untuk pedoman dalam menyelesaikan suatu kasus. Sesudah
petunjuk itu dapat dimengerti oleh umat secara baik dan diamalkan
secara sempurna, baru kemudian diturunkan ayat hukum
berikutnya. Dengan demikian setiap ayat hukum yang diturunkan
dapat diterima oleh umat dengan hati yang tenang dan dilaksanakan
dengan perasaan yang mantap.

J% yang berarti bacaan yang baik atau kemampuan membaca yang
sempurna. Al-Quran diturunkan kepada umat yang pada umumnya
tidak berkemampuan untuk menulis dan membaca, mereka lebih
mengandalkan hafalan. Penghafalan terhadap ayat-ayat Al-Quran
hanya mungkin dicapai apabila ayat-ayat itu turun secara berangsur
sedikit demi sedikit sekedar kemampuan orang yang menghafalnya.
Hikmah ini terasa sekali dalam pemeliharaan keseluruhan lafaz Al-
Quran sampai penukilannya dapat berlaku secara Mutawatir dan
kemurniannya dapat dijaga dan terpelihara.

Al-Quran diturunkan dalam dua periode:

Periode sebelum hijrah dalam jangka waktu 13 tahun. Ayat-ayat
yang diturunkan pada periode ini disebut ayat-ayat Makiyah. Pokok
dari risalah Nabi dalam periode ini adalah pembinaan akhlak dan
akidah, Karena itu ayat-ayat yang turun pada periode ini banyak
berbicara tentang akhlak dan akidah, ayat-ayatnya pendek-pendek
supaya mudah mengingatnya bagi umat yang baru Islam. Karena
kebanyakan umat pada waktu itu belum berakidah Islam.

Periode setelah Rasul hijrah dalam jangka waktu 10 tahun. Ayat-ayat
yang diturunkan dalam periode ini disebut ayat Madaniyah. Karena
pokok bagi risalah Nabi pada periode ini adalah pembinaan
masyarakat Islam. Maka kebanyakan ayat yang turun pada periode
ini berbentuk aturan atau ayat hukum.

Adapun tujuan diturunkannya Al-Quran, ada dua tujuan utama:
Sebagai hujah bagi kerasulan, atau sebagai mukjizat Nabi
Muhammad SAW. Sebagai bukti bahwa Al-Quran itu sebagai hujah
atas manusia yang hukum-hukumnya merupakan aturan-aturan
yang harus (wajib) bagi manusia untuk mengikutinya, ialah karena
Al-Quran itu datang dari Allah yang disampaikan kepada manusia
dengan jalan pasti yang tidak diragukan kesahan dan kebenarannya.
Sedang bukti Al-Quran itu datang dari Allah yaitu membuat orang
tidak mampu membuat atau mendatangkan sepertinya. Membuat
orang itu tidak mampu baru terjadi, menurut Abd al-Wahhab
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Khallaf, apabila tiga hal berikut ini terdapat pada sesuatu, yaitu;
adanya tantangan, adanya motivasi dan dorongan kepada penantang
untuk melakukan tantangan, dan tidak adanya halangan yang
mencegah adanya tantangan.5> Banyak ayat-ayat Al-Quran yang
mengajak manusia untuk bertanding dengannya, seperti pada surah
al-Baqarah ayat 23,

Fr s [
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Dan jika kamu (tetap) dalam keragnan tentang Al Quran yang Kami
wabynkan kepada hamba Kami (Mubammad), buatlahl?yl satu surat (saja) yang
semisal Al-Quran itn dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allab, jika kamm orang-
orang yang benar.

Begitu pula surah Hud ayat 13 dan pada surah al-Isra ayat 88. Para
ulama memandang kemukjizatan Al-Quran dari dua aspek : Pertama, aspek
bahasa, yaitu terletak pada fashahah dan balaghiahnya, susunan dan gaya
bahasanya yang tidak dapat tertandingi oleh siapapun, meskipun bangsa
Arab adalah terknal dengan kemampuan berbahasa yang sangat tinggi,
disamping memiliki pula kesempatan dan kemampuan untuk itu. Tetapi
tarikh telah membuktikan, bahwa tidak ada seorangpun yang mampu
membuat apapun terhadap Al-Quran yang dihadapkan kepada mereka.

Aspek tentang berita-berita Al-Quran mengenai hal-hal yang akan
datang terjadinya, atau janji-janji Allah mengenai masa depan dan telah
terbukti benar-benar terjadi masa itu, Hal ini merupakan nubuwwah yang
hanya dimungkinkan oleh adanya pengetahuan tentang alam ghaib
berdasarkan pemberian wahyu dari Allah. Salah satu nubuwwah yang paling
terknal ialah mengenai kekalahan bangsa Romawi dari bangsa Persia yang
menurut perhitungan tidak akan dapat bangun kembali dalam waktu singkat.
Tetapi Al-Quran menyatakan, dalam jangka pendek bangsa Romawi akan
mengalahkan kembali bangsa Persia tersebut. Nubuwwah ini telah
dibuktikan pada hal Rasul masih hidup, yaitu ketika musuh-musuh ummat
Islam masih bisa menyaksikannya. Firman Allah pada surah al-Rum ayat 1
sampai dengan 4:

8 G oy & O 2B i 2 3hs 23V 331 3 23 ke
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53 Abd Wahhab Khallaf, Op.cit. h. 25.
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Telah dikalabkan bangsa Rumawi di negeri yang terdekat dan mereka sesudab
dikalabkan itn akan menang dalam beberapa tabun lagi. Bagi Allah-lah wurusan
sebelum dan sesudab (mereka menang). Dan di hari (kemenangan bangsa Rumawi) itn
bergembiralah orang-orang yang beriman.

Nubmwwah yang lain tentang kebenaran janji-janji Al-Quran ialah
ketika Nabi Muhammad terusir dari kota Mekah, tetapi Allah janjikan bahwa
Rasul SAW. bersama Sahabatnya akan kembali ke Mekah dan menguasai
masjid al-Haram. Seperti digambarkan pada surah al-Fath ayat 27 :

T 80508 O p s 1430 oy gl i b Bin A

Sesunggnbnya  Allah  akan membuktikan fepada Rasul-Nya, tentang
kebenaran mimpinya dengan sebenarnya (yaitn) babwa sesunggubnya kamn pasti akan
memasuki Magjidil Haram, insya Allah dalam keadaan aman ...

Al-Quran banyak pula bercerita tentang dalam berbagai surah dan
ayat tentang para rasul masa terdahulu, kitab-kitab Allah yang diwahyukan
sebelum Al-Quran, dan juga kasusu-kasus sejarah besar masa lalu. Semuanya
disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. yang secara umum diketahui
bahwa dia adalah seorang yang tidak pandai baca tulis. Ini juga merupakan
kemukjizatan Al-Quran .

Hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran lebih dari 6000
ayat yang diturunkan dalam waktu 22 tahun 2 bulan 22 hari mengenai
berbagai persoalan hidup, ternayata bebas dari kontradiksi antara ayat yang
satu dengan ayat lainnya. Juga memberikan dasar-dasar bagi berbagai macam
ilmu pengetahuan yang belum dapat dipahami pada masa turunnya Al-
Quran, dan pembuktiannya baru berlangsung lewat penemuan ilmiah
beberapa abad kemudian, semuanya memperkuat pembuktian Al-Quran
adalah sebagai wahyu dari Allah dan mukjizat Rasulullah Muhammad SAW.
Rasulullah SAW. adalah Rasul terakhir dan ajarannya yang dibawa berlaku
untuk seluruh umat manusia dan sepanjang masa, karenanya mukjizatnyapun
haruslah berlaku sepanjang masa dan dapat diterima, disaksikan oleh seluruh
umat manusia dari masa ke masa, sesuai dengan tingkat perkembangan
intelektual manusia itu. Dilihat dari aspek ni, maka Al-Quran adalah
mukjizat yang mampu memenuhi tuntutan tersebut. Dan Al-Quran tetap
terjaga dan terpelihara sepanjang masa dari perubahan (Surah Al-Hijr ayat
9

a. Sebagai sumber hidayah bagi kepentingan umat, yakni sebagai

sumber hidayah atau petunjuk yang akan membimbing umat untuk
mncapai kehidupan yang baik di dunia dan akhirat. Bentuk hidayah
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dalam kehidupan umat berupa aturan, yakni aturan hubungan
manusia dengan Allah, maupun dalam hubungannya dengan sesama
manusia dan alam semesta, yang akan menjamin kemaslahatan
kehidupan umat baik di dunia maupun untuk akhirat.

3. Ayat-Ayat Ahkam

Al-Quran diturunkan sebagai sumber petunjuk dalam kehidupan
manusia untuk mencapai kehidupan yang baik di dunia maupun akhirat.
Dengan demikian hukum yang terkandung dalam Al-Quran mencakup
segala aspek kehidupan manusia baik jasmani maupun rohani.

Tidaklah semua ayat-ayat yang terkandung dalam Al-Quran menjadi
sumber hukum. Hanya ayat-ayat yang dapat ditarik suatu kesimpulan hukum
yang dijadikan sebagai sumber hukum. Ayat-ayat seperti itu yang dinamai
dengan ayat-ayat ahkam.

Menurut Abd al-Wahhab Khallaf hukum yang terkandung dalam
Al-Quran ada tiga macam; Pertama, hukum-hukum yang berkaitan dengan
keyakinan dan keimanan (Doktren Tauhid), Kedua, hukum-hukum yang
berkaitan dengan hal-hal yang harus dijadikan perhiasan dan oleh setiap
mukallaf berupa hal-hal keutamaan dan menghindarkan diri dari hal
kehinaan (Doktren Akhlak). Ketiga, hukum-hukum yang berkaitan dengan
amaliah yang bersangkut paut dengan hal ihwal mukallaf. (Doktren
Syariah).>4

Hukum amaliah di bagi dua, yaitu hukum ibadah dan hukum
muamalah. Hukum ibadah dalam arti khusus, yaitu ketentuan yang mengatur
hubungan lahiriyah antara manusia dengan Allah, seperti shalat, puasa dan
ibadah pokok lainnya. Dan hukum-hukum muamalah dalam arti luas yaitu
ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya
dan alam sekitarnya. Hukum-hukum muamalah hanya sckitan 228 ayat,
dengan perincian :

a.  AlAbkamu Al-Akbwaly  al-Syakbshiyyah, vyaitu hukum-hukum
yang berpautan tentang manusia, sejak adanya, kemudian
hubungan dalam rumah tangga (perkawinan, perceraian, dan
warisan) sekitar 70 ayat.

b. AlLAbkamn  al-Madaniyyah, yaitu hukum muamalah (perdata)
secara khusus, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai dan lain-

lain, sekitar 70 ayat.
c. AlAbkamu al-Janaiyyab, yaitu hukum pidana, sekitar 30 ayat.

54 Ad Wahhab Khallaf, Ushul Figh, Op.ciz, h. 32-34
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. AlAbkamu al-Murafaat, yaitu hukum acara, sekitar 13 ayat.

e. AlAbkamn al-Dusturiyyah, yaitu hukum perundang-undangan,
hukum yang berhubungan dengan hukum dan pokok-pokoknya,
seperti membatasi hubungan antara hakim dengan terdakwa,
sekitar 10 ayat

t.  AlAbkamnal-Danliyyah, yaitu hukum ketatanegaraan, sekitar 25
ayat.

g. /31/—/4/9/%4777% al-Igtishadiyyah wa al-Maljyyah, yaitu hukum tentang
ckonomi dan keuangan, seperti hak orang miskin dan orang
kaya, sumber air, perbankan, sekitar 10 ayat.>

Al-Quran diturunkan terutama ayat yang berkenaan dengan hukum
selalu ada sebab. Sebab-sebab itu mungkin merupakan tanggapan terhdap
suatu kasus yang terjadi, atau karena pertanyaan-pertanyaan yang diajukan
kepada Rasul yang dijawab dengan peranaraan wahyu, atau karena sebab
lain. Sebab-sebab itu dinamai asbabu al-Nuzul ayat.

Pengetahuan tentang sebab-sebab nuzul itu sangat penting, karena
ia dapat membantu memahami maksud sesungguhnya dari suatu ayat secara
benar, terlebih lagi ayat yang berkenaan dengan masalah hukum. Juga
memahami situasi terlebih pada masa Nabi SAW. masih hidup dan
kehidupannya serta perkembangan masyarakat dimasa awal agama Islam.

Ketidaktahuan terhadap sebab-sebab turunnya suatu ayat, dapat
menyebabkan kesalahan dalam memahami dan menafsirkannya. Disamping
itu penting pula untuk mengetahui keadaan sosial bangsa Arab dalam
konteks turunnya suatu ayat. Apabila hal ini tidak diperhatikan maka dapat
menimbulkan keraguan dan kesamaran dalam memahami Al-Quran. Ayat-
ayat hukum sedikit sekali dijelaskan secara detail, kebanyakan diterangkan
secara global, hanya meliputi dasar-dasar yang bersifat umum. Bahkan
banyak masalah yang tidak dijelaskan sama sekali. Dalam hal ini diperlukan
Al-Sunnah untuk mencari penjelasan lebih jauh. Tetapi dalam hal sama
sekali tidak disinggung oleh nash, di sini memberikan kesempatan kepada
para ulama dengan seluas-luasnya untuk melakukan ijtihad, asal tidak
bertentangan dengan #ash.

4. Penjelasan Al-Quran Terhadap Hukum

Ayat-ayat Al-Quran dilihat dari segi kejelasan artinya, maka ada yang
jelas artinya disebut muhkam, tetapi ada yang artinya tidak jelas artinya maka
ayat ini adalah mutasyabihat. Kedua macam bentuk ayat itu dijelaskan
sendiri oleh Al-Quran pada surah Ali Imran ayat 7.

55 Ihid, h. 33
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Ayat muhkam ialah ayat yang lafaznya jelas maknanya, tersingkap
secara jelas dalalahnya, kejelasan maknanya itu sehingga terhindar dari
keraguan arti dan menghilangkan kemungkinan salah pemahaman.
Sedangkan ayat mutasyabihat ialah ayat yang lafaz tidak jelas maknanya
sehingga tidak jelas dalalahnya, dan untuk memahami makna dan dalalahnya
diperlukan pemahaman dan pemikiran yang mendalam (jjtthad). Misalnya
ayat yang lafaznya memiliki banyak arti, terkadang arti dalam satu lafaz
berlawanan. Dari segi penjelasannya terhadap hukum, maka ada beberapa
cara;

a. Secara terperinci  dengan arti bahwa Al-Quran memberikan
penjelasan secara sempurna, sehingga hukum itu dapat dilaksanakan
menurut apa adanya, walaupun tidak dijelaskan lagi oleh Rasul
dengan Al-Sunnah. Misalnya ayat tentang kewarisan.

b. Penjelasan Al-Quran terhadap hukum secara garis besar dan masih
memerlukan penjelasan oleh Rasul dengan Sunnahnya untuk
melaksanakannya. Penjelasan Rasul ada yang berbentuk past,
sehingga tidak memberikan kemungkinan pemahaman lain, tetapi
ada pula yang dijelaskan dalam bentuk yang masih memerlukan
perincian dan memberikan kemungkinan pemahaman.

c. Memberikan penjelasan terhadap apa yang secara lahir disebutkan di
dalamnya dalam bentuk penjelasan secara ibarah, tetapi memberikan
pengertian pula secara isyarah kepada maksud lain.

Ayat-ayat muhkam dengan penjelasan yang sempurna, maka

penunjukkannya (dalalah) terhadap hukum secara pasti (gath'i al dalalabh).
Maka tidak mungkin dipahamkan dari padanya maksud lain dan tidak
mungkin pula ditanggapi dengan tanggapan yang berbeda-beda. Hukum
yang diperoleh dari ayat muhkam adalah berlaku sepanjang masa.

Ayat-ayat hukum yang disampaikan secara mutasyabihah dalam
bentuk penjelasan yang bersifat ijmali dan ayat-ayat yang mengandung
isyarah, penunjukkan terhadap hukum bersifat ghanny (zhanny al dalalab),
dengan arti tidak meyakinkan. Karena itu, dapat dipahami dalam beberapa
pemahaman. Perbedaan pemahaman akan mengakibatkan versi hukum yang
berbeda.

Penjelasan yang bersifat ghanny pada umumnya dalam bidang
muamalah dalam arti luas, yaitu yang mengatur hubungan manusia dengan
sesamanya dalam hidup bermasyarakat,dan alam sekitarnya.

Dalam menjelaskan  hukum  bwkum  Islam, Al-Quran
menggunakan beberapa zbarat: Yaitu dalam bentuk tuntutan, baik tuntutan
itu berupa suruhan (azr) untuk diperbuat, maupun tuntutan untuk
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meninggalkannya, yang disebut larangan (waly). Suruahn merupakan
tuntutan keharusan (wajib) berbuat seperti shalat dengan  firman Allah
$uall | sadl. Sedangkan larangan menunjukkan keharusan (wajib) untuk
meninggalkannya, seperti larangan untuk membunuh dengan firman Allah:

RENWEREPIPEANNENEN

Untuk menunjukkan wajib berbuat disamping menggunakan kalimat
perintah, terkadang dinyatakan dengan cara mengemukakan janji baik
berupa pujian, atau pahala bagi orang yang memperbuatnya, misalnya firman
Allah dalam surah Al-Nisa ayat 13 : "Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul
ia akan dimasukkan ke dalam surga". Begitu pula untuk menunjukkan
keharusan (wajib) meninggalkan suatu perbuatan yang dilarang, dengan
memberikan ancaman bagi pelakunya, misalnya firman Allah dalam surah al-
Maidah ayat 38: "Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan potong tangannya
keduanya".

Terkadang tuntutan, baik perintah maupun larang untuk
memperbuat disampaikan dengan bentuk berita tetapi mengandung arti
tuntutan, misalnya firman Allah dalam surah al-Bagarah ayat 228: "Isteri-
isteri yang dicerai oleh suaminya hendaklah menahan diri (beriddah) tiga kali
qgura’.

Dapat pula menggunakan kalimat wajaba dan kutiba dalam bentuk
tuntutan suruhan untuk memperbuat, dan kalimat harama dalam bentuk
tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan, misalnya firman Allah dalam
surah Al-Nisa ayat 23 " Diharamkan atas kamu ibumu, anak perampuan,
saudara-saudaramu...untuk mengawini"

Suatu perbuatan yang tidak disertai dengan pujian atau hinaan,
ancaman, pahala atau dosa, menunjukkan bahwa perbuatan itu hukumnya
boleh (mubah). Untuk kebolehan suatu perbuatan bisa digunakan kalimat
"halal", misalnya firman Allah dalam surah al-Maidah ayat 1 "Dihalalkan
bagimu binatang ternak" atau dengan kalimat "tidak ada halangan atau tidak
keberatan", seperti firman Allah dalam surah Al-Nisa ayat 101 "Bila kamu
dalam perjalanan tidak ada halangannya bila kamu menggqasar shalat".

5. Penggunaan Al-Quran Sebagai Dalil Hukum
Imam Hanafi dalam menetapkan kedudukan dan penggunaan Al-

Quran sebagai dalil hukum dalam ber-is#inbath sependapat dengan ulama
yang lain, bahwa Al-Quran adalah sumber hukum Islam yang pertama,
namun Imam Hanafi berbeda pendapat dengan jumhur ulama mengenai Al-
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Quran yang mencakup lafaz dan maknanya atau maknanya saja. Imam
Hanafi cenderung berpendapat bahwa Al Qur’an adalah mencakup
maknanya saja. Diantara dalil yang menunjukkan pendapat Imam Hanafi
bahwa Al-Quran itu hanya maknanya saja adalah beliau membolehkan shalat
dengan menggunakan bahasa lain selain bahasa arab, sedangkan Imam
Syafii mengatakan tidak diperbolehkan membaca Al-Quran dengan
menggunakan bahasa selain bahasa arab sekalipun orang itu bodoh.

Adapun Imam Malik, berpendapat bahwa hakikat Al-Quran adalah
kalam Allah yang lafaz dan maknanya dari Allah SWT, beliau sepakat dengan
jumhur ulama bahwa Al-Quran adalah sumber hukum Islam yang pertama,
namun ada perbedaan disini, Imam Malik cenderung mengikuti ulama salaf
yang membatasi pembahasan mengenai Al-Quran sesempit mungkin, hal ini
dilakukan karena beliau khawatir melakukan kebohongan terhadap Allah
SWT. maka tidak heran kalau kitabnya A-Muwaththa dan Al-Mudawwanab,
sarat dengan pendapat Sahabat dan fzbiin. Dan Malik pun mengikuti jejak
mereka dalam cara menggunakan rayu.

Berdasarkan ayat 7 surat Ali-Imran, petunjuk lafaz yang terdapat
dalam Al-Quran ada dua macam, vyaitu ayat mmubkamatdan ayat
mutasyabibat.  Ayat-ayat mubkamat adalah ayat yang tegas dan terang
maksudnya serta dapat dipahami dengan mudah. Sedangkan ayat-ayat
mutasyabibat adalah ayat-ayat yang mengandung beberapa pengertian yang
tidak dapat ditentukan artinya, kecuali setelah diselidiki secara mendalam.

Menurut Imam Malik, mubkamat terbagi kepada dua, yaitu lafaz
ghabir dan lafaz nash. Imam Malik menyepakati pendapat ulama-ulama lain
bahwa lafaz nash itu adalah lafaz yang menunjukkan makna jelas dan tegas
yang secara pasti tidak memiliki makna yang lain. Adapun lafaz 3habir adalah
lafaz yang menunjukkan makna yang jelas, namun masih mempunyai
kemungkinan makna yang lain. Hanya saja lafaz #asbh didahulukan daripada
lafaz ghabir Menurut Imam Malik, dalalah nashh termasuk gath’, sedangkan
dalalah Zhabir termasuk ghanny, sehingga bila terjadi pertentangan antara
keduanya, maka yang didahulukan dalalah nash. Yang perlu di ingat adalah
makna ghahir disini adalah makna ghahir menurut pengertian Imam Malik.

Menurut Imam Syafi’i sebagaimana pendapat ulama yang lain,
menetapkan bahwa sumber hukum Islam yang paling pokok adalah Al-
Quran. Bahkan ia berpendapat, Tidak ada yang diturunkan kepada
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penganut agama manapun, kecuali petunjuk terdapat di dalam Al-Quran.”’56
oleh karena itu Imam Syafi’i senantiasa mencantumkan nash Al-Quran
setiap kali mengeluarkan fatwa. Sesuai metode yang digunakanya, yakni
deduktif. Namun, Imam Syafi,i menggangap bahwa Al-Quran tidak bisa
dilepaskan dari Al-Sunnah. Karena kaitan antara keduanya sangat erat sekali.
Kalau para ulama lain menganggap bahwa sumber hukum Islam pertama Al-
Quran dan kedua Al-Sunnah, maka Imam Syafi’i berpandangan bahwa Al-
Quran dan Al-Sunnah itu berada pada satu martabat.(KKeduanya wahyu yang
berasal dari Allah). Firman Allah dalam surat Al-Najm ayat 4 “Ucapannya itn
tiada lain banyalab wahyn yang divahyukan (kepadanya)”.

Begitu pula Imam Ahmad bin Hanbal sebagaimana al-Syafi’i dalam
memosisikan Al-Quran sebagai sumber utama hukum Islam dan selanjutnya
diikuti oleh Al-Sunnah. Al-Quran merupakan sumber hukum Islam, yang di
dalamnya terdapat berbagai kaidah yang tidak akan berubah dengan adanya
perubahan zaman dan tempat. Di samping dijadikan sebagai hujjah untuk
menetapkan hukum Islam, Ahmad bin Hanbal sebagaimana Imam Syafi’i
berpendapat bahwa Al-Quran dan Sunnah, keduanya di anggap berada pada
satu martabat, sechingga ia sering menyebut keduanya dengan istilah #ash (Al-
Quran dan Al-Sunnah). Dalam penafsiran Al-Quran Imam Syafi’i dan
Ahmad bin Hanbal sangat mementingkan Al-Sunnah.7.

Menurut Ibnu Taymiyah, Al-Quran hanya boleh ditafsirkan oleh
Al-Sunnah. Namun dalam beberapa pendapatnya ia menjelaskan kembali,
jika tidak ditemukan dalam Al-Sunnah dan afsar sahabat, maka diambil
penafsiran zabi’in.>8

AL-SUNNAH SEBAGAI DALIL ISTINBATH HUKUM

1. Pengertian Al-Sunnah
Al-Sunnah dalam pengertian etimologi yaitu cara yang biasa

dilakukan, apakah cara itu baik atau buruk. Penggunaan kata Al-Sunnah
dalam pengertian ini dapat dilihat pada sabda Nabi Muhammad SAW. :

S oSHes B L s

56 Asy-syafi,i, Op.cit, h. 20

S7T.M. Hasbi As-Shiddiqi, Pokok-Pokok Pegangan Imam-Imam Madzhab Dalam
membina Hukum Islam, Jakarta, Bulan Bintang. 197. h. 52.

58 Jhid, h. 48.

59 Ahmad bin Hanbal, Musnad Imam Abmad bin Hanbal, Juz 31, Muassasah al-
Risalah, 1999, h. 538.
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Barangsiapa biasa melakukan snatu kebaikan adalah baginya pabala,.
Dalam Al-Quran kata Al-Sunnah tidak kurang dari 16 tempat
dengan arti "kebiasaan yang berlaku dan jalan yang akan dilalui".

Seperti firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 137 :
PV & G B S 5 S 8
Sesunggubnya telah berlalu sebelum kamu sunnab-sunnah Allah. Karena itu

berjalaniah kamn di muka bumi.
Begitu pula firman Allah dalam surah al-Isra ayat 77 :

5557 it 1 Vg WS ¢ LS Ul 8 e
(Kami menetapkan yang demikian) sebagai suatu ketetapan terbadap rasul-
rasul Kami yang Kami utus sebelum kamn dan tidak akan kamu dapati perobaban
bagi ketetapanKami itn.
Al-Sunnah dalam pengertian terminologi, para ulama ushul figh
mengatakan, yaitu :
A 33 338 b s wle ) Lo 82 ) 8 E G
Apa-apa yang diriwayatkan dari Nabi Mubammad SAW. baik berupa
perkataan, perbuatan atan ketetapan/ persetujuan.

Istilah ~ Al-Sunnah dikenakan juga kepada apa yang
dipraktikkan oleh para sahabat, seperti kebiasaan yang dilakukan oleh
sahabat Kbulafan ar-Rasyidin. Praktik sahabat dianggap sebagai Al-Sunnah,
dengan alasan bahwa para Sahabat penganut dan pelaksana secara langsung
Al-Sunnah Nabi SAW. Mereka tentu lebih mengetahui benar prilaku dan
penuturan Rasul. Praktik Sahabat dan perkataan-perkataan mereka
mencerminkan serta sesuai dengan apa yang dicontoh oleh Rasul. Ketika
Rasul masith hidup, praktik para Sahabat yang ditoleransi oleh Rasul,
dianggap juga sebagai Al-Sunnah Rasul sendiri.

Al-Sunnah menurut pengertian di atas, dari segi materinya
dapat dibagi tiga macam, yaitu:

a.  Sunnah Qawliyah, yaitu ucapan Nabi SAW. yang didengar oleh
Sahabat beliau dan disampaikannya kepada orang lain. Misalnya
Sahabat berkata; Nabi Muhammad SAW. bersabda "Tidaklah
dipotong tangan pencuri kecuali kalau ia mencuri lebih dari
seperampat dinat"

b. Sunnah F/'fjyyah, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Nabi
Muhammad SAW.yang dilihat secara langsung oleh para sahabat
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beliau kemudian disampaikannya kepada orang lain dengan
ucapannya. Misalnya sahabat berkata: Aku melihat Rasulullah
Muhammad SAW. melakukan shalat dua rakaat sesudah shalat
zhuhut".

c. Sunnah Tagririyah, yaitu perbuatan seseorang atau sekelompok
Sahabat yang dilakukan dihadapan Nabi Muhammad SAW. tetapi
tidak ditanggapi atau tidak dicegah oleh Nabi SAW. Tidak
ditanggapi atau diamnya Nabi SAW. tersebut disampaikan oleh
sahabat lain dengan ucapan "Aku melihat seseorang Sahabat
memakan dhab di dekat Nabi, Nabi mengetahui, tetapi Nabi tidak
melarangnya".

2. Macam-Macam Al-Sunnah

Setelah  Al-Quran  dikodifikasikan —secara rapi dan tidak

dikhawatirkan akan bercampur dengan Al-Sunnah, baru ada usaha kearah
pengumpulan  Al-Sunnah Nabi, Al-Sunnah dihimpun dan kemudian
dikitabkan atas dasar periwayatan. Dari segi periwayatan ini maka Al-
Sunnah dibgi kepada tiga macam:

a.  Sunnah Mutawatir,® yaitu Sunnah yang diriwayatkan oleh satu
jamaah dari satu jamaah dan seterusnya, setiap jamaah terdiri
dari jumlah yang besar yang tidak mungkin mereka bersepakat
untuk berdusta. Misalnya Al-Sunnah Nabi SAW. tentang salat

Salatlah kammu sebagaimana kamn melibat aku salat.
Sunnah Nabi yang berkenaan kepada akidah dan pokok-pokok

ibadah pada umumnya diriwayatkan dan disampaikan secara Mutawatir

a. Sunnah Masyhur,®? yaitu Sunnah Nabi SAW. yang diriwayatkan
oleh sahabat dua orang atau lebih dari Nabi Muhammad SAW. dan
sesudah itu. Misalnya Sunnah tentang status amal tergantung
dengan niat "<l Jwe¥) Wil " Sunnah tersebut tersebar dan

60Kata Mutawatir Menurut lughat ialah mutatabi yang berarti beriring-iringan atau
berturut-turut antara satu dengan yang lain. Sedangkan menurut istilah ialah:
XU e agilal 515 agelaial alla) salall (& cang 2 230 o) 5 ) (s o R
Suatu hasil Sunnah tanggapan pancaindera, yang diriwayatkan oleh sejumlah besar rawi, yang
menurut kebiasaan mustahil mereka berkumpul dan bersepakat untuk berdusta

61Al-Baihaqi, Op.cit. juz 2, h. 345

62Al-Sunnah Masyhur menurut bahasa adalah al-MuntImam ir, artinya sesuatu yang
telah tersebar. Sedangkan menurut istilah, yaitu:

Joseia (oans b Jual 4l (K5 ol (8 0¥ 5F 2l 5l e Y shie als) OS5 QD) (e el e

yang telah tersebar diantara manusia, tetapi awalnya dari satu seorang atau dua orang saja. Jika
khabar yang telah tersebar itu tiada berasal, hendaklah dinamai Masyhur.
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diriwayatkan oleh jamaah dalam jumlah yang banyak yang tidak

mungkin  tidak mungkin bersepakat untuk berdusta.  hanya

diriwayatkan oleh beberapa orang sahabat Nabi SAW. tetapi
kemudian menjadi masyhur disampaikan oleh sahabat kepada
jamaah.."

b. Sunnah Ahad,’ yaitu Sunnah yang diriwayatkan oleh satu atau dua
orang sahabat secara perorangan dan seterusnya sampai kepada

Nabi SAW.Periwayatannya tidak memenuhi persyaratan Sunnah

Mutawatir. Sebagian dari Sunnah Ahad memenuhi Sunnah shahih,

tetapi sebagian juga tidak memenuhi Sunnah shahih.

Sunnah Mutawatir dalam pembagiannya, dibagi kepada dua bagian,
yaitu Mutawatir /afzhi dan Mutawatir #a nawi. Suatu Sunnah Mutawatir /afzhi
dikatakan apabila redaksi dan kandungan Sunnah disampaikan oleh jamaah
perawi adalah sama benar, baik lafaz mapun kandungan hukumnya. Contoh
Sunnah Mutawatir /afzhi :

G4 e iee il et 2 fe O3 20 80 St J6

Telah bersabda Rasulullah SAW. Barangsiapa berdusta atasku dengan
sengaja, maka ia menempati tempat dudnknya di dalam neraka’. (H.R. Bukhari dan
Muslim)

Menurut Abu Bakar Al-Bazzar, Sunnah tersebut diatas diriwayatkan
oleh 40 orang Sahabat, kemudian Imam Nawawi dalam kitab Minhaju al-
Mubadditsin menyatakan bahwa Sunnah itu diterima 200 sahabat. Sedangkan
Mutawatir maknawi adalah Al-Sunnah Mutawatir yang berbeda susunan

lafaznya, tetapi satu makna, atau kandungan hukumnya sama. Contoh :

\

D B E A B 3 Y] D e it g Sk 1Y

65a5ka3)
o

Rasulnllah SAW. tidak mengangkat kedna tangan belian dalam doa-doanya
selain dalam doa salat istiga’ dan beliau mengangkat tangannya, sebingga nampak putib
ketiaknya. (HR. Bukhari Muslim)

Al-Sunnah yang semakna dengan Sunnah tersebut di atas ada
banyak, yaitu tidak kurang dari 30 buah dengan redaksi yang berbeda-beda.

63Al-Sunnah Ahad, yaitu : 3 5l Jas 5 48 seay Yle Suatu sunah yang padanya tidak
terkumpul syarat-syarat Mutawatir

64Muhammad bin Futuh al-Humaidi, a/-Jam’u Baina Shahibain Bukbari wa Muslim, juz
3, Beirut, Dar al-Nasyr, 2002, h. 318.

5]bid, juz 1 h. 281.
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Antara lain Sunnah-Sunnah yang ditakrijkan oleh Imam Ahmad, Al-Hakim
dan Abu Dawud yang berbunyi
66 o-

S50 3 4 15 08
Rasulullah SAW mengangkat tangan sejajar dengan kedua pundak belian.
Adapun Sunnah Ahad dibagi dalam tiga bagian, yaitu; Pertama Al-

Sunnah Shahih, Sunnah Hasan dan Al-Sunnah Dha’if. Sunnah Shahih

apabila Sunnah yang diriwayatkan oleh seorang perawi dengan sifat; adil,

sempurna ketelitiannya (kuat ingatan/hafalan), sanadnya bersambung
sampai kepada Rasul SAW. tidak memiliki cacat dan tidak berlawanan
dengan periwayatan orang yang lebih dipercaya. Kedua, Sunnah Hasan
apabila Al-Sunnah itu diriwayatkan oleh seorang perawi yang bersifat; adil,
tetapi kurang sempurna ketelitiannya, sanadnya bersambung sampai kepada

Rasul SAW. tidak memiliki cacat dan tidak berlawanan dengan periwayatan

orang yang lebih dipercaya. Ketiga, Al-Sunnah Dhaif adalah Al-Sunnah

yang tidak memenubhi syarat Al-Sunnah Shahih dan Hasan.

Sunnah Mutawatir dilihat dari segi kuantitas Sahabat, mereka yang
meriwayatkan dari Rasul SAW. dan juga kuantitas yang meriwayatkan dari
Sahabat adalah meyakinkan (ga#h'i al-wnrnd), dengan arti bahwa Sunnah
Mutawatir diyakini kebenarannya datang dari Rasul SAW.Al-Sunnah
Mutawatir meskipun tidak banyak ditemukan, tetapi kedudukannya sama
dengan Al-Quran Oleh karena itu Al-Sunnah Mutawatir wajib diamalkan.

Sunnah Masyhur dilihat dari segi kuantitas yang meriwayatkan dari
Rasul SAW. berupa dugaan, karena tidak sampai kepada derajat Mutawatir,
tetapi periwayatan dari Sahabat meyakinkan (ga#h’), katena jumlah yang
meriwayatkan sebanding dengan Mutawatir. Artinya ghanny datang dari
Rasul SAW. tetapi gath'i datang dari sahabat.

Meskipun berbeda dengan Sunnah Mutawatir, tetapi Sunnah
masyhur juga wajib untuk diamalkan, hanya saja tingkatannya lebih rendah
dari Sunnah Mutawatir.

Adapun Sunnah Ahad dilihat dari kuantitas hanya diriwayatkan
oleh satu atau dua orang sahabat, baik dari generasi sahabat maupun
generasi selanjutnya. Oleh karena itu Sunnah Ahad, ghanny datang dari
Rasul SAW. juga ghanny datang dari sahabat. Tetapi Sunnah Ahad apabila
mencapai kepada derajat shahih dan hasan, maka juga wajib diamalkan dan
dapat dijadikan dasar dalam hujjah.

66Ahmad bin Hanbal, Op.cit. juz, 2, h. 106
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Dilihat dari segi dalalah-nya, maka ketiga Sunnah di atas (Mutawatir,
Masyhur dan Ahad), adakalanya gazh'i al-dalalah, maksudnya pengertian yang
ditunjuk oleh masing-masing Sunnah itu tidak dapat ditafsirkan kepada arti
yang di luar dari arti yang asli. Tetapi bisa pula ghanny al-dalalah, maksudnya
apabila pengertian yang ditunjuk oleh masing-masing Sunnah itu dapat
ditafsirkan atau diinterpretasikan kepada arti lain di luar dari arti aslinya.

Sunnah yang paling tinggi tingkatannya adalah Sunnah yang apabila
dilihat dari datangnya gazh'i al-wurud (pasti datangnya dari Rasul) dan gash'i al-
dalalah (pasti penunjukkan kepada arti tertentu)

3. Penggunaan Al-Sunnah Sebagai Dalil Hukum
Kedudukan dan penggunaan Al-Sunnah sebagai sumber atau dalil

hukum dan istinbath hukum Islam, maka para ulama sepakat menetapkan
sebagai sumber dan dalil hukum setelah Al-Quran. Dengan alasan:

a) Al-Quran seluruhnya diriwayatkan secara Mutawatir, oleh karena
itu Al-Quran bersifat qgath'i al-Tsubut (kebenaran sumber dari
Rasul). Sedangkan Al-Sunnah kebanyakannya bersifat gbanny al-
wurnd (dugaan datangnya dari Nabi SAW), terkecuali Sunnah
Mutawatit yang gath'i al-wnrund dati Nabi SAW.

b) Al-Quran merupakan pokok ajaran Islam, sedangkan Sunnah6
merupakan penjelasan atau Sunnah dalam hal ini sebagai penjelas
kepada Al-Quran tidak diragukan lagi oleh jumhur ulama, karena
itu Nabi ditugasi oleh Allah.

¢) Dilihat dari Sunnah sendiri, sebagaimana Al-Sunnah tentang
cara berijtihad yang diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal :

o
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67Batasan Sunnah Shahih, yang diberikan oleh ulama, antara lain "Sunnah Shahih
adalah Sunnah yng susunan lafadnya tidak cacat dan maknanya tidak menyalahi ayat (Al-
Quran), hdis Mutawatir, atau ijima’ serta para rawinya adil dan dabit."
Menurut Imam Turmuzi Hasan adalah : "yang kami sebut Sunnah Hasan dalam kitab kami
adalah Sunnah yng sannadnya baik menurut kami, yaitu setiap Sunnah yang diriwayatkan
melalui sanad di dalamnya tidak terdapat rawi yang dicurigai berdusta, matan Sunnahnya,
tidak janggal diriwayatkan melalui sanad yang lain pula yang sederajat. Sunnah yang demikian
kami sebut Sunnah Hasan."
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Rasulullah SAW .bertanya, bagaimana cara kamn memutuskan jika datang
kepadamu suatu perkara?. la menjawab akn putuskan dengan (hukum) yang terdapat
dalam kitab Allah, Nabi bertanya: Jika tidak kamu dapatkan (hukum itn) dalam
kitab Allab?. la menjawab: Maka aku putuskan dengan ALSunnab Rasulnllab
SAW. Nabi bertanya: Jika tidak kamu dapatkan (bukum itn) dalam ALSunnab
Rasulullah SAW. juga dalam kitab Allah? la menjwab akn akan berijtibad dengan
pikirankn dan aku tidak akan lengah. Kemndian Rasulnllah SAW. menepuk
dadanya dan bersabda : Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada
utusan Rasulullah SAW. yang diridhai oleh Rasulullah. Berdasarkan Al-Sunnab di
atas, berarti AL-Sunnab menempati kedudukan kedua setelah A-Quran

Al-Quran sebagian besar dari ayatnya terutama dalam bidang
hukum adalah dijelaskan dalam bentuk Al-Ijma’ yang secara amaliah belum
dapat dilaksanakan tanpa penjelasan dari Nabi SAW. Dengan demikian,
fungsi Al-Sunnah yang utama adalah menjelaskan Al-Quran. Hal ini sesuai
dengan firman Allah dalam surah an-Nahl ayat 64 :

Dan Kami  tidak menurunkan fepadamn Al-Kitab (Al Quran) in,
melainkan  agar kamn  dapat menjelaskan  fepada mereka apa yang mereka
perselisibkan itu....

Oleh karena itu, apabila Al-Quran disebut sebagai sumber
yang utama dalam hukum Islam, maka Al-Sunnah berfungsi sebagai sumber
bayani. Kedudukannya sebagai sumber hukum Islam, maka Al-Sunnah
berfungsi:

a) Menetapkan dan menegaskan hukum-hukum yang terdapat
dalam Al-Quran. Dalam bentuk ini  Al-Sunnah mengulangi apa yang
disebutkan dalam Al-Quran .

Misalnya firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 110:

. oallall 152350
Dirikanlah olehmu shalat...
Firman Allah tersebut telah diiringi oleh sabda Nabi SAW.:

8Al-Baihaqi, Sunan AlL-Shaghir 15 al-Baibagi, juz 10, Majelis Dairah al-Ma’arif al-
Nizhamiyah al-Kainah fi al-Hindi, 1344, h. 114.
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Dibina Islam atas lima hal yaitu syAbadat: Bahwasanya tidak ada Tuban

selain Allah dan bahwasanya Nabi Mubammad Rasulullah SAW. dan mendirikan
shalat...,

Dengan demikian, maka hukum tentang shalat telah memiliki dua

sumber sekaligus, yaitu sumber Al-Quran dan sumber Al-Sunnah.

b) Memberikan penjelasan arti yang masih kabur dalam Al-
Quranatau merinci apa-apa yang masih umum disebutkan dalam Al-Quran,
atau membatasi apa-apa yang disebutkan oleh Al-Quran dalam keadaan
masih muthlaq. Misalnya shalat disebutkan dalam Al-Quran dengan makna
yang masih kabur pengertiannya, karena bisa saja dipahami dari maknanya
berupa doa. Kemudian Nabi melakukan perbuatan shalat secara jelas dan
terperinci, seperti yang didefinisikan oleh para ulama, yaitu:

L “b ’f/::?’j t;i f“f 4. 2% jw‘j j‘}e\ A
Shalat itu adalabh berupa perkataan dan perbuatan yang dibuka dengan

takbir dan disudahi dengan salam.
Kemudian Nabi SAW. bersabda :

odid gty s o
Shalatlah kamu sebagaimana englan melihat aku shalat.

9) Menetapkan hukum sendiri karena secara tegas tidak
disebutkan dalam Al-Quran. Misalnya tentang haramnya setiap binatang
buas yang bertaring dan burung buas yang berkuku mencekam.

Hukum yang ditetapkan olehAl-Sunnah sama kuatnya dengan

hukum yang ditentukan oleh Al-Quran dan wajib untuk diikuti. Karena
ketaatan terhadap keputusan-keputusan Rasul merupakan kewajiban dan
dasar keimanan kaum Muslimin.”

ImamMalik dan Imam Syafi’i mengeluarkan hukum Al-Quran dan
mengemukakan Hadis Ahad kepada Al-Quran. Maka mana yang bersesuaian
dengan Al-Quran, mereka menerimanya. Mana yang tidak sesuai dengan Al-
Quran atau mengkhususkan umum Al-Quran mereka menolaknya.”? Imam
Syafi’i menjadikan Sunnah sebagai penjelas bagi Al-Quran. Maka apabila

Imam Bukhari, Shabibh Bukhari, juz 1, Beirut, Dar Ibu Katsir, 1987, h. 12.
70Imam Bukhari, Op.ciz. h. 84.

7t Abd al Wahhab Khallaf, Op.cit, 39-40.

72'T.M. Hasbi As-Siddiqi, Op.cit. h. 49.

48 | Metode Penggalian Hukum Lslam



ghabir Al-Quran berlawanan dengan Al-Sunnah, tidaklah Sunnah itu ditolak,
bahkan dipergunakannya untuk men-zakhsish-kan lafaz am Al-Quran, karena
itu ia mengatakan bahwa Al-Sunnah itu “Hakimah Al-Quran” Atas dasar
inilah Imam Syafi’i menjadikan Sunnah semartabat dengan Al-Quran.”3
Ahmad bin Hanbal satu pendirian dengan Syafi’i. Ahmad bin Hanbal
mengatakan bahwa Al-Sunnah itu adalah penafsir Al-Quran. Maka tidak ada
kemungkinan ada pertentangan antara ghabir Al-Quran dengan Al-Sunnah,
karena ghabir Al-Quran harus disesuaikan dengan kandungan Al-Sunnah.
Bahkan Ahmad bin Hanbal menulis sebuah risalah untuk menolak pendirian
sebagian orang yang hanya mengambil zhabir Al-Quran dengan
meninggalkan Sunnah. 74

Pendapat Ulama Tentang Al-Sunnah Ahad atau Al-Sunnah Masyhur
mempunyai kekuatan yang gath'i pada tingkat Sahabat tetapi kekuatannya
dari Nabi hanya bersifat ghanny. Menurut Imam Hanafi, Sunnah Masyhur
menimbulkan ilmu yakin walaupun kadarnya di bawah keyakinan yang
ditimbulkan oleh Sunnah Mutawatir. Sunnah Ahad pada dasarnya tidak
mempunyai kekuatan yang meyakinkan. Ia hanya menghasilkan ilmu hanya
sampai tingkatan ghanny (dugaan kuat dan tidak meyakinkan).

Imam Syafi mengemukakan bermacam-macam dalil yang
menandaskan bahwa Sunnah Ahad adalah hujjah, seperti dalam kitab A7
Risalab, Jami'ul Imi, 1kbtilafn Al-Sunnah. Namun tidak menyejajarkan Sunnah
Ahad dengan Al-Quran. Sunnah yang sejajar dengan Al-Quran adalah
Sunnah Mutawatir. Karena Sunnah Mutawatir sajalah yang qath’i al-tsubut.
Imam Syafi’i dalam menerima Sunnah Ahad mensyaratkan beberapa syarat:

a) Perawinya kepercayaan

b) Perawinya berakal, yakni memahami apa yang
diriwayatkannya.

¢) Perawinya dhabit, kuat ingatannya.

d) Perawinya tidak menyalahi para ahli ilmu yang juga
meriwayatkan Sunnah itu.

Oleh karena itu, baik Hanafi, maliki, Syafi’i, Hambali dan ulama
lainnya menerima Sunnah Ahad sebagai dalil hukum. Namun Abu Hanifah
menambahkan syarat bahwa amal si pembawa berita tidak menyalahi apa
yang dimaksudkan oleh kabar yang diberitakannya itu. Imam Malik
mensyaratkan kabar yang disampaikan pembawa berita itu tidak menyalahi

73 Ibid, h. 49.
74 Ibid, h. 49
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praktik Ahli Madinah. Apabila terdapat Sunnah Ahad tetapi berbeda dengan
paraktik yang dilakukan oleh Ahli Madinah, berarti Sunnah itu lemabh,
sehingga kabar Ahli Madinah didahulukan dari Sunnah Ahad. Ulama Syiah
menambahkan bahwa syarat kabar Ahad itu datang melalui jalur sahabat
adalah jalur sahabat yang menganut paham Imamah.”

Ahmad bin Hanbal menerima Sunnah Dhaif dengan persyaratan:1)
perawinya bukan seorang yang sengaja berusta. Menurut Ibnu Taimiyah,
Sunnah Dha’if yang diterima adalah Sunnah Dha’if yang dapat diangkat
kepada derajat Hasan. Namun apabila diteliti lebih mendalam dalam
kitabnya Musnad Ahmad, maka Ahmad menggunakan Sunnah Dha’if
meskipun tidak dapat diangkat ke derajat Hasan. Ahmad mengambil Sunnah
Dha’if atas dasar ikhtiyat. Karena Ahmad tidak mau berfatwa berdasar
kepada kekuatan akal, terkecuali dalam keadaan terpaksa. Karena selama ada
Sunnah maka Sunnahlah yang diperpegangi walaupun Dha’if dengan
diterangkan ke-dha’ifannya. Oleh karena itu, Ahmad sekali-kali tidak
menggunakan Al-Qiyas diwaktu ada nash sekalipun Sunnah dha’if. Hal ini
berbeda dengan Imam Hanafi yang mendahulukan Al-Qiyas atas Sunnah
Ahad apalagi dha’if.76

AL-JJMA’ SEBAGAI DALIL HUKUM
1. Pengertian Al-Ijma’
Pengertian Al-Ijma menurut etimologi adalah al-Azm yaitu cita-cita.
Seperti firman Allah dalam surah Yunus ayat 71:

ubb sz\f.,b) @LL’@ vﬁl.:— JSQL(g)\ (j_e G assa) JG >|§C' f’ (:.@:l:“‘.}ab
Y5 7y Tolah #2080 S0V F aSusty S IRAE SIS 6
Oylad
Dan bacakanlah kepada mereka berita penting tentang Nub di waktu dia
berkata kepada kanmmnya: "Hai kanmkn, jika terasa berat bagimn tinggal (bersamakn)
dan peringatankn (kepadamu) dengan ayat-ayat Allah, maka kepada Allah-lah akn
bertawakkal, karena itn bulatkanlah keputusanmu dan (kumpulfaniah) sekutu-
sekutumn  (untuk  membinasakankn).  Kemudian — janganlah  keputusanmn  itn

dirahasiakan, lalu laknkanlab terbadap dirikn, dan janganlab kamu memberi tanggub
kepadakn.

75 Amir Syarifuddin, Op.cit. h. 116-117.
76 T.M. Hasbi As-Shiddiqi, Op.ciz. h. 57-59.
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Secara terminologi, Syaukani memberikan rumusan pengertian Al-
Ijma’ yaitu:
¥ S
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Kesepakatan para mujtabid (dari kalangan) umat Nabi Mubammad SAW .
setelah belian wafat, pada suatu masa, atas hukum suatu perkara.

Pengertian tersebut sesuai dengan rumusan pengertian yang
diberikan oleh Al-Amidi, yaitu:

S e Jlas¥l e ae 3 de2 Bl e S B e 5le sl

B e aly
Ijma’ adalab kesepakatan para mukalaf dari umat Mubammad pada suatu
masa atas hukum suatu kasus.
Namun pengertian yang lebih mencakup kepada pengertian Ahli Al-
Sunnah adalah pengertian yang dikemukakan oleh Abd al-Wahhab Khallaf,
yaitu;

3By dn gl a0 pae 3 ekl e sl a S sa oY)
LGB Bl (3 ot (SE e Js)

Ijma’ yaitn konsensus semna mujtahid muslim pada suatn masa setelah Rasul

wafat atas suatu hukum bukum Islam mengenai suatu kasus.
Abd al-Wahhab Khallaf merinci unsur-unsur Al-Ijma’ yaitu; (1)
Adanya beberapa orang mujtahid pada waktu terjadinya suatu masalah
hukum, karena kesepakatan itu tidak akan tercapai kecuali dengan beberapa
pendapat, yang masing-masing ada kesesuaian pendapat. Maka jika tidak
didapati adanya beberapa mujtahid, atau hanya seorang mujtahid saja, maka
tidaklah terjadi Al-Ijma’; (2) Adanya kesepakatan semua mujtahid atas
sesuatu hukum hukum Islam mengenai suatu masalah pada waktu terjadinya,
tanpa memandang negeri, kebangsaan atau kelompok mereka; (3) Adanya
kesepakatan mereka itu dengan menampilkan pendapat masing-masing
mereka secara jelas mengenai suatu kasus, baik penampilannya itu berbentuk

77 Asy-Syaukani, Op.cit, h. 71.
78 Abdu al-Wahhab Khallaf, Op.cit. h. 45.
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perkataan, atau perbuatan, baik secara sendiri-sendiri pendapat itu, atau
berbentuk secara kolektif; (4) Bahwa kesepakatan itu adalah bulat dari
seluruh mujtahid. Maka tidaklah dikatakan Al-lIjma’, jika kesepakatan itu
hanya sebagian besar ulama, tetapi sebagian yang lain menolaknya.”

Rumusan pengertian yang sangat berbeda secara substansial adalah
pengertian yang diberikan oleh ulama Syiah yang menitikberatkan hanya
kepada kelompok mereka saja, yaitu:

=) S ol g ols AU wsla B! gyl

Ijma’ adalah kesepakatan suatn kelompok yang kesepakatan mereka miliki
keknatan dalam menetaplan bukum hukum Lslam.

2. Cara Menetapkan Al-Ijma’

Dilihat dari cara-cara terjadinya penetapan Al-Ijma’, maka ada dua

cara penetapan, yaitu:

1. Ijma' sharih, yaitu persesuaian pendapat para mujtahid pada suatu
masa terhadap hukum suatu kasus dengan jalan masing-masing
dari para mujtahid menyatakan pendapatnya dengan cara
menfatwakan atau mempraktikannya. Ijma' sharih menurut
jumhur lama disebut juga Ijma' fakiki dan menjadi dalil hukum
Islam. Ijma' sharib apabila dilihat dari segl dalalah-nya
menghasilkan  gath'iyn  al-dalalah, yakni bahwa hukum yang
dihasilkannya adalah pasti kebenarannya. Jadi tidak ada jalan lain
untuk menetapkan hukum kasus itu berbeda dengan hukum
yang dihasilkan oleh Ijma', dan tidak mungkin berijtihad lagi
tethadap kasus yang ditetapkan berdasarkan Ijma'itu.

2. Ijma' sukuti, yaitu sebagian mujtahid menyatakan pendapatnya
dengan tegas dari hal hukum suatu kasus dengan memfatwakan
atau mempraktikkan, tetapi sebagian mujtahid yang lain tidak
menyatakan persetujuannya terhadap hukum itu dan tidak pula
menentangnya, mereka diam. Ijma' sukuti ini adalah Ijma'
'tibari. Karena orang yang berdiam itu belum tentu setuju. Sebab
itu, Ijma' sukuti ini diperselisihkan oleh para jumhur ulama
dijadikannya sebagai dalil hukum Islam.

1. Penggunaan Al-Ijma’ Dalam Berijtihad
Ada tiga pendapat yang berkembang dalam hal menetapkan Al-
Ijma’ sebagai dalil is#inbath hukum (1) Jumhur ushuliyyin memandang, bahwa
Al-Ijma’ sebagai salah satu metode berijtihad. (2) al-Nazhzham, Syiah dan

79Abd al- Wahhab Khallaf, Op.cit. h. 45-46.
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kaum Khawarij memandang, bahwa Al-Ijma’ tidak dapat dipakai sebagai
metode berijtihad. 80 (3) Syiah tidak menganggap Ijma’ sebagai dalil hukum
yang berdiri sendiri di samping Al-Quran dan Sunnah. Ijma’ yang diterima
oleh Syiah hanya berkedudukan menyingkapkan atau menjelaskan adanya
Sunnah dalam arti ucapan atau perbuatan orang-orang yang mwa’shum
(terpelihara dari kesalahan). Bila Ijma’ mempunyai kekuatan dari segi dapat
menyingkap ucapan seseorang yang sma’shum, maka tidak perlu adanya
kesepakatan semua mujtahid.s!

Sedangkan Khawarij, ia menolak ijma’, terkecuali ijma’ yang terjadi
pada masa sebelum terjadinya perpecahan umat Islam yang dimulai sejak
pemerintahan Umar bin Khattab. Alasannya, bahwa semenjak timbul
perpecahan tidak mungkin adanya kesepakatan menyeluruh sedangkan
kekuatan ijma’ terdapat pada kesepakatan tersebuts2.

Apabila berpatokan kepada unsur-unsur Al-ljma’ yang
disebutkan di atas, maka realisasinya sangat sulit, karena tidak terdapat
ukuran untuk menetapkan seseorang sampai kepada tingkat mujtahid, dan
tidak ada saling mengenal di antara mujtahid di seluruh dunia Islam. karena
luasnya dunia Islam. Berbeda dengan masa Sahabat, bahwa mujtahid dari
kalangan Sahabat hanya ada beberapa orang saja, dan diantara mereka saling
mengenal. Oleh karena itu Ijma’ sahabat tentu terjadi.

Jumhur ushuliyyin menjadikan Al-Ijma’ sebagai jalan untuk menggali
hukum Islam beralasan disamping ayat-ayat Al-Quran dan Al-Sunnah, juga
al-Ijma’ dilakukan oleh para Sahabat. Oleh karena itu, apabila unsur-unsur
Al-Ij/ma’ telah terpenuhi, maka Al-Ijma’ menjadi hujjah yang qath’iyyahi,
wajib diamalkan. Bahkan orang yang mengingkari Al-Ijma’ yang jelas (sharih)
dianggap kafir, Disamping itu, persoalan yang telah ditetapkan hukumnya
menjadi Al-Ijma’, maka menurut mereka, tidak boleh lagi menjadi
pembahasan ulama generasi berikutnya, karena hukum yang telah ditetapkan
melalui Al-Ijma’, merupakan hukum hukum Islam yang qath’iyyah dan
menempati urutan ketiga sebagai dalil hukum Islam setelah Al-Quran dan
Al-Sunnah.®3 Tetapi Ibrahim al-Nazhzham (tokoh Mu’tazilah) menolaknya,
karena merealisasikan unsur-unsur Al-Ijma’ itu tidak mungkin dapat

80 al-Syaukani, gp.ciz. h. 72

81 Amir Syarifudin, Op.cit. h. 141.

82 Tbhid. h. 141-142.

83 Nasrun Haroen, Op.cit. h. 54. Ayat yang umum dijadikan oleh ushdliyin tentang
sumber hukum dan dilakukannya ijtihad adalah surah An-Nisa ayat 59.
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dilaksanakan.$* Begitu juga Syiah tidak mengakui Al-Ijma’, terkecuali jika Al-
Ijma’ dari keluarga Nabi SAW. atau dari kesepakatan Imam-Imam mereka
sendiri. Artinya Al-Ijma’ menurut mereka adalah kesepakatan pendapat yang
memuat perkataan atau pernyataan persetujuan Imam mereka, bukan hanya
kesatuan pendapat ulama-ulama mujtahid.85, karena menurut keyakinan
mereka hanya Imam yang dianggap ma’shum (terhindar dari dosa).

Al-Ijma’ yang dijadikan hujjah oleh jumhur ulama adalah Ijma’ sharib
(kesepakatan secara nyata), Adapun Al-Ijma’ sukuti (sebagian mujtahid diam)
terdapat perbedaan pandangan dikalangan ushuliyyin. ImamMalik, Imam
Syafi’i, berpendapat, bahwa Al-Ijma’ sukuti bukanlah Al-Ijma’ dan tidak
dapat dijadikan hujjah, karena diamnya mujtahid lain tidak dapat ditafsirkan
sebagai tanda persetujuan mereka.8¢ al-Amidi, berpendapat, bahwa Al-Ijma’
sukuti tidak bisa dikatakan Ijma’, tetapi dapat dijadikan hujjah, yang
kehujjahannya bersifat ghanny8” Sedangkan Hanafi dan Imam Ahmad bin
Hanbal, mengatakan bahwa Al-Ijma’ seperti ini dapat dijadikan hujjah.s8
Alasan Hanafi dan Ahmad bin Hanbal dalam menetapkan kehujjahan Al-
Ijma’ sukuti, karena Al-Ijma’ sharih harus disepakati oleh seluruh mujtahid
yang hidup pada suatu masa terjadinya Ijma’ dan masing-masing mereka
mengemukakan pendapat serta menyetujui hukum yang ditetapkan. Hal ini
tidak dapat terialisasi. Pada hal Al-Ijma’ itu dikemukakan ulama bermula dari
pendapat seorang atau sekelompok mujtahid, sedangkan mujtahid lainnya
diam saja. Diamnya seseorang dapat dikatakan tanda setuju atas pendapat
yang lain. Para ulama ushuliyyin mengatakan:.oks Ol gaase (& Sl
(Diam ketika suatu penjelasan diperlukan, dianggap sebagai penjelasan).
Disamping itu, jika mujtahid menggali hukum dan fatwanya menyimpang
dari nash atau metode yang digunakan tidak sesuai dengan metode yang
telah disepakati, mereka diam saja, maka mereka berdosa.

Al-Syaukani mengatakan, bahwa Al-Ijma’ Sahabat merupakan hal
yang dapat diterima oleh seluruh ulama.®® Karena pada zaman itu, kaum
Muslimin masih bertempat tinggal dalam batas-batas wilayah yang

84 Thid.

85 Subhi Mahmassani, Falsafatu al-Tasyri’ fi al-Islamy, Tj. Ahmad Sadjono, Bandung,
PT. Ma’arif, 1981, h. 125.

86 Nasrun Haroen gp.cit. h. 59

87 al-Amidi, gp.cit. h. 129.

88 Nasrun Haroen, gp.ciz. h. 57.

89 Ihid, h. 59

90 al-Syaukani, gp.czz. h. 203
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memungkinkan berkumpulnya para mujtahid dikalangan Sahabat, untuk
melakukan suatu kesepakatan tentang suatu masalah. Meskipun ada
kemungkinan bagi para sahabat untuk melakukan kesepakatan atas hukum
suatu masalah, tetapi Imam -Syaukani mengatakan bahwa tidak ditemui
riwayat yang menerangkan adanya Al-Ijma’ Sahabat. Apa yang disebut Al-
Ijma’ Sahabat hanya berupa kesepakatan sebagian Sahabat atas hukum suatu
kasus yang mereka hadapi.®! seperti kesepakatan Sahabat khulafa al-rlmam
idin (Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi
Thalib), sementara Sahabat yang lain diam. Dengan demikian berarti Al-
Ijma’ yang terjadi adalah Al-Ijma’ sukuti.

Imam Syafii menerima Al-Ijma’ sebagai hujjah ketika tidak
menemukan #ash. Ijma’ yang diterima Imam Syafii adalah Ijma’ seluruh
mujtahid. Oleh karena itu, menurut Imam Syafi’i, Ijma’ ulama Madinah tidak
merupakan Ijma’ yang menjadi hujjah.”? Hal ini berbeda dengan gurunya
yaitu Imam Malik yang menjadikannya Ijma’ ulama Madinah sebagai hujjah.
Sedangkan Ahmad bin Hanbal berpendapat, bahwa Ijma’ seluruh penjuru
ummat Islam tidak mungkin terjadi. Terjadinya Ijma’ itu hanya pada masa
Sahabat. Abu Yusuf menolak pernyataan Al-Auza’i, dan sebagaimana Syafi’i
membantah orang yang mengatakan “telah ada Ijma’ pada suatu masalah”93
Menurut Ahmad bin Hambal, Ijma’ itu dua martabat; Pertama, Ijma’ yang
tertinggi adalah Ijma’ para Sahabat. Karena disepakatinya Ijma’ para sahabat
sebagai hujjah adalah bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah yang shahih,
mengingat bahwa tidak mungkin para Sahabat menyetujui sesuatu ketetapan
apabila ada Sunnah shahih yang menyalahinya. Kedua, diketahui ada suatu
pendapat yang Masyhur dalam masyarakat dan tidak diketahui ada yang
menyalahinya.*

Terhadap Ijma’ Ablu Al-Madinah. Dalam hal ini para mujtahid
berbeda pendapat; Jumhur ulama berpendapat bahwa kesepakatan ini tidak
dapat dikatakan Ijma, karena itu kesepakatan Ablu Al-Madinah tidak dapat
dikatakan Ijma’. Karena Ijma’ itu hukum yang diperolehnya juga mengikat
kepada orang yang di luar penduduk Madinah. Tetapi Imam Malik
berpendapat bahwa kesepakatan ulama Madinah adalah Ijma’ dan
mempunyai kekuatan hukum. Imam Malik beralasan bahwa penduduk

9 Jbid, h. 203.

92 Asy-Syafi’i, Ar-Risalah, h. 344.

93T M. Hasbi As-Siddiqi, Op.ciz. h. 65.
94 [bid. h. 67.
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Madinah menyaksikan sendiri ayat-ayat hukum dan merupakan orang yang
paling tahu tentang keadaan Rasul dibandingkan dengan penduduk kota
lainnya. Karenanya kebenaran tidak akan lari daripanya.”> Adapun ijma’
Khulafau Ar-Rasyidin, Para ulama berbeda pendapat; Jumhur ulama
berpendapat kesepakatan ini tidak menjadi sebuah ijma’.%¢ Tetapi Ahmad bin
Hambal berpendapat kesepakatan mereka adalah menjadi ijma’. Mereka
beralasan dengan Hadis Nabi SAW.  “Alaikum bisunnaty wa sunnati al-
khulafai ar-Rasyidin min ba’dy” 97

AL-QIYAS SEBAGAI DALIL HUKUM DALAM
1. Pengertian Al-Qiyas

Qiyas menurut pengertian etimologi, yaitu 4fle lay (ol sl
artinya menetapkan bagi sesuatu dengan apa yang semisalnya. Misalnya
seseorang mengukur kain dengan meteran sama dengan ukuran kain yang
lain.

Adapun pengertian secara terminologi Menurut al-Bagillany Qiyas
yaitu:

e Ld s AL B o8 0 S8 ol ol e el s
ke 5 S5

Membawa  sunatu obyek yang diketabui kepada obyek yang lain guna
menetapkan atan menegaskan bukum bagi kednanya dengan memperhatikan “illat
hukum dan sifatnya.

Al-Qiyas menurut rumusan Abu al-Husain al-Bashri yang
menyebutkan :

TS ale s Lgslasy e g LW S et
Menerapkan bukum yang terdapat pada ashl (pokok) kepada far’ (cabang),

karena terdapat kesamaan “illat bukum antara kednanya.
Abu Zahrah memberikan pengertian Qiyas dengan rumusan, yaitu:

LY aaSs o ppane 3T b a8 o ppane 18l B

lOO.Q_i;L‘ é-l"‘ L;

95 Ibid, h. 145-146.

96 [bid. h. 149.

97 1bid.

98 Asy Syaukani, Op.cit, h. 198.
99 1bid.
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Menyamakan sesnatn yang tidak ada nash hukummnya dengan sesuatn yang
ada nash hukumnya karena adanya persamaan illat hukum.
Selain dua rumusan pengertian Al-Qiyas di atas, masih
banyak pengertian Al-Qiyas yang lain dirumuskan oleh ushuliyyin. Bertolak
dari pengertian-pengertian tersebut, maka pengertian Al-Qiyas, yaitu:

101‘ /}fif @L;«: ji\ﬁ: (l LL/J)ng;‘ ﬁ_{;_ &gé,e < l
Upaya  mengeluarkan hukum atas sesnatu yang belum ada hukummnya

sebanding dengan sesuatu yang ada bukumnya, dengan memperhatikan kesamaan
alasan (“illat) antara kednanya.

Dari pengertian Al-Qiyas yang dikemukakan di atas, dapat
diketahui, bahwa ada empat unsur dalam Al-Qiyas, yaitu;

a. Sesuatu yang telah diketahui hukumnya dan dijadikan sebagai
patokan untuk menentukan hukum yang lain, yang disebut dengan
al-asht,

b. Sesuatu yang belum ada hukumnya dan akan ditetapkan hukumnya,
yang disebut dengan al-far’,

c. Sesuatu yang menggabungkan ash/dan far’ yang disebut %/at;

d. Hukum yang telah ditetapkan Allah baik dalam Al-Quran atau Al-
Sunnah.102

2. Pembagian Al-Qiyas
Pembagian Qiyas dapat dilihat kepada beberapa segi, yaitu;
a. Pembagian Qiyas dilihat dari segi kekuatan ‘illat yang terdapat pada
far dibandingkan fillat pada ash/. Dalam hal ini Qiyas dibagi tiga:
1. Qiyas Awlawi, yaitu Qiyas yang berlakunya hukum pada far’
lebih kuat dari pemberlakuan hukum pada ashl. Dalam hal ini
Imam Syafi’t dan Hanafi tidak memasukkan kepada Qiyas,
tetapi pada bagian dalalah nash.1%3
2. Qiyas Musawwi, yaitu yang berlakunya hukum pada far’ sama
keadaannya dengan berlakunya hukum pada ash/ karena
kekuatan ‘llatnya sama.
3. Qiyas Adwan, yaitu Qiyas yang berlakunya hukum pada far’
lebih lemah dibandingkan dengan berlakunya hukum pada ash/
meskipun Qiyas tersebut memenuhi persyaratan. Misalnya

100 Abu Zahrah, Ushul Figh, Dar al-Fikr Araby, 1958. h. 218.
101 Asy-Syaukani, Op.cith. 198

102 Ihid. h. 204.

103 Muhammad Abu Zahrah, Op.cit, 247
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buah apel diQiyaskan dengan gandum terhadap penetapan
hukum riba fadh/ bila dipertukarkan dengan barang yang
sejenis, yaitu ‘illat buah itu adalah makanan.104
a. Pembagian Qiyas dilihat dari segi kejelasan ‘illatnya, terbagi kepada
dua, yaitu;

1. Qiyas Jaly, yaitu Qiyas yang ‘illatnya ditetapkan berdasarkan
dalil yang pasti tidak ada kemungkinan lain selain dari ‘illat
yang ditunjuk oleh dalil itu.

2. Qiyas Khapy, yaitu Qiyas yang ‘illatnya mungkin dijadikan ‘llat
dan mungkin pula tidak dijadikan ‘lat, seperti mengiaskan sisa
minuman burung buas kepada sisa minuman binatang buas.
Illatnya ialah kedua binatang itu sama-sama minum dengan
mulutnya, sehingga air liurnya bercampur dengan sisa
minumannya itu. ‘Illat itu mungkin dapat digunakan untuk sisa
burung buas mungkin pula tidak.!0>

3. Penggunaan Al-Qiyas Sebagai Dalil Hukum Dalam Berijtihad
Di kalangan wulama tidak ada perbedaan pendapat dalam
menerapkan Al-Qiyas untuk hal-hal yang bersifat duniawi, tetapi berbeda
pendapat dalam lapangan syar’i.. Jumhur Sahabat, tabi’in, fukaha dan ulama
Kalam, memandang Al-Qiyas sebagai dalil syari’ah yang dijadikan salah satu
metode dalam menggali hukum. Akan tetapi al-Nazhzham, Dawud al-
Zhahir, Syiah Imamiyah tidak mengakuinya Al-Qiyas sebagai metode
berijtthad.1% Jumhur ulama ushulyyin berpendirian bahwa Al-Qiyas bisa
dijadikan sarana sebagai metode istinbath hukum, bahkan lebih dari itu,
Syari’ menuntut pengamalan Al-Qiyas.07
Alasan masing-masing kelompok di atas, yaitu; Kelompok pertama
beralasan dengan Al-Quran surah al-Hasyr ayat 2:

v

Neged

PR NI EE

Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang
mempunyai pandangan.

Kelompok pertama, mengambil ayat di atas sebagai alasan dengan
mengemukakan bahwa kata “ali’#ibar” adalah suatu bentuk yang diperoleh
dati kata “alubur’ yang berarti melampaui/melewati). Seseorang melewati

sungai mengatakan (saya melewati sungai). Air mata yang keluar dari kelopak

104 Amir Syarifuddin, Op.cit. h. 238

105 Departemen Agama, Ushul Figh I, 1986, h. 141.
106 Ihid. h. 199-200.

107 Nasrun Haroen, gp.cit. h. 65.
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mata disebut ‘ibrah, karena telah melewati kelopak mata. Al-Qiyas adalah
adalah sama dengan kedua hal itu, yakni lewatnya hukum ashl sehinga
mencapai far’. Dengan demikian, maka makna ayat itu adalah “Jadikanlah
olehmu (kejadian itu) sebagai Al-Qiyas, hai orang-orang yang mempunyai
mata hati. Akan tetapi kelompok kedua membantah alasan tersebut.
Menurut mereka, kata al-’Itibar dalam ayat di atas bukan mengandung
makna Al-Qiyas, tetapi berarti mengambil pelajaran dari peristiwa yang
terjadi, menurut mereka inilah makna yang hakiki dari kata ’itibar.108

Imam Syafi’i dari kelompok pertama mengemukakan
alasan dengan Al-Quran surat al-Maidah ayat 95 :

802

s s Vet (S A g s Sl LA Y e 0T GG

2l e B G

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunub binatang burnan
ketika famn sedang ihram. Barangsiapa di antara kamu membunubnya dengan
sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan
binatang burnan yang dibunnbnya.

Menurut kelompok pertama, menyamakan binatang piaran dengan
binatang buruan dalam membayar dam ihram haji merupakan suatu bentuk
Al-Qiyas. Dengan berpatokan demikian, orang dapat menyamakan suatu
kasus dengan kasus lain, yang telah ada hukumnya, jika keduanya memiliki
kesamaan. Tetapi kelompok kedua memandang ayat tersebut bukan
mengandung makna Al-Qiyas, namun hanya sekedar menunjukkan cara
membayar dam jika seseorang yang sedang ihram membunuh binatang liar,
yakni dengan menyembelih binatang piaran yang seimbang dengan binatang
yang dibunuh.1%

Kelompok pertama juga mengemukakan alasan dengan Al-Sunnah
Nabi SAW. antara lain, Al-Sunnah tentang menghajikan seorang sahabat
akan orang tuanya yang telah meninggal dunia, sedang ia telah bernazar
untuk melakukan haji. Ketika hal itu ditanyakan kepada Rasulullah SAW.
beliau menjawab kepada orang itu: “Bagaimana pendapatmu jika bapakmu
berutang, lalu kamu yang bayar, apakah utang itu lunas?. Sahabat itu
menjawab,:”’Benar”. Maka Rasulullah SAW. menyatakan, “utang kepada

108 a]-Syaukani, gp.ciz. h. 200
109 Jbid. h. 2001.juga dapat dilihat dalam kitab al-Risalah h. 490-491.
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Allah lebih hak untuk kamu bayarkan”.10  Al-Qiyas yang dilakukan oleh
Nabi SAW. dalam Al-Sunnah tersebut menurut kelompok kedua, adalah
datang dari Syari’ sendiri, yakni Allah, yang disampaikan melalu Nabi-Nya,
yang bebas dari segala kesalahan. Dengan demikian, pada dasarnya, apa yang
diucapkan oleh Nabi itu merupakan wahyu Allah seperti diterangkan pada
surah al-Najmi > o>5 ¥ » O, dan wajib mengikuti apa-apa yang
datang dari Rasulullah SAW. seperti firman Allah dalam Al-Quran.
1, 1,556 & (,’fhs s éjf\éie ijjS\ ;_‘{\3‘\ U3

Memandang alasan-alasan yang dikemukakan oleh kedua kelompok
di atas, Imam Syaukani berpendirian, bahwa ia menolak Al-Qiyas jika Al-
Qiyas itu ‘illatnya tidak terkandung di dalam nash (ghairu manshushabh). Tetapi
tethadap Al-Qiyas manshushab, 1a menerimanya sebagai metode ijtihad. Ia
mengatakan, bahwa bentuk Al-Qiyas yang terakhir itu, sebenarnya adalah
berupa makna yang tersirat dari #ash. la menerima Al-Qiyas sebagai metode
dalam menggali hukum apabila: (1) Al-Qiyas yang ‘illatnya dikandung oleh
nash itu sendiri secara nyata; (2) dapat dipastikan bahwa tidak ada perbedaan
antara ‘illat yang dikandung oleh ash/ (pokok) dan yang dikandung oleh far’
(cabang); (3) Al-Qiyas yang berbentuk mafhum muwafagah (makna yang
tersirat dari suatu teks sama hukumnya atau lebih berat dengan yang
ditunjukkan oleh lafaz itu sendiri). Maflhum muwafagah ada yang bentuknya fabwa
al-khitab (apabila makna yang dipahami lebih utama hukumnya daripada
yang tertulis), ada pula yang berbentuk lahnu al-khitab (makna yang
dipahami sama hukumnya dengan makna yang tertulis dalam lafaz).!12

Dari pandangan para ulama di atas, berarti Qiyas dapat dijadikan
hujjah dalam bentuk Al-Qiyas a/Jaly, yang di dalamnya terdapat kesamaan
‘illat antara ash/ dan far. Al-Qiyas al-Jaly tercakup dua bentuk Al-Qiyas;
(V. ALQiyasal-Awlawi, yakni Al-Qiyas yang’illat-nya pada far lebih kuat
dari ’illat yang ada pada ashi  (2)Al-Qiyas al-Musawwi, yaitu Al-Qiyas
yang’illat-nya pada far sama kuatnya dengan ‘illat yang ada pada asb/. Ia tidak
dapat menerima Al-Qiyas a/-Kbafy, yaitu Al-Qiyas yang tidak secara nyata
dan pasti terdapat kesamaan’illat yang terdapat pada far-nya dengan ‘illat
yang terdapat pada ash. Menurut Nashrun Rusli, Al-Qiyas Khafy identik

110 Jbid. h. 203. Dalam teks Bukhari, Shahih Bukhari, j. IT h. 22

e gad 1l cand  JUB Saie (5 g QST Al o dal e OIS el )
11 Tbid.
W2]bid, h. 178.
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dengan Al-Qiyas a/-Adna, yakni Al-Qiyas yang’illat pada far lebih lemah
daripada’illat yang ada pada ash/!13

AL-ISTIHSAN SEBAGAI DALIL HUKUM

1. Pengertian Al-Istthsan
Pengertian Al-Istihsan secara etimologi yaitu menganggap sesuatu

baik, atau mengikuti sesuatu yang baik

Adapun pengertian Al-Istihsan secara terminologi, salah
seorang ulama dari murid Hanafi, al-Karkhi memberikan rumusan
pengertian Al-Istihsan, yaitu ;

s sl g 150 U i el o 82 O 2 Al 0l O 58
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Berpalingnya seorang mujtabid dari menetapkan hukum pada suatu masalah
dengan seperti hukum yang telah ditetapkan pada masalabh-masalab yang sebandingnya,
kepada bukum yang menyalabinya, lantaran ada sesuatu jalan yang lebib knat yang
menghendaki beralih dari yang pertama.

Muhammad Abu Zahrah berpendapat, bahwa pengertian Al-
Istthsan yang diberikan oleh al-Karkhi di atas, merupakan pengertian yang
paling jelas menggambarkan hakikat Al-Istthsan golongan Hanafi. Karena
pengertian itu mencakup semua jenis Al-Istihsan yang menunjukkan kepada
asas serta substansinya. Sebab asas Al-Istihsan itu adalah penetapan hukum
yang berbeda dengan kaidah umum, sebab ada sesuatu yang menjadikan
keluar dari kaidah umum itu dapat menghasilkan ketentuan hukum yang
lebih sesuai dengan kehendak Awukums Islam daripada tetap berpegang kepada
kaidah itu.!15

Abd al-Wahhab Khallaf seorang ushuliyyin masa akhir memberikan
rumusan tentang Al-Istthsan, lebih lengkap dari rumusan yang yang
dikemukakan di atas, dikatakannya Al-Istihsan itu ialah : “Berpindahnya
seorang mujtahid dari tuntutan Al-Qiyas nyata kepada Al-Qiyas yang tidak
jelas. Atau dari hukum umum kepada hukum pengecualian, karena ada dalil
yang menyebabkan dia mencela akalnya, dan dimenangkan baginya

perpindahan ini”.116

13Harun Rusli, gp.ciz. h. 136.

WAmir bin Isa, Dura al-Ijtibad fi taghyiri al-fatwa, juz 1, t.tp.t.th. h. 16.
115 Muhammad Abu Zahrah, Op.cit. h. 262.

116 Abd. al-Wahhab Khallaf, Op.cit, h. 79.
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Dari pengertian Al-Istihsan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa
esensi dari Al-Istthsan itu adalah: (1) mentatjih Al-Qiyas a/-&bafi dari pada
Al-Qiyas al-Jaly, karena ada dalil yang mendukungnya; (2) memberlakukan
pengecualian hukum juz% dari hukum &#//i, didasarkan kepada dalil khusus
yang mendukungnya.

1. Macam-Macam Al-Istihsan
Ditinjau dari segi perpindahannya suatu hukum, maka Al-Istihsan di
bagi kepada empat macam, yaitu :

a. Istthsan dengan nash
Istihsan dengan #ash, yaitu berpalingnya mujtahid dari hukum yang

dikehendaki oleh kaidah umum kepada hukum yang dikehendaki oleh nash,
karena memang ada masalah-masalah atau kasus yang termasuk dalam
salah satu kaidah-kaidah umum. Tetapi terhadap kasus itu ditemui dalil
khusus yang menghendaki pengecualian terhadap kasus tersebut dan
menetapkan hukum lain daripada hukum yang dapat ditarik dari kaidah
umum.

Misalnya makan siang di bulan Ramadhan, menurut kaidah umum
adalah membatalkan puasa, karena telah cacat rukunnya, yaitu menahan diri
dari makan. Karena menahan diri dari yang membatalkan puasa termasuk
rukun puasa. Akan tetapi makan siang di bulan Ramadhan karena lupa,
dilakukan pemalingan dari hukum yang membatalkan puasa berdasarkan
kehendak kaidah umum kepada tidak batal berdasarkan kaidah khusus dari
nash, yaitu sabda Nabi SAW. ;

Orang berpnasa yang makan atan minum Rarena lupa, maka hendaklah ia
Sempurnakan puasanya.

Maka berdasarkan Hadis Nabi SAW. di atas, orang berpuasa ia
makan atau minum karena lupa maka hukumnya tidak batal. Mengambil

hukum ini berdasarkan istihsan.

b. Istihsan dengan Ijma’
Istihsan dengan ijma' adalah mujtahid meninggalkan Qiyas apabila

ketetapan ijma’' berbeda dengan ketetapan Qiyas.
Misalnya, dalam hal pemakaian kamar mandi umum tanpa kejelasan
sewa dan lamanya masa pemakaian. Menurut Qiyas dan kaidah umum,

17 Muslim, Shahih Muslim, juz 3, Beirut, Dar al-Jail, h. 160.
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perjanjian itu batal, karena memakai kamar mandi umum adalah perjanjian
sewa-menyewa, sedangkan orang yang memakai kamar mandi itu tidak
mengetahui baik jumlah air yang diperjanjikan maupun lamanya tinggal di
kamar mandi sebagai masa sewa. Pada hal dalam aturan sewa-menyewa,
segala sesuatu , seperti jumlah bayaran, lamanya masa pemakaian dan lain-
lain, harus disebutkan dengan jelas. Tidak disebutkan jumlah pembayaran
dan lamanya masa sewa dalam kaidah umum menyebabkan sewa-menyewa
batal. Akan tetapi dengan istihsan, maka pemakaian kamar mandi umum
dibolehkan, karena ijma’ umat dan sudah menjadi kebiasaan (Utf) bagi
kaum muslimin.

c. Istthsan Qiyas Jaly Kepada Qiyas Khafi.
Yaitu men-Zarjib-kan Qiyas khafi atas Qiyas Jaly, berdasarkan suatu

dalil. Ulama Hanafiyah menamakan istihsan semacam ini dengan "Istihsan
Qiyasi".

Misalnya berdasarkan Qiyas Ja/y, sisa air minum dari burung yang
diharamkan dagingnya adalah sama dengan sisa air minum dari binatang
buas (yang diharamkan dagingnya). Karena hukum sisa air minum dari
hewan-hewan tersebut mengikuti kepada hukum dagingnya, yakni haram
karena najis. Akan tetapi apabila dipikirkan sungguh-sungguh, didapati
bahwa bukan hanya keadan dagingnya itu najis, tidak boleh dimakan yang
membuat najisnya sisa minuman, akan tetapi karena masuknya sesuatu yang
lain ke dalam sisa air minum tersebut. Najisnya sisa air minum itu sebab
masuknya air liur yang berhubungan dengan daging yang najis ke dalam air.
Inilah ‘illat yang mempengaruhi najisnya sisa air minum, bukan semata-mata
daging binatang maka sisa air minum itu tetap suci.

‘Illat tersebut tidak terdapat pada burung buas, karena daging
burung buas itu meskipun najis, akan tetapi najisnya tidak berhubungan
dengan air. Karena burung tidak minum dengan mulut, ia minum dengan
paruh yang tidak terdapat air liur padanya.

Dengan demikian, maka Qiyas Jaly tidak diperlukan, tetapi
menerapkan Qiyas Khafy atau dikembalikan kepada hukum ash/, yaitu ashl
segala sesuatu adalah boleh. Sesuai dengan kaidah kulliyah:

1186fbﬂ\&yﬂ\d%é,.a}_\?}ﬂ ;@‘J!L;yﬁ\

18 As-Suyuthi, Asbab wa al-Nazhair, juz 1, Beirut, Dar al-Kutub al-ilmiyah, 1403 H,
h. 60
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Pokok pada segala senatu adalab boleh sampai datang dalil yang menyatakan
haram.

d. Istthsan Dharury
Istihsan Dbarary, yaitu mujtahid melaksanakan hukum juz'5yab

dengan meninggalkan hukum kulliyah karena suatu dalil. Penyimpangan dari
hukum £#lly tersebut adalah karena dharurat yang mengharuskan adanya
penyimpangan dengan maksud untuk menghadapi keadaan yang mendesak
atau menghindari kesulitan. Misalnya, Menurut dalil £#/y, melarang
melakukan jual beli yang belum ada padanya barang yang diperjual belikan.
Karena adanya barang adalah termasuk salah satu rukun jual beli. Hadis
Nabi SAW.

e Sl o b @ gy bl JB el o oS e
llg.ﬂwd,ﬁjbcﬁﬁ : Jusdjd\uxdu&ﬁwwtggwﬂ
Dari Hakim bin Hazam, ia berkata: Aku berkata, wabai Rasulullah
seorang laki-laki menemui saya menanyakan tentang jual beli barang yang tidak ada di
tangankn yang aku _jual kepadanya, kemudian saya membelinya di pasar. Maka Nabi

bersabda: Jangan kamu jual barang yang tidak ada di tanganmm.
Tetapi, berdasarkan dalil jug's:

G O3k A5 BBl (g e B o 50 5 B e 31 2
db el s el i Galedls G 5 Js piaizdig 20 L
20 plas o

Dari Ibnn Abbas,ia mengatakan; Rasulullah SAW. memasuki Madinah
dan melibat penduduknya melaknkan jual beli pesanan buab-buaban dengan tenggang
waktu setabun sampai dua tabun. Maka Nabi bersabda; siapa yang man melakukan
pesanan silakan asal jelas sukatan, timtbangan, dan jelas pula waktunya.

Bahwa jual beli yang belum ada barangnya pada saat dilakukan akad
(perjanjian) adalah sah seperti jual beli salam, karena jika tidak dilakukan
demikian, maka dalam lalu lintas perdagangan menjadi terhambat,

sedangkan barang yang diperjualbelikan menjadi kebutuhan orang.

9al-Thabrani, al-Mujam al-Kabir, Juz 3, Maktabah al-‘Ulum al-Hukum, 1983, h.
194.
120 Jbid, Juz 11, h. 130
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3. Penggunaan Al-Istihsan Sebagai Dalil Hukum Dalam

Berijtihad

Al-Syatibi dari golongan Malikiyah mengakui, bahwa kaidah Al-
Istthsan menurut Imam Malik, berdasarkan kepada teori mengutamakan
realisasi tujuan syariat.'?’ Hal itu menunjukkan, bahwa Al-Istihsan
sebagaimana terlihat dari pengertian yang diberikan oleh golongan
Malikiyah, dasarnya adalah mengutamakan tujuan untuk mewujudkan
kemaslahatan atau menolak kemudharatan (bahaya) secara khusus karena
dalil umum menghendaki dicegahnya kemudharatan itu. Sebab kalau dalil
umum itu tetap dipertahankan, maka akan mengakibatkan tidak tercapainya
mashlahat yang dikehendaki oleh dalil umum. Pada hal, tujuan syaraiat itu
harus terlaksana secara maksimal. Dalam masalah ini, Imam Syatibi dari
golongan Malikiyah mengatakan, Al-Istihsan dalam mazhab Malik berarti
berpegang kepada kemaslahatan khusus dalam berhadapan dengan dalil
umum, Jadi Al-Istihsan adalah pengecualian dari dalil umum.!22

Imam Hanafi menetapkan hukum dengan menggunakan Al-
Istihsan, tetapi ia tidak pernah menjelaskan pengertian dan rumusan tentang
Al-Istihsan yang dilakukannya itu secara lengkap. Karena Imam Hanafi tidak
menjelaskan pengertian dan rumusan dari Al-Istthsan, maka orang
mengatakan bahwa ia hanya menggali hukum menurut keinginannya saja
tanpa memakai metode.

Sesuai dengan pengertian bahasa, Al-Istihsan adalah sesuatu yang
dipandang baik, maka asal sudah dipandang baik sudah bisa menjadi dasar
penetapan hukum. Oleh sebab itulah, banyak para ushuliyin tidak
mengetahui hakikat Al-Istthsan yang dipraktikkan oleh Imam Hanafi.
Banyaknya kritikan yang ditujukan kepada Imam Hanafi, maka sebagian
ulama terutama murid-muridnya Hanafi menjelaskan tentang Al-Istihsan itu

Sebagai akibat dari perbedaan dalam melihat esensi Al-Istihsan,
maka para ulama tidak sependapat dalam menerima Al-Istihsan sebagai
metode ijtihad. Imam Syafi’i menolak Al-Istihsan sebagai dalil hukum dan
metode ijtihad. Imam Syafi’i hanya membenarkan Qiyas saja dari antara
cara-cara ijtihad. Imam Syafi’i menolak mabda Al-Istihsan.

Al-Syaukani mengutip ucapan Imam Syafi’i:

KNIy QWY\...@J« SV REONE S

121 Abd al-Wahhab Khallaf, Op.ci#, h..79.
122 Jhid.
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Barangsiapa  beristibsan maka sesunggubnya membnat syariah..Al-Istibsan
hanyalah bersenang-senang.

Imam Syafi’i berkata demikian, karena Al-Istihsan dalam pengertian
memandang yang baik sesuatu, tanpa menghubungkannya dengan dalil.’??
Begitu pula Syi’ah dan Mu’tazilah tidak menerima Al-Istihsan sebagai salah
satu metode ijtihad dalam penetapan hukum hukum Islam.'24

Imam Malik berpendapat, bahwa Al-Istihsan adalah “menggunakan
mashlabab yang jug’i sebagai ganti Al-Qiyas yang Aully. Al-Istihsan menurut
Malik ini dikatakan oleh Imam -Syatibi dapat diterima, karena tidak keluar
dari dalil-dalil bukwum Islam, dan dalil-dalil bukwum Islam memang saling terkait,
saling men-zakhsish, seperti keterkaitan dalil Al-Sunnah dengan dalil Al-
Quran.12

Al-Syatibi mengatakan, bahwa Al-Istthsan tidak semata-mata
didasarkan kepada logika, tetapi didasarkan kepada dalil yang lebih kuat.
Dalil yang menyebabkan berpalingnya simujtahid adalah nash, Al-Ijma’, Al-
Urf dan adakalanya melalui kaidah-kaidah yang berhubungan dengan
menghilangkan kesulitan. Dengan demikian, menurut Syatibi, penerapan Al-
Istthsan merupakan penerapan kaidah mashlahat yang didukung oleh
hukum Islam melalui induksi sejumlah #ash'2¢ dan dengan kemaslahatan.!?7

Golongan Hanafiyah memandang Al-Istihsan, bahwa; (1) Al-
Istihsan itu adalah pada setiap macamnya mengandung arti berpaling dari
kaidah umum (&#/)), berpaling dari keumuman #ash atau ‘llat Al-Qiyas atau
dasar istinbath karena ada dalil hukum Islam yang menghendaki berpalingnya;
(2) dalil yang dipakai kadang-kadang berupa Al-Qiyas Khafy atau nash atau
Al-Ijma’ dan dharurah. Oleh karena itu, Al-Istthsan golongan Hanafiyah ada
beberapa macam bentuk, yaitu: (1) Al-Istihsan dengan nash; (2) Al-Istihsan
dengan Al-Ijma’; (3) Al-Istihsan dengan Al-Qiyas Kbafy; (4) Al-Istihsan
dengan dbarurah.128

Abd al-Wahhab Khallaf mengatakan, bahwa apabila diteliti
persoalan yang menjadikan perbedaan pandangan di kalangan ushuliyyin

123 al-Syaukani, op.cit. h. 240. Dapat dilihat pada Al-Syafi’i, Al-Risalah, (Jakarta,
Pustaka Pirdaud, 1992),tj. h. 241.

124 g-Syaukani, 1bid. h. 212.

125 Al-Syatibi, gp.cit, j. IV. h. 149.

126 Nasrun Haroen, gp.cit. h. 104.

127 Iskandar Usman, Istibsan dan Pembabarnan Hukum Islam, (Jakarta, PT. Raja
Grafindo Persada, 1994), h. 26.

128 Thid. h .47-62
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dalam menerima atau menolak Al-Istihsan sebagai salah satu metode
berijtihad dalam menggali hukum, maka akan ditemui bahwa perbedaan
tersebut hanyalah merupakan perbedaan istilah. Karena, para ulama yang
menolak keberadaan Al-Istihsan sebagai salah satu metode berijtihad,
ternyata dalam praktiknya berpendapat sama dengan ulama yang menerima
kehujjahan Al-Istihsan. Misalnya dalam masalah mudharabah, berbuka puasa
bagi musafir yang sedang berpuasa, dan hukum-hukum lainnya yang
dikemukakan oleh ulama yang menerima Al-Istihsan, juga diterima oleh para
ulama yang menolak Al-Istihsan.!?? Oleh karena itu, Ibnu Qudamah
mengatakan, bahwa tidak ada alasan untuk menolak Al-Istihsan, apabila
dilakukan berdasarkan dalil yang didukung oleh hukum Islam, sekalipun
berdasarkan induksi dari berbagai ayat Al-Quran dan Al-Sunnah.13 Adapun
Al-Istihsan yang berdasarkan akal, maka para ulama #shulyyin menolaknya,
karena dalam masalah hukum hukum Islam pendapat akal harus mendapat
legalisasi dari nash, walaupu secara umum.’3!. Dengan demikian, titik
perbedaan sebenarnya terletak pada penamaan bukan pada substansi konsep
yang diterapkan dalam menggali hukum Islam.

AL-ISTISHHAB SEBAGAI DALIL ISTINBATH HUKUM

1. Pengertian Al-Istishhab

Secara etimologi Al-Istishhab yaitu membawa serta bersama-sama
atau terus menerus bersama-sama Adapun secara terminologi, Syaukani
memberikan pengertian Istishhab dengan rumusan, yaitu :

R AT ES L (s SR (R R b= W (PRI I ROWRE

Apa yang telah ditetapkan (hukumnya) pada masa laln, pada dasarnya
masih dapat dilestarikean pada masa yang akan datang selama tidak didapati sesuatn
hukum yang mengubabnya.

Al-Syaukani memberikan rumusan pengertian di atas, tidak berbeda

dengan rumusan pengertian yang dikemukakan oleh kebanyakan wshuliyyin,
seperti Ibn Hazm tokoh ushul figh dikalangan zhahiriyyah yang memberikan

129Abd al-W ahhab Khallaf, gp.ciz. h. 83.

130Nasrun Haroen, gp.cit. h. 113.

131Jika Istihsan hanya bersandar kepada akal, maka akan bermunculan fatwa-fatwa
hukum yang didasarkan kepada pendapat akal semata, sekaligus merupakan upaya pengabaian
terhadap nas

132 a]-Syaukani, Op.cit. h. 237.
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pengertian “Berlakuknya hukum ash/ yang ditetapkan berdasarkan #nash
sampai ada dalil lain yang menunjukkan perubahan hukum tersebut’33

Pengertian yang dikemukakan oleh Imam Syaukani maupun Ibn
Hazm pada dasarnya sama, mengandung pengertian bahwa Istishhab itu
adalah hukum-hukum yang sudah ada pada masa lampau tetap berlaku
untuk zaman sekarang dan akan datang, selama tidak ada dalil lain yang
mengubah hukum itu.

uk memperoleh suatu ketentuan hukum. Akan tetapi tidak

semua Istishhab dapat diterapkan.

2. Pembagian Al-Istishhab
Ushuliyyin seperti al-Ghazali, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, termasuk
Syaukani mengemukakan bahwa Istishhab itu ada lima macam, yang
sebagiannya disepakati dan sebagian yang lain diperselisihkan. Kelima
macam itu adalah;

a. Istishhab hukum alzbabah al-ashliyyah. Maksudnya, menetapkan
hukum sesuatu yang bermanfaat bagi manusia adalah boleh,
selama belum ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Firman
Allah  dalam surah al-Bagarah ayat 29 “Dia-lah yang telah
menjadikan bagi kamu seluruh yang ada di bumi ini”...

b. Istishhab yang menurut akal dan bukum Islan hukumnya tetap dan
berlangsung terus. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah mengatakan dengan
“washf altsubut li al-bukm hatta yutsbita kbilafubn” (sifat yang
melekat pada suatu hukum, sampai ditetapkannya hukum yang
berbeda dengan itu). Misalnya, hukum wudhu’ seseorang yang
telah berwudhu’ dianggap berlangsung terus sampai adanya
penyebab yang membatalkannya. Apabila seseorang merasa ragu
apakah wudhu-nya masih ada atau telah batal, maka berdasarkan
Istishhab, wudhunya itu dianggap masih ada, karena keraguan
yang muncul terhadap batal atau tidaknya wudhu tersebut, tidak
bisa mengalahkan keyakinan seseorang bahwa ia masih dalam
keadaan berwudhu’. Terhadap kehujjahan Istishhab bentuk kedua
ini, terdapat perbedaan pendapat dikalangan ushulyyin.Ibnu
Qayyim al-Jauziyyah berpandangan, bahwa Istishhab seperti ini
dapat dijadikan hujjah!3* Menurut ulama Hanafiyah hanya bisa
dijadikan hujjah untuk menetapkan dan menegaskan hukum yang
telah ada, dan tidak bisa dijadikan hujjah untuk hukum yang

133 Ibn Hazm, al-Ihkam fi Ushil al-Abkam, V, (Beirut, Dar al-Fikr, t.th.), h. 590.
134 Ibn Qayyim al-Jauziyyah, lamu al-Mumwaqqi'in ‘an Rabb  al-’Alamin, 1 (Beirut,
Dar al-Kutub al-ilmiyah, t.th.), h. 256.
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belum ada.!% Sedangkan ulama Malikiyah menolak Istishhab yang
seperti ini, oleh karenanya orang yang ragu terhadap wudhunya,
hukumnya menjadi batal.136

Istishhab terhadap dalil yang bersifat umum sebelum datangnya
sesuatu dalil  yang  menerangkan  atau = memberi
mengkhususkannya dan Istishhab dengan wash selama tidak ada
nashakh. Seperti, kewajiban berpuasa di bulan Ramadhan, yang
berlaku bagi umat sebelum Islam, tetap wajib bagi umat Islam
berdasarkan Surah al-Baqgarah ayat 82, selama tidak ada nash lain
yang membatalkannya. Kasus seperti ini menurut Jumhur
ushuliyyin, termasuk Istishhab. Tetapi menurut ushuliyyin lainnya,
Imam Haramain al-Juwaini dan Imam Syaukani, tidaklah
dinamakan Istishhab, tetapi ber-dalil berdasarkan kaidah bahasa!37
Istishhab hukum akal sampai datangnya hukum bwukum Isiam.
Maksudnya, umat manusia tidak dikenakan hukum-hukum hukum
Islam sebelum datangnya hukum bukwum Isiam, seperti adanya
pembebanan hukum dan akibat hukumnya terhadap manusia,
sampai datangnya dalil hukum Islam yang menentukan hukum.
Imam Syaukani mengatakan dengan Al-Istishhab al-bara’ah al-
dzimmah. Menurut ulama Malikiyyah, Syafi’iyyah dan Hanabilah,
Istishhab seperti ini juga dapat menetapkan hukum bukum Islam,
baik untuk menegaskan hukum yang telah ada maupun hukum
yang akan datang. Sedangkan ulama Hanafiyayah berpendapat,
bahwa Istishhab seperti ini hanya bisa menegaskan hukum yang
telah ada dan tidak bisa menetapkan hukum yang akan datang.!38
Istishhab hukum yang ditetapkan berdasarkan Al-Ijma’. Istishhab
seperti ini diperselisihkan dikalangan ulama ushuliyyin tentang
kehujjahannya. Para fukaha menetapkan berdasarkan Al-Ijma’,
misalnya “tatkala air tidak ada, seseorang boleh bertayamum
untuk mendirikan shalat. Apabila shalatnya selesai ia kerjakan,
maka shalatnya dinyatakan sah. Tetapi, apabila dalam keadaan
shalat ia melihat air, apakah shalatnya harus dibatalkan untuk
kemudian berwudhu’ ataukah shalatnya dilanjutkan?. Ulama
Malikiyyah dan Syaff’iyyah “orang tersebut tidak boleh
membatalkan shalatnya, karena adanya Al-Ijma’ yang menyatakan
bahwa shalat itu sah apabila didirikan sebelum melihat air” ,
Mereka menganggap hukum Al-Ijma’ itu tetap berlaku sampai

863.

135 Wahbah al-Zuhaili, Ushsil al-Figh al-Islami, 11, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), h. 862-

136 Tbid.
137 al-Syaukani, gp.cit. h. 238
138 Nasrun Haroen, gp.ciz. h. 133.
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adanya dalil yang menunjukkan bahwa ia harus membatalkan
shalatnya untuk kemudian berwudhu dan mengulang kembali
shalatnya.’? Tetapi menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah,
bahwa “orang yang melakukan shalat dengan tayamum dan ketika
shalat melihat air, ia harus membatalkan shalatnya, untuk
kemudian berwudhu dan mengulangi shalatnya itu”. Karena
mereka tidak menerima Al-Ijma’ tentang sahnya shalat orang yang
bertayamum sebelum melihat air. Al-Ijma’ menurut mereka hanya
terkait dengan hukum sahnya shalat bagi orang dalam keadaan
ketiadaan air, tidak dalam keadaan tersedianya air.140
Al-Istishhab sebagai dalil istinbath hukum Islam, dari lima macam
bentuk Istishhab di atas, hanya dua macam Istishhab yang dapat diterapkan,
yaitu; (1) Istishhab yang ditunjukkan oleh akal dan hukum Islam kebolehan
pelestarian dan pemberlakuannya. Seperti, seseorang yang telah melakukan
perkawinan secara sah, kemudian suaminya meninggalkan isteri dalam
tenggang waktu yang lama. Isteri masih tetap dipandang mempunyai ikatan
perkawinan dengan suaminya, selamasuami tidak menceraikannya. Oleh
karena itu, isteri tidak boleh kawin dengan laki-laki lain, meskipun suaminya
telah meninggalkannya; (2) Istishhab bara’ah al-dzimmah, yaitu kebebasan
asli yang dimiliki oleh manusia. Seperti, kebebasan manusia dari suatu taklif
(beban hukum) hukum Islam sebelum ada dalil yang menunjukkan adanya
taklif tersebut. Oleh karena itu, ditetapkan hukum, tidak ada shalat fardhu
yang keenam, karena tidak ada dalil yang mewajibkannya.!4!

3. Penggunaan Al-Istishhab Sebagai Dalil Hukum Dalam
Berijtihad
Ada empat pendapat ulama, tentang boleh atau tidaknya Istishhab
dijadikan metode menggali hukum ketika tidak ada dalil Al-Quran atau Al-
Sunnah.

a. Pendapat ulama Malikiyah, mayoritas ulama Syafi’iyah, ulama
Hanabilah dan ulama Zhahiriyah. berpendapat bahwa Istishhab
dapat dijadikan sebagai dalil hukum secara mutlak.

b. Mayoritas ulama Hanafiyyah dan ulama Kalam, di antaranya Abu
al-Husain al-Bashri, berpendapat bahwa Istishhab tidak dapat
dijadikan sebagai dalil hukum, karena untuk memperoleh suatu
hukum harus dengan dalil. Hukum yang ditetapkan pada masa lalu

139 Al-Amidi, gp.cit. 111, h. 127.
140 Jbid. Lihat Nasrun Haroen, gp.cit. h. 134.
141 a]-Syaukani, gp.cit h. 238-239.
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tanpa dalil, tidak dapat dilestarikan sampai sekarang, dan mujtahid
sekarang harus berijtihad menetapkan hukumnya dengan metode-
metode yang lain. Istishhab hanya dapat berlaku dalam hubungan
seseorang mujtahid dengan Allah, karena seecorang mujtahid tidak
memperoleh dalil suatu hukum, maka hukum yang telah ada
merupakan rujukan baginya, tetapi itu hanya berlaku sebagai
pegangan bagi mujtahid itu sendiri, bukan sebagai dalil dalam
penetapan hukum.

c. Al-Kayya menyebutkan bahwa ulama Mutaakhkhirin Hanafiyah
berpendapat bahwa Istishhab hanya dapat berlaku untuk
menafikan hukum suatu kejadian, bukan untuk menetapkan
hukumnya.

d. Menurut Abu Ishaq pendapat yang sah dari Imam Syafi’i bahwa
Istishhab itu hanya dapat dipakai untuk mentarjih hukum suatu
peristiwa. Istishhab boleh dipakai secara mutlak untuk meniadakan
suatu hukum, tetapi jika dipakai untuk menetapkan hukum baru,
dalam hal ini ada yang membolehkan dan ada juga yang
memandang tidak boleh, tergantung pada bentuk Istishhab yang
dipakai.'42

Untuk pemberlakuan Istishhab, para ushuliyyin menetapkan
beberapa kaidah umum yang didasarkan kepada istsihhab, di antaranya

adalah: Kaidah fighiyah:
143} %3\5 j\; Y Had
Sesuatu yang sudab yakin tidak dapat dibilangkan dengan keragnan.
Maksudnya, sesuatu keyakinan tidak bisa dibatalkan oleh sesuatu
yang diragukan.
Kaidah fighiyyah yang lain yaitu:
Mot b ety B> 0L e JETL 2 ALY
Pokok sesunatu itn adalah ketetapan yang telah ada mennrnt keadaan semula,
sehingga terdapat ketetapan sesuatu yang mengubahnya.
Maksudnya, pada dasarnya seluruh hukum yang sudah ada dianggap
berlaku terus sampai ditemukan dalil yang menunjukkan hukum itu tidak
berlaku lagi.

AI-MASHLAHAH AI-MURSALAH SEBAGAI DALIL HUKUM

241 Ibid, h.237-238.
143 Jbid, h. 50.
144 Abdullah al-Fauzan, Syarah al-Waraqat, Juz 1, h. 141.
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1. Pengertian Al-Mashlahah Al-Mursalah
Pengertian Mashlahat secara etimologi berasal dari kata al-islah yang

berarti damai dan tentram. Damai berorientasi pada fisik sedangkan tentram
berorientasi pada psikis. Lawan dari maslahah adalah mafsadat dari fasada
yafsudu artinya sesuatu yang merusak dan tidak baik. Pengertian Mashlahat
secara terminologi Menurut Imam al-Ghazali pada prinsipnya mashlahat
adalah mengambil manfaat dan menolak kemadharatan dalam rangka
memelihara tujuan hukum Islam.

Adapun pengertian Mashlahat Mursalah menurut Abd al-Wahhab
Khallaf, yaitu;

S o oo 35 i s UK 00 % ] g el
145 | 518l f

Mashlabat yang syari’ tidak mensyariatkan hufkum untuk mewnjudkan
mashlabat itn, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atan
pembatalannya.

Dari pengertian di atas, dapat dipahami, bahwa Mashlahat Mursalat
itu adalah suatu kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh sya77” suatu hukum
untuk mewujudkannya dan tidak pula terdapat dalil hukum Islam yang
memerintahkan perbuatan itu untuk mengerjakan atau meninggalkannya,
akan tetapi apabila dikerjakan mendatangkan kemaslahatan.

Kemaslahatan yang sangat diperlukan oleh masyarakat dan timbul
setelah selesainya wahyu diturunkan, dan tidak ada dalil yang memerintahkan
agar diperhatikan atau tidak,maka kemaslahatan itu disebut " al-Mashlahat
al-Mursalah. Misalnya menghimpun dan menulis Al-Quran dalam satu
mushhaf, maka tidak ada nash yang memerintahkannya dan tidak ada pula
nash yang melarangnya. Tetapi apabila perbuatan itu dilakukan, maka akan
mendatangkan kemaslahatan kepada umat, maka kebolehan melakukan
perbuatan itu ditetapkan berdasarkan kepada Mashlahat Mursalah.

Menurut Abd al-Wahab Khallaf bahwa pembentukan hukum
berdasarkan Mashlahat Mursalah itu tidak dimaksudkan, kecuali merealisasir
kemaslahatan manusia. Maksudnya mendatangkan manfaat bagi manusia
dan menolak kesulitan (mudharat). Kemaslahtan manusia itu tidak terbatas
jumlah dan macamnya, ia selalu berkembang mengikuti situasi dan kondisi
serta perkembangan masyarakat. Penetapan suatu hukum kadang-kadang

145Abd. Wahab Khallaf, gp.cit. h. 84
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memberi manfaat kepada masyarakat pada suatu masa dan kadang-kadang
membawa mudharat kepada masyarakat pada masa yang lain.

Mashlahat Mursalah adalah metode penetapan hukum berdasarkan
kemaslahatan universal sebagai tujuan hukum Islam tanpa berdasar secara
langsung pada teks atau makna nash tertentu, Apabila terdapat nash tertentu
yang mendukung dari segi makna berarti ia menjadi Qiyas, sedangkan
apabila ada nash yang secara tekstual menolaknya secara langsung, berarti ia
menjadi batal. Dari segi sifatnya yang mengutamakan tujuan bukum Islam,
maslahat maslahat itu disamakan dengan istthsan &7 a/-dharurah. Imam Malik
menggunakan metode mashlahat mursalah dengan melandaskan kepada tiga
jenis kemaslahatan manusia, yakni; dbaruriyyab, bajjiyyah dan tabsiniyyab.
Maslahat dharuriyyah, yakni: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan
harta benda. Adapun maslahat Agjjiyyab, yakni pelengkap terhadap maslahat
dbaruriyyah. Sedangkan maslahat zabsiniyyah merupakan penyempurna
terhadap maslahat dbaruriyyah dan hajjiyyab.

1. Penggunaan Mashlahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum
Dalam Berijtihad
Al-Syaukani mengatakan, bahwa ada empat pendapat ulama dalam

menggunakan Mashlahat Mursalat sebagai dalil untuk menggali hukum
Islam, yaitu: (1) ulama yang tidak memakai Mashlahat Mursalat secara
mutlak; (2) Imam Malik menerapkan Mashlahat Mursalat secara mutlak; (3)
Ibnu Burhan dan al-Juwaini dan mayoritas ulama Hanafiyah membolehkan
memakai Mashlahat Mursalat sebagai dalil jika mula’imah (sesuai) dengan
ashl al-knlli (prinsip umum) dan ashl-juz’i (prinsip parsial) dari prinsip-prinsip
syariat; (4) al-Ghazali dan al-Baidhawi menerima Mashlahat Mursalat dengan
tiga syarat, yaitu (1) terdapat kesesuaian mashlahat dengan maksud hukum
Islam dan tidak bertentangan dengan dalil yang pasti; (2) mashlahat tersebut
dapat diterima oleh akal; (3) mashlahat bersifat dbaruri, yakni untuk
memelihara salah satu dari ; agama, akal, keturunan, kehormatan dan harta
benda..

Melihat kepada pendapat ulama tersebut di atas, Al-Syaukani
berpendapat, bahwa ia membolehkan memakai Mashlahat Mursalat dalam
bentuk pendapat terakhir di atas. Menurutnya, syariat agama bukanlah
sebagai hasil dari rekayasa otak manusia yang serta terbatas, tetapi
bersumber dari wahyu Allah yang mutlak. Meskipun demikian, para ulama
dapat menerapkan wahyu itu dalam konteks masyarakat yang dihadapinya.
Akan tetapi, mereka tidak boleh lepas dari kandungan wahyu. Ia setuju
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dengan apa yang dikatakan oleh Ibn Daqiq al-Id, “saya tidak menolak
Mashlahat, tetapi merasa keberatan dengan al-irsal (lepas, tanpa konteks
dengan #ash). Untuk merealisasikan maslahat mursalat perlu ketajaman nalar,
karena diragui menyimpang dari syariat.!46

Dikalangan ulama terdapat perbedaan pendapat tentang kehujjahan
dari Mashlahat Mursalat. Sebagian ulama menolak penggunaan Mashlahat
Mursalat sebagai dasar penetapan hukum. Imam Syafi’i adalah termasuk
kelompok yang menolak metode ini, karena menurut Imam Syafi’i,
penggunaan metode ini sama dengan menganggap Allah luput dari
membicarakan sebagian dari kemaslahatan makhluk ketika menetapkan
hukum. Ini bertentanagan dengan firman Allah pada surat al-Qiyamah ayat
36. Tetapi Imam Malik mempergunakan Mashlahat Mursalat dalam
menetapkan hukum. Baginya metode ini tidak keluar dari cakupan nash.
Walaupun mashlahat tidak ditunjuk oleh nash yang khusus, tetapi sesuai
dengan tindakan hukum Islam yang dasar hukumnya disimpulkan dari
sejumlah nash yang menunjukkan kepada prinsip umum. Menurut Imam
Malik untuk mempergunakan Mashlahat Mursalat harus memenuhi tiga
syarat; (1) terdapatnya persesuaian antara mashlahat itu dengan waqashid al-
syari’ab serta tidak bertentangan dengan dasar hukum yang lain; (2) substansi
dari mashlahat itu masuk akal; (3) penggunaan mashlahat itu bertujuan
untuk menghilangkan kesempitan umat masusia.!4’ Begitu pula ulama
Hanabilah menerima Mashlahat Mursalat sebagai dalil untuk menetapkan
hukum. Bahkan dikalangan ushuliyyin, mereka dianggap yang banyak dan
luas dalam penerapannya. Menurut mereka, Mashlahat Mursalat merupakan
induksi dari logika sekumpulan zash, bukan dari #ash yang rinci seperti yang
berlaku dalam Al-Qiyas.!48

Untuk mengurangi perbedaan pendapat  para ulama dalam
menanggapi Mashlahat Mursalat, sebenarnya dapat dilakukan apabila
Mashlahat Mursalat dikaitkan dengan a/-Magashid al-Syari'ah. Sebagaimana
pendapat al-Ghazali yang boleh dikatakan mewakili kelompok Syafi’iyah,
apabila yang dimaksud dengan Mashlahat Mursalat dalam rangka
memelihara dan mewujudkan tujuan bukwum Islam, maka tidak perlu

146 a]-Syaukani, gp.cit. h. 243.

147 Asafri Jaya bakri, Konsep Magashid al-Syari’ah menurnt al-Syatibi, (Jakarta, PT. Raja
Grafindo Persada, 1996), h. 146-147.

148 Nasrun Haroen, gp.ciz. h. 121.
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diperselisihkan, bahkan harus diikuti karena ia merupakan hujjah.!* Oleh
karena, itu Muhammad Abu Zahrah langsung mengaitkan maqashid syari’ah
dengan  batasan-batasan  Mashlahat Mursalat, karena menurutnya
kemaslahatan harus sesuai dengan maksud pembuat hukum secara umum.!50
Imam Syatibi berpendapat, bahwa setiap kemaslahatan yang tidak
ditunjukkan oleh nash secara khusus, akan tetapi hal itu sesuai dengan
tindakan Awukum Islam, maka mashlahat seperti ini, dapat menjadi dasar
hukum, Meskipun demikian, Imam Syatibi membatasi lapangan peranan
Mashlahat Mursalat dalam arti pengembangan untuk sebagian besar bidang
muamalah.!> Imam Syatibi banyak mengemukakan contoh Mashlahat
Mursalat yang berkaitan dengan maqashid al-syari’ah, antara lain; Kodifikasi
Al-Quran, tidak terdapat nash yang memerintahkannya, tetapi juga tidak
terdapat nash yang melarangnya. Sikap diam Syar7 ini dapat diduga bahwa
pada waktu itu tidak ada motif yang menjadi pendorong keharusan
kodifikasi Al-Quran. Kodifikasi yang terjadi kemudian tidaklah bertentangan
dengan Syar?.152

SADDAL-DZARIPAH SEBAGAI DALIL HUKUM

1. Pengertian Sadd Al-Dzari’ah
Secara etimologi, Sadd A/-Dzari’ah terdiri dari dua kata yaitu Sadd

dan dzari’ab. Sadd berarti penghalang, hambatan atau sumbatan, sedangkan
dzari’ah berarti jalan. Menurut Ibn Qayyim al-Jauziyah, pengertian Dzari’ah,
yaitu:

s ) Gks As 876 A,

Dzari’ab ialab sesuatu yang menjadi sarana dan jalan kepada yang lain.
Adapun pengertian secara terminologi, maka Saddu Al-Dzari’ah
para ulama memberikan pengertian dengan rumusan:

2

15 sl s 41 tosis Y W J e
Yaitn masalah (sesuatu) yang apabila dilibat secara labir adalah boleh, tetapi
membawa kepada perbuatan yang baram (ferlarang).

149Tbid. h. 148.

150Muhammad Abu Zahrah, gp.cit. h. 221.

151 Asafri Jaya Bakri, gp.cit.. h. 148.

152]hid. h. 149-150.

153]Ibn Qayyim al-Jauziyah, A’lam al-Muwaqqi’in an Rabb al-‘Alamin, gp.cit, j.1IV, h.
109.

154 a]-Syaukani, gp.cit. h. 2406.
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Pengertian tersebut mirip dengan pengertian yang dikemukakan
oleh Syatibi, yaitu :

3icis J) Asdias 55 G gl

Melaknkan suatn pekerjaan yang semula mashlabat untuk menuju kepada
_yang mafsadat.

Maksudnya, seseorang melakukan suatu pekerjaan yang pada
dasarnya dibolehkan karena mengandung suatu kebaikan (mashlahat), tetapi
tujuan yang akan ia capai berakhir pada suatu kerusakan (mafsadat).

Pengertian yang dirumuskan oleh para ulama di atas, berbeda
dengan pengertian Ibn al-Qayyim al-Jauziyah yang mengatakan bahwa
pembatasan pengertian Dzari’ah kepada sesuatu yang dilarang saja tidak
tepat, karena ada juga Dzari’ah yang bertujuan kepada yang dianjurkan.

Sehingga Dzari’ah mengandung dua pengertian, yaitu yang dilarang
disebut dengan Sadd al-Dzari’ah  (A=2)dll s ) dan yang dituntut untuk
melakukannya, disebut dengan pembuka al-Dzari’ah (d2,3 =38,

Fathh al-Dzar’ah  menurut Ibn Qayyim al-Jauziyah di atas,
dikatakan oleh Wahbah al-Zuhaili bukan termasuk Dzari’ah , tetapi
dikatakan oleh jumhur ulama termasuk dalam kaidah muqaddimah
(pendahuluan) dari suatu pekerjaan. Apabila yang dituju itu sesuatu yang
wajib, maka seluruh upaya untuk menunaikan yang wajib itu, juga wajib
hukumnya. Kaidah yang mengatakan: 156.caa) 5 s¢8 43 ¥) a5l &5¥le (Sesuatu
yang wajib tidak akan sempurna kecuali dengannya, sesuatu itu hukumnya
adalah wajib pula).Misalnya, mendirikan shalat itu adalah wajib. Sedangkan
untuk mendirikan shalat itu harus berwudhu lebih dahulu. Maka berwudhu
itu hukumnya wajib, karena berwudlu itu wajib, maka upaya mencari air
untuk berwudlu pun wajib. Berwudhu dan mencari air dalam contoh ini,
menurut jumhur ulama, disebut dengan hukum pendahuluan kepada yang
wajib (muqgaddimah al-wajibah).157

1. Penggunaan Sadd Al-Dzari’ah Sebagai Dalil Hukum Dalam
Berijtihad

Pendapat al-Baji (mazhab Malik), bahwa Sadd al-Dzari’ah  ini

dipegang oleh Imam Malik, sementara ulama yang lain seperti Imam Hanafi

155Al-Syatibi, gp.cit. j. IV, h. 144.

156 Al-Subky, Asbah wa al-Naghair, juz 1, Dar al-Kutub al-ilmiyah, 1991,h. 1306. Lihat
Wahbah al-Zuhaili, gp.cit. h. 874.

157 Nasrun haroen, op.cit. h. 172.
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dan al-Syafi’i menolak menggunakannya.!5¥ Akan tetapi, Wahbah al-Zuhaili

mengatakan, bahwa Imam Hanafi dan al-Syafi’i dalam kondisi-kondisi

tertentu juga menggunakan Sadd al-Dzari’ah . Sedangkan Ahmad bin

Hanbal

memakainya seperti Malik. Akan tetapi Ibn Hazm menolak Sadd al-

Dzari’ah secara keseluruhan.!5?

Pendapat Ibn al-Rifa’ah yang menerima Sadd al-Dzari’ah, tetapi

tergantung pada bentuknya, dalam hal ini, ia membagi kepada tiga bentuk;

a.

b.

Sesuatu yang secara pasti akan membawa kepada yang haram, maka
hukumnya haram pula, dan di sini berlaku Sadd Al-Dzari’ah;
Sesuatu yang secara pasti tidak membawa kepada yang haram, tetapi
bercampur dengan sesuatu yang dapat membawa kepada yang
haram, di sini diperlukan ikhtiat (kehati-hatian) dengan
memperhatikan kebiasan-kebiasaan menyangkut hal tersebut, kalau
membawa kepada yang haram maka dilakukan Sadd al-Dzari’ah ,
tetapi jika hal tersebut jarang membawa kepada yang haram, tidak
perlu dilakukan Sadd Al-Dzari’ah, karena kalau dilakukan, maka
sudah dipandang berlebih-lebihan;

Sesuatu yang mengandung kemungkinan membawa kepada yang
dilarang, dan dapat pula membawa kepada sesuatu yang boleh,
Apabila lebih cenderung kepada yang haram dilakukanlah Sadd Al-
Dzari’ah , tetapi jika lebih cenderung kepada yang boleh, maka
dalam hal ini tidak perlu dilakukan Sadd al-Dzari’ah , 160

Jika Syaukani mengemukakan pendapat Ibn al-Rifa’ah dapat

menerima Sadd Al-Dzari’ah, maka Syatibi mengemukakan Sadd Al-Dzari’ah

itu dapat dilihat dari kualitas kemafsadatannya, dibagi kepada empat macam,

yaitu:161

a.

Perbuatan yang dilakukan itu membawa kepada kerusakan secara
pasti (gath’s). Misalnya, seseorang menggali sumur di depan pintu
rumah orang lain pada malam hari dan pemilik rumah tidak
mengetahuinya. Bentuk kerusakan perbuatan ini dapat dipastikan,
yaitu terjatuhnya pemilik rumah ke dalam sumur tersebut, dan itu
dapat dipastikan.

Perbuatan yang dilakukan itu hukumnya boleh dilakukan, karena
jarang membawa kepada kerusakan. Misalnya, menggali sumur di
tempat yang biasanya tidak memberi mudharat kepada orang yang
memakainya. Perbuatan seperti ini tetap pada hukum aslinya adalah

158 al-syaukani, gp.ciz. h. 246.

159 Nasrun Rusli, gp.cit, h. 143.

160 a]-Syaukani, gp.cit, h. 247.

161 Al-Syatibi, dalam Nasrun Haroen, gp.cit. h. 162-163.
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boleh, karena yang dilarang itu adalah apabila di duga keras bahwa

perbuatan itu membawa kepada kerusakan.

c. Perbuatan yang dilakukan itu biasanya membawa kepada kerusakan.
Misalnya menjual sanjata api kepada musuh dalam peperangan.

d. Perbuatan itu pada dasarnya adalah boleh dikerjakan karena tidak
mengandung kerusakan, tetapi kemungkinan pula perbuatan itu
membawa kepada kerusakan. Misalnya, dalam jual beli yang disebut
bay’n al-ajal. Jual beli ini cenderung berimplikasi kepada riba.

Ibn Qayyim al-Zaujiyah membagi Sadd Al-Dzari’ah melihat dari segi
jenis kerusakan yang ditimbulkannya. Menurutnya Sadd Al-Dzari’ah dapat
dibagi kepada dua macam:162

a. Perbuatan itu membawa kepada suatu kerusakan, seperti meminum
minuman keras yang mengakibatkan mabuk, dan mabuk itu suatu
kerusakan.

b. Perbuatan itu pada dasarnya yang dibolehkan atau dianjurkan, tetapi
dijadikan jalan untuk melakukan suatu pekerjaan yang dilarang, baik
dengan tujuan yang disengaja, misalnya seseorang yang mengawini
seorang wanita yang ditalak tiga suaminya dengan tujuan agar suami
pertama wanita itu bisa mengawininya kembali. Atau perbuatan
yang dilakukan secara tidak sengaja, misalnya perbuatan yang
dilakukan tanpa maksud sejak semula adalah mencaci maki ibu
bapak orang lain. Akibat mencaci maki orang tua orang lain,
menyebabkan orang tuanya juga akan dicaci maki orang tersebut.

Para ulama menerima Sadd Al-Dzari’ah sebagai metode
ijtihad dan dapat dijadikan dalil dalam istinbath hukum dengan beralasan
antara lain, ialah Al-Quran pada surah al-An’aam ayat 108:

:}Q \f:j éjé:kfavlf ;"/\*’i ‘3:@ \j:i.»;.e & Q)J B2 d).c—.b U.JVU\ 51)

:)},c: \):L/{LC 2 A7t ,}; w F‘SJ L;\ 1.- ;&T

Dan janganiah kamn memaki sembaban-sembaban yang mereka sembah
selain Allab, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa
pengetabuan...

Para ulama juga mengemukakan sejumlah Al-Sunnah sebagai alasan
memakai Sadd Al-Dzari’ah , antara lain Sunnah Nabi SAW. dari Nu'man
bin Basyir :

162 Ibn Qayyim al-Jauziyah, gp.cit. j. 111, h. 109
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... Berkeliling di sekitar larangan diragnkan dia akan jatub kepadanya...
Kemudian Al-Sunnah kedua yang dijadikan alasan para ulama ialah:

100 Sap YU ) ehap Lo g
Tinggalkanlah apa yang engkan ragukan kepada apa yang tidak engkan

ragmfkan.

QAWL SAHABAT SEBAGAI DALIL HUKUM

1. Pengertian Qawl Sahabat
Qawl Sahabat berarti “pendapat para Sahabat Rasulullah

Muhammad SAW.”.Yang dimaksud pendapat “para Sahabat” adalah
pendapat para Sahabat tentang suatu masalah hukum yang dinukil para
ulama, baik berupa fatwa maupun ketetapan hukum, sedangkan ayat atau
Sunnah tidak menjelaskan hukum terhadap masalah (kasus) yang dihadapi
Sahabat tersebut. Disamping belum adanya konsensus (Al-ljma’) para
Sahabat yang menetapkan hukum tersebut.

Disebut Sahabat adalah orang yang beriman dan bertemu dengan
Rasulullah Muhammad SAW. serta mengikutinya.!6>

b. Penggunaan Qawl Sahabat Sebagai Dalil Hukum Dalam

Berijtihad

Al-Syaukani mengatakan, bahwa tidak ada perbedaan pendapat para
ulama, bahwa pendapat Sahabat tidak menjadi alasan bagi Sahabat Nabi
SAW. yang lain. Yang menjadi persoalan adalah; apakah pendapat Sahabat
itu dapat dijadikan alasan (hujjah) hukum bagi orang yang hidup pada
generasi berikutnya (sesudah masa Sahabat). Dalam hal ini, Imam Syaukani
mengatakan, bahwa ada beberapa pendapat ulama.

a. Pendapat Sahabat tidak dapat dijadikan hujjah secara keseluruhan.
Inilah pendapat jumhur ulama.!66,

b. Pendapat Sahabat dapat dijadikan hujjah dan didahulukan daripada
Al-Qiyas

163Imam Muslim, Shabily Mustim, juz 5, Beirut, Dar Jail, t.th. h. 50.

164Imam Bukhari, Shabih Bukhari, Juz 2, Beirut, Dar Ibnu Katsir, 1987, h. 723.

165Nasrun Haroen, gp.cit. h. 155-156. Yang dimaksud sahabat, menurut ushaliyyin
adalah “seseorang yang bertemu dengan Rasulullah Muhammad Saw. dan beriman
kepadanya serta mengikuti dan hidup bersamanya dalam waktu yang panjang, dijadikan
rujukan oleh generasi sesudahnya dan mempunyai hubungan khusus dengan Rasulullah Saw.
sehingga secara kebiasaan dinamakan sahabat”.Ada pula ulama yang mempersingkat identitas
sahabat, yaitu “orang yang bertemu dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. serta hidup
bersamanya dalam waktu yang cukup lama

166a]-Syaukani, gp.cit. h. 243.
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c. Pendapat Sahabat dapat dijadikan hujjah apabila tidak bertentangan
dengan ucapan Sahabat yang lain. Dalam hal, maka perkataan
Sahabat didahulukan daripada  Al-Qiyas. Akan tetapi, jika
berlawanan dengan perkataan Sahabat yang lain, maka dipilih
perkataan Sahabat yang sesuai atau mendekatai dengan kandungan
Al-Quran dan Al-Sunnah, Al-Ijma’ dan Qiyas.

d. Pendapat sahabat dapat dijadikan hujjah, apabila berlawanan dengan
Qiyas, karena dengan berlawanan itu berarti pendapat Sahabat
bukan bersumber dari  Qiyas, akan tetapi bersumber dari Al-
Sunnah.

Al-Syaukani cenderung untuk tidak menerima pendapat Sahabat
sebagai hujjah. apabila pendapat Sahabat itu merupakan ijtthad Sahabat
sendiri dan ijtihadnya tidak popular dikalangan umat. Menurutnya,
kedudukan para Sahabat dipandang lebih tinggi derajatnya, karena kedekatan
mereka dengan Nabi SAW. tetapi mereka tidak memiliki wewenang
menentukan syariat. Dikatakannya:
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Yang benar, bahwasanya Qawl Shabhabi tidak dapat dijadikan bujjah, karena
Allah SWT. tidak mengutus kepada umat ini melainkan Nabi kita Mubamamd
SAW. Kita banya mempunyai seorang rasul, sebuah Kitab Suci; segenap umat (Islam)
diperintabkan mengifnti Kitab-Nya dan Al-Sunnalh Nabi-Nya. Tidak ada perbedaan
di antara Sababat dan orang-orang yang setelah mereka dalam hal ini... Tidak ragn,
babwa peringkat para Sababat adalah peringkat yang tingg, tetapi itu hanya dalam
kelebiban (keutamaan), ketinggian derajat dan keagungan kedndukan. .. Tetapi, jangan
kita samakan (ketinggian) ini dengan menjadikan masing-masing mereka sama
kedudnkannya dengan Rasulullah SAW.  dalam menempatkan ncapannya sebagai
hujjah.

167]bid. h. 243-244.
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Kebanyakan ushuliyyin berpendapat, bahwa  pendapat sahabat
dijadikan hujjah apabila pendapat Sahabat itu terkait dengan permasalahan
yang tidak bisa dinalar logika atau ijtihad, mereka juga menjadikan hujjah
bahwa Al-ljma’ Sahabat secara jelas, atau Al-ljma’ sahabat yang tidak
diketahui ada yang mengingkarinya.

Yang menjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama wushuliyyin,
adalah pendapat para Sahabat yang berdasarkan ijtihad. Ulama Hanafiyah,
Imam Malik, Qaw! Qadim Imam Syafi’i dan pendapat Ahmad bin Hanbal,
menyatakan bahwa, pendapat sahabat itu menjadi hujjah, dan apabila
pendapat sahabat itu bertentangan dengan  Al-Qiyas, maka pendapat
sahabat yang didahulukan. Bahkan menurut Malik dan Ahmad bin Hanbal,
sangat mungkin apa yang dikatakan atau dilakukan sahabat itu datangnya
dari Rasulullah SAW., karena tidak sedikit pendapat para sahabat, didasarkan
kepada petunjuk Rasul, disamping itu para sahabat tidak akan mengeluarkan
pendapatnya, kecuali dalam hal yang sangat penting, hal ini menunjukkan hal
kehati-hatian para sahabat dalam menjawab persoalan hukum yang dihadapi
mereka.!08

Sebagian ulama Syafi’iyah, Jumhur Imam ’ariyah, Mu’tazilah dan
Syiah, mengatakan, bahwa pendapat sahabat yang berdasarkan ijtihad, tidak
dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum, karena ijtthad mereka
sama dengan ijtihad ulama lainnya yang tidak wajib diikuti mujtahid lainnya.
Dikatakan oleh al-Ghazali, bahwa para sahabat sendiri terkadang berbeda
pendapat, sehingga Abu Bakar dan Umar bin Khattab membiarkan saja
orang-orang yang tidak sependapat dengannya, bahkan mereka sendiri
menganjurkan agar setiap Sahabat beramal sesuai dengan hasil ijtihadnya
masing-masing, 16

Akan tetapi, Imam Syafii banyak mengambil pendapat para
Sahabat, bahkan Al-Ijma’ yang ia tarima sebagai dalil dalam istinbath hukum
adalah Al-ljma’ sahabat. Disamping apabila tetjadi perbedaan pendapat
dikalangan sahabat, ia mengambil pendapat Sahabat yang lebih mendekati
kepada Al-Quran dan Al-Sunnah, seperti pendapat Ibnu Abbas tentang
tidak diterimanya kesaksian anak kecil. Dalam hal ini, al-Syafi’i mengatakan,
bahwa pendapat Ibnu Abbas lebih dekat kepada Al-Quran, atau ia juga
mengambil pendapat Utsman bin Affan yang mengatakan, bahwa gugurnya

168Nasrun Haroen, gp.cit. h. 156-157.
19Al-Ghazali, AFMusytashfa fi ilmi al-ushil, 1Beirut: Dar al-Kutub al-‘IImiyah,
1983), h. 400.

Metode Penggalian Hukum Isiam | 81



kewajiban shalat Jum’at apabila bertepatan dengan dua hari raya (fithri dan
adhha).170

Begitu pula ulama Hanafiyah, apabila pendapat Sahabat itu bukan
dalam masalah ijtthadiyah dan tidak diketahui ada sahabat yang
menentangnya, maka diduga keras pendapat itu muncul dari petunjuk
Rasulullah SAW. Pendapat Sahabat seperti ini statusnya sama dengan Al-
Sunnah zagririyyah. Terhadap pendapat sahabat yang didasarkan kepada hasil
ijtihad dan pendapat itu poluper dikalangan sahabat serta tidak diketahui ada
Sahabat yang menentangnya, maka pendapat ini dijadikan hujjah, karena
pendapat ini statusnya sama dengan Al-Ijma’ sukuti. Tetapi apabila pendapat
sahabat itu tidak poluper, maka mereka tidak menjadikannya sebagai
hujjah. 17

Jumhur ulama menerima pendapat sahabat sebagai hujjah, oleh
karena terjadinya Al-Ijma’ sahabat itu boleh jadi dilakukan dengan
berkumpulnya para sahabat pada suatu tempat, tetapi boleh jadi juga
masing-masing Sahabat berpendapat dan sama pendapatnya dalam
penetapan hukum atau sebagian Sahabat berijtthad untuk menetapkan
hukum sedangkan Sahabat yang lainnya setuju, persetujuannya mungkin

dengan ucapan atau perbuatan, tetapi mungkin pula dengan diam.

SYAR’'UN MAN QABLANA SEBAGAI DALIL HUKUM
1. Pengertian Syar’un Man Qablana

Syar’un man qablana, berarti syariat sebelum Islam. Para ushulyyin
membahas persoalan syariat sebelum Islam dalam kaitannya dengan syariat
Islam, apakah hukum-hukum yang ada bagi umat sebelum Islam menjadi
hukum juga bagi umat Islam ataukah tidak?.

Nashrun Haroen mengatakan, sebenarnya para ulama ushul sepakat
menyatakan bahwa seluruh syariat sebelum Islam melalui para rasul-Nya
telah dibatalkan secara umum oleh syariat Islam. Mereka juga sepakat
mengatakan bahwa pembatalan syariat-syariat sebelum Islam itu tidak secara
menyeluruh dan rinci, karena masih banyak hukum-hukum syariat sebelum
Islam yang masih berlaku dalam syariat Islam.

Yang menjadi persoalan, untuk dibahas oleh para ulama dalam
masalah syariat sebelum Islam, adalah mengenai status hukum syariat

170Nasrun Haroen, gp.cit. h. 159.
171]bid. h. 160.
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sebelum Islam dan kaitannya dengan sebelum dan sesudah Rasulullah
Muhammad SAW. diutus menjadi rasul.
2. Penggunaan Syar'un Man Qablana Sebagai Dalil Hukum
Dalam Berijtihad
Terhadap status hukum syariat sebelum Islam, kaitannya dengan

sebelum diutusnya Rasulullah Muhammad SAW. menjadi rasul, berbagai

pendapat ulama;

a.

b.

Imam Hanafi dan Imam Syafi’i, berpendapat bahwa Rasulullah
SAW. sebelum menjadi rasul terikat dengan syariat sebelum
Islam. Alasan mereka adalah, setiap Rasul Allah diseru untuk
mengikuti syariat rasul-rasul sebelumnya, termasuk pula Nabi
Muhammad SAW. ke dalam seruan ini, seperti syariat Nabi
Ibrahim AS. Juga banyak sekali riwayat yang menunjukkan
bahwa Nabi Muhammad SAW. sebelum menjadi rasul telah
melakukan perbuatan tertentu yang sumbernya bukan akal
semata,seperti  beliaumelaksanakan  shalat, ~mengagungkan
Ka’bah, dan menyembelih binatang.

Jumhur Mutakallimin (ahli Kalam) berpendapat, bahwa
Rasulullah SAW. sebelum menjadi rasul tidak terikat dengan
syariat sebelum Islam. Alasan mereka adalah apabila Rasulullah
SAW. sebelum menjadi rasul terikat dengan syariat sebelum
Islam, maka akan ada dalil yang menunjukkan hal itu.

Imam al-Haramain, Ibn Qusyairi, al-Kayya, al-Ghazali dan al-
Amidi berpendapat, bahwa bersikap tawaqquf (tidak memberi
komentar) terhadap permasalahan ini, karena tidak adanya dalil
yang pasti yang menunjukkan, apakah terikat ataukah tidak
terthadap syariat sebelum Islam. Dikatakan oleh Imam al-
Haramain, persoalan ini janganlah dipandang baginya untuk
menjadi faedah.!72

Mengenai status hukum Syariat Sebelum Islam, kaitannya setelah

Rasulullah Muhammad SAW. diutus menjadi rasul, ada beberapa pendapat

ulama, yaitu:

a. Pendapat Abu Ishaq al-Syairazi, al-Ghazali, al-Khawarizmi dan Ibnu

Hazm, dipilih oleh Fakhrurradzi dan Amidi, bahwa syariat sebelum

Islam tidak dapat diaplikasikan dalam Islam.

172 a]-Syaukani, gp.cit. h. 239.
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b. Pendapat mayoritas Syafi’iyah, mayoritas Hanafiyah, dan dari
mutakallimin (Imam ’ariyah, Mu’tazilah dan Syi’ah)!”> dan
Malikiyah, bahwa syariat sebelum Islam dapat diaplikasikan dalam
Islam, kecuali ada yang menghapus daripadanya.

c. Pendapat Ibn al-Qusyairi dan Ibn Burhan, bahwa menyangkut
syariat sebelum Islam, hendaklah didiamkan saja, sampai diperoleh
dalil yang sah untuk membenarkan atau meniadakannya.

Mushtafa Dib al-Bugha mengatakan, bahwa apabila diperhatikan
ketiga pendapat para ulama yang membahas tentang status hukum syariat
sebelum Islam, maka secara prinsip, hukum-hukum syaraiat sebelum Islam,
tidak dapat dijadikan sebagai dalil dalam penetapan hukum Islam, Karena,
sekalipun ulama yang menerimanya menetapkan syariat sebelum Islam bisa
dijadikan dalil untuk menetapkan syariat, namun mereka tetap mengatakan
hukum-hukum itu harus bersumber (terdapat) dalam Al-Quran dan Al-
Sunnah sebagai sumber utama hukum Islam. Sumber lainnya pun harus
merujuk kepada Al-Quran dan Al-Sunnah. Oleh karena itu, al-Bugha
mengatakan, bahwa pendirian jumhur ulama itu bukanlah suatu yang harus
dipermasalahkan, sebab apabila ada nash-nya dalam Al-Quran atau Al-
Sunnah, maka secara langsung hukum-hukum itu wajib dilaksanakan umat
Islam. Menurutnya, perbedaan ini hanyalah dalam ungkapan saja, karena
hukum-hukum yang disebutkan seperti qishah, pencurian, perzinaan dan
hukum puasa merupakan hukum yang berlaku dalam Islam dan wajib
dilaksanakan umat Islam.!7

Menurut Muhammad Abu Zahrah, bahwa apabila Syariat Sebelum
Islam itu dinyatakan dengan dalil khusus, maka hukum-hukum itu khusus
bagi mereka, dan tidak wajib bagi umat Islam untuk mengikutinya. Namun,
apabila hukum-hukum itu bersifat umum, maka hukumnya juga berlaku
umum bagi seluruh umat, seperti hukuman qishash dan puasa yang ada
dalam Al-Quran.!7

Syariat Sebelum Islam yang disepakati oleh para ulama menjadi
syariat Islam, yaitu .

a. Syariat para Nnabi, yang terdapat dalam Al-Quran dan Al-Sunnah,
adalah menjadi diwajibkan atau disyariatkan untuk mengerjakannya

173 Bandingkan dengan Nasrun Haroen, Ibid. h. 152.
174 Nasrun haroen, gp.cit. h. 154-155.
175 Muhammad Abu Zahrah, Ushil al-Figh, (Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1958), h. 308.
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seperti puasa Ramadhan dan puasa Dawud. Ini disepakati sebagai
dalil hukum.

b. Syariat para Nabi, terdapat dalam Al-Quran dan Al-Sunnah yang
berisikan Akidah dan Ushuludin, ini disepakati juga sebagai dalil
hukum. Seperti firman Allah dalam surat An Nahl ayat 36 dan Al-
Syura ayat 13

c. Syariat para Nabi akan tetapi di mansukh oleh Al-Quran dan Al-
Sunnah, sebagaimana dihalalkan ghonaim setelah sebelumnya
diharamkan oleh syariat para nabi. Seperti firman Allah dalam surah
Al-Anfal ayat 69.

d. Syariat para Nabi yang tidak ada dalam Al-Quran dan Al-Sunnah.
Syariat ini disepakati untuk tidak diterima sekalipun ada dalam kitab
mereka (Taurat dan Injil). Hal ini berdasarkan firman Allah SWT
dalam surat Al Baqarah : ayat 75, Al Maidah ayat 13, Al Baqarah
ayat 79.

AL-‘URF SEBAGAI DALIL HUKUM
1. Pengertian Al-Urf
'Utf menurut etimologi yaitu adat kebiasaan, seperti kebiasaan
menyebut al-walad bagi seorang anak laki-laki. ‘Urf menurut terminologi,

para Ushuliyyin memberikan pengertian yaitu;

76,255 31 el U3 e A A5 G gh D

'Urf yaitn apa yang dikenal (dilaknkan) oleh masyarakat baik berupa

perkataan manpun perbuatan atan meninggalkannya

Menurut para Ushuliyyin tidak ada perbedaan di antara 'Urf dengan
adat, maka 'Urf yang bersifat perbuatan adalah seperti saling pengertian
manusia dalam berjual beli dengan pelaksanaan tanpa sighat yang diucapkan,
atau 'Utf yang bersifat perkataan panggilan “alwalad” untuk anak laki-laki
bukan untuk anak perempuan.

'Utf sepintas lalu seakan-akan ada persamaan dengan ijma’, karena
keduanya sama-sama secara kesepakatan dan tidak ada yang menyalahinya.
Perbedaannya ialah 'Urf itu dibentuk dari kebiasaan-kebiasaan orang-orang
yang betbeda-beda tingkatan mereka. Sedangkan ijma' dibentuk dati
persesuaian pendapat khusus dari para mujtahid. Orang-orang awam tidak
ikut dalam penetapan ijma’

176 Abd al-Wahhab Khallaf, Op.cit. h 89.
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Dalam hukum Islam, hukumyang diambil dari 'Urf banyak ditemui.
Misalnya usia baligh bagi laki-laki yang tidak pernah zb#iam (bermimpi dan
keluar sperma) dan wanita yang tidak pernah haidh, memberi hadiah, dan
makan-makanan yang disediakan tanpa adanya kata-kata mempersilakan, dan
lain-lain.

Bahkan, di masa Rasulullah Muhammad SAW. ada beberapa nash
Sunnah yang berdasar 'Urf. Misalnya gandum sebagai barang yang diukur
dengan takaran. Dalam fagrir Rasulullah Muhammad SAW. banyak yang
ditetapkan berdasar kepada 'Utf. Tegasnya Nabi SAW. mendiamkan dan
menyukai 'Utf yang dianggap beliau baik yang kemudian menjadi bagian dati
'Urf Islam yang berdasarkan Sunnah.!”

2. Pembagian Al- 'Urf

'Urf mendapat tempat sebagai dasar penetapan hukum dengan syarat-
syarat tertentu, yaitu tidak bertentangan dengan hukum-hukum syariat yang
berlandaskan dalil atau sumber hukum yang sah, baik Al-Quran maupun
Sunnah dan dalil lainnya, juga berlaku dan meluas dalam masyarakat
umumnya. Karena itu 'Utf dibagi dua bagian, yaitu:

a. 'Urf yang shabib, yaitu 'Utf yang tidak bertentangan dengan hukum-
hukum syariat. 'Urf yang seperti ini harus dipelihara baik dalam
menetapkan hukum atau kettka mempertimbangkan suatu
keputusan dalam pengadilan. Karena 'Urf yang sudah berlaku di
tengah-tengah masyarakat, merupakan tuntutan yang sesuai dengan
kemaslahatan mereka. Misalnya mengadakan pertunangan sebelum
melangsungkan perkawinan.

b. 'Utf fasid, yaitu 'Utf yang betlaku dalam masyarakat yang senantiasa
bertentangan dengan syariat, Misalnya kebiasaan mengadakan
sesajin untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang
mulia, karena bertentangan dengan akidah tauhid.

‘Urf dipandang dari segi sifatnya, maka dibagi kepada dua, yaitu:

a. ‘Utf gawli (petkataan), yaitu 'Urf yang berupa perkataan,
Misalnya panggilan “walad” untuk anak laki-laki bukan anak
perempuan.

b. 'Utf ‘@mali perbuatan, yaitu 'Utf berupa perbuatan. Misalnya
kebiasaan jual-beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan shighat

177Mahmassani, Op.cit, h. 193.
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akad yang lengkap dalam jual beli, tetapi karena telah menjadi
kebiasaan dalam masyarakat tanpa akad jual-beli dan tidak terjadi
kekacauan, maka hukum Islam membolehkannya.

'Utf apabila ditinjau dari segi ruang lingkupnya, maka dibagi kepada

dua, yaitu:

a.

'Utt 'aam, yaitu 'Utf yang betlaku pada semua tempat, masa dan
keadaan. Misalnya memberi hadiah kepada orang yang telah
memberikan  jasanya  kepada  seseorang. Begitu pula
mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah membantu.

'Utf khas, yaitu 'Utf yang hanya berlaku pada tempat, masa dan
atau keadaan tertentu saja. Misalnya mengadakan “halal bi halal”
yang biasa dilakukan oleh orang (masyarakat) Indonesia bagi
yang beragama Islam pada setiap selesai puasa Ramadhan dan
berlebaran. Sedangkan di negara lain tidak merupakan kebiasaan.

3. Penggunaan ‘Urf Sebagai Dalil Hukum Dalam Berijtihad

Para ulama menggunakan ‘Urf sebagai hujjah, apabila Urf itu

memenuhi syarat-syarat, yaitu:

a.

d.

Tidak bertentangan dengan #ash baik Al-Quran maupun Sunnah.
Apabila 'Utf bertentangan dengan nash, maka yang didahulukan
adalah hukum yang diterangkan oleh #ash.

Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan
kemaslahatan termasuk tidak memberi kesempitan dan kesulitan.
Telah berlaku pada umumnya kaum muslimin, dalam arti bukan
hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang Islam saja.
Tidak berlaku dalam masalah ibadah mabdbab.

Jumhur ulama menggunakan "Utf shabih dijadikan sebagai dasar

hujjah selama tidak bertentangan dengan syariat. Imam Malik banyak

menetapkan hukum berdasar kepada praktik-praktik penduduk Madinah.

Imam Abu Hanifah serta pengikutnya banyak menggunakan 'Utf, yaitu

kebiasaan yang berlaku pada penduduk Kufah. Begitu pula Imam Syafi’i

banyak menggunakan 'Urf, oleh karena itu setelah ia berada di Mesir banyak

pendapatnya yang berubah dari pendapatnya masa terdahulu ketika ia berada

di Bagdad, yang dikenal dengan "gaw/ gadim dan gaw! jadid' 178 Katrena itu

ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah mengatakan, ketetapan berdasatkan "Urf

178 Abdu al-Wahhab Khallaf, Op.ci#; h 89-90.
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yang shahih sama dengan ketetapan berdasar dalil syar'2. Demikian pula al-
Syatkhasi dalam kitabnya "a/~Mabsuth" mengatakan, dalam hal tidak
bertentangan dengan nash, maka ketetapan berdasar 'Urf sama dengan
ketetapan berdasar #ash.17

'Utf itu selalu mengalami perubahan, tergantung pada zaman dan
lingkungan masyarakat yang saling berbeda pula. Oleh karena itu suatu
ketentuan hukum yang pada mulanya hukum itu berdasar 'Urf, maka bisa
saja terjadi kemungkinan mendapat peninjauan kembali, apabila keadaan
menuntut demikian. Seorang hakim atau mufti, sebaiknya mengerti benar
maslah 'Urf yang berlaku dan tumbuh di tengah-tengah masyarakat. Dengan
demikian, terpelihara kemaslahatan masyarakat di lingkungannya.

PENYELESAIN TERHADAP DALIL YANG BERTENTANGAN
Pengertian Ta'arrudh Al-Adillah

Ta'arrudh  dalam  bahasa Indonesia disebut pertentangan!so.
Pertentangan antar dalil, maksudnya bertentangan dalil-dalil hukum satu
sama lain. Yaitu dalil-dalil hukum itu saling berlawanan yang salah satu di
antara dalil itu menafikan hukum yang ditunjuk oleh dalil lainnya.!8!

Setiap dalil hukum menghendaki adanya hukum yang berlaku
tethadap suatu kasus yang dikenai hukum. Apabila suatu dalil yang
menghendaki berlakunya hukum atas suatu kasus, tetapi di samping itu ada
pula dalil lainnya yang menghendaki berlakunya hukum lain atas kasus itu,
maka kedua dalil itu berarti bertentangan.

Dari pengertian di atas, ada beberapa unsur untuk menyatakan
tetjadinya za'arrudb, yaitu:

1. Adanya dua dalil yang sama martabatnya.
2. Mengandung ketentuan hukum yang berbeda.
3. Dalam waktu yang bersamaan.
4. Mengenai kasus yang sama.
Misalnya firman Allah dalam Al-Qur’an pada surah Al-Baqgarah ayat 228:
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179 Muhammad Abu Zahrah, Op.cit. h. 273.

180 Luis ma’luf, Munjid, Maktabah al-Syarqiyyah, Daru al-Masyriq, Beirut, 1986, h.
198.

181 Amir Syamsuddin, Ushu/ Figh I, Jakarta, Kencana, 2008, h. 241.
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Ayat di atas menetapkan hukum bahwa isteri yang diceraikan suaminya
dalam keadaan apapun, maka iddahnya tiga kali gwrs’. Ayat tersebut
bertentangan dengan firman Allah dalam Al-Qur’an pada surah At-Thalaq
ayat 4:

Edgfgagiat 4 oI5 Gl 2l 1 o) (Sl e atnd)l G g U3

Dan perempuan-perempuan yang bamil, waktu iddab mereka itn ialah sampai

mereka melahirkan kandungannya.
Ayat tersebut menetapkan hukum bahwa isteri yang diceraikan suaminya
dalam keadaan hamil, maka iddahnya sampai melahirkan.

Kedua dalil di atas nampaknya bertentangan, bahwa kedua dalil
martabatnya sama, yaitu dalil Al-Qur’an, kedua dalil itu mengandung

ketentuan hukum yang berbeda, berlakunya hukum dalam waktu yang
bersamaan dan mengenai hukum yang sama, yaitu hukum perceraian.

B. Cara Penyelesaian Antara Dalil Yang Ta’arrudh

Apabila terjadi ta’arrudh di antara dalil hukum, baik ayat yang satu
dengan ayat yang lain, atau sunnah yang satu dengan yang lain, atau dalil
lainnya, maka penyelesaiannya adalah ada beberapa cara , yaitu:

1. Jama’ wa Taufiq.

Jika terdapat pertentangan pengertian lahir dari dua buah #nash,
haruslah dibahas untuk dikumpulkan atau dikompromikan, sehingga kedua
dalil tersebut dapat digunakan bersama-sama (jama' wa tanfig). Misalnya dalil
Al-Qur’an pada surah Al-Baqarah ayat 240:

p
e yoEY 2

G OB bRl g JE ) WS el Bes )

Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antaramu dan meninggalkan

/tf

95425 S 03053 oAl

isters, hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitn) diberi nafkalh hingga
setabun lamanya dengan tidak disurub pindab (dari rumabnya).

P
z
°
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Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-
isteri (hendaklah para isteri itu) menanggubkan dirinya (beriddah) empat
bulan sepuluby hari.

Memang kedua ayat tersebut pada lahirnya bertentangan karena ayat
240 menetapkan iddah selama satu tahun, sedangkan ayat 234 iddahnya
empat bulan sepuluh hari.

Usaha kompromi dalam kasus ini adalah dengan menjelaskan bahwa
yang dimaksud bersenang-senang selama satu tahun dalam ayat 240 adalah
untuk tinggal di rumah suaminya selama satu tahun kalau tidak kawin lagi.
Sedangkan waktu tunggu (iddah) selama empat bulan sepuluh hari
maksudnya sebagai larangan untuk kawin dalam masa itu. Dengan
mengkompromikan kedua dalil itu, maka kedua dalil itu yang nampaknya
bertentangan menjadi tidak bertentangan, sehingga masing-masing hukum
dapat diamalkan.

2. Takhsish

Jika dalam dalil terdapat dua hukum secara lahir bertentangan dan
tidak mungkin dilakukan usah kompromi sebagaimana di atas, namun satu
dalil di antara dua dalil itu bersifat ‘aam dan yang satu lagi bersifat khusus.
Maka jalan yang dilakukan dengan usaha takhshish. Sehingga dalil khusus
diamalkan sesuai dengan kekhususannya. Sedangkan dalil umum diamalkan
menurut keumumannya.

Misalnya dalil Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 228:

P

cgays AW u@—w—bb Craiss uLAﬁa,ij\j

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menaban diri (beriddah) tiga kali

N

quri’...
Kemudian dalil Al-Qur’an pada surah At-Thalaq ayat 4:

LR i of gdal gl &5l
Dan perempuan-perempuan yang bamil, waktu iddab mereka itn ialah sampai
mereka melahirkan kandungannya.
Ayat 228 pada surah Al-Baqarah di atas menetapkan hukum secara
umum yaitu wanita yang diceraikan suami beriddah tiga kali quru’.
Sedangkan ayat 4 pada surah At-Thalaq menetapkan hukum secara
khusus bagi wanita hamil yang iddahnya sampai melahirkan. Hal ini
berarti terjadi takhsish.
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3. Al-Tarjih

Jika kompromi tidak dapat dilakukan, haruslah dibahas untuk
selanjutnya diadakan 7a7jzh, mana di antara dalil tersebut yang lebih kuat
untuk diamalkan. Secara etimologi farjib berarti “menguatkan”  Secara

terminologi para ulama memberikan pengertian, farjib yaitu;
JUA5 & daall Lot & g ppad as ogllall e VA ol 2 HLd it U
L 18255

Adapun tarjib yaitn ungkapan mengenai diiringinya salah satn antara duna

dalil yang pantas yang menunjukkan kepada apa yang dikebendaki di

samping Reduanya bertentangan yang mewajibkan untuk beramal satu di

antaranya dan meninggalkan yang lain.

Tarjih adalah menguatkan salah satu indikator dalil atas yang lainnya
untuk diamalkan.!83

Dari pengertian tersebut di atas, dapat diketahui hakikat za7ih dan
menjadi syarat bagi zarjih, yaitu:

a. Dua dalil yang bertentangan dan tidak ada kemungkinan untuk
mengamalkan keduanya dengan cara apapun.

b. Kedua dalil yang bertentangan itu sama-sama memberikan petunjuk
kepada yang dimaksud dalam suatu hukum.

c. Ada petunjuk yang mewajibkan beramal dengan salah satu di antara
dua dalil dan meninggalkan yang satunya lagi.

Tarjih hanya mungkin berlaku di antara dalil-dalil yang ghannz, dan
tidak mungkin terjadi pada dalil yang ga#h% karena dua dalil gash’ tidak
mungkin saling berbenturan.

Adapun Tarjib yang berlaku dalam sunnah, maka Pentarjihan dapat
dilakukan memandang kepada keadaan perawi, yaitu:

a. Perawi salah satu dari dua dalil itu lebih banyak dibandingkan
dengan yang lain, karena perawi dalam jumlah bilangan yang banyak
itu lebih kuat, dan lebih terpelihara dari kesalahan dan kebohongan
dari jumlah perawi yang sedikit.

b. Perawi salah satu dari dua dalil itu lebih masyhur tentang keadilan
dan kekuatan ingatannya.

182A1-Amidi, A~Ibkan fi Ushul al-Abkam, juz 4, Beirut, Darul Kitab al-Arabi, 1404,
h. 245

183Al-Syaukani, Irsyadu al-Fubul ila Tabgiq al-Haqq min ilmi al-Ushul, Beirut, Dar al-
Fikt. h. 224.
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g.

Perawi salah satu di antara dua dalil itu lebih mengetahui dan ingat
tentang keadaan dan sebab diriwayatkannya suatu Sunnah.

Perawi salah satu di antara dua dalil itu mengamalkan apa yang
diriwayatkannya, sedangkan perawi yang lain tidak mengamalkan.
Perawi salah satu dari dua dalil itu terlibat langsung dengan apa yang
diriwayatkannya.

Perawi salah satu dari dua dalil itu termasuk sahabat besar,
sedangkan yang lain tidak.

Perawi salah satu di antara dua dalil itu lebih terdahulu masuk Islam
dibandingkan dengan perawi yang lain.

Perawi salah satu di antara dua dalil itu adalah sahabat yang lebih
dekat kepada Nabi SAW.

Pentarjihan dapat pula dipandang dari segi matan;

a.

Dari segi hukum atau kandungan lafaz, apabila salah satu hukum
atau kandungan lafaz itu mengandung larangan (bahaya), sedangkan
lafaz yang lain menyatakan kebolehan saja, maka lafaz yang
mengandung larangan (bahaya) lebih didahulukan.

Apabila lafaz salah satu di antara dua dalil itu adalah dalam bentuk
perintah sedangkan dalil yang satu lagi dalam bentuk kebolehan,
maka dalil dalam bentuk perintah lebih didahulukan atas dalil yang
lafaznya mengandung hukum kebolehan.

Apabila hukum yang dikandung suatu lafaz bersifat menetapkan,
sedangkan yang lain meniadakan, maka lafaz yang sifatnya
menetapkan lebith didahulukan daripada lafaz yang sifatnya
meniadakan, karena terdapat kelebihan pengetahuan

Apabila lafaz yang bertentangan itu salah satunya mengandung
hukum menghindarkan dari hukuman, sedangkan lafaz yang lain
mengandung hukum mewajibkan pelaksanaan hukuman, maka lafaz
yang mengandung hukum menghindarkan hukuman lebih
didahulukan, karena sesuai dengan prinsip kemudahan dalam
pelaksanaan agama.

Lafaz yang mengandung hukuman lebih ringan didahulukan dari
pada lafaz yang mengandung hukuman yang berat.184

Menguatkan dalil yang kandungannya menutut sikap waspada
(¢tkbtiyath) daripada dalil lainnya yang tidak demikian.

184 bid.
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yaitu:

Dan mendahulukan #ash yang diiringi dengan perkataan atau
perbuatan dari perawinya dari #ash yang tidak demikian.!8>

Pentarjihan dapat pula dipandang dari segi faktor luar, di antaranya

Mendahulukan salah satu di antara dua dalil yang didukung oleh
khulafah al-rasyidin.

Mendahulukan salah satu dalil di antara dua dalil yang sesuai dengan
amalan penduduk Madinah.

Dikuatkan #ash yang menyebutkan ‘illat hukumnya daripada nash
yang tidak menyebutkan ‘illat-nya.

Kedua dalil itu dalam bentuk umum, tetapi salah satunya disepakati
pengamalannya dalam satu kasus sedangkan dalil yang lainnya tidak.

Pentarjihan dapat pula dipandang dari segi qgiyas, yaitu:

a. Menguatkan Qiyas yang hukum ashlnya bersifat gath7 dari  Qiyas
yang hukum ashlnya bersifat ghanny.

b. Menguatkan Qiyas yang landasan dalilnya adalah Ijma’ dari Qiyas
yang landasan dalilnya #ash.

c. Dikuatkan Qiyas yang ‘illat-nya didukung oleh dalil khusus dari
Qiyas yang ’illatnya tidak didukung dalil khusus.

d. Dikuatkan Qiyas yang sesuai dengan kaidah Qiyas dari Qiyas yang
tidak sejalan dengan kaidah Qiyas.

e. Dikuatkan Qiyas yang disepakati oleh ulama dari pada Qiyas yang
kemungkinan di-#asakh. Dikuatkan  Qiyas yang dalil ashinya
bersifat khusus daripada Qiyas yang hukum ashl-nya bersifat
umum.

e. Jika sejarah kedua dalil itu tidak dapat diketahui secara kronologis,
maka kedua dalil itu harus tidak diamalkan untuk sementara
waktu.186

4. Al-Nasakh.

Al-Nasakh menurut bahasa berarti pembatalan (J4a2¥)) dan

penghapusan/peniadaan (A13Y), seperti dalam ungkapan JBll el Cids,

1851 hid
186Abd. Wahhab Khallaf, , .I/wu Ushul al-Figh, Kuwait, Dar al-Qalam,
1402 h. 229-232.
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Dan juga berarti pemindahan (Jisailly Jaill) seperti ungkapan <USll o
dan firman Allah ¢ slexd 1Sle Fuiing WS ),

Dari segi itemologi, para ulama berbeda pendapat dalam
memberikan arti, apakah yang dipakai arti hagigi ataukah arti majazs, di
kalangan Syafi’iyyah, Al-Qaffal berpendapat bahwa nasakh digunakan secara
hagiqi untuk “memindahkan” atau “mengalihkan”. Sedangkan di kalangan
Hanafiyah,  al-Syarakhsi berpendapat bahwa kata nasakh dalam arti
“menyalin”, atau “memindahkan”, “meniadakan” atau “membatalkan” yaitu
dengan arti majazi.!87 Dikatakan oleh Al-Razy dalam kitabnya al-Fushul fi al-
ushul;

g (g Al 3 el ) V) Uil gy 06 i ) 5 22
Nasakh dalam pengertian babasa yaitu penghapusan, maka bahwasanya
tidak kembali daripadanya pula kecuali kepada majaz pada pengertian

bahasa dan hukum semuanya.
Nasakh menurut terminologi, Qadhi Abu Bakar mengatakan, yaitu;

ST 8V wag e pdantl Clady oo V&;\ ) L DA Lkt 54 ]
1891’?‘:‘: f":’:\}": /C‘/‘ Gi(:

Nasakh ialah khitab yang menunjukkan terangkatnya hukum yang

ditetapkan dengan khitab terdabuly  dalam  bentuk sekiranya ia tidak

terangkat fentu masih  tetap berlakn di - samping hukum yang datang

kemudian.

Menurut al-Amidi Nasakh, yaitu:

Sl gt Pl K& 5e SIS o il g2 Sllas 2 B

Tbarat dari kbitab pembnat hukunm yang menolak kelanjutan berlakunya

hukum yang ditetapkan dengan khitab terdabulu.

Pengertian yang diberikan oleh al-Amidi, berbeda dengan
pengertian terdahulu, yakni pencegahan berlakunya hukum yang terdahulu.

Pengertian yang lebih dimengerti adalah yang diberikan oleh ulama
Hanabilah, yaitu:

So. _ 7 v 7 @ S °

187 Amir Syamsuddin, Op.cit., h. 249.

188Al-Razy, ALFushul fi al-Ushul, Juz 2, Kuwait, Wizarah al-Awqat wa al-Syuun al-
Islamiyah al-Daulah, 1994, h. 196.

189 Asy-Syubki, A/-Ibhaj, juz 2, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1404 H, h. 227.
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Mencabut hukum yang telah ditetapkan sebelummnya dengan khitab yang

datang kemudian.
Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa nasakh
itu adalah:
a. Adanya khitab pembuat hukum yang menetapkan hukum untuk

berlaku terhadap suatu kejadian dalam suatu waktu/masa.

Secara terpisah datang khitab pembuat hukum yang menetapkan
hukum terhadap kejadian tersebut yang berlainan dengan apa yang
telah ditetapkan sebelumnya.

Khitab yang datang kemudian itu disamping menetapkan hukum baru,
sekaligus mencabut berlakunya hukum lama.

Nasakh merupakan proses pencabutan kelangsungan berlakunya suatu

hukum. Sedangkan yang mencabut kelangsungan suatu hukum disebut

nasikh yaitu Allah (pembuat hukum) sebagaimana dalam al-Qur’an pada

surah al-Baqarah ayat 106:

5 s 8 e @ O s T Gl o G s b e T s s i
Ayat mana saja yang Kami nasakbkan, atan Kami jadikan (manusia) lupa
kepadanya, Kami datangkan yang lebib baik daripadanya atan yang sebanding
dengannya. Tiadakah kamn mengetahui bahwa sesunggubnya Allah Maha
Kuasa atas segala sesnatn.

Begitu pula dalam al-Qur’an pada surah al-‘Araf ayat 154:

0851 147 ih ] BRgs s34 mnd
dan dalam nasakbnya terdapat petunjuk dan rabmat untuk orang-orang yang

takut kepada Tubannya.
Apabila nasakh adalah proses, sedangkan nasikh adalah Allah dan

Rasul, maka dinamakan mansukh adalah hukum yang dicabut oleh nash yang

datang kemudian.

Nasakh akan berlaku apabila memenubhi syarat-syaratnya, yaitu:
Yang dibatalkan itu (Fsall) adalah hukum syara’ yang amaliah bukan
hukum akal dan bukan menyangkut akidah
Yang membatalkan itu (z«\)) terpisah dan datang kemudian dari yang
dibatalkan (Z s=iall) jika berkaitan seperti syarat, sifat dan is#itsna’ maka
tidak dapat disebut sebagai nasakh tapi takbshish.

Pembatalan itu (z3) haruslah datang dari &bitab Syari
Yang dibatalkan itu (Zs«ial)) tidak terkait dengan waktu tertentu.
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e. Yang membatalkan (Z~ll) sama kuatnya atau lebih kuat dari yang
dibatalkan (¢ small),
f.  Yang dikehendaki bagi yang dibatalkan bukan yang dikehendaki bagi
yang membatalkan.
g. Yang dibatalkan itu (Fswill) merupakan sesuatu yang menerima
nasakh.1%
Oleh karena itu tidak berlaku zasakh terhadap:
a. Hal-hal yang mengandung nilai akhlak yang berlaku secara universal,
seperti berbuat baik terhadap orang tua.
b. Hal-hal yang secara pasti dinyatakan berlakunya hukum sepanjang
masa.
c. Hal-hal yang menyangkut keutauhidan dan pokok-pokok agama.
Nasakh dengan ada penggantinya terjadi pada beberapa bentuk,
yaitu:

a) Yang membatalkan (Z=\l) sama seperti yang dibatalkan (& swdll)
dalam hal peringanan (<243d) dan pemberatan (Gl seperti
nasakh menghadap Baitul Maqdis dalam shalat dengan menghadap
Ka’bah. Surah al-Baqarah ayat 150:

gt 1S54 W 12870 Eisg o o) Bs Slgss 08 e i g
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Dan dari mana saja kamn kelnar, maka palingkanlah wajabmu ke arab
Masjidil Haram. Dan di mana saja fkamu (sekalian) berada, maka
palingkanialh wajabmn ke arabnya, agar tidak ada bujjah bagi manusia atas
kamu, kecnali orang-orang yang alim di antara mereka. Maka janganlah
kamu, takut kepada mereka dan  takutlah kepada-Ku. Dan  agar
Kusempurnakan ni mat-Ku atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjnk.

b) Nasakh yang lebih berat dengan yang lebih ringan, seperti iddah satu
tahun dengan iddah empat bulan sepuluh hari bagi wanita yang
ditinggal mati oleh suaminya. Surah al-Baqarah ayat 240:

i 0 o 5 I ) e Y s bl 0pdes 15 05358 s
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190 Ihid, h. 202.
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Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antaramu dan meninggalkan
isters, hendaklah berwasiat untufk isteri-isterinya, (yaitn) diberi naffab hingga
setabun lamanya dengan tidak disurub pindab (dari rumabnya). Akan tetapi
Jika mereka pindab (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atan waris
dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma ruf terbadap diri
mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Di nasakh dengan al-Qur’an surah al-Baqarah ayat 234:

Selel il 50 Taeg 337 gl B bl ot gl Oypdes 28 O35 &5

i 05la33 G g Dl bl g plid 1 150 296
Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-
isteri (bendaklah para isteri itn) menanggubkan dirinya (ber'iddab) empat
bulan sepululy hari. Kemudian apabila telah habis “iddabnya, maka tiada
dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka
menurut yang patut. Allah mengetabui apa yang kamu perbuat.
¢) Nasakh yang lebih ringan dengan yang lebih berat, seperti nasakh
hukuman bagi wanita penzina yang semula dikurung selama 1 tahun
dalam rumah, diganti dengan hukuman dera 100 kali. Firman Allah
pada surah al-Nisa ayat 15:

3 EASE LA o 2K Al gl Tinans ol Lo e ik O
/)}\M&zfé \Ja.é’-j\u}ﬂ\& B -2 ujffj\

Dan (terbadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada

empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila

mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itn)

dalam rumab sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah menberi

Jjalan yang lain kepadanya.

Di nasakh oleh al-Qut’an surah al-Nur ayat 2:

Perempnan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap

seorang dari kedunanya seratus kali dera,

Nasakh dalam hal dalil pengganti, maka para ulama sepakat, jika al-
Qur’an di #nasakh oleh al-Qur’an. Begitu pula sunnah mutawatir di nasakh
oleh sunnah mutawatir. Dan sunnah ahad di nasakh oleh sunnah ahad.
Misalnya #asakh al-Qur’an pada surah al-Anfal ayat 65:
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Hai Nabi, kobarkanlah semangat para mu'min itu untuk berperang. Jika
ada dna pulub orang yang sabar di antara kamm, niscaya mereka dapat
mengalabkan dua ratus orang musub. Dan jika ada seratus orang (yang
sabar) di antaramu, mereka dapat mengalabkan seribu daripada orang-orang

kafir, disebabkan orang-orang kafir itu Raum yang tidak mengerts.
Di nasakh oleh al-Qur’an pada surah al-Anfal ayat 66:

SR o G s S B (Ka oS5 0 s 85 0T g e ks 5

Sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan Dia felab
mengetabui bahwa padamn ada kelemahan. Maka jika ada di antaramn
seratus orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalabkan dua ratus orang;
dan jika di antaramu ada seribu orang (yang sabar), niscaya mereka dapat
mengalabkan dna ribu orang dengan seizin Allah. Dan Allah beserta orang-
orang yang sabar.

Cotoh nasakh Sunnah dengan Sunnah, Misalnya Sunnah yang diriwayatkan

oleh Muslim tentang kewajiban mandi:

S 2 2 G

o—

Sesunggubnya air (mandi) adalah dari air (mani yang keluar)
Sunnah tersebut di #asakh oleh Sunnah yang berbunyi:
il e O Sl g Bl 231

Apabila dua kelamin (laki-laki dan perempuan) bertemn (bersenggama) wajib

mandi (meskipun tidak kelnar spermay).
bahwa kewajiban mandi bagi orang yang melakukan seks, meskipun tidak
sampai keluar sperma.

Adapun nasakh Al-Sunnah dengan Al-Qur’an atau nasakh Al-Qur’an
dengan Al-Sunnah, para ulama berbeda pendapat. Hanafi, Malik, dan
Mu’tazilah serta Asy’ariyah dari ulama kalam, Imam Ahmad bin Hanbal
dalam satu riwayat, dan Ibnu Hazm membolehkan me-nasakh Al-Qur’an
dengan Al-Sunnah mutawatir dan Al-Sunnah masyhur, demikian pula me-
nasakh Al-Sunnah dengan Al-Qur’an. Tetapi Imam Syafi’i (dalam salah satu
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gaw-nya) tidak boleh me-nasakh Al-Quran dengan Al-Sunnah dan tidak
boleh me-nasakh Al-Sunnah dengan Al-Quran.!9! Menurut Imam Syafi’i,
Apabila secara lahir tampak terjadi nasakh Al-Quran dengan Al-Sunnah,
maka sebenarnya di samping Al-Sunnah itu ada ayat Al-Qur'an yang
memperkuat Al-Sunnah tersebut yang menjelaskan kesesuaian Al-Qur’an
dengan Al-Sunnah. Begitu pula apabila tampak Al-Qur’an me-nasakh Al-
Sunnah, maka sebenarnya di samping ayat Al-Qur’an tersebut ada Al-
Sunnah yang mendukungnya yang menjelaskan keserasian Al-Qur’an
denagan Al-Sunnah.!92 Karena Al-Sunnah itu adalah bayan bagi Al-Qur’an.
Contoh nasakh Al-Quran dengan Al-Sunnah mutawatir. Nasak) ini terdapat
dalam firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 180:

Ny I o 15 45 sl ol Sial e 18] o 287
Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-
tanda) mant, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-

bapa dan karib kerabatnya
ayat ini di-#asakh dengan Al-Sunnah Mutawatir:

CJJD WJY

Tidak boleh berwasiat untuk abli waris
karena tidak mungkin menggabungkan keduanya.

Bagaimanakah Nasakh Ijma’® Menurut mayoritas ulama Ijma’
termasuk Imam Syaf’i dan kebanyakan ablu ghabir tidak me-nasakh dan
tidak dapat di-nasakh, karena Ijma’ tidak ada, kecuali setelah wafatnya
Rasulullah SAW. dan nasakh tidak ada setelah Rasul wafat. Adapun semasa
hidup Rasul maka Ijma’ itu tidak terjadi tanpa Rasul bahkan Ijma’ yang
bertentangan dengan sabda Rasul batal hukumnya, tidak dianggap dan tidak
dapat dijadikan hujjah, yang dijadikan hujjah hanyalah Sunnah bukan yang
lain. Demikian halnya juga karena Ijma’ itu tidak terjadi kecuali setelah
zaman kenabian dan setelah zaman kenabian itu Al-Qur’an dan Al-Sunnah
telah terputus maka tidak mungkin menjadi yang membatalkan (nasikh) dari
kedua hal tersebut dan tidak mungkin juga Ijma’ dapat menjadi #asikh bagi
Ijma’ yang lain. Karena Ijma’ yang kedua (yang dianggap nasikh) jika ia tidak
berlandaskan dalil maka ia salah, jika ia berlandaskan dalil maka
konsekuensinya adalah Ijma’ yang pertama itu salah. Sementara itu Ijma’

1911bid. h. 282.
192A1-Amidi, Op.¢it. juz 3, h. 162
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tidak mungkin salah karena itu mustahil Ijma’ itu menjadi yang membatalkan

(nasikh) dan yang dibatalkan (mansukh), dan tidak mungkin juga Ijma’ dapat

dibatalkan dengan Qiyas karena salah satu syarat berlakunya Qiyas adalah

tidak bertentangan dengan Ijma’.193

Adapun metode untuk mengetahui nasikh dapat dilakukan dengan

beberapa petunjuk:

a)

Terdapat jelas pada lafaz yang menunjukkan atas lebih awal atau
lebih akhir turunnya dari yang lain, seperti dalam al-Quran surah al-
Anfal ayat 66:

% 05 e Tl e 1 K K5 0 Tl 1K O aleg a8 ks O

el &5 15 oby Gl T A s

Sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan Dia zelab
mengetabui babwa padamn ada kelemaban. Maka jika ada di antarammn
Seratus orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalabkan dua ratus orang
dan jika di antaramun ada seribu orang (yang sabar), niscaya mereka dapat
mengalabkan dua ribu orang dengan seizin Allah. Dan Allah beserta orang-
orang yang sabar.

menjadi nasikh terthadap surah al-Anfal ayat 65 :

Q)M\j@djjhﬁd))m&vg»ﬂugl ‘&Mﬂ‘u‘f@“‘”’@”‘b

b)

9

& 4has | “35[,51 Ty 2l o3 U e e K

Hai Nabi, kobarkaniah semangat para mu'min itu untuk berperang. Jika
ada dua pulnbh orang yang sabar di antara kamn, niscaya mereka dapat
mengalabkan dua ratus orang musub. Dan jika ada seratus orang (yang sabar)
di antaramm, mereka dapat mengalabkan seribu daripada orang-orang kafir,
disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti.

Diketahui nasikh dari mansukh dengan melalui lafaz. Misalnya Hadis
Rasul SAW.:

Woygs VT sl 5,5 oo oSad

193]bid, h. 165
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Sesungeubnya duln  aku  melarang kamn  iarah fkubur, tetapi sekarang
giarahilab.

¢) ljma’ sahabat yang menegaskan bahwa yang tersebut itu #asikh dan
dalil yang lainnya adalah mansukh. Misalnya, nasakh puasa asyura
dengan puasa Ramadhan.

d) Pemberitaan dari sahabat bahwa salah satu dari hukum lebih dahulu
turun dan yang lain datang kemudian, %4 Misalnya, Hadis Nabi
tentang menyentuh zakar dalam keadaan wudhu:

ok G 528y

Tidak wajib wudbu karena menyentub (3akar)

a2 e o300 3 D3

wajib wudbu karena menyentub (3akar)

194 Amir Syamsuddin, Op.cit. h. 300-302.
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BAB Il

METODE AI-BAYAN

A. Pendahuluan

Al-Qur’an dan Sunnah adalah berbahasa Arab, oleh karena itu
untuk dapat menggali hukum yang terdapat di dalamnya tentu memiliki
kemampuan untuk memahami bahasa Arab. Memahami kaidah bahasa
untuk menggali hukum yang ada di dalam ayat al-Qur’an dan sunnah
diketanl dengan metode al-Bayan.

Metode albayan diperkenalkan oleh imam Syafi'i dalam kitab
Risalah. Kekuatan imam al-Syafi’i terletak pada proyeknya yang mendasarkan
prinsip-prinsip penalaran hukum Islam pada aspek kebahasaan, baik segi
semantik maupun gramatika maupun sintaksisnya. Lalu bagaimana ia

275

merumuskan “ushuf> dan “furs’” tersebut dalam lingkungan penalaran-
penalaran hukum Islam yang digelutinya? Dalam soal ini, Imam al-Syafi’i
mendasarkan diri sepenuhnya pada al-Qur’an, karena menurutnya “tidak ada
persoalan yang ditemui oleh seorang muslim kecuali ia dapatkan dalam al-

Qur’an petunjuk untuk memecahkannya” 195

B. Pengertian Al-Bayan

Memahami petunjuk hukum melalui kaidah bahasa dirangkum
dalam metode “@lbayin’; “al-bayan ism jami’ i ma’ini mujtami'ah  al-ushil
mntasyd’ibah al-furi’” (Bayin adalah konsep [abstrak] yang mencakup baik
makna-makna dasar dan prinsip-prinsip yang bertemu sebagai satu kesatuan,
maupun cabang-cabang makna yang bersifat parsial).1% Di sini “baydn” tidak
lagi terkait dengan makna literalnya yang berarti “jelas, ekplisit, terang dan
fasih”, tapi telah diangkat menjadi sebuah konsep dengan arti khusus, yang
terkait dengan cara-cara berbahasa, memahami bahasa dan juga menimba
penalaran dari bahasa. Penggalian hukum yang terdapat dalam nash, dalam
perspektif penggalian hukum Islam dikenal dengan istilah metode al-bayan:

1951 bid, h. 20.
196Muhamad bin Idris al-Syafi'i, @/-Risalah, Beirut, Darul Fikri, 1940 h. 21
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yakni proses mencari kejelasan dan pemberian penjelasan, upaya memahami
dan komunikasi pemahaman; perolehan makna dan penyampaian makna.1%7

Dalam perkembangan hukum, metode a/-bayan atau setidak-tidaknya
mendekati sebuah metode yang dikenal juga dengan istilah hermaneutika
yang bermakna "mengartikan., menafsirkan". dan juga bertindak sebagai
penafsir.'9 Dalam pengertian ini dapat dipahami sebagai proses mengubah
suatu dari situasi ketidaktahuan menjadi mengerti, atau usaha mengalihkan
diri dari bahasa asing yang maknanya masih gelap ke dalam bahasa yang
maknanya lebih jelas, atau suatu proses transformasi pemikiran dari yang
kurang jelas menuju ke yang lebih jelas. Bentuk transformasi makna
semacam ini, merupakan hal yang esensial dari pekerjaan seorang penafsir
(mufassin).  Dalam  tradisi hukum Islam  sesungguhnya pengertian
hermeneutika telah lama dikenal dalam keilmuan Islam yang sering disebut
dengan istilah “Iimu Tafsir’

Adapun pengertiannya secara terminologi, sebagian ulama
mendefinisikan Tafsir sebagai ilmu untuk memahami Al-Quran yang
diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan untuk menjelaskan
maknanya serta menghasilkan hukum-hukum dan hikmah yang
dikandungnya.!” Menurut ulama lain, I/mu Tafsir adalah ilmu tentang halal
dan haram, janji dan ancaman, perintah dan larangan, pelajaran atau hikmah
dan perumpamaan.

Adapun Ta'wi/ secara terminologi, al-Ghazali dalam karyanya, a/
Mustashfa, menjelaskan bahwa Ta’wi/ merupakan suatu ungkapan dari adanya
kemungkinan yang dialihkan atau dipalingkan oleh suatu dalil yang
menyebabkan kemungkinan tersebut menjadi lebih unggul dari pada makna
manshush dari teks.

Dengan demikian Tafsir adalah berkaitan dengan riwayah sedangkan
Ta'wil berkenaan dengan dirayah. Sebagian ulama berpendapat bahwa Tafsir
lebih sering dipakai untuk menjelaskan lafaz dan mufradab-nya. Adapun
Ta’wil lebih banyak digunakan untuk menjelaskan makna dan susunan
redaksi suatu kalimat.

Dari beberapa definisi di atas terdapat beberapa hal yang perlu
dicermati dalam sebuah proses Ta’wil, yaitu :

O7Jazim Hamidi, Hemmenentika Hukum, Teori Penemnan Hukum Barn  Dengan
Interprestasi Teks, UII Pres, Yogyakata, 2004 h. 23

198 Ibid, h. 20

199 T.M. Hasbi Al-Siddiqj, I/mn Al-Qur'an, Jakarta, Bulan Bintang, 1972, h. 189-190.
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C.

Kehendak Syar7. Maksudnya, dalam setiap teks yang diwahyukan
atau disabdakan oleh Nabi SAW. tentu tidak terlepas dari tujuan,
maksud atau hikmah yang dikandungnya. Tujuan ini secara umum
adalah untuk tujuan maslahat. Kemaslahatan ini tercermin melalui
kaidah-kaidah zasyr7 (ditetapkannya sebuah hukum).

Makna ghabir”. Artinya makna yang diperoleh secara tekstual dari
sebuah nash. Lafaz “aam dipahami sesuai makna lahiriahnya, yaitu
tetap pada sifat generalitas maknanya dan tidak boleh ada takhshis
kecuali terdapat dalil yang benar yang memalingkannya untuk
makna lain. Lafaz “muthlag” dalam nash digunakan untuk pengertian
ke-muthlag-annya tanpa boleh ada gayyid (pembatasan) kecuali
didukung adanya dalil yang jelas dan valid. Lafaz “bagigaf’ harus
tetap pada maksud awalnya, yaitu dipakai untuk makna hagigat-nya
(asalnya), bukan makna lain atau majaz-nya. Dan seterusnya.

Dalil. Sebagaimana dalam definisi di atas bahwa Tz’wi/ harus
berlandaskan pada dalil. Yang dimaksud dalil di sini adalah argumen
yang dianggap sah menjadi rujukan dan landasan dalam proses
Ta’wil. Dalil tersebut dapat berupa keterangan nash Al-Qur’an dan
Sunnah atau kaidah-kaidah yang bisa dijadikan pedoman untuk
menetapkan hukum syariah. Ketika terdapat dalil-dalil tersebut,
pegertian kedua (bukan makna lahiriahnya) yang bisa dijadikan
pilihan dan bahkan makna tersebut kemudian manjadi makna yang

lebih unggul dan harus diutamakan.

Cara Memberikan Bayan Terhadap Suatu Lafaz

Adapun cara memberikan bayan terhadap suatu lafaz, para ulama

melakukannya dengan :

1.

Bayan Dengan Memahami Lafaz Amr (LYl
Pengertian amr secara itemologi yaitu:
0 o oy o Al s 315

Menghendafki tuntutan atas sesuatu yang tertentu.
secara terminologi para ulama memberikan pengertian azr yaitu:

201 Mzl oo o @l Jodl (b s Y

200Shaleh bin Abd al-Aziz, Syarah al-Waragab fi Ushul al-figh, juz 1, t.th. h. 60.
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Amr ialab tuntutan perbuatan dengan perkataan atas jalan perasaan yang
1nggi.

pemikiran para ulama baik dikalangan Hanafiyah, Syafi'iyyah
maupun jumhur ulama. Dikatakan oleh Muhammad bin Umar bin al-Husien
ar-Razi dalam kitab alMawshul para ulama sepakat bahwa lafaz amr
merupakan Jlagigat dari perkataan/ungkapan yang spesifik (algaw! al-
makhsush), tapi mereka berbeda dalam hal apakah lafaz ini juga merupakan
hagigat dari selain itu. Sebagian ulama berpendapat bahwa lafaz ini juga
merupakan hakikat dari perbuatan, sedangkan mayoritas ulama berpendapat
bahwa lafaz ini adalah majag dari perbuatan. Pendapat lain juga dikemukakan
oleh Abu al-Husien bahwa lafaz ini adalah lafaz musytarak antara
perkataan/ungkapan yang spesifik (algaul al-makbsush), sesuatu, sifat dan
keadaan.?0?

Menurut ulama Syafi'iyyah, Abu Yahya Zakariya al-Anshari di dalam
kitabnya Ghayah al-Wushul syarbh Lubb al-Ushul mengatakan amr secara bagigat
berbentuk perkataan yang khusus dan berbentuk majazi pada perbuatan.*”
Amr dalam bentuk perbuatan bersifat majazi sebagaimana yang disebutkan
dalam firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 159:

SRS

...dan bermusyawaratiah dengan mereka dalam urusan itn.

Maka amr pada contoh ayat di atas bermakna perbuatan dan
penggunaan lafaz amr pada ayat tersebut hanya berupa magjag karena
perkataan lebih dahulu digunakan dalam lafaz amr daripada perbuatan serta
adanya amr merupakan sebab adanya perbuatan.204

Hanafi berpendapat bahwa hagigat lataz amr adalah lafaz khusus
yang berupa perintah dengan kewajiban untuk melaksanakan perintah
tersebut. Maksud dari kekhususan di sini adalah bahwa tidak ada perintah
kecuali menunjukkan kewajiban untuk melaksanakan sesuatu tidak akan ada
kecuali dengan adanya suatu perintah. Konsekuensi dari hal ini adalah bahwa

201 Al-Amidi, Al-Ibkam fi Ushul al-Abkam, juz 2, Beirut, Dar al-Kitab al-Araby, 1404
H,h. 12

202 Al-Syaukani, Irsyadu al-Fubul, op.cit. h. 91.

205 Abu Yahya Zakariya al-Anshari. Ghayah al-Wushul syarl Lubb al-Ushul. (Surabaya:
Syirkah Maktabah Ahmad bin Sa’ad bin Nabhani, tth) h. 63

204 Muhammad Yahya Ibnu al-Syaikh Aman. Nuzhah al-Musytaq syarh li al-Luma’ li
Abi Ishag al-Syairazi. ( al-Qahirah: al-Maktabah al-Tlmiyyah, 1951) h. 63
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amr meniadakan makna yang isytirak (mempunyai banyak arti) dan makna
yang mutaradifah (makna-makna yang serupa).205

Mengenai perbuatan apakah suatu perbuatan (f’il) juga merupakan
suatu bentuk perintah secara hagigat atau tidak, sehingga menghendaki
adanya suatu kewajiban untuk melaksanakannya? Hanafi berpendapat bahwa
perbuatan tidak bisa digolongkan kepada suatu bentuk perintah secara
hagigat yang bisa membawa pada suatu kewajiban untuk melaksanakannya.206
Karena menurut Hanafi dan jumhur ulama bahwa amr (perintah) secara
hagigat adalah berupa perkataan sedangkan perbuatan hanya merupakan
suatu bentuk yang majazi (kiasan). Perbedaan pendapat dalam masalah ini
membawa pada permasalah kewajiban mengikuti perbuatan Rasulullah
SAW. Sebagian ulama yang berpendapat bahwa perbuatan merupakan suatu
bentuk perintah secara hagigat, dan perintah secara bagigat membawa kepada
kewajiban, sehingga perbuatan Rasul merupakan suatu bentuk perintah Syar’
yang membawa kewajiban untuk melaksanakannya.27,

Adapun sebagian ulama berpendapat bahwa perbuatan merupakan
suatu bentuk perintah. Hal ini menimbulkan musytarak antara lafaz amr
sebagai suatu bentuk lafaz yang khusus dengan perbuatan. Sedangkan ulama
Hanafiyah berpendapat bahwa perbuatan tidak bisa digolongkan kepada
suatu bentuk perintah secara bagigar yang bisa membawa pada suatu
kewajiban untuk melaksanakannya 208

Tentang memberi makna terhadap lafaz amr, Syaukani
mengemukakan pemikiran para ulama, mereka berbeda pendapat dalam
memaknai sighat amr (ifal) dan yang sejenisnya. Mayoritas mereka
berpendapat bahwa sighat tersebut pada dasarnya hanya menunjukkan makna
wajib (bagigat fil wujub). Pendapat ini dilegalkan juga oleh Ibn al-Hajib, al-
Baidhawi, al-Razi, dan al-Juwaini dari mazhab Syafi'i Pendapat ini juga
dikatakan sebagai pendapat yang dituliskan oleh al-Imam al-Asy’ari terhadap
para sahabatnya. Abu Hamim, mayoritas Mu’tazilah dan segolongan ahli figh

205 Zain al-Din Qasim bin Quthlubugha. Syarh Mukbtashar al-Manar. (Beirut, Dar
Ibnu Katsir, 1993), h. 44-45

206 ‘Abd al-Aziz bin Ahmad al-Bukhari. Kasyfu al-Asrar ‘an Ushul Fakbr al-Islam al-
Bazdawi. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998) h. 156

207 Najm al-Din Muhammad al-Darkani. A~-Talgib Syarh al-Tangih. (Beirut: Dar al-
Kutub al-Ilmiyyah, 2001) h. 183

208 ‘Abd al-Aziz bin Ahmad al-Bukhari. Kasyfu al-Asrar ‘an Ushul Fakbr al-Islam al-
Bazdawi. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998) h. 156
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serta satu riwayat dari Syafi'i berpendapat bahwa sighat tersebut menunjukan
makna sunat (bagigat fin nadab).2*

Dalam satu riwayat Imam Syafi’i berpendapat bahwa sighat tersebut
memiliki makna musytarak antara wajib dan sunat secara lafaz. Pendapat lain
mengatakan makna musytarak secara lafaz antara wajib, sunat dan ibahah.
Pendapat lain lagi mengatakan sighat tersebut memiliki makna usytarak
antara wajib dan nadab secara tersirat yaitu tuntutan yaitu men-zasjiib
(mendahulukan) melaksanakan daripada meninggalkan. Pensyarah kitan a/-
Tabrir menyandarkan pendapat ini kepada Abu Manshur al-Maturidi dan
para syekh Samargand. Al-Murtadha dari golongan Syiah berpendapat
bahwa sighat tersebut musytarak antara wajib, nadab dan ibahah secara
tersirat yaitu izin untuk menghilangkan kesusahan dalam melaksanakan.
Sementara mayoritas kaum Syiah berpendapat bahwa sighat tersebut
musytarak antara tidak halal tersebut ditambah dengan tahdid (ancaman).2!0

Adapun argumen yang dikemukakan oleh mereka yang berpendapat
bahwa sighat tersebut menunjukkan makna wajib secara bahasa dan istilah
seperti pendapat jumhur ulama, atau hanya secara bahasa seperti pendapat
al-Balkhi, Abu Abdullah al-Bashri, al-Juwaini dan Abu Thalib adalah:

a. Secara logika, kita mengetahui dari ahli bahasa sebelum hadirnya
syariat bahwa mereka mencap kehinaan terhadap seorang hamba
sahaya yang tidak melaksanakan perintah tuannya dan mereka
menyifatinya sebagai kemaksiatan. Sedang kehinaan dan sifat
kemaksiatan ini hanyalah bagi orang yang meninggalkan sesuatu
yang diwajibkan terhadapnya.

b. Secara nagli, orang-orang terdahulu (salaf) telah berulang kali
mengambil kesimpulan dari dalil (berdalil) dengan sighat ini atas
makna wajib selama tidak ada karinah lainnya. Hal ini telah tersebar
dan tersiar tanpa ada yang mengingkarinya, maka scharusnya
penggunaan dalam ilmu yang lain juga menyepakatinya.2!!

Argumen ini dikritik bahwa pada sighat amr indikasi (garinab)
wajib dengan alasan pengambilan dalil oleh mereka banyak di antaranya atas
hukum sunat. Kritik ini dijawab oleh Syaukani bahwa pengambilan dalil atas
hukum sunat dilakukan hanya karena adanya indikasi yang memalingkan dari

makna yang sebenarnya yaitu wajib, menjadi makna majag yaitu sunat.

209Al-Syaukani, gp.cit. h. 94.
210 Thid,.
211 Thid, h.95.
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Seperti kita ketahui berdasarkan induksi empiris terdapat sighat-sighat yang
bermakna wajib dan sighat-sighat yang bermakna sunat dalam Al-Qur’an dan
Al-Sunnah. Dari rangkaian tersebut diketahui juga bahwa pemahaman wajib
itu tidak memerlukan kepada qarinah karena dapat langsung tersirat dalam
pikiran, berbeda dengan pemahaman sunat yang memerlukan kepada
qarinah.212

Untuk memperkuat pendapat bahwa sighat amr menunjukkan makna
wajib dikemukakan argumen sebagai sebagai berikut:

a.  Allah SWT. berfirman pada surah al-Araf ayat 12 :

ST Y Adnd YT Blas s J6

Apakah yang menghalangimn untuk bersujud (kepada Adam) di waktn Aku
menyurubmn? Dengan sepakat dapat dikatakan bahwa, maksud dari firman
Allah tersebut bukanlah sebuah pertanyaan (al-istifham) tapi sebuah cercaan
ketika menolak perintah Allah untuk bersujud (memberi penghormatan)
kepada Adam As dalam kandungan firman Allah sebelumnya bagi para
malaikat sebagaimana firman Allah pada surah al-“Araf ayat 11:

o0 W0 s 154 3

Bersujudlab kamu kepada Adam", Maka merekapun bersujud kecuali iblis.

Semua ini menunjukkan bahwa makna perintah yang tidak memiliki
indikasi (garinah) lain menunjukkan wajib. Seandainya amr dalam ayat
tersebut tidak menunjukkan keharusan yang pasti (wajib), niscaya Allah tidak
akan mencerca Iblis ketika menolak untuk bersujud kepada-Nya, dan niscaya
iblis akan menjawab sesungguhnya Engkau tidak mengharuskan

(mewajibkan) atasku untuk bersujud.
a. Allah SWT berfirman pada surah al-Murshalat ayat 48:

63585 ¥ 85 4 45 15

Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Ruku’lah, niscaya mereka tidak
man ruku’.

Allah mencerca orang-orang yang meninggalkan pekerjaan tersebut
padahal mereka telah diperintahkan. Seandainya amr tersebut menunjukkan
sunat (nadab), niscaya kalimat ini tidak bagus seperti jika dikatakan pertama-

tama bagi mereka wuntuk mengerjakan lalu boleh juga untuk

212,
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meninggalkannya,  niscaya mereka tidak akan  dicerca  karena

meninggalkannya.
b. Allah SWT berfirman pada surah Al-Nur ayat 63:

o0t T e 36 Vs Kt STl 28y 21 188 5l

Hat 3 2 el of B0 22 S T Aade by K 6l

Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah-Nya takut akan

i

e

ditimpa cobaan atan ditimpa azab yang pedib.

Dalam ayat tersebut Allah SWT mengancam orang-orang yang
menyalahi perintah-Nya dengan cobaan di dunia dan siksaan yang pedih di
akhirat. Ancaman tersebut adalah bersifat umum yang meliputi semua yang
menolak perintah-Nya. Dengan demikian, menurut syara’, lafaz amr itu
menunjukkan pada hukum wajib selama tidak ada indikasi lain yang
memalingkannya, karena jika tidak demikian, maka ancaman tersebut tidak
berlaku.

Bahwa sighat amr itu tidak menetapkan jumlah bilangan perbuatan
yang diperintahkan. Sighat amr tidak menetapkan kewajiban melaksanakan
suatu kewajiban berulang-ulang apabila tidak ada sebab lain (‘illat), sifat atau
syarat yang mengindikasikan pengulangan. Apabila ada sebab (fllat) maka
sesuai dengan ijma, wajib mengikuti sebab (‘illat) tersebut dan menetapkan
hukum dengan ketetapan sebab (fllat) tersebut. Dengan demikian, sighat
amr tidak menunjukkan pengulangan pelaksanaan kecuali dengan adanya
indikasi yang mengarah kepada pengulangan 213

Sebagian ulama Syafiiyyah menjelaskan bahwa apabila suatu
perbuatan yang diperintahkan pada lafaznya menunjukkan adanya
pengulangan maka perintah itu akan berulang. Tetapi apabila bentuk amr itu
secara muthlaq, maka menurut Imam al-Syairazi perintah itu hanya
menunjukkan satu kali saja (tidak mengandung pengulangan) kecuali adanya

dalil yang menunjukkan pengulangannya. Hal ini sebagaimana seorang yang

213 Thid, h. 98.
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bersumpah untuk melakukan suatu perbuatan maka itu hanya untuk satu kali
melakukan perbuatan 24

Sebagian besar ulama Syafi’iyah yang lain berpendapat bahwa amr
secara muthlag menetapkan satu kali perintah saja (tidak berulang), tetapi
masih menerima kemungkinan adanya pengulangan. Hal ini seperti
perkataan “shalatlah!” atau “puasalah!” menunjukkan perintah mengerjakan
perbuatan shalat (33uall) dan puasa (e <V) yang berupa mashdar. Sedangkan
mashdar mengandung makna keseluruhan dan bilangan. Olek karena itu,
orang yang berkata kepada istrinya “engkau aku talak tiga” maka jatuhlah
talak tiga, karena bentuk mashdar $>a) mengandung keseluruhan dan
bilangan. Seandainya dia hanya mengatakan “engkau aku talak” maka
jatuhlah talak satu, tetapi tetap lafaz talak mengandung bilangan tiga
Demikian pula halnya seseorang yang berkata “shalatlah!” maka orang itu
memerintahkan shalat dengan bentuk mashdar 32w<ll yang mengandung
bilangan. Maka apabila ada garinah yang dirasakan menunjukkan pada
bilangan maka perintah berulang menurut makna bilangan, tetapi jika tidak
ada maka perintah menunjukkan satu kali saja.2!>

Sebagian ulama Hanafiyah berpendapat bahwa amr secara muthlag
tidak menetapkan dan mengandung pengulangan pelaksanaan perintah
tersebut, tetapi pengulangan pelaksnaan perintah itu tergantung dengan
adanya syarat yang menyebabkan berulangnya perintah. Jumhur ulama
Hanafi berpendapat bahwa perintah secara muthlaq tidak menetapkan dan
mengandung pengulangan perintah, baik karena adanya suatu syarat atau
pengkhususan dengan sifat, ataupun tidak. Misalnya kata “shalatlah kalian
semual” maka maknanya adalah “laksnakanlah shalat oleh kalian satu kali”
dan ini tidak menunjukkan pengulangan menurut asalnya. 216

Adapun azr dalam hal ibadah yang dikerjakan secara berulang-ulang
tidak dikaitkan dengan perintah tersebut melainkan dengan sebab-sebab
yang membuat perintah tersebut dikerjakan berulang-ulang. Hal ini karena

214 Abu Ishaq Ibrahim bin ‘Ali bin Yusuf al-Syairazi al-Fairuzabadi. Al-Fairuzabadi,
Abu Ishaq Ibrahim bin ‘Ali bin Yusuf al-Syairazi. A/-Luma’ fi Ushul al-Figh.( Beirut, Dar al-
Kutub al-Ilmiyyah, 2003), h 14.

215 al-Amidi. A~Ibkam fi Ushul al-Abkam. Juz. 2. (Beirut, Dar al-Fikr, 1996), h 299

216 Abu al-Barkati ‘Abd Allah bin Ahmad. Kasyfu al-Asrar Syarhu al-Mushannif ‘ala al-
Manar ma’a Syarh nur al-Anwar ‘ala al-Manar li Manlana Hafiz Syaikh Abmad al-Ma’ruf bi
Mulajibun bin Abi Sa’id bin ‘Ubaid Allah al-Hanafi al-Shiddiqi al-Mibawi. Juz. 1. (Beirut, Dar al-
Kutub al-Ilmiyyah, 1986), h. 56-58
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berulangnya sebab menunjukkan terjadinya pengulangan musabbab?!7.
Seperti shalat yang dihubungkan dengan sebab waktunya, puasa yang
dihubungkan dengan sebab bulan Ramadhan, dan zakat yang dihubungkan
dengan sebab bertambahnya harta. Adapun penunaian haji dihubungkan
dengan sebab waktu yang berulang-ulang dan tidak sah menunaikan haji
tersebut sebelum waktunya, tetapi perintah kewajibannya hanya sekali
seumur hidup.2!8

Apakah kewajiban pada sighat amr harus dikerjakan segera ataukah
boleh dilambatkan, Syaukani dalam hal ini berpendapat bahwa sighat amr itu
hanya menuntut terealisirnya kewajiban tersebut tanpa ada hubungan (gayd)
dengan cepat (faur) atau lambat (farakhi). Cepat atau lambat hanya bisa
ditetapkan jika ada dalil lain yang mengindikasikan kepada hal tersebut.

Dalam mazhab Syafi'i, al-Syairazi mengatakan, bahwa lafaz amr
yang bersifat muthlaq harus diniatkan dengan sungguh-sungguh untuk
segera melaksanakannya. Kemudian ia membedakan antara amr yang
berulang karena disyaratkan kemampuan dengan amr yang diperintahkan
satu kali saja. Apabila amr tersebut berulang karena dihubungkan dengan
kemampuan untuk melaksanakan perintah, maka menurut Imam al-Syairazi
perintah tersebut harus dilaksanakan segera. Sedangkan jika amr itu hanya
mengandung perintah satu kali saja maka perintah tersebut tidak harus untuk
segera dikerjakan, karena perkataan “lakukan!” itu tidak dikhususkan dengan
waktu yang pertama juga waktu kedua.2!® Makna ketidaksegeraan yang
dimaksud tidaklah berarti mengakhirkan perbuatannya pada awal waktu
tetapi lebih kepada tidak tergesak-gesak dalam melaksanakannya.?20 Selain
itu, alasan lainnya bahwa amr secara muthlaq tidak mengharuskan segera
dilaksanakan adalah seperti perkataan majikan kepada budaknya “lakukan itu
besok” atau “lakukan pada bulan ini” atau “lakukan pada tahun ini”, maksud
perkataan ini boleh melaksanakan perintah selama waktu yang ditentukan
dengan syarat tidak keluar dari batasan waktunya. Hal serupa seperti dalam
shalat-shalat fardhu yang sudah ditentukan waktunya.22!

217 Jbid. h. 61

218 ‘Abd al-‘Aziz bin Ahmad al-Bukhati. Kasyf al-Asrar ‘an Ushul Fakbr al-Islam al-
Bazdawi. (Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997) h. 197

219 Abu Ishaq Ibrahim bin ‘Ali bin Yusuf al-Syairazi al-Fairuzabadi. gp.cit. h. 15

220 Abu al-Muzhaffar Manshur bin Muhammad bin ‘Abd al-Jabbar al-Sam’ani.
Qawathi’ al-Adillah fi al-Ushul. Jilid. 1. (Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997), h. 78

221 Jbid. h. 82
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Ada pula ulama dikalangan mazhab Syafi’i berpendapat lain, bahwa
lafaz amr secara muthlag mengharuskan untuk segera dilakukan mengikuti
datangnya  perintah tersebut sebagai bentuk kehati-hatian, dan
ketidaksegeraan dalam melaksanakan perintah bertentangan dengan ijma.???
Menyegerakan melaksanakan perintah membawa kepada ketaatan dan patut
mendapat pujian. Orang yang diperintah apabila dikatakan kepadanya
“bangunlah!” kemudian dia bangun, maka dia adalah orang yang
melaksanakan perintah dan dak digolongkan sebagai orang yang menyalahi
perintah.223

Ushuliyyin dikalangan Hanafiyah mengatakan bahwa lafaz amr dapat
dilihat dari segi waktu pelaksanaan, ada yang muthlaq adalah perintah yang
tidak dibatasi oleh waktu.yang dapat menghilangkan perintah dengan
berlalunya waktu tersebut. seperti zakat harta dan zakat fitrah. Adanya
perintah kewajiban mengeluarkan zakat harta dan zakat fitrah karena adanya
sebab yakni memiliki harta dan modal, juga karena adanya syarat yakni
sampainya putaran satu tahun dan hari yang diperbolehkan mengeluarkan
zakat fitrah. Kewajiban untuk mengeluarkan zakat harta dan zakat fitrah
tidak dibatasi oleh waktu tertentu dalam penunaiannya 224

Amr muthlag yang tidak dibatasi oleh waktu menimbulkan perbedaan
pendapat dalam hal kesegeraan untuk mengerjakan perintah tersebut. Ulama
Hanafiyah terbagi kepada beberapa pendapat dalam masalah ini. Al-Karkhi
berpendapat bahwa perintah tersebut menuntut kesegeraan dalam
pelaksanaanya. Demikian pula halnya dengan Imam Hanafi dan Abu Yusuf
juga berpendapat bahwa perintah tersebut menuntut kesegeraan untuk
dilaksanakan. Muhammad bin Syuja’ al-Tsilzi berpendapat bahwa
melaksanakan kewajiban di awal waktu sebagai bentuk kewajiban yang
memiliki waktu yang longgar untuk menunaikannya (wujub muwasa’),
maksudnya kewajiban itu bisa dilaksanakan selama waktu yang
memungkinkan untuk melaksanakan kewajiban itu masith ada dan apabila
kewajiban diakhirkan maka tidak ada dosa sampai batas umurnya. Apabila
dirasakan bahwa kematian sudah dekat baik karena akibat sakit atau karena
sudah tua sehingga waktu untuk melaksanakan perintah itu menjadi sempit,

222 Abu Yahya Zakariya al-Anshari. gp.cit. h. 65

225 al-Ghazali. gp.cit. juz. 2 h. 4

224 Abu al-Barkati ‘Abd Allah bin Ahmad. Kasyfu al-Asrar Syarhu al-Mushannif ‘ala al-
Manar ma’a Syarh nur al-Anwar ‘ala al-Manar li Manlana Hafiz Syaikh Abmad al-Ma’ruf bi
Mulajibun bin Abi Sa’id bin ‘Ubaid Allah al-Hanafi al-Shiddiqi al-Mibawi. Juz. 1. (Beirut, Dar al-
Kutub al-Ilmiyyah, 1986), h. 113

112 | Metode Penggalian Hukum Islam



kemudian meninggal dunia sementara perintah tersebut belum
dilaksanakan, maka menjadi berdosalah karena meninggalkan perintah
tersebut pada waktu itu.225

Ulama yang berpendapat bahwa amr menuntut untuk segera
dilakukan beralasan, bahwa lafaz amr apabila dilaksanakan pada awal waktu
yang memungkinkan untuk melaksanakannya akan menggugurkan kewajiban
terhadap perintah tersebut. Maka kebolehan menunda pelaksanaan perintah
dari waktu yang memungkinkan untuk melaksanakannya sama dengan tidak
melaksanakan kewajiban apabila perbuatan yang wajib tersebut mengandung
pengertian sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan. Dengan demikian
menunda pelaksanaan perintah sama halnya dengan tidak melaksanakan
kewajiban pada waktu yang diwajibkan dan ini adalah sesuatu yang tidak
benar. Selain itu, melakukan penundaan kewnajiban dapat menyebabkan
berlalunya waktu yang diperintahkan untuk melaksanakan kewajiban
tersebut karena seseorang tidak akan tahu jika dia menunda kewajiban
tersebut diwaktu yang kedua apakah dia akan bisa menunaikannya atau
tidakr Sedangkan kemungkinan untuk bisa melaksanakannya diwaktu kedua
tidak bisa dipastikan karena bertentangan dengan keyakinan mengerjakannya
pada awal waktu yang mungkin untuk melaksanakannya, Oleh karena itu,
menunda perintah disaat awal waktu yang memungkinkan untuk
melaksanakannya  dapat menyebabkan berlalunya waktu yang untuk
melaksanakan perintah tersebut dan patut untuk mendapat celaan apabila
tidak bisa menunaikannya. Amr juga berhubungkan dengan keyakinan akan
suatu kewajiban dan melaksanakan perbuatannya. Keyakinan akan kewajiban
tersebut ada ketika azr itu ada, demikian juga melaksanakan perbuatannya.
amr (perintah) dalam hal ini bisa disamakan dengan #ahy (larangan) dimana
segala yang dilarang mengharuskan untuk segera ditinggalkan maka
demikian halnya dengan perintah bahwa segala yang diperintahkan
mengharuskan untuk segera dilaksanakan.226

Adapun pendapat jumhur ulama Hanafiyah bahwa perintah yang
tidak dibatasi oleh waktu (azr muthlag) tidak menuntut kesegeraan di dalam
menunaikan perintah tersebut. Seperti apabila seseorang berkata “Lakukan
saat ini juga”, maka perintah menuntut segera dilaksanakan karena mwugayyad
(dibatasi dengan waktu), berbeda dengan perkataan “lakukan” maka perintah

225 ‘Ala al-Din Syams al-Nazhr Abu Bakar Muhammad bin Ahmad al-Samrqandi.
Mizan al-Ushul fi Nata'ij al-Uqul.( Qatar, al-Syu’uni al-Islamiyyah, 1997), h. 210-211
226 “‘Ala al-Din ‘Abd ‘Aziz bin Ahmad al-Bukhari. gp.ciz. h. 373
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ini muthlag (tidak dibatasi oleh waktu) sehingga tidak menuntut segera untuk
dilakukan karena tidak ada muqayyad (yang membatasi).2?’ Alasan lainnya
bahwa bentuk amr secara muthlaq dibuat hanya untuk menuntut suatu
perbuatan sebagaimana Al-Ijma’ ahli bahasa, maka tidak boleh menambah
dari makna yang dibuat tersebut sebagaimana bentuk yang dibuat untuk
benda-benda. Perkataan “lakukan!” tidak terikat dengan waktu. Demikian
halnya kata “dia telah melakukan™ atau “dia sedang melakukan” tidak terikat
waktu yang dekat atau jauh, dahulu atau sekarang. Maka sebagaimana tidak
boleh membatasi yang telah lalu atau yang akan datang dengan waktu
demikian juga dengan amr, karena membatasi yang muthlaq sama dengan
menghapusnya. Secara akal juga, sebagaimana perkataan majikan kepada
budaknya “lakukan pada bulan ini” atau “lakukan pada tahun ini” maka
boleh budak tersebut melaksanakan perintah pada waktu yang dikehendaki
pada waktu yang ditentukan dengan syarat tidak keluar dari batasan waktu
yang ditentukan.??8
Adapun  amr mn’agqat adalah perintah yang ditentukan dan dibatasi
oleh waktu dalam pelaksanaan perintah tersebut, apabila tidak bisa
menunaikan perintah tersebut pada waktunya maka diharuskan untuk
mengqadha, seperti shalat wajib apabila sudah lewat waktunya.22?

Ulama Hanafiyah membagi amr mn’agqat yang terkait waktu menjadi
empat hal:

a.  Waktu sebagai keluasan terhadap perintah yang dilakukan, syarat
bagi penunaiannya, dan bagi kewajiaban.230 Contoh dari hal ini
adalah waktu shalat. Apabila waktu telah mencukupi untuk
melaksanaknn suatu kewajiban dengan hal yang difardhukan dari
kewajiban tersebut sehingga masih ada kelebihan waktu, maka
hal ini merupakan suatu keluasan atau kelonggaran bagi orang
yang menunaikan perintah tersebut. Sedangkan waktu shalat
sebagai syarat terhadap penunaian shalat tersebut yakni apabila
telah lewat waktunya maka penunaiannya tidak dapat
dilaksanakan. Adapun waktu shalat sebagai sebab yang
menjadikannya kewajiban yakni penunaian shalat akan menjadi

berbeda dengan berubahnya waktu, apabila penunaian tersebut

227 Abu al-Barkati ‘Abd Allah bin Ahmad. gp.cit. h. 114
228 ‘Abd ‘Aziz bin Ahmad al-Bukhari. gp.ciz. h. 373-374
229 Najm al-Din Muhammad al-Darkani. gp.ciz. h. 227
230 ‘Abd ‘Aziz bin Ahmad al-Bukhari. gp.ciz. h. 314
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dilaksanakan pada waktunya maka penunaian itu menjadi
sempurna, demikian pula sebaliknya apabila penunaiannya
dilaksanakan pada waktu yang tidak semestinya maka
penunaiannya juga tidak sempurna. Selain itu, shalat menjadi
tidak sah apabila bersegera melaksanakan shalat sebelum masuk
waktunya. Shalat menjadi wajib apabila dikerjakan sesuai
waktunya, maka hal ini menunjukkan bahwa waktu shalat
menjadi sebab bagi kewajiban shalat.23'Disyaratkan menentukan
niat pada bentuk amr mu’aqqat yang pertama ini, karena adanya
keluasan atau kelonggaran waktu yang memungkinkan untuk
melaksanakan pekerjaan yang sunat selain dari kewajiban yang
diperintahkan. Apabila waktu yang awalnya longgar kemudian
menjadi sempit karena sebab ketiduran atau kelupaan, maka
menetukan niat tetap harus dilakukan, karena menurut asalnya
waktunya longgar. Demikian pula, apabila seseorang
menentukan pada awal waktu, atau pertengahan waktu, atau
akhir waktu, maka harus ditentukan baik dengan lisan atau
maksud hatinya pada saat ingin melaksanakan kewajiban
tersebut.?3?

b. Waktu sebagai ukuran (’yar) bagi perintah dan sebab terhadap
wajibnya perintah.233 Contoh dari bentuk amr mua’aggat yang
kedua ini adalah waktu puasa Ramadhan. Maksud ukuran
(mt’yar) disini adalah tidak ada kelebihan atau sisa waktu dalam
melaksanakan kewajiban, lamanya pelaksanaan kewajiban
tersebut  sebagaimana lama waktunya dan pendeknya
pelaksanaan kewajiban sebagaimana pendek waktunya. Demikian
halnya dengan puasa dimana lamanya puasa mengikuti lamanya
siang atau pendeknya puasa mengikuti pendeknya siang. Tidak
disyaratkan menentukan niat pada bentuk amr mu’aqqat yang
kedua ini karena dihabiskan waktunya untuk menunaikan
kewajiban puasa pada bulan Ramadhan. Sehingga apabila
seseorang berniat puasa sunat atau kewajiban yang lain pada saat

231 Tbid. h. 314-315
232 Abu al-Barkati ‘Abd Allah bin Ahmad. gp.cit. h. 122
23 Jbid. op.cit. h. 123
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puasa Ramadhan, maka tetap dia dihukumkan menjalankan
puasa Ramadhan.234

c. Waktu sebagai ukuran (mi’yar), tapi tidak menjadi sebab bagi
kewajiban.2% Sebagian ulama Hanafi memasukan bentuk yang
ketiga ini dalam amr muthlaq karena kewnajiban tidak dihubungkan
dengan waktu yang ditentukan, yang apabila telah lewat
waktunya maka hilang kewajiban untuk menunaikan kewajiban
tersebut, seperti puasa bulan Ramadhan, apabila sudah lewat
bulan Ramadhan maka hilang kewajiban untuk menunaikan
kewajiban puasa. Sebagiannya lagi menggolongkan ke dalam amr
m'aqqat karena kewajiban dihubungkan dengan ukuran waktu
yang digunakan untuk menunaikan kewajiban tersebut, seperti
waktu siang untuk puasa, tetapi tidak dikaitkan dengan waktu
tertentu dalam penunaiannya sebagaimana halnya zakat.
Sehingga apabila puasa dilakukan pada malam hari maka itu tidak
dianggap sebagai puasa, berbeda halnya dengan zakat yang
dilaksanakan baik siang ataupun malam.?3
Contoh dari bentuk yang ketiga ini seperti kafarat, mengqadha
puasa Ramadhan, dan puasa nazar yang ditentukan waktunya.
Apabila waktu menjadi ukuran dalam penunaiannya, maka tidak
dibenarkan mengqadha dua bentuk puasa dalam satu hari, atau
membayar dua bentuk kafarat dengan satu puasa dalam waktu
dua bulan. Adapun waktu tidak menjadi sebab bagi kewajiban,
karena yang menjadi sebab kewajiban membayar kafarat seperti
suami yang melakukan ghibar (menyerupakan istri dengan
ibunya), membunuh, atau sumpah. Sedangkan yang menjadi
sebab kewajiban mengqadha puasa adalah karena tidak bisa
melaksanakan puasa pada waktu yang ditentukan, dan adapun
yang menjadi sebab bagi kewajiban puasa nazar yang tidak
ditentukan waktunya adalah nazar itu sendiri. 237
Disyaratkan menentukan niat dalam bentuk amr mu'aqqat yang
kedua ini. Seperti “aku berniat puasa untuk mengqadha atau aku
berniat puasa nazar’. Selain itu, disyaratkan juga untuk berniat

234 Thid. h. 123-124

235 ‘Abd ‘Aziz bin Ahmad al-Bukhari. gp.ciz. h. 362
236 Thid. h. 362-363

237 Ihid. h. 363
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pada malam hari. Hal ini karena selain puasa Ramadhan yang
memang waktunya hanya dkhususkan untuk melaksanakan
kewajiban puasa tersebut, maka puasa selain di bulan Ramadhan
apabila niatnya tidak ditentukan pada malam harinya, hukumnya
adalah puasa sunat. Bentuk yang ketiga ini juga tidak berkaitan
dengan lewatnya waktu, sehingga apabila dia melaksanakan
puasanya maka pada saat itu dia sedang menunaikan
kewajiban.238

d. Waktu yang menjadi samar antara adanya ukuran (w7%ar) dan
kelonggaran waktu dalam hal penunaiannya.? Contoh dari
bentuk amr mu'aggat yang keempat ini adalah dalam hal
pelaksanaan ibadah haji. Pada satu sisi, waktu ibadah haji, yakni
bulan Syawwal, Dzul Qa’dah, dan sepuluh hari pertama dari
bulan Dzulhijjah, dimana pelaksanaan kewajiban hajinya ada
pada sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah, maka hal ini
menunjukkan keluasan atau kelonggaran waktu dalam
pelaksanaan ibadah haji tersebut. Sedangkan pada sisi yang lain,
pelaksanaan haji pada waktunya hanya bisa untuk satu kali haji,
berbeda halnya dengan shalat yang waktunya bisa untuk
mengerjakan shalat yang berbeda-beda. Maka dalam hal ini haji
memiliki ukuran dalam pelaksanaanya. Haji merupakan salah
satu bentuk ibadah yang pelaksanaan kewajibannya meiliki waktu
yang luas (alwujub al-muwassa’) yang diwajibkan sekali dalam
seumur hidup. Dalam masalah niat, maka apabila ibadah haji ini
dianggap sebagai kewajiban yang sudah memiliki ukuran dalam
pelaksanaanya seperti halnya puasa, yakni tidak disyaratkan
untuk menentukan niatnya karena akan tetap hukumnya
melaksanakan ~ kewajiban  walaupun  diniatkan = bukan
melaksanakan kewajiban. Apabila ibadah haji dianggap sebagai
kewajiban yang telah memiliki keluasan waktu dalam
pelaksanaannya seperti halnya shalat, maka disyaratkan untuk
menentukan niatnya. Kesimpulan dari hal ini, menurut ulama
Hanafi bahwa apabila seseorang berniat “aku berniat melakukan
ibadah haji” maka dia melaksanakan kewajiban, dan apabila

238 Abu al-Barkati ‘Abd Allah bin Ahmad. gp.ciz. h. 131-132
239 Jbid. h. 132
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seseorang berniat “aku berniat melaksanakan ibadah haji yang

sunat” maka dia melaksanakan yang sunat.240

2. Bayan Dengan Memahami Lafaz Nahy (ge-ﬂ\)
Nahy secara itemologi berarti larangan/cegahan (all) seperti dalam
kalimat nahabu ‘an kadza berarti mana’'abn ‘anbn. Adapun secara terminologi
para ulama memberikan pengertian yaitu:

A2 A e S s Ui 5 e

Naby adalabh  perkataan yang menunjukkan atas tuntutan  untuk
meninggalkan perbuatan.

Para ulama berbeda pendapat dalam memberi makna hakikat zaby
sebagaimana halnya dalam memberi makna amr. Mayoritas ulama, yang
ditkuti juga oleh Syaukani, memberi makna sebagai kewajiban untuk
meninggalkan (tabrim). Dalam hal lain, nahy dengan amr sebenarnya sama
kecuali pada sighat nahy menunjukkan ketetapan masa berlakunya larangan
tersebut selama-lamanya dan larangan tersebut harus segera dilaksanakan.
Makna keharusan untuk meninggalkan ini berdasarkan pada argumen bahwa
akal memahami dari sighat yang tidak memiliki indikasi lain dan hal itu
merupakan dalil hakikat. Argumen tersebut dikuatkan dengan cara
pengambilan dalil ulama salaf pada sighat naby sebagai ketetapan haram.242

Hakikat #ahy menurut pendapat Imam Syafi'i, bahwa sesuatu yang
dilarang itu dengan sendirinya diharamkan, tidak dihalalkan kecuali adanya
dalil khusus yang ditetapkan oleh Allah dalam Kitab-Nya atau dijelaskan
dengan perantaraan lisan Nabi. Apabila Rasulullah SAW melarang hal
tertentu  hendaknya larangan itu diterima sebagai sesuatu yang
diharamkan.?*3  Selain itu, apabila suatu larangan menuntut untuk tidak
melakukan perbuatan, maka perbuatan tersebut hanya akan bisa tidak
dilakukan apabila perbuatan tersebut diharamkan. Oleh karena itulah, #ahy
menunjukkan kepada suatu keharaman. Sebagaimana seorang majikan
apabila dia mengatakan kepada budaknya “jangan engkau lakukan hal inil”
kemudian budak tersebut melakukan perbuatan yang dilarang tersebut, maka
pantaslah budak tersebut mendapat celaan. Seandainya naby tidak

240 Thid. h. 133-136

241Tyadh bin Nami al-Salimy, Ushul al-Figh, juz 1, Riyadh, Kulliyah al-Syariah, t.th.
190

242 [hid,

243> Muhammad bin Idris al-Syafi’i. gp.cit. h. 343
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menunjukkan keharaman maka tidaklah patut budak tersebut mendapatkan
celaan.244

Menurut Imam Hanafi, lafaz #ahy secara hakikat merupakan suatu
bentuk lafaz khusus yang menunjukkan keharaman. Lafaz naby
menunjukkan suatu kewajiban untuk mencegah dari melakukan perbuatan
yang dilarang. Hal ini sebagaimana lafaz amr yang menuntut untuk dilakukan
suatu perbuatan maka lafaz nalby kebalikan dari lafaz amr yakni mencegah
dari melakukan suatu perbuatan.245

Berbeda dengan pemikiran di atas, terhadap suatu perbuatan
menurut ulama Hanafi terbagi kepada menjadi dua, yakni gabib /i ‘ainih dan
qgabib Ii ghairib: Pertama, Qabil /i'ainzh adalah perbuatan yang dilarang karena
kejelekan perbuatan itu sendiri. Qabib /i ‘ainibh ini terbagi lagi menjadi dua:

a. Perbuatan yang dilarang karena kejelakan perbuatan itu sendiri
dapat diketahui dengan akal, seperti kekafiran, berbohong, dan
hal-hal yang tidak berguna.

b. Perbuatan yang dilarang karena perbuatan itu jelek menurut
syard seperti jual beli wanita, jual beli sperma, dan jual beli
sesuatu yang masih berada dalam rahim induknya.

Kedua, Qabib li ghairi adalah perbuatan yang dilarang karena adanya
hal lain yang membuat perbuatan itu menjadi jelek. Qabibh /i ghairih ini juga
terbagi menjadi dua:

a. Perbuatan yang dilarang karena adanya sifat yang menjadikan
perbuatan itu jelek, seperti puasa pada hari raya. Puasa berarti
suatu yang menahan makan dan minum karena Allah. Sedangkan
hari raya adalah hari makan dan minum. Sifat puasa (menahan
makan minum) bertentangan dengan keadaan pada hari raya.
Maka puasa pada hari raya hukumnya haram.

b. Perbuatan yang dilarang karena adanya penyimpangan yang
menjadikan perbuatan itu jelek, seperti jual beli pada saat azan
jum’at. Jual beli pada dasarnya disyariatkan tetapi menjadi
terlarang pada waktu adzan jum’at karena jual beli pada waktu
tersebut meninggalkan kesegeraan untuk mendirikan shalat

jum’at yang hukumnya wajib.246

244 Abu al-Muzhaffar Manshur bin Muhammad bin ‘Abd al-Jabbar al-Sam’ani.
Qawathi’ al-Adillab fi al-Ushul. Jilid. 1. (Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997) h. 138-139

245 ‘Abd ‘Aziz bin Ahmad al-Bukhari. gp.ciz. h. 376-377

246 Abu al-Barkati ‘Abd Allah bin Ahmad. gp.ciz. h. 141-143
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Perbuatan yang dilarang karena adanya kejelekan pada perbuatan itu
hukumnya batal, sedangkan perbuatan yang dilarang karena adanya
penyimpangan terhadap perbuatan maka hukumnya sah tetapi makruh,
adapun perbuatan yang dilarang karena adanya sifat yang menjadikan
perbuatan itu jelek (tidak baik) maka hukumnya fasid menurut pendapat
Imam Hanafi.247

Adapun yang berkaitan dengan #ahy menunjukkan batalnya suatu
perbuatan, Syaukani berpendapat bahwa seluruh #ahy dengan tanpa
membedakan antara yang berkenaan dengan ibadah dan muamalah
menjadikan  pengharaman atas yang dilarang dan menyebabkan
rusaknya/batalnya perbuatan tersebut secara syara’, kecuali ada dalil terhadap
tidak terlaksananya hal tersebut. Dalil tersebut merupakan indikasi yang
memalingkan dari maknanya yang hagigi kepada makna majazi24

Syaf’iyah berpendapat bahwa zahy menunjukkan rusaknya hal yang
dilarang. Implikasi dari hal ini seperti apabila seseorang mengerjakan suatu
ibadah yang diperintahkan disertai dengan sesuatu yang dilarang maka hal
tersebut sama dengan tidak melaksanakan ibadah yang diperintahkan
tersebut, atau dengan kata lain ibadah tersebut hukumnya batal.24 Sebagian
Syafi’iyah yang lain berpendapat bahwa nahy tidak harus menunjukkan
rusaknya hal yang dilarang.250 Nahy sebagaimana kemuthlagannya hanya
berupa tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan. Oleh karena itu
seseorang yang mengatakan “Aku melarangmu menyembelih kambing yang
lain dengan tiada izin, tapi apabila engkau melakukannya maka halal
sembelihanmu”, hal ini tidak menjadikan batalnya perbuatan yang dilarang
tersebut. Seandainya perbuatan yang dilarang tersebut menunjukkan
rusaknya perbuatan yang dilarang, maka hukumnya pun menjadi batal.25!

Perbedaan pendapat di kalangan ulama Syafiiyah terjadi karena
perbedaan sudut pandang tentang #ahy itu sendiri. Jumhur ulama Syafi’iyah
yang berpendapat bahwa 7ahy menunjukkan rusaknya hal yang dilarang lebih
melihat kepada sifat dari hal yang dilarang itu sendiri. Sesuatu yang dilarang
secara makna menunjukkan jeleknya hal yang dilarang tersebut. Sedangkan
pendapat ulama Syafiiyah yang mengatakan bahwa #ahy tidak harus

247 Sa’ad al-Din Mas’ud bin ‘Umar al-Taftazani. gp.cit. Juz. 1 h. 542

248 Al-Syaukani, gp.cit, h. 110.

249 Abu al-Muzhaffar Manshur bin Muhammad bin ‘Abd al-Jabbar al-Sam’ani. gp.ciz.
h. 138-139

250 Al-Ghazali. gp.cit. Juz 2h. 9

251 al-Amidi. gp.cith. 323
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menunjukkan rusaknya hal yang dilarang lebih melihat kepada makna naby
itu secara hakikat, yakni pada dasarnya nahy hanyalah tuntutan untuk
meninggalkan suatu perbuatan. Sedangkan rusaknya hal yang dituntut untuk
meninggalkan tersebut tidak bisa ditentukan dengan #ahy itu sendiri.

Adapun ulama Hanafiyah dalam menjelaskan hal ini tidak melihat
kepada rusaknya hal yang dilarang, tetapi lebth melihat kepada sifat jelek hal
yang dilarang tersebut. Oleh karenanya ulama Hanafiyah membagi sifat
kejelekan tersebut menjadi dua, yakni gabib /i ‘ainih dan gabib /i ghairib. Qabibh
li ‘ainih adalah perbuatan yang dilarang karena kejelekan perbuatan itu
sendiri. 252

Setelah ulama Hanafiyah membagi sifat kejelakan tersebut, mereka
juga membedakan implikasi dari sifat kejelakan tersebut. Perbuatan yang
dilarang karena adanya kejelekan pada perbuatan itu hukumnya batal,
sedangkan perbuatan yang dilarang karena adanya penyimpangan terhadap
perbuatan maka hukumnya sah tetapi makruh, adapun perbuatan yang
dilarang karena adanya sifat yang menjadikan perbuatan itu jelek (tidak baik)
maka hukumnya fasid.253

Para ulama yang berpendapat terhadap #zaby menunjukkan batalnya
suatu perbuatan, beralasan dengan Sunnah yaitu sabda Rasulullah SAW.:

205y s bl e o TS

Semua perintah yang bukan dari perintab kami adalab ditolak

Logikanya, perbuatan yang dilarang itu merupakan /aisa fibi amruna
fabua raddun. Dan sesuatu yang ditolak itu adalah batal. Dan juga Al-Ijma’
para ulama dari masa ke masa atas penetapan melalui istidlal larangan-
larangan (#awabi) bahwa perbuatan yang dilarang itu bukanlah dari syariat

dan ia batal serta tidak sah. Hal ini dibenarkan dengan sabda Rasulullah
SAW:

255@).,,;:;-\.5 st o v.(:,,é Ol (,:a.la;w\ Lo ase \)Si.e J»L vﬁ;}»i 13
Apabila aku perintabkan kamn dengan suatn perintah maka kerjakanlab

perintah  tersebut semampumn dan jika aku larang kamu atas sesnatn maka
tinggalkaniah sesuatu itn.

252 Abu al-Barkati ‘Abd Allah bin Ahmad. gp.ciz. h. 141-143

253 Sa’ad al-Din Mas’ud bin ‘Umar al-Taftazani. gp.cit. Juz. 1 h. 542

254 Al-Baihaqi, Sunan al-Baibaqi, juz 10, Maktabah dar al-Baz, 1994, h. 329
255 Jbid, juz 4, h. 253.
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Sunnah ini mengungkapkan kewajiban untuk
menjauhi sesuatu yang dilarang. Semua ini adalah pada #naby
terhadap sesuatu karena zatnya itu sendiri atau sebagiannya. Adapun
pada naby.256

3. Bayan Dengan Memahami lafaz ‘Aam (i)l ) Dan Takhshish
(Capadill)
Lafaz ‘aam secara itemologi yaitu menunjukkan atas mencakup

(meliputi) semua satuan-satuannya. Adapun secara istilah Fakhru al-din al-
Razi dalam kitab a/-Mabhshu! yaitu:
sy joy ot & ooy b mead Ganadd Lill ps

Lafaz yang mencakup keselurnban (jumlah dan satuan) yang termasuk
dalam  pengertiannya dalam satu makna yang berlaku sekaligns.

Dikatakan oleh Syaukani bahwa, lafaz ‘zam itu keumumannya
bersifat  menyeluruh, sedang  keumuman  muthlag  itu  bersifat
mengganti/mewakili. Petbedaan keduanya adalah: wmumn al- Synmnl
mencakup semua satuan dari seluruh satuan-satuannya dan wmumn al-badal
menunjukkan atas satuan atau beberapa satuan yang menonjol, bukan
kepada keseluruhan satuannya. Jadiwam itu sekaligus dapat memperoleh
satuan-satuan yang ada di dalamnya sedang muthlag tidak dapat memperoleh
sekaligus kecuali satuan yang menonjol di antara satuannya.2>8

c. Sighat-Sighat Lafaz ‘Aam
Ada beberapa kata yang menunjukkan makna umum, diantaranya:
1. Lafaz ; Man, ma, aina, dan mata (s 03 e «Oa) (pleiin¥))
seperti firman Allah SWT.pada surah al-Anbiya ayat
59:

o ladl e e e 156

2. Isim syarat; Ma dan man (O <W). seperti firman Allah SWT pada
surah al-Baqarah ayat 272:

oS e e 15345 Ly
3. Lafaz :Kullu dan jami’ (&> «JS) seperti firman Allah
SWT pada surah al-Baqarah ayat 29:

256 Al-Syaukani, op.cit, h. 111
2571 hid, h. 112.
2581 bid.
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.L&:&db)Y|3UV§JdL&L5;U\)A
4. Lafaz: Ay’ () apabila Asa »3 atau dxaledivl
seperti firman Allah SWT pada surah al-Isra ayat 110:
ol L) b e Lol
dan firman Allah SWT pada surah al-Naml ayat 38:
Lesm o5b (S
5. Isim nakirah yang dinafikan, seperti ungkapan
Ada =y
6. Lafaz : be duhld (48 dale ¢ pilaa ¢ pina
seperti firman Allah SWT pada surah al-An’am ayat
130 :
Yy A
7. Al (J' )ma’rifah yang masuk pada jama’, isim jama’ atau isim
jins. seperti firman Allah SWT pada surah al-Nisa ayat 7:
8. Ma’rifah dengan ber-idhafah, seperti firman Allah SWT pada
surah al-Nahl ayat 18:
agad N i dens ladas Ol
9. Isim-isim maushul, 259 seperti dalam firman Allah SWT pada
surah al-Nisa ayat 10:
Ll el Jigel 098 -l O
Beberapa permasalahan berkaitan dengan pembahasan ‘za. Salah

satunya adalah tentang kalimat umum yang diungkapkan dengan cara pujian
atau hinaan, seperti firman Allah SWT pada surah al-Infithar ayat 13-14:

o A dl) Ol s A BN
dan firman Allah SWT. pada surah al-Mu’minun ayat 5:

O ey s

259 Thid, h. 116-122.

Metode Penggalian Hukum Islam | 123



Dalam hal ini Syaukani berpendapat bahwa hal itu tergolong dalam
ungkapan yang umum dan tidak keluar dari keumumannya sekalipun dalam
ungkapan pujian atau hinaan.?60

Para ulama #shu/ membagi lafaz ‘aam itu kepada tiga bagian yakni;
Pertama, lafaz ‘aam yang dikehendaki keumumannya karena ada dalil atau
indikasi yang menunjukkan tertutupnya kemungkinan ada ‘akhshish
(pengkhususan). Misalnya firman Allah SWT. surah Hud ayat 6:

Z% 3(&%-93}.::,«.‘} Lh///" 7 [u;t::/ Léj)) 4,\5\ le.c Y\ u@ﬁl\ J 4;\3 e Gs &

Dan tidak ada suatu binatang melatapun di bumi melainkan Allah-lab yang
memberi rezkinya, dan Dia mengetabui tempat berdiam binatang it dan tempat
penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam Kitab yang nyata (Lanb mabfuzh)

Yang dimaksud adalah seluruh jenis hewan melata, tanpa kecuali.
Kedua, lafaz ‘aam tetapi yang dimaksud adalah makna khusus karena ada
indikasi yang menunjukkan makna seperti itu. Contohnya firman Allah
SWT. pada surah al-Taubah ayat 120:

55 Vs A1 0555 5 Tl of QT o s e a8y s
3@7&;@3&&2%&&3%;"' e ’Y(..:Sb VU.\MWU;—WL
8. M 1 e A SN 35 5 000 g ST B s 0
UORE PR
Tidaklah sepatutnya bagi penduduk Madinalh dan orang-orang Arab Badwi
yang berdiam di sekitar mereka, tidak turut menyertai Rasulullah (berperang) dan tidak
patut (pula) bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada mencintai diri Rasul.
Yang demikian itn ialah karena mereka tidak ditimpa kebansan, kepayaban dan
kelaparan  pada jalan Allab, dan tidak (pula) menginjak suatu tempat yang
membangkitkan amrab orang-orang Rafir, dan tidak menimpakan sesnatn bencana
kepada musub, melainkan dituliskanlah bagi mereka dengan yang demikian itu snatn
amal saleh. Sesunggnbnya Allab tidak menyia-nyiakan pabala orang-orang yang berbuat
baik.

Yang dimaksud ayat tersebut bukan seluruh penduduk Madinah tapi

hanya orang-orang yang mampu.

260 Thid, h. 114-115.
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Ketiga, lafaz ‘aam yang terbebas dari indikasi yang dimaksud makna
umumnya atau sebagian cakupannya. Contoh pada surah al-Baqarah ayat
228 :

g;/i&\gl;-u“f s O B B4 Vg o8 D500 Ben il i Bl

51 8 QU5 & Basy ol B85 Y1 o35 AL R 5570 sl

B G W5a 53 Gelle Jule 2yl Bl ol s s

Artinya:

Wanita-wanita yang ditalak handaklah menaban diri (menunggn) tiga kali
gurn’. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam
rabimnya, jika mereka beriman kepada Allab dan bari akbirat. Dan suami-suaminya
berhak mernjukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para snami) menghendaki
ishlah. Dan para wanita mempunyai hak_yang seimbang dengan kewajibannya menurut
cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satn tingkatan kelebiban
daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maba Bijaksana.

Lafaz ‘aam dalam ayat tersebut adalah almuthallagat (wanita-wanita
yang ditalak), terbebas dari indikasi yang menunjukkan bahwa yang
dimaksud adalah makna umum atau sebagian cakupannya.?o!. Tetapi
Syaukani membedakan antara al-aam al-makhshush (o=sasall 2all) dengan
aam yang dimaksudkan dengan itu al-khushush (basadl 4 3,0 3 alall),
Dalam membedakan antara keduanya tersebut Syaukani berpendapat bahwa
‘aam yang dimaksudkan dengan itu al-khushush (bas=sl 4 3 N alall) jalah
al-aam yang ketika diucapkan disertai indikasi yang dapat menunjukkan
bahwa yang dimaksud dengan alaam itu ialah Abusus, bukan umum.
Sedangkan al-aam al-makhshush (oasadall &2 ialah a/-‘aam yang tidak
disertai indikasi yang dapat menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan a/-
aar itu ialah sebagian satuan-satuannya. .4/~ ‘am ini dalalahnya jelas kepada
umum sampai ada dalil yang mengkhususkannya.262

Adapun zakbsish al-Syaukani memberikan pengertian yaitu :

203 ol 3T e 38T s 00K 8 s

261 Abd. Al-Wahhab Khallaf, I/mu Ushul al-Figh, (Al-Azhar, Maktabah al-Da'wah al-
Islamiyah, 1968). 185-186.

262 Al-Syaukani, gp.cit, h.. 135.

263 Jhid. h. 141.
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Takbsish lafaz ‘aam adalah mengelnarkan sebagian yang masuk dalam
keumuman atas perkiraan ketiadaan yang mengkbususkan.

Bahwa para ulama baik sa/af maupun £halaf sepakat akan kebolehan
men-zakhshish yang umum. Tidak ada yang berbeda dalam hal ini dan
kebolehan ini sudah diketahui dalam syariat sehingga dikatakan bahwa
setiap yang umum itu ada pengkhususnya.204 Pen-takhshish (baadall) pada
hakikatnya adalah orang yang berbicara (pSiall), tapi ketika orang yang
betbicara (plSidl) itu mengkhususkan dengan kehendak maka pengkhususan
itu bersandar pada kehendaknya, karena itu kehendak itu menjadi
pengkhusus. Kemudian yang menunjukkan atas kehendaknya, yaitu dalil
lafaz atau selainnya, dijadikan sebagai pentakhshish secara istilah. Dan yang
dimaksud di sini hanyalah dalilnya.265

Pen-takhshish bagl yang umum itu terbagi kepada dua, yaitu yang
berdiri sendiri atau Jwadiall dan yang tidak berdiri sendiri tapi maknanya
berhubungan dengan lafaz yang sebelumnya atau Jesiall 266

Mayoritas ulama menyebutkan ada empat macam yang muttashil,
yaitu al-istitsna’ almuttashil (pengecualian), al-syart (syarat), al-shifah (sifat),
dan alghayah (batas akhir). al-Qarafi dan Ibn al-Hajib menambahkan badal
ba'adh minal knl. Kemudian ditambahkan tujuh macam lagi oleh al-Qarafi
sehingga jumlahnya menjadi duabelas, yaitu hal, dzarab zaman, dzarab makan,
al-majrur beserta aljar, al-tamyiz, maful ma'ab, dan maful li ajlih. Adapun
pentakhshish yang berdiri sendiri dapat dirangkum dalam tiga bagian, yaitu
logika (al-akal), indera/perasaan (al-hiss), dan al-dalil as-sam’i (termasuk di
dalamnya Al-Qiyas, tradisi (adat) dan indikasi keadaan (qarain al-ahwal).267

Apakah lafaz ‘aam setelah di-fakhsish itu dapat menjadi hujjah.Maka
ada dua pendapat: Pertama, dapat menjadi hujjah, yaitu pendapat jumhur
ulama, seperti al-Amidi, Ibnu Hajib dan yang lainnya. Kedua, tidak menjadi
hujah, yaitu pendapat Isa bin Abban dan Abu Tsaur. 268

Adapun lafaz ‘aam setelah di-takbshish dengan yang mubayyan maka
sisa dari satuan-satuan yang telah di-takhisis tersebut tetap menjadi hujjah,
karena lafaz ‘zam itu mencakup seluruhnya maka ke-hujjah-annya pun pada
setiap bagian satuan-satuannya secara keseluruhan. Seperti kita ketahui

264 Thid. h. 143.
265 Thid. h. 145.
266 Thid.

267 Thid. h. 146.
268 Thid. h. 137.
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bahwa penyandaran lafaz ‘aam itu sama kepada setiap bagian-bagiannya
maka mengeluarkan sebagiannya dengan dikhususkan tidak berarti
menelantarkan dalalah lafaz atas bagian yang tersisa.26?

Al-Ghazali, al-Amidi, dan ibn al-Hajib bahwa telah berlaku Al-Ijma’
atas larangan menggunakan yang umum sebelum mencari yang
mengkhususkannya. Dalam hal ini terdapat perbedaan dalam kadar
pencarian. Sebagian besar ulama berpendapat cukup dengan ghanny (dugaan
kuat) akan ketiadaan pengkhususnya. Al-Qadhi Abu Bakar al-Bagqilani
berpendapat lain yaitu harus dengan pasti. Pendapat ini diklaim sebagai
pendapat yang lemah karena mencapai pasti itu tidak mungkin dilakukan
sedang persyaratannya luas pada tidak boleh menggunakan seluruh yang
umum.?70

Mayoritas ulama berpendapat bahwa dalalah  teks yang khusus
(Khas) adalah bersifat pasti. Namun mereka berselisih soal petunjuk teks
umum (‘aam), sebelum dikhususkan. Adapun ulama dari Mazhab Syafi'i,
Maliki, Hambali dan beberapa ulama dari Mazhab Hanafi seperti Abu
Manshur al-Maturidi, berpendapat bahwa petunjuknya adalah ghanny (tidak
pasti). Sedangkan mayoritas fugaha dari Mazhab Hanafi, seperti Abul Hasan
al-Karkhi dan Abu Bakar al-Jashash, berpendapat bahwa petunjuknya
adalah pasti, karena sebuah lafaz adalah dipergunakan untuk makna tertentu,
kecuali ada bukti yang menentangnya. Begitu juga lafaz ‘zam, jika tidak ada
dalil yang dapat diterima untuk dikhususkan, maka petunjuknya pasti.
Sebagai contoh atas perbedaan pendapat di atas adalah: Pertama, Imam
Hanafi tidak mensyaratkan bacaan al-Fathihah dalam shalat dengan dalil
lafaz umum dalam Al-Qur’an: "Karena itu Bacalah apa yang mudah
(bagimu) dari Al-Qur’an" (QS. Al-Muzzammil [73]: 20). dan Sunnah ketika
Rasulullah SAW. mengajarkan shalat kepada seorang arab, ketika beliau
Rasulullah SAW. berkata kepadanya: " Bacalah apa yang mudah (bagimu)
dati Al-Qur’an", ketika bertentangan dengan dua Sunnah yang mensyaratkan
al-fatihah dalam shalat. Kedua, Imam Hanafi tidak mensyaratkan nishab
bagi zakat biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, berlandaskan aam-nya
Sunnah:"Setiap yang disirami oleh langit (hujan) adalah sepuluh (persen
zakatnya), dan yang disirami dengan penyiraman (buatan), maka (zakatnya)
lima (petsen)". Dengan demikian, Imam Hanafi tidak menerima khas-nya
Sunnah yang mensyaratkan nishab lima ausuq. Begitu pula dalam kasus

269 Thid.
270 Thid,
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berwudhu, Hanafiyah tidak mewajibkan tertib dalam berwudhu, karena
dalam surah Al-Maidah ayat 6 sudah cukup jelas dan tegas tidak
memerintahkan tertibnya berwudhu. Sedangkan Jumhur Ulama mewajibkan
tertib dalam berwudhu berdasar Sunnah: “Allah tidak menerima sholat
seseorang schingga ia bersuci sesual tempatnya (tertib pelaksanaannya),
maka hendaklah ia membasuh wajahnya kemudian dua tangannya”. Sunnah
ini menunjukkan keharusan tertib dalam berwudhu, sementara menurut
Hanafiyah, tertib itu hanya sunat mu’akadah saja.

Alasannya adalah bahwa ayat tersebut gazh’, baik dati segi wurud
(turun) maupun petunjuknya, sedangkan Sunnah Nabi itu hanya ghanny
wurnd-nya, sekalipun gath’zy petunjuknya. 271

Selain kepastian dalil-dalil yang bersifat umum (‘zaz) di atas yang
menyebabkan Imam Hanafi menjadikan landasan bagi hukumnya, dalam
ushul figh mazhab Hanafi juga dikenal terminologi: "Tambahan terhadap teks
adalah penghapusan (a/-Ziyadah al -Nashi Nashkbun)". Oleh karena itu, dalil-
dalil yang bersifat khusus yang disebutkan di atas tidak bisa men-nashkh
dalil-dalil umum yang digunakan Imam Hanafi, karena dari segi validitas
(kekuatan periwayatan) dalil-dalil umum tersebut lebih kuat daripada yang
khusus. Sebab, dalam #shu/ figh mazhab Hanafi, yang lemah tidak dapat me-
nashkh yang kuat.

Adapun dalam terminologi para ahli figh selain dari mazhab Hanafi
tentang  tambahan  adalah:"  Tambahan  terhadap teks adalah
mengkhususkannya (a/-Ziyadah al Nashi Takhshish)", maka sah-sah saja jika
mereka menggunakan dalil-dalil yang bersifat khusus tersebut untuk men-
takhshish dalil-dalil yang aam, walau validitas yang khusus lebih lemah
dibanding yang umum

Jumhur Ulama, berpendapat bahwa lafaz ‘aam itu ghanny dalalahnya
atas semua satuan-satuan di dalamnya. Demikian pula, lafaz ‘zam setelah di-
takhshish, sisa satuan-satuannya juga ghanny dalalahnya, sehingga terkenallah
di kalangan mereka suatu kaidah #shuliyah yang berbunyi

(eiad V) e G
Tidak ada dalil yang umum kecuali harus dicarikan takbsishnya.

Oleh karena itu, ketika lafaz ‘@am ditemukan, hendaklah berusaha
dicarikan pen-fakbshish-nya.22 Sedangkan ulama Syafi'iyah membolehkan,

2711 Abd al-Wahhab Khallaf, gp.ciz. h. 183.
272 Abd.al-Wahhab Khallaf, gp.czz. h. 183.
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alasannya bahwa ayat itu dapat di-Zzkbshish dengan Sunnah tersebut. Karena
dalalah kedua dalil itu sama-sama ghanny. Lafaz ‘aam pada ayat itu ghanny
dalalahnya, sedang Sunnah itu ghanny pula wurnd-nya dari Nabi Muhammad
SAW.273 Seperti firman Allah SWT pada surah al-Imran ayat 97:

e b 0SB S5 T BTHES ey e RS B BT 4

ProA

Eelall 2 32 A 05 555 g St o) it

Manusia dalam pengertian zash ini adalah ‘@am, yang dimaksud
dengan itu khusus orang-orang mukallaf, anak kecil dan orang gila tidak
termasuk karena tidak memiliki pemahaman/kecakapan yang sempurna.

Mayoritas ulama berpendapat boleh men-takhshish Al-Qur’an
dengan Al-Qur’an, sedang sebagian golongan Zhahiriah berpendapat
sebaliknya. Mereka berpegang pada pengertian bahwasanya zakbshish itu
adalah menjelaskan maksud dari lafaz, dan hal ini tidak terjadi kecuali hanya
dengan Al-Sunnah. Alasannya adalah firman Allah pada surah al-Nahl ayat
44:

A Jple AU (o
Pendapat ini dikritik dengan keadaan Rasullah SAW. itu sebagai
mubayyin bukan berarti tidak ada penjelasan Al-Quran dengan Al-Qur’an
dan hal ini memang secara empiris terjadi, bukti empiris dapat dijadikan

argumen kebolehan. Seperti firman Allah SWT pada surah al-Baqarah ayat
228:

PR 1%

sab 836 F el et Salladl

Wanita-wanita yang ditalak handaklah menaban diri (menunggn) tiga kali
quri’.

Ayat ini menunjukkan keumuman terhadap perempuan-perempuan
yang hamil dan yang lainnya, kemudian pada ayat lain ada kekhususan bagi
perempuan-perempuan hamil, yaitu firman Allah seperti surah al-Thalaq

ayat 4:

PR

sirag § (M AT Galad 51 0 i G el 60 0 o

3o oo S b Fa e sl Leca o gt T 12K A LA
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273 Jbid.
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Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddabh mereka itn ialab sampai
mereka melahirkan kandungannya.

Dan juga kekhususan bagi perempuan yang ditalak sebelum
mengadakan hubungan seksual pada firman Allah surah al-Ahzab ayat 49:

WS 5425 of 5 o 24,280 F gt 1858005 17 0 i
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Hai  orang-orang yang beriman, apabila  fkamn  menikahi  perempuan-
perempuan  yang  beriman, femudian kamu  ceraikan mereka  sebelum  kann
mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu
minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu
dengan cara yang sebaik- baiknya.

Demikian juga telah di-zagbshish keumuman Surah al-Baqarah ayat
234:

P

56 heg 241 il Zeudil 288 il 03y 1K 05858 2305
[ TR L T 2705 T s 2 s 5 s a1 7T
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Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-
isteri (hendaklab para isteri itu) menanggubkan dirinya (ber'iddab) empat bulan sepulub

hari.

dengan surah al-Thalaq ayat 4:
SEalR s O st Y g 2
Dan perempuan-perempuan yang bamil, waktu iddalh mereka itu ialab sampai
mereka melahirkan kandungannya.

Pendapat ini dikritik dengan dalil yang bertentangan dengan
pendapat mereka yaitu firman Allah surah al-Nahl ayat 89:
et o by i3 e g
Dan Kami turunkan kepadamn Al Kitab (Al Quran) untuk
menjelaskan segala sesuat.

Seperti halnya boleh men-zagbshish Al Quran dengan Al-Qur’an,
demikian juga boleh men-zagbshish Al-Sunnah Mutawatir dengan Al-Qur’an
menurut pendapat mayoritas ulama. Dan boleh secara Al-Ijma’ men-
takhshish keumuman Al-Quran dengan Al-Sunnah Mutawatir, dan men-
takhshish Al-Sunnah Mutawatir dengan Al-Sunnah Mutawatir. Adapun
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takhshish Al-Quran dengan Sunnah Ahad terdapat perbedaan pendapat.
Jumhur ulama membolehkannya secara muthlaq sedangkan sebagian
golongan Hanabilah menolaknya secara muthlag. Isa ibn Aban
membolehkannya apabila keumuman tersebut telah di-fa&hshish sebelumnya
dengan dalil pasti secara langsung (muttashil) maupun tidak langsung
(munfasil). Ada juga yang berpendapat boleh men-zakbshish yang umum
dengan Sunnah Ahad apabila telah ada fakbshish dan mukbasish-nya adalah
pasti tanpa mengaitkannya dengan langsung atau tidak langsung. Al-Karakhi
berpendapat boleh apabila keumuman itu telah di-zakhshish sebelumnya
dengan dalil gath’i ataupun ghanny secara tidak langsung (munfashil), jika di-
takhshish dengan dalil secara langsung (wuttashil) atau tidak di-fakbshish
sebelumnya maka tidak boleh. Adapun al-Qadhi Abu Bakar berpendapat
tawagquf (quo vadis)

Al-Syaukani lebih cenderung kepada pendapat mayoritas ulama yang
membolehkan zagbshish Al-Qur'an dengan Sunnah Ahad. Contoh fakhshish
ini adalah pada fakhshish surah al-Nisa ayat 11:

Y Be e S 1 2Ky
Allab mensyari'atkan bagimn tentang (pembagian pusaka untuk) anak-

anakmin.
dengan sabda Rasulullah SAW.:

2743),%’31 9\;3331\ 350~ ‘il

Balwasanya para Nabi tidak meninggalfean warisan.

dan di-fakhshish dengan pewarisan hanya dengan sesama kaum
muslim pada sabda Nabi:

25 o) S G Yy S aled g Y

Orang muslim itu tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang kafir, dan
orang kafir tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang muslin.

Adapun pen-fakbshish-an dengan tradisi (adat) maka harus
diperhatikan dalam tradisinya (adat). Apabila tradisi tersebut populer pada
zaman kenabian SAW. dengan diketahui bahwa lafaz tersebut apabila
dipergunakan maksudnya adalah tradisi tersebut bukan yang lain maka ia
dapat menjadi mukbashshish, karena Nabi SAW. hanya mengkhitab manusia
dengan yang mereka pahami dan mereka hanya paham dengan yang berlaku

214al-Thabrani, Mujam al-Awsath, juz 5 Qahirah, Dar al-Haramain, 1415 H. h. 26.
275 Al-Baihaqj, gp.cit. juz 6, h. 217.
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dalam interaksi diantara mereka. Apabila bukan tradisi yang dimaksud di atas
maka tidak dapat dijadikan mukhashshish.27¢ Takhshish dapat pula dengan
indera/perasaan (al-hiss)) yaitu seperti men-fakhshish segala sesuatu dalam
tirman Allah SWT surah al-Ahqaf ayat 25:

sl o i e ) o Vi g L o 8 s

Artinya: Yang menghancurkan segala sesuatn dengan perintah Tubannya,
maka jadilah mereka tidak ada yang kelihatan lagi kecuali (bekas-bekas) tempat
tinggal mereka. Demikianlah Kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa.

3. Bayan Dengan Memahami Lafaz Muthlaq Dan Muqayyad ( s Glasll
all)
Para ulama memberikan pengertian lafaz muthlag yaitu:

27705 3 2l e JId) sllall

al-Muthlaq adalab lafaz yang menunjukkan kepada arti yang sebenarnya
dengan tanpa dibatasi oleh sesuatu yang lain.
Adapun mugayyad, para ulama memberikan pengertian, yaitu:

MBlassd o iy 2l Lo s Lo sl

Al-Mugayyad adalab suatn lafaz yang menunjukkan kepada arti yang
sebenarnya dengan dibatasi oleh sesuatu yang lain.

Taqyid al-Muthlag berarti membatasi ketentuan teks yang bersifat
muthlag dengan teks lain yang muqayad dan keduanya memiliki kesamaan
sifat. Jika terdapat sebuah teks yang muthlaq atau kosong dari suatu gayd
( batasan ) tertentu sementara ada teks lain yang memiliki persamaan sifat,
baik segi hukum maupun sebab atau faktornya, maka kedua teks tersebut
dapat dipersambungkan antar satu sama lain. Ketentuan pada #ash yang
muthlaq tersebut berarti harus diberlakukan sesuai dengan ketentuan pada
nash yang muqayyad tersebut. Sebab teks-teks suci Al-Qur’an dan al-
Sunnah, satu sama lain saling berkaitan, dengan gaya bahasa apapun teks-
teks tersebut terungkap. Termasuk susunan kata Muthlaq dan Muqayyad.

276 Al-Syaukani, gp.cit. h. 161.

21"Hasan al-Ath-thar, Khasyiyah al-Aththar ‘ala Jam'il Jawami’, juz 1,Beirut, Dar al-
Kutub al-Ilmiah, 1999, h. 368

278 al-Syaukani, Op.cit. juz 2, h. 6
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Lafaz muthiag diartikan sebagai suatu jenis lafaz menunjukkan
makna global yang kosong dari batasan (gayyid) tertentu. Adapun lafaz
muqayyad adalah sebuah teks yang menunjukkan pada pengertian tertentu
sesuai dengan batasan yang ada pada teks tersebut. Jangkauan makna pada
kata Muqayyad hanya tertentu kepada obyek sesuai batasan yang disebutkan
di dalamnya.

Pada prinsipnya lafaz muthlag harus tetap dalam ke-muthlag-annya,
dan lafaz muqayyad juga harus tetap dalam ke-mugayyad-annya. Tetapi apabila
ada lafaz muthlag dan ditemukan nash yang meng-gayid-nya (membatasinya),
maka zash itu dapat mengalihkan ke-muthlag-annya dan ia berfungsi sebagai
penjelas maksudnya.2”

Hukum Lafaz Muthlag dan Mugayyad pada prinsipnya para ulama
sepakat baik hukum lafaz muthlag maupun hukum lafaz mugayyad itu wajib
diamalkan ke-muthlag-annya maupun ke-mugoyyad-annya. Namun apabila
melihat kepada adanya hubungan hukum dan sebab dari bentuk-bentuk lafaz
tersebut, ada yang disepakati dan ada yang diperselisihkan. Kalangan
Ushuliyin memberikan penjelasan secara detail mengenai komparasi antara
lafaz muthlaq dan muqayyad yang kedua bentuk lafaz tersebut memiliki
kesamaan karakter atau sifat. Bentuk pertautan kedua bentuk lafaz tersebut
terthimpun dalam klasifikasi berikut:

a. Hukum dan sebabnya pada lafaz muthlaq dan mugayyad adalah sama,
seperti zash tentang ketentuan “darah”seperti terlihat pada ayat
berikut: Surah al-Maidah ayat 3 (lafaz mubthlag),

A 400y 1 e 2

z

sedangkan surah al-An’am ayat 145 (lafaz muqgayyad),
i 0,50 MY s el o R dl) ol oo AT Y
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Ayat pertama dam ( darah ) disebutkan tanpa qayd sama

sekali, sehingga kesannya hukum keharaman darah mencakup segala

macam darah, bagaimnapun statusnya. Sementara dalam ayat kedua,

darah yang diharamkan hanya bagi yang masfuh (mengalir). Dan
sebab keharamannya pun jelas sama yaitu madharrah.

279 Ihid, h. 164.
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Dalam hal ini ulama sepakat bahwa ketentuan pada kedua
ayat tersebut digabung menjadi satu. Sehingga ketetapan hukum
yang didapat adalah “keharaman darah yang masfuh (mengalir)”
sedangkan darah yang tidak masfuh bisa ditolerir.

b. Hukum dan sebab dari kedua nash tersebut sama sekali berbeda. Ini
bisa dicontohkan pada masalah “tangan”. Dalam sebuah ayat
djjelaskan mengenai hukuman potong tangan pencuri: Misalnya
surah al-Maidah ayat 38 (lafaz muthlaq):

Ledzol 15430 25,1205 525

hukum potong tangan dengan sebab pencurian. Sedangkan
al-Maidah ayat 6 (lafaz muqayyad)
Ketentuan tangan dalam ayat itu tidak dibatasi pada bagian tertentu,
tidak ada ketentuan sampai siku-siku atau pergelangan.

Sedangkan pada ayat lain adalah mengenai ketentuan
, seperti dalam Surah al-Maidah

2

“membasuh tangan dalam wudhu

ayat 6 (lafaz mugayyad):

g
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Dalam ayat tersebut basuhan tangan harus sampai pada
batasan marafiq (siku-siku). Jadi ayat pertama ( hukuman bagi
pencuri) bersifat muthlaq, yakni batas ukuran tangan tidak
dijelaskan. Sedangkan pada ayat kedua, ukuran tangan dibatasi
hingga siku-siku. Obyek hukum dari kedua ayat tersebut secara
nyata berbeda, sebab yang pertama mengenai “hukum potong
tangan bagi pencuri” sedangkan yang kedua adalah ketentuan

2

“membasuh tangan dalam wudlu™. Pun sebab dari hukum masing
berbeda, yakni dalam ayat pertama faktornya adalah pencurian yang
menyebabkan hukuman potong tangan, sedangkan yang kedua
adalah karena hadats yang mewajibkan wudhu’ ketika hendak
melaksanakan shalat.

Ulama sepakat untuk tidak menggabungkan kedua ayat
tersebut. Masing-masing berlaku sesuai dengan karakternya. Maka
hukum yang muncul adalah ukuran tangan pencuri yang harus

dipotong tetap dibiatkan menurut kemuthlaqannya, sedangkan
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ukuran membasuh tangan dalam wudlu’ tetap sesuai dengan batasan
dalam ayatnya sendiri yaitu sampai siku-siku.

Obyek hukum berbeda namun sebabnya sama. Dapat kita
contohkan mengenai hukum membasuh tangan dalam masalah
wudlu” dan mengusapnya dalam tayammum. Seperti dalam surah al-
Nisa ayat 43 (lafaz Muthlaq):

3ty 15084, Totecal U Tano 108
sebabnya menghilangkan hadas kecil, tetapi hukum

tayammum yaitu menyapu tangan.

Sedangkan surah al-Maidah ayat 6 (lafaz wugayyad):
Iy ity Kautg 126 siza ) 22l 5 W4T ol

ashall

.

Pada ayat pertama, tangan yang harus dibasuh dalam
wudhu’ dibatasi sampai siku-siku. Sedangkan dalam ayat kedua,
mengusap tangan saat tayammum tidak dibatasi sampai ukuran
tertentu.

Dalam  masalah ini  ulama juga sepakat tidak
menggabungkan kedua ayat tersebut. Sehingga menurut konsep ini
kemuthlagan tangan dalam anggota tayammum tetap diberlakukan
dan tidak dapat digabung dengan ketentuan pada wudhu sehingga
juga harus sampai pada batas siku-siku. Ketentuan mengusap tangan
dalam tayammum dibiarkan sesuai kemuthlaqannya, artinya boleh
mengusapnya walau tidak sampai batas siku-siku. Adanya pendapat
yang mewajibkan mengusap (mash) tangan dalam tayammum bukan
karena berpedoman pada konsep ini, namun melalui pemahaman
lain yaitu adanya dalil lain yang mewajibkan mengusap tangan
sampai siku-siku. Oleh karena itu meyapu tangan sampai siku pada
kaifiyat tayammum diterangkan oleh Hadis Nabi SAW.

0t 0y pid) g sl 5 1

Bertayammum menyapukan debu ke wajah dan kedna tangan

)

sampai kedna sifn.
Obyek hukum sama, sementara hukum tersebut dilatarbelakangi
oleh sebab yang berbeda. Sebagai contoh adalah tentang hukum

280 Al-Baihagi, Op.cit. juz 1, h. 207
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pembunuhan tak disengaja (khatha’) dan kasus hukum dhihar.
Keduanya sama-sama dituntut untuk memerdekakan budak: budak
mukmin (bagi kasus pembunuhan) dan budak apapun (dalam kasus
dhihar). Misalnya surah al-Mujadalah ayat 3 (lafaz muthlaq):

OF [ 2 55 5558 100 W 09390 & 4 gfles Be Ogpallad (5

Hukumnya tentang memerdekakan hamba sahaya dengan
sebab zhibar terhadap isteri.
Sedangkan al-Nisa ayat 93 (lafaz mugayyad):

sy Ut Tl 8 a5 T ) Tt gty O ) 5055

Ragabah (budak) yang harus dijadikan tebusan dalam
kaffarat (denda) dzihar bersifat muthlaq tanpa ketentuan muslim.
Sedangkan dalam kaffarat pembunuhan, seperti pada ayat kedua,
dipersyaratkan (diberi qayyid) yang mukmin. Hukum dari kedua ayat
di atas sama berupa memerdekakan budak. Namun penyebab
terjadinya hukum masing-masing berbeda. Pada ayat pertama sebab
suami hendak kembali lagi pada istri yang telah disumpah ila’. Dan
dalam ayat kedua karena telah terjadi pembunuhan secara keliru.

Diberlakukannya komparasi atau taqyid al-muthlaq dalam
masalah ini juga menjadi perselisihan ulama. Hanafian berpendapat
bahwa kedua ayat tersebut tidak bisa digabung. Sehingga syarat
beragama Islam bagi budak hanya dalam kasus pembunuhan, tidak
dalam dhihar. Adapun menurut Jumhur kedua ayat itu dapat
disatukan schingga hukumnya adalah dipersyaratkannya status
mukminah pada budak yang harus dimerdekakan tersebut.

5. Bayan Dengan Memahami Lafaz Manthuq Dan Mathum
Para ulama memberikan pengertian tentang lafaz manthug ialah :

281 ST WS 055 o o) 2 3 Ladll) e Js Lo 3ol

Sesuatu yang ditunjukkean oleh lafaz yang dincapkan yaitn menjadi
hukum bagi keadaan yang disebutkan.

281 Al-Syaukani, Op.cit, h. 178.

136 | Metode Penggalian Hukum Islam



Sedangkan lafaz mafhum para ulama memberikan pengertian ialah :
282 Sl ) WS 068 (of gl 2 3 Y Ladll) ale U5 Lo psgall
Sesuatu yang ditunjukkan oleh lafag yang tidak dincapkan yaitn
terbadap hukum bagi keadaan yang tidak disebutkan.

Lafaz manthug terbagi kepada dua macam yaitu yang tidak ada
kemungkinan fz’wi/ disebut nash dan yang ada kemungkinan fz’wi/ disebut
dzabir. Dan juga manthug dapat dibagi kepada dua macam yang lain yaitu
sharib; apabila yang ditunjukkan oleh lafaz itu sesuai baik secara penuh atau
berupa bagiannya, dan ghair sharib; apabila yang ditunjukkan oleh lafaz itu
adalah konsekuensinya. Manthug ghair sharib ini terbagi kepada dilalah al-
iqtidha, ima, dan isyarat.2s3

Secara umum, ushuliyyin Mutakallimin membagi petunjuk lafaz
kepada manthug dan mafbum. Manthng merupakan petunjuk lafaz yang
diketahui dari objek penuturan. Artinya, petunjuk hukum yang disebutkan
lafaz dan sebagai keadaan yang sebenarnya. Mutakallimin sependapat bahwa
manthug terdiri dari manthug sarib dan ghair sarib. Manthuq sharih adalah
petunjuk lafaz dari segi kesesuaian (mutabaqah) dan cakupan (tadammum).
Misalnya: Firman Allah SWT tentang riba. Tunjukan manthug sarib nash
tersebut adalah kehalalan jual beli dan keharaman riba. Adapun manthug ghair
sarih adalah petunjuk yang mengandung kemestian (iltizam), bukan
kesesuaian dan cakupan. Seperti Firman Allah tentang nisbah anak (Q.S. al-
Baqarah (2) ayat 232). Manthug ghair sharib ayat tersebut adalah bahwa anak
dinisabkan kepada ayah dan ibunya dan natkah anak adalah tanggung jawab
ayahnya, bukan ibu.

Manthug ghair sharih dapat diklasifikasikan menjadi tiga pembagian:
pettama, dilalah igtida"; petunjuk yang mengabstraksikan bahwa maksud si
pembicara tergantung pada makna di lvar lafaz. Kedua, dilalah al-‘ima’;
prtunjuk yang beriringan dengan ketetapan, dan jika tidak beriringan karena
suatu ‘llat, niscaya akan jauh pada makna yang dikandungnya. misalnya
Firman Allah SWT tentang hukuman bagi pencuri (Q.S.al-Ma'idah (5) ayat
38). Melalui pendekatan ptunjuk alima’ dapat diketahui bahwa perintah
potong tangan terkait dengan sifat pencurian, jika sifat tersebut bukan sifat
sebagai ‘illat hukum yang terkait dengan perintah potong tangan, maka
niscaya tidak akan ada kebersamaan makna. Ketiga, dilalah isyarah; petunjuk

282 Ihid, h. 178.
283 Ihid, h, 178.
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yang bukan merupakan maksud pembicaraan. Dilalah ketiga ini sama persis
dengan isyarah an-nash dalam teori Hanafiyah

Adapun Mafhum menurut mutakallimin adalah petunjuk lafaz yang
bukan merupakan objek penuturan. Maksudnya bahwa ketetapan tersebut
merupakan ketetapan terhadap petunjuk makna yang tidak disebutkan.
Jumhur Mutakallimin sepakat bahwa, mafbum dapat dibedakan pada dua
pembagian: Mafhum Muwafagah. Disebut mafbum muwafagah bila petunjuk
lafaz manthng suatu ungkapan sesuai dengan yang tidak disebutkan. Petunjuk
tersebut diperoleh tanpa memerlukan ijtihad. Petunjuk lafaz tersebut disebut
mafbum muwafagah karena yang tidak disebutkan sama hukumnya dengan
yang disebutkan.

Jumhur ulama juga sepakat bahwa mafbum muwafagah dapat
dibedakan menjadi: Fabw al-Khitab; jika petunjuk mafbum tersebut lebih
utama (lebih tinggi tingkatannya). Misalnya Firman Allah SWT tentang
larangan takfif. Kandungan manthng ayat tersebut adalah larangan zakfif
dengan alasan bahwa perbuatan tersebut menyakiti orang tua (a/-iza’). Hal
petunjuk fabw al-khitab yang diperoleh adalah larangan memukul, memaki,
memarahi orang tua.. Adapun /abn al-khitab adalah jika petunjuk mafbum
tersebut memiliki tingkatan yang sama. Misalnya firman Allah SWT tentang
keharaman memakan harta anak yatim. Makna manthuq ayat tersebut adalah
keharaman memakan harta anak yatim dengan zalim.Petunjuk lafaz lahn al-
khitab-nya adalah bahwa membakar atau menyia-nyiakan harta anak yatim
juga haram. Penyamaan tersebut karena memakan dan membakar harta anak
yatim bersifat memusnahkan atau menghabisi harta tersebut.

Dilalah al-igtidha adalah apabila kebenaran dan ketepatan maksud
pembicaraan itu bergantung pada akal atau syara’. Dilalah ‘ima adalah
bertemunya lafaz dengan hukum, jikalau tidak untuk menjelaskan sebab
niscaya jauh. Dilalah isyarat yaitu bukan maksud asli dari si pembicara.284

Adapun mafhum, terbagi kepada dua yaitu; mafbum mmwafagah dan
mafbum mukhalafah. Mafbum muwafagah yaitu yang tidak disebutkan sesuai
dengan yang diucapkan. Apabila hukum yang tidak disebutkan lebih utama
dari yang disebutkan maka dinamakan fabwa al-khitab dan apabila sama kuat
dinamakan Jabn al-khitab.2%5

Yang dimaksud dengan mafbum mukhalafah adalah yang tidak
sebutkan (didiamkan/dipalingkan) kebalikan dari yang disebutkan dalam

284 Thid, h, 178.
285 Thid. h, 178.
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penetapan hukum atau peniadaannya. Mafhum ini disebut dengan dalil a/

khitab karena dalilnya dari jenis &hitab, atau karena al-khitab menunjukkan

terthadapnya. Seluruh jenis mafhum mukbalafah ita menurut mayoritas ulama

dapat dijadikan hujjah kecuali mwafbum al-lagh. Berbeda dengan kalangan

Hanafiyah yang tidak menerima semua jenis mafhum mukbalafah sebagai
hujjah.286

@
@

©)

S

®)

Ada beberapa syarat dalam menggunakan wafhum mukbalafah, yaita:
Tidak boleh bertentangan dengan yang lebih kuat darinya baik dari
manthuq atau mafhum muwafagab.

Yang disebutkan itu bukan untuk maksud anugerah, seperti dalam
firman Allah — Lok Ll 4 158H — jnj bukan berarti pelarangan
memakan yang tidak segar.

Yang disebutkan (manthuq) bukan berkaitan dengan jawab dari
pertanyaan yang berhubungan dengan hukum yang spesifik dan
bukan pula dari kejadian yang spesifik dengan yang disebutkan,
seperti dalam firman Allah pada surah al-Imran ayat 130:

Aaetaz Bl L Bk Y

Yang disebutkan bukan dimaksudkan sebagai
tafkhim(memuliakan/membesarkan /mengagungkan) dan
mempertegas keadaan (t’kid al-hal), seperti sabda Rasul — da2¥
Cuaall i G JAY) asall s il (a5 81 06Y — taqyid dengan iman di sini
tidak dapat digunakan mafhum mukhalafah-nya karena penyebutan
ini hanya untuk membesarkan permasalahan.

Harus disebutkan terpisah/berdiri sendiri, jika disebutkan mengikuti
sesuatu yang lain maka tidak dapat digunakan mathum mukhalafah.
Seperti firman Allah SWT. pada surah al-Baqarah ayat 187:

tirman Allah fi/ masajid itu tidak ada mafbum-nya karena orang

yang beri’tikaf itu dilarang berhubungan seksual secara muthlaq.

Harus tidak nampak dari syag-nya maksud ta’mim, jika nampak maka

tidak ada mafhum mukhalafab.

Seperti firman Allah SWT pada surah al-Baqarah ayat 284:
28 s S e P

286 Ibid, h. 179
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(6) Harus tidak kembali kepada asalnya yaitu manthuq dengan

pembatalan

(7) Bukan menjelaskan sesuatu yang berlaku kebiasaan, seperti firman
Allah SWT. pada surah al-Nisa ayat 23:

WS 3 SW S

kebiasaan anak tiri itu berada di bawah asuhan ayah tirinya

jadi tidak dapat dipergunakan mafhum mukhalafah. 287

Para ulama Hanafiyah berpendapat bahwa nash yang menunjuk

hukum suatu peristiwa apabila dikaitkan dengan suatu sifat, digantungkan

dengan syarat atau dibatasi dengan suatu bilangan atau perkiraan tertentu,

maka ia hanya dapat dibuat hujjah untuk menetapkan hukum bagi peristiwa

itu saja. Peristiwa-peristiwa yang dikaitkan dengan sifat, digantungkan

dengan syarat, dibatasi dengan bilangan tertentu tidak dapat ditetapkan

berdasarkan mafhum mukbalafah yang sudah ada nash-nya. Oleh karena itu

hendaklah dicarikan hukumnya dari dalil-dalil yang lain yang berpangkal
kepada dalil pokok.288
Ada beberapa alasan ulama Hanafiyah tidak menjadikan mafhum

mukhalafah sebagai jalan istinbath hukum Islam:

1.

Sesungguhnya banyak nash syara’ yang apabila diambil wafhum
mukhalafah akan rusak pengertiannya, antara lain seperti ayat
mengatakan bahwa berbuat zalim diharamkan hanya pada empat
bulan tersebut saja, sedangkan diluar itu tidak haram. Padahal
berbuat zalim itu diharamkan pada tiap saat.

Sifat- sifat yang terdapat pada nash syara’, dalam banyak hal
bukan untuk pembatasan hukum, melainkan untuk fargib dan
tarhib. Misalnya ayat yang mengatakan Sifat anak tiri, adalah anak
tiri yang ada dalam pemeliharaan. Apabila diambil mafbum
mukhalafah-nya, hal itu berarti mengawini anak tiri yang diluar
pemeliharaan adalah halal. Padahal syara’ tetap mengharamkan
Seandainya mafbum mukhalafah-nya itu dapat dijadikan hujjah
syark maka suatu nash yang telah menyebut suatu sifat tidak perlu
lagi disebut zash yang menerangkan hukum kebalikan hukum

287 1bid, h. 179-180.
288 Fathurrahman, Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Figh Islam, (Bandung, al-Ma'arif,
t.th.) h. 322-323).
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dari sifat tersebut. Pada kenyataannya penyebutan seperti itu
banyak ditemukan

Menurut jumhur ulama, wafhum mukbalafah dapat dijadikan sebagai
hujjah. Alasannya antara lain :

1) Berdasarkan logika, setiap syarat atau sifat tidak mungkin
dicantumkan tanpa tujuan dan sebab. Sebabnya itu tidak lain adalah
untuk gayyid (pembatasan) hukum selama tidak ada dalil-dalil yang
menunjukkan dicantumkannya suatu sifat itu untuk zargib, tarbib, dan
tanfir.

2) Sikap Rasulullah yang tidak menyalahkan Umar Ibnu Khathab
dalam memahami mafbum mukbalafah dari ayat 101 An-Nisa’
Namun, Rasulullah menjelaskan bahwa qashar shalat dalam
perjalanan diperbolehkan sekalipun dalam keadaan aman.

Dengan sayarat

a. Mafbum mukhalafah-nya itu tida dengan dalil yang lebih kuat,
seperti Manthuq atau mafhum muwafagah.

b. Qayid atau pembatasan yang terdapat pada suatu zash tidak
berfungsi yang lain.

c. Tidak ada dalil khusus yang membatalkan wafbum mukbalafah
itu, seperti ayat:

Laki-laki tidak wajib di-gishas apabila ia membunuh wanita,
dibatalkan dengan ayat 45 surat Al-Ma’idah, dan Sunnah.28?

Apabila gayid dalam hukum manthug betlaka pada mafhum mukhalafab
maka mafhum mukbalafah ini bisa terdiri atas bermacam-macam gayid. Al-
Amidi menghitung jumlah mafbum itu sebanyak sepuluh macam, yaitu:
mafbum sifat, mafhum ‘illat, mafhum syarat, mafhum a’dad, mafbum gayah, mafbum
basr, mafbum  bal, mafbum  zaman, dan mafbum makna. Syaukani juga
menyebutkan mafhum mukhalafab seperti itu, namun ia memasukkan ketiga
mafbum yang disebut terakhir pada mafbum sifat?° Sebagai contoh, jika
jumhur wshuliyyin mengharamkan perkawinan dengan budak dari agama ab/
al-kitab dengan mafhum mukhalafah surah an-Nisa ayat 25 "... mengawini
wanita merdeka lagi beriman...", maka Imam Hanafi membolehkannya,
karena tidak menggunakan mafbum mukhalafah. Begitu juga ketika Imam
Hanafi tidak mewajibkan sifat saimah (ternak) bagi zakat kambing, karena

289 Abu Zahrah, gp.cit, h. 152.
290 Al-Syaukani, gp.cit. h . 181-183.
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tidak menetima wafbum mukbalafah dari Sunnah: "Bagi hewan ternak
kambing terdapat zakat(nya).

Ushuliyyin Hanafiyah sepakat bahwa petunjuk lafaz ada yang dapat
dipahami langsung secara tekstual dan ada yang tidak. Yang dapat dipahami
langsung, ada yang mengandung makna eksplisit dan ada yang implisit.
Tunjukan eksplisit tersebut umumnya disebut 2barah an-nash, Sementara
tunjukan yang inplisit disebut isyarah an-nash. Adapun tunjukan lafaz yang
tidak dapat dipahami secara tekstual, ada kalanya dapat dipahami melalui
kaidah bahasa dan ada yang melalui pendekatan syarz’ atau logika. Yang
pertama disebut dilalah an-nash, dan kedua disebut igtida’ an-nash.

Pembagian dengan; ibarah al-nash, isyarah al-nash, dilalah al-
nash, dan igtida’ al-nash  merupakan pembagian petunjuk lafaz dalam
memahami makna 7ash menurut Hanafiyah. Untuk lebih lanjut, dirasa perlu
mendeskripsikan substansi masing-masing petunjuk lafaz tersebut, guna
pemahaman lebih mendalam dan persamaan persepsi.

a)  'lbarah al-Nash adalah ungkapan yang dapat dipahami langsung,
diketahui sebelum menggunakan pengamatan atau pemikiran,
dan ghabir nash telah mendeskripsikannya.?! Menurut Abu
Zahrah, "tbarah al-nash tidak hanya dapat dipahami melalui lafaz
ghabir semata, melainkan juga dapat dipahami melalui /afag nash,
lafag, lafaz mufassar maupun mubkam.?*> Menurut al-Khinn, suatu
ungkapan disebut 7barah  al-nash, bila ungkapan tersebut
mengandung makna langsung atau makna tidak langsung.293
Berdasarkan pendekatan  defenitif tersebut, suatu = #ash
mengandung petunjuk 7barah apabila memenuhi beberapa unsur,
di antaranya: terdiri dari lafaz ghabir, nash, mufassar atau mubkam,
dapat dipahami tanpa melalui proses pengamatan (gab/ at-
taaammul); dan memiliki makna eksplisit, baik langsung atau
tidak. Misalnya Firman Allah SWT tentang kebolehan berumah
tangga seperti yang terkandung dalam Q.S. al-Nisa' (4) ayat 3.
Petunjuk Ibarah al-Nash yang diperoleh berdasarkan ungkapan
tersebut adalah: Kebolehan berumah tangga, Kebolehan

mempunyai istri lebih dari satu orang, dan tentang kewajiban

91 As-Sarakhsi, Ushul as-Sarakhsi, ditabqiq oleh Abu al-Wafa al-Afghani, Juz 1, ( Beirut,
Dar al-Ma'rifah, 1393 H./1973 M)., h.. 236.

292 Abu Zahrah, gp.cit. h. 110

293 Mustafa Sa'id Al-Khinn, Asar al-Ikbtilaf fi al-Qawa'id al-Usnliyyah fi 1kbtilaf al-
Fugaha', (Beirut, Libanon , Mu'assasah ar-Risalah, , 1392 H./ 1972 M), h.. 126.
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membatasi untuk mengawini seorang wanita, jika ada
kekhawatiran tidak dapat berlaku adil bila mempunyai istri lebih
dari seorang.

b) Isparah al-Nash. adalah ungkapan yang mengandung makna
inplisit, yang dapat dipahami melalui proses pengamatan tanpa
menambah atau mengurangi lafaz. ungkapan tersebut diperoleh
melalui rangkaian ungkapan "7barah, namun bukan sebagai tujuan,
juga bukan ditunjuk oleh 7ash, serta bukan merupakan bentuk
ghabir. Wahbah al-Zuhaili menyatakan, petunjuk lafaz bukan
merupakan maksud secara langsung dan tidak langsung,
melainkan mengandung makna yang dapat diperoleh dengan
segera melalui ungkapan lafaz.2%* Firman Allah mengenai masa
kehamilan minimal 6 (enam) bulan dapat dijadikan contoh (Q.S.
Al-Ahqaf (46) ayat 15. Makna zsyarah ayat tersebut adalah bahwa
masa kehamilan minimal adalah enam bulan. Dan petunjuk
tersebut bukan makna yang segera diperoleh dari makna lafaz
secara tekstual.

¢) Dilalah al-Nash. merupakan penetapan yang diperoleh melalui
makna ungkapan nash secara etimologi, tanpa ijtihad dan #stinbath.
Al-Khinn menjelaskan, pada mulanya sebagian pakar wushu/
Hanafiyah berbeda pendapat mengenai batasan pengertian dilalah
al-nash. Namun ada kesepakatan di antara mereka, bahwa dilalah
al-nash merupakan petunjuk lafaz yang digunakan untuk
penetapan hukum dan diketahui oleh setiap orang yang bisa
berbahasa Arab karena adanya indikasi tanpa terlebih dahulu
melalui ijtihad.2%5 Adapun unsur-unsur petunjuk lafaz dilalah al-
nash dapat dirumuskan sebagai berikut: makna yang diperoleh
merupakan jiwa zash; penetapan makna bukan melalui proses
istinbath, dan makna tersebut dapat dipahami oleh orang yang
mempunyai pengetahuan bahasa Arab; serta adanya implikasi
dari makna lafaz untuk memahami hal yang tidak disebutkan
lafaz. Contohnya, Firman Allah SWT tentang larangan ta'fif (Q.S
al-Isra' (17) ayat 23). Kandungan zbarah al-nash ayat tersebut
adalah larangan 7'fif dengan alasan bahwa perbuatan tersebut

294 Wahbah Az-Zuhaili, a/-Wajiz fi Ushul al-Figh, (Beirut, Libanon, Dar al-Fikr al-
Ma'asir, 1416 H./ 1995 M), h.. 165.
295 Mustafa Sa'id 1-Khinn, gp.cit., h.. 130-131
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menyakiti orang tua (al-iza'). Petunjuk dilalah al-nash ungkapan
tersebut adalah larangan untuk memukul, memaki, memarahi
orang tua.. Pendekatan petunjuk lafaz ketiga ini dapat dijadikan
sebagai dasar dalam menemukan paradigma hukum yang
terkandung pada larangan mendekati zina. Kandungan zbarah al-
nash Q.S. al-Isra' (17) ayat 32 itu adalah larangan mendekati zina
dengan alasan bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan keji
dan jalan yang buruk. Petunjuk dilalah al-nash ayat itu adalah
larangan untuk melakukan segala sesuatu yang berhubungan
dengan zina, termasuk melakukannya. Inilah dilalah yang dapat
dijadikan sebagai argumentasi yuridis bahwa seluruh aktivitas
pornografi dan pornoaksi dilarang.

d) Igtida’ al-Nash. Batasan igtida’ al-nash menurut Abu Zahrah adalah
petunjuk lafaz yang tidak bisa dipahami kecuali dengan
penetapannya.?’s Ditegaskan oleh al-Khin, suatu petunjuk
disebut igtida’ al-nash apabila kebenaran atau kesahihan sebuah
makna secara syara’ atau akal yang tergantung pada makna di luar
lafaz.

Disamping dalalah lafaz, ulama Hanafiyah menerapkan dalalah
sukut (yang didiamkan). Termasuk bagian dari dalalah sukus,
adalah petunjuk yang dapat dipahami dari keadaan orang yang
tidak menjelaskan apa-apa, sedangkan ia mempunyai tugas
menjelaskan hukum, baik secara umum maupun dalam keadaan
seketika (seperti diamnya Rasulullah SAW. menunjukkan
persetujuannya. Atau diamnya si gadis ketika diminta kesediaan
oleh wali untuk dikawinkan dengan seorang laki-laki yang
ditunjukkan kepadanya. Termasuk pula dalalah swkuz, adalah
menganggap diam orang diam itu merupakan satu dalalah; sama
dengan ia membenarkan ucapan untuk menolak kemudharatan
(pendayaan), seperti seorang wali melihat anak yang dibawah
pengawasannya memberikan sesuatu, tetapi ia membiarkan
perbuatannya itu, maka diamnya si wali itu menunjukkan kepada
kebolehannya itu. Termasuk pula dalalah swkx#, adalah dalalah
dari yang tidak disebut atas penentuan bilangan; tidak disebut
(dibuang)nya itu menjadi kebiasaan, karena ada darurat

296 Abu Zahrah, gp.cit., h.. 113.
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panjangnya pembicaraan dalam menyebutnya, seperti seseorang
berkata; apakah engkau membeli barang itu seratus rupiah, maka
pembeli menjawab; kecuali lima. Hal ini berarti membelinya
seharga sembilan puluh lima rupiah.

5. Bayan Dengan Memahami Lafaz Haqiqgah dan Majaz

Yang dimaksud dengan makna haqiqah dan majaz di sini adalah
makna yang terkandung dari sebuah lafaz secara tekstual. Artinya sebuah
lafaz secara tekstual dapat memiliki makna di samping hagiqah (makna
sebenarnya) juga majaz (bukan makna sebenarnya).

Lafaz Haqiqah diartikan bagi setiap lafaz yang
dimaksudkan untuk makna yang ditetapkan sejak awal bagi sesuatu yang
telah dikenal. Sebuah lafaz disebut haqiqah dapat dilihat dari tiga sudut
pandang, yaitu:

a) Lughawi yaitu sebuah lafaz yang biasa dipakai dalam term bahasa
termasuk sebagai kata hakikat. Untuk mengetahuinya harus
melalui pendengaran dari para ahl al-lughah(ahli bahasa). Seperti
kata “insan” biasa digunakan untuk hewan yang dapat berucap
(manusia), srigala untuk hewan pemangsa dan seterusnya.

b) Syar1 yaitu sebuah lafaz yang umum dipakai dalam term syara’
dan dianggap sebagai kata hakikat. Pencentusnya adalah Syari’.
Seperti kata “shalat” yang dalam terma syari’ah biasa digunakan
untuk ibadah tertentu yang di dalamnya terdapat beberapa
bacaan dan tindakan-tindakan khusus

¢) ‘Urft yaitu sebuah kata atau kalimat yang dalam satu kalangan,
golongan atau tradisi tertentu dianggap dan dipakai sebagai
ungkapan hakikat (bukan majaz). Seperti istilah “akad” di
kalangan fuqaha secara hakikat dipakai untuk transaksi muamalat
atau bentuk transaksi lainnya.

Lafaz hakikat dapat dikenal melalui beberapa qarinah: (1),
penggunaan yang lumrah; (2), petunjuk dari sebuah lafaz itu sendiri; (3),
adanya petunjuk dari siyaq (susunan) kalimat; (4), penjelasan secara langsung
mengenai maksud dari pihak Mukhathib atau sang pembicara; (5), tuntutan
(iqtidla’) dari susunan suatu kalimat.

Sedangkan lafaz Majaz dimaksudkan setiap kata yang digunakan
untuk makna bukan aslinya, karena adanya korelasi atau penghubung antara
makna hakikat dengan makna majaz tersebut. Penggunaan ungkapan majaz
dapat dibenarkan jika terdapat ‘alaqah, seperti di bawah ini:
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a.  Musyababab, yaitu adanya keserupaan, seperti ungkapan: “Umar
adalah singa”. Umar disebut singa karena ia memiliki sifat
dengan singa yaitu dari segi keberaniannya;

b. AlKaun, yaitu menyatakan seperti kondisi yang telah berlalu,
seperti ayat “wa atuu al-yatima amwalahum”:“Berikanlah kepada
anak-anak yatim akan harta mereka”. Yang disebut anak yatim
adalah anak yang masih di bawah umur di mana pada usia
tersebut harta mereka diurusi pihak yang bertanggungjawab.
Setelah usia mereka telah dewasa maka harta tersebut harus
diserahkan kepada mereka. Namun dalam ayat tersebut
sekalipun mereka sudah dewasa tetap disebaut yatim ( yatama )
karena memandang kondisi sebelumnya.

c. Juziyah, mengungkapkan sebagian namun yang dimaksud
adalah seluruh;

d.  Kulliyyah, Menyebut seluruh tapi maksudnya adalah sebagian;
Sababiyyah, yakni disebutkan adalah sebab namun yang
dimaksudkan adalah musabbab, seperti “Allah menurunkan
untuk kalian dari langit berupa rizq”. Yang dimaksud dengan
rizq atau rejeki adalah air hujan, rizq adalah sebab dan air hujan
itu musabbab.

t.  AlHulul, menyebut tempat tapi yang dimasud orang yang
menempati. Seperti “was ‘a/ al-qaryaly’ (bertanyalah kepad desa).
Yang dimaksud adalah bertanya kepada penduduk desa (warga
yang menempatinya).

Selain majaz mempunyai ‘alagah di atas, ia pun harus memiliki
qarinah.  Qarinah ini sebagai yang disebut sebagai penghalang
dimaksudkannya makna haqigiah pada sebuah lafaz. Qarinah disebutkan
untuk menentukan pengertian yang dimaksud atau untuk menjelaskan
bahwa yang menjadi maksud bukanlah makna haqiqi-nya. Qarinah tersebut
dapat berupa hissiyyah, ‘qaliyyah, ‘urfiyyah dan syar’iyyah.

Jika ketentuan-ketentuan dalam majaz di atas tidak terpenuhi, maka
sebuah lafaz tidak dapat diarahkan untuk makna majaz. Ia tetap harus
difungsikan sesuai pengertian hakikatnya sebab makna hakikat merupakan
makna asli yang tidak bisa ditinggalkan untuk makna lain kecuali ada alasan
kuat. Dalam sebuah kaedah disebutikah:
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Bolehkah menggunakan makna kedua-duanya, yakni makna majaz
dan hakikat sekaligus? Menurut Syaft’iyah hal ini boleh dan bisa
diberlakukan, seperti ayat berikut: sbuill sind 5 . yang dimaksud dengan
lamasa adalah “menyentuh dengan tangan” (sebagai makna hakikatnya), dan
“senggama’ (sebagai makna majaz). Menurut mereka, ayat tersebut boleh
saja diartikan menyentuh dengan tangan sekaligus senggama suami istri.
Sementara menurut Hanafian dan Mutakallimin tidak boleh memaksudkan
suatu lafaz untuk makna hakikat dan majaz sekaligus.

7. Bayan Dengan Memahami Lafaz al-Mujmal

Teks-teks suci al-Qur'an dan Sunnah Nabi terdapat banyak model
nash yang belum jelas maksud yang dikandungnya, sehingga membutuhkan
penjelasan. Terdapat beberapa cara sebagai upaya untuk mengungkapkan
maksud dari sebuah nash-nash tersebut, termasuk melalui cara bayan al-
Mujmal. Dalam teks-teks suci terdapat banyak model nash yang statusnya
Mujmal. Mujmal adalah sebuah lafaz yang memiliki makna ambigu di mana
ambiguitas makna tersebut timbul dari lafaznya secara internal (nafs al-lafdz)
dan kemujmalan tersebut hanya dapat dijelaskan oleh Syar’ (Tuhan dan
Rasul-Nya) senditi.

Lafaz Mujmal yang telah tertafsir oleh Syari’ tersebut kemudian
berubah status menjadi Mufassar atau Muawwal. Lafaz Mujmal yang
Mufassar dimaksudkan untuk yang telah tertafsir atau dijelaskan secara
sempurna dan final dan qath’e. Yang Mufassar dan bersifat qath’i ini sama
sekali tidak membuka peluang ijtihad atau ta’wil, sebab ia telah dijelaskan
melalui dalil qath’ie sehingga status dan kebenaran apa yang dikandungnya
telah diyakini dan sempurna. Seperti tentang kewajiban melaksanakan shalat,
zakat, haji, dan puasa di mana semua kewajiban-kewajiban tersebut
ditetapkan dengan ayat yang bersifat global dan telah dijelaskan secara rinci
dalam hadis Nabi.

Selain itu, ada juga lafaz Mujmal yang maksudnya telah dijelaskan
Syari’, namun penjelasan itu tidak sampai pada ketentuan yang qath’i (masih
bersifat zhanni). Lafaz ini kemudian disebut Muawwal. Ke-zhanni-an
tersebut disebabkan: Pertama, dalil sebagai mubayyin-nya bukan dalil qath’ie
namun bersifat zanni sebagaimana hadis Ahad. Dalam hal ini mujtahid pun
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bisa ikut serta untuk menjelaskan maksudnya. Kedwa, penjelasan tersebut
belum final dan kurang sempurna, sehingga membutuhkan penjelasan lebih
lanjut dan detail. Lafaz ini juga bisa dikategorikan sebagai bentuk lafaz
Musykil, sehingga masih membuka peluang adanya proses ijtihad atau ta’wil
bagi para Mujtahid. Mujmal dalam bentuk ini bisa dicontohkan pada
masalah riba. Dalam al-Qur’an disebutkan:

L s el 0 oy

Dalam ayat tersebut, riba disebutkan dengan bentuk mujmal, sebab

riba menurut pengertian kebahasaan adalah ziyadah (tambahan). Pengetian

ini tentu bukan yang dimaksudkan dalam ayat tersebut. Allah juga tidak

menjelaskan riba bentuk dan macam apa sehingga butuh penjelasan
kongkret. Kemudian Nabi SAW menjelaskan kemujmalan ayat tersebut:

Ju s el el ety el pnidly 22dll adlly Coadll ol
A My OIS 0zt (S lgmed Blio W oda il 136, aly ekl 2k
Namun penjelasan tentang ketentuan riba dalam hadis tersebut
belum terinci secara sempurna dan dianggap belum final, sebab itu para

mujtahid berupaya menjelaskannya secara lebih detail, termasuk masalah illa
yang dikandung pada hukum praktek riba.
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BAB IV

METODE AI-TA’LILY

A. Pendahuluan

Hukum Islam secara praktis adalah ketetapan syari’at Islam yang
dirumuskan dari #ash (al-Qur’an dan Sunnah) Secara khusus, setiap perintah
dan larangan yang terdapat di dalam al-Qur’an dan Sunnah mempunyai
alasan logis (nilai hukum) dan tujuan masing-masing. Nilai hukum tersebut
ada yang secara jelas disebutkan didalamnya, dan sebagian lagi hanya dalam
bentuk isyarat, malahan ada yang harus dipikirkan dan dianalisa terlebih
dahulu. Yang jelas walaupun jumhur ulama sepakat bahwa alasan (nilai
hukum) itu selalu ada dalam arti suatu hal yang tak terpisahkan dalam setiap
hukum yang telah ditetapkan Tuhan, namun ada sebagian alasan yang tetap
tak terjangkau oleh akal manusia. Hal ini dapat dilihat dalam hukum-hukum
tentang ibadah.

Alasan logis inilah yang dinamakan “illat” hukum (al-illat/kausa
efektif). Illat hukum ini disebut juga manath al-hukum, sebab hukum, atau
amarat hukum.

Dalam kitab-kitab #shul figh permasalahan illat ini selalu diidentikkan
dengan qiyas dalam arti pembahasan tentang illat termasuk pembahasan
tentang qiyas.

Dalam metode %y ini dibahas tentang pemahaman para ushuliyyin
terhadap fllat hukum, dan metode a/-#2’ly dengan tiga bentuk yaitu za’/ily
tasyri’s, ta’lily qiyasi dan ta’lily istibsani 27

B. Teori ‘Illat Hukum
Memahami tentang ‘illat hukum sebagai alat is#nbarh hukum Islam,
maka terlebih dahulu dikemukakan rumusan pengertiannya menurut para
ulama klasik maupun kontemporer, baik secara etimologi maupun secara
terminologi.
Secara etimologi kata ‘llat adalah bentuk masdar dari kata « i — de

e — yang berarti sakit atau penyakit.28 Menurut al-Jurjani. ‘illat dinamakan

297Al-Yasa Abu Bakar, Beberapa Teori Penalaran Figh dan Penerapannya, dalam “Hunknm
Islam di Indonesia, Pemikiran dan Praktif”, Pengantar : Juhaya. S. Praja, Bandung, Rosdakarya,
1991, hal. 179

298 Luis Ma’luf, Op.cit h. 523.
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penyakit karena ia mengobah kondisi pisik seseorang dari kuat menjadi
lemah. Dalam dunia kedokteran sesuatu yang menyebabkan tubuh merasa
sakit disebut dengan €llat. 29

Secara terminologi ditemukan sejumlah rumusan pengertian tentang
‘illat hukum yang redaksionalnya berbeda antara satu dengan yang lainnya.
Dalam kitab-kitab #shul figh klasik, misalnya al-Ghazali dalam kitab a/
Mustashfa menyebut ‘llat hukum itu dengan “manath al-hukn’’ (pautan
hukum), yaitu pautan hukum atau tambatan hukum dimana Syar?’
menggantungkan hukum dengannya.30 Rumusan al-Ghazali ini senada
dengan rumusan yang dikemukakan oleh Muhammad abd al-Ghani al-
Bajigani pengikut Imam Malik dalam kitabnya A/~Madkbal lla Ushul al-Figh
al-Maliki. 3 Tetapi al-Ghazali terkadang menyebut ‘illat dengan “a/
Mu'atstsir” (yang membawa pengaruh), terkadang dengan ungkapan “a/
alamaf’ (suatu tanda).’02 Rumusan al-Ghazali ini senada dengan rumusan
yang dikemukakan oleh al-Subki yang menyebutkan bahwa ‘llat itu yaitu
suatu tanda dan petunjuk bagi ditetapkannya hukum. 303

Mushthafa Syalabi mengutip rumusan al-Amidi dan ibn Hajib,
mengartikan ‘illat hukum itu sebagai motif dan pendorong atau sesuatu yang
menuntut adanya pensyariatan hukum.3** yakni menciptakan kemaslahatan
dan menolak kemafsadatan (mudhara?) dalam kehidupan manusia. Rumusan
yang dikemukakan oleh al-Amidi dan ibn hajib ini senada dengan rumusan
yang dibuat oleh Abu Zakariya al-Anshari maksud ‘illat hukum itu adalah
merupakan sesuatu yang memberitahu atau yang mempengaruhi, yang
mendorong untuk menimbulkan penetapan hukum bagi mukallaf. Dalam
pengertian ini Abu Zakariya memberikan tambahan ungkapan bahwa
penetapan hukum itu ada hubungannya dengan pembebanan orang
mukallaf. 305

Rumusan tentang ‘illat hukum dalam kitab-kitab #shu/ figh klasik di
atas berbeda dengan rumusan dalam kitab-kitab wushu/ figh kontemporer,

299Muhammad al-Jurjani, Kitab al-Ta'rifat (Singapore-Jeddah, t.th.) h. 154.
300 Al-Ghazali, A-Mustasyfa fi Win al-Ushul, Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1993 h. 395.
301 Muhammad Abd al-Ghani al-Bajiqani, A~Madkhal 1la Ushul al-Figh al-Maliki, h.

112.
302 Al-Ghazali, Op.cit, h. 399, 433.
303 Ibnu Subki, Syarh Matan Jami’ al-Jawam:’ 1. 11 Maktabah Dar Thya, t.th.) h. 231.
304 Muhammad Mushthafa Syalabi, Ta/i/ al-Abkam, Beirut, Dat al-Nahdhah, 1981,
h. 117

305 Abu Yahya Zakatiya al-Anshati, Ghayah al-Washil: Syarh Lubb al-Ushul, (Surabaya,
t.tp. t.th.) h. 144)
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misalnya Muhammad Abu Zahrah dalam kitabnya Usb#/ Figh menyebutkan
bahwa ‘illat hukum itu yaitu suatu sifat atau keadaan yang jelas yang serasi
sebagai dasar penetapan hukum.3%6 Abd al-Karim Zaidan yang merumuskan
bahwa ‘illat hukum itu adalah sesuatu sifat yang jelas dan pasti yang dapat
dijadikan sebagai dasar pembinaan dan pautan hukum, karena ada atau tidak
adanya hukum berhubungan dengan ada dan tidak adanya ‘illat.397 Sementara
itu, Abd al-Wahhab Khallaf mengatakan bahwa ‘illat hukum itu sesuatu yang
jelas dan teratur (akurat) yang dapat dijadikan landasan pembinaan dan
tambatan hukum karena ada atau tidak adanya ‘illat tersebut. 398

Dari sejumlah pengertian yang dikemukakan oleh para ulama baik
dalam kitab-kitab wsbul figh klasik maupun wshul figh kontemporer bahwa
‘llat itu merupakan sesuatu yang memberitahu dan sesuatu yang mendorong
yang menjadi landasan hukum. Namun dalam #shu/ figh kontemporer bukan
saja melihat kepada fungsi ‘illat sebagaimana ushul figh klasik, tetapi lebih
kepada kriterinya. Misalnya dalam kitab ushu/ figh Muhammad Abu Zahrah,
Abd al-Wahhab Khallaf maupun Abd al-Karim Zaidan merumuskan ‘llat
lebih tegas dan rinci dan jelas kriterinya terhadap sifat-sifat yang dapat
dijadikan ‘illat dalam penetapan hukum.

Dalam kitab ushul figh klasik, tidak membedakan antara ‘illat dengan
sebab, keduanya sama-sama menjadi dasar atau alasan adanya ketetapan
hukum. Sedangkan dalam kitab ushul figh masa akhir, misalnya Abd al-
Wahhab Khallaf membedakan antara ‘illat dan sebab. ‘Illat itu Sesuatu yang
menjadi landasan atau alasan penetapan hukum itu harus dapat dipahami
kaitannya dengan ketentuan hukum yang ditetapkan.3? Dengan demikian
sesuatu yang tidak dapat dipahami kaitannya antara yang menjadi landasan
atau alasan penetapan hukum dengan ketentuan hukum yang ditetapkan
maka bukanlah ‘llat hukum. Dalam kaitan ini Abd al-Wahhab Khallaf
memberikan contoh “menyaksikan bulan sebagai “sebab” timbulnya
kewajiban “puasa Ramadhan”. Hal ini tidaklah dinamakan “sebab” bukan
“illat”, karena tidak dapat dipahami bagaimana hubungannya antara
menyaksikan bulan dengan adanya kewajiban puasa. Atau contoh lain,
terbenamnya matahari di barat, maka timbulnya kewajiban shalat maghrib.
Baik menyaksikan bulan atau terbenam matahari di barat adalah sebab yang

306 Muhammad Abu Zahrah, Op.cit h. 237.

307 Abd al-Karim Zaidan, a/-Wajiz fi Ushul al-Figh, Baghdad, al-Dar al-Arabiyah li al-
Tiba’ah, 1977, h. 201-202.

308 Abd al-Wahhab Khallaf, Op.ci#, h. 65.

309 Ibid h. 67-68.
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mengakibatkan kewajiban puasa atau kewajiban shalat maghrib. Ini sebab-
akibat, tetapi bukan ‘llat. Atas dasar itulah Abd al-Wahhab Khallaf
menjelaskan bahwa setiap ‘illat itu adalah sebab, tetapi tidaklah semua sebab
itu dapat disebut ‘illat.

Terdapat dua kelompok pemikiran yang berbeda satu sama lain.
Kelompok pertama berpegang dengan hikmah hukum yang menjadi ‘illat
mendorong penetapan suatu ketentuan hukum. Kelompok ini mengatakan
bahwa pada hakikatnya ‘illat hukum itu suatu keserasian (munashib) yang
mempunyai hubungan terhadap pensyariatan ~ hukum, dengan atas
keserasian inilah hukum dibuat demi terciptanya kemaslahatan dan terhindar
dari mafsadat319 Oleh karena itu, al-Ghazali mengatakan bahwa
kemaslahatanlah yang mewajibkan adanya hukum, namun terkadang hal ini
tidak nampak dan tidak bisa menentukan ‘illat dengan sifat, kecuali hal
tersebut semata-mata dugaan. Maksudnya apa yang menjadi ukuran dan
alasan ketentuan Syar” dalam pensyariatan hukum adalah tersembunyi dan
para ulama dituntut untuk mencari relevansinya dengan melihat tujuan yaitu
kemaslahatan. Dengan demikian, setiap hikmah mengandung kemaslahatan
dan inilah ‘llat yang menjadi motif pensyariatan hukum, karenanya hukum
tidak akan memiliki arti, jika tidak mengandung kemaslahatan. Misalnya,
Syar? menetapkan wajib qgishash bagi pelaku pembunuhan sengaja, ‘illat-nya
adalah hikmah, yakni terciptanya kemaslahatan bagi umat manusia
seluruhnya. Kewajiban qishash berarti akan menjerakan orang untuk
melakukan pembunuhan, dengan cara ini akan tercapai tujuan hukum Islam
yaitu tegaknya kemaslahatan dan hilangnya kemafsadatan.

Sedangkan kelompok kedua, Muhammad Abu Zahrah, Abd al-
Wahhab Khallaf  mengatakan bahwa suatu ketentuan hukum yang
berpengaruh adalah sifat-sifat ‘illat. Oleh karena itu, sifat yang
mempengaruhi ketentuan hukum itu harus berupa sifat yang jelas dan tegas.
Namun bagaimana untuk menentukan sifat itu diketahui dengan jelas dan
tegas, sementara sifat itu ada yang jelas dan ada pula yang tidak jelas,
demikian berarti penentuan sifat itu hanya dengan dugaan saja. Misalnya
Syar? menetapkan wajib gishash bagi pelaku pembunuhan. Pembunuhan itu
harus dibedakan antara “sengaja” dengan “tidak sengaja”. Terhadap
pembunuhan “sengaja” tentu didasari oleh motif yang mempengaruhinya,
yaitu permusuhan. Maka atas dasar ini yang nampak dan ada hubungannya

310 Mushthafa Syalabi, Op.cit, h. 133.
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dengan perbuatan pembunuhan adalah permusuhan dan inilah sifat yang
mempengaruhi adanya penetapan hukum gishash. Sedangkan pembunuhan
tidak sengaja tidak ada motif permusuhan, melainkan keliru dari pelakunya,
oleh karenya tidak berlaku hukum gishash.311

Menurut Jumhur ushuliyyin, sebenarnya ada empat syarat yang telah
disepakati, syarat-syarat ‘illat itu adalah: (1) hendaknya’illat itu merupakan
sifat yang nyata, yakni sifat yang dapat dijangkau oleh panca indra yang
lahir; (2) ‘llat itu merupakan sifat yang pasti, yaitu tertentu dan terbatas; (3)
qillat itu merupakan sifat yang sesuai dengan hikmah hukum oleh tujuan
hukum hukum Islam; (4) ‘illat itu tidak merupakan sifat yang terbatas pada
ashl, artinya harus sifat yang dapat diwujudkan pada beberapa individu
(bukan khushushiyah).312

Dengan semakin luasnya perkembangan kehidupan dan makin
dirasakan meningkatnya tuntutan pelayanan hukum dalam kehidupan umat
Islam. Maka banyak ketentuan-ketentuan hukum yang harus memperhatikan
jiwa yang melatarbelakanginya, jiwa itu tidak dalam aplikasinya pada suatu
saat dan keadaan tertentu, ketentuan hukum yang disebutkan dalam #ash
tidak dilaksanakan. Yang dimaksud dengan jiwa yang melatarbelakangi
sesuatu ketentuan hukuim ialah ‘llat hukum atau kausa hukum.3!3 Selama
‘illat hukum masih terlibat, ketentuan hukum berlaku, sedang jika ‘llat
hukum tidak tampak, ketentuan hukum pun tidak berlaku. Dalam
perkembangan ilmu hukum Islam, para fukaha melahirkan kaidah figh yang

mengatakan :

MGG 1535 A s 53 23
Hukum itn berkisar bersam illatnya, baik ada atau tidak adanya.
Menentukan sesuatu sebagi ‘llat hukum merupakan hal yang amat
pelik. Oleh karenanya, memahami jiwa hukum yang dilandasi iman yang
kokoh merupakan keharusan untuk dapat menunjuk ‘illat hukum secara
tepat.
Menetapkan adanya  kaitan hukum dengan ‘illat yang
melatarbelakangi amat diperlukan jika kita akan mengetahui hukum peristiwa
yang belum pernah terjadi pada masa Nabi SAW. yang terlihat adanya

31 [bid, h. 131.

312 Abdul Wahhab Khallaf, gp.ciz. h. 68-70.

313 Ahmad Azhar Basyir, Op..Cit.,h..20.

3WUAL-Syaukani, ALQawl al-Mufid fi adillati al-ljtibadi wa al-Taglid, juz 1, Kuwait, Dar
al-Qalm, 1396 H. h. 72
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persamaaan ‘llat hukum peristiwa yang terjadi pada masa Nabi disebutkan
dalam #ash. Dengan mengetahui ‘illat hukum peristiwa yang terjadi pada
masa Nabi dapat dilakukan Al-Qiyas atau analogi terhadap peristiwa yang
terkadi kemudian. ‘illlat sangat penting dan sangat menentukan ada atau tidak
adanya hukum dalam kasus baru sangat bergantung pada ada atau tidak
adanya ‘illat pada kasus tersebut.

Sehingga ‘illat dirumuskan sebagai suatu sifat tertentu yang jelas dan
dapat diketahui secara obyektif (zhabir), dapat diketahui dengan jelas dan ada
tolak ukurnya (wundabith) dan sesuai dengan ketentuan hukum, yang
eksistensinya merupakan penentu adanya hukum. Sedangkan hikmat adalah
yang menjadi tujuan atau maksud disyariatkannya hukum, dalam wujud
kemaslahatan bagi manusia. ‘illat merupakan “tujuan yang dekat” dan dapat
dijadikan dasar penetapan hukum, sedangkan hikmat merupakan “tujuan
yang jauh” dan tidak dapat dijadikan dasar penetapan hukum.

Sedangkan menurut al-Syatibi berpendapat bahwa yang dimaksud
dengan ‘illat adalah hikmat itu sendiri, dalam bentuk washlabat dan mafsadat,
yang berkaitan dengan ditetapkannya perintah, larangan, atau keizinan, baik
keduanya itu ghabir atau tidak, mundhabith atau tidak.3!5 Jadi baginya ‘illat itu
tidak lain kecuali adalah mashlahat dan mafsadat itu sendiri. Kalau demikian
halnya, maka baginya hukum dapat ditetapkan berdasarkan hikmat, tidak
berdasarkan ‘illat. Sebenarnya hikmat dengan , ‘lllat mempunyai hubungan
yang erat dalam rangka penemuan hukum 316

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dipahami, bahwa dalam Al-
Qiyas penemuan ‘llat dari hikmat sangat menentukan keberhasilan mujtahid
dalam menetapkan hukum. Dari sinilah dapat dilihat betapa eratnya
hubungan antara Al-Qiyas dengan magqashid al-syariah

Dalam prakteknya, pemikiran tentang ‘illat hukum ternyata di
kalangan ulama berbeda-beda satu sama lainnya. Yang dimaksudkan di sini
ialah pemahaman mereka tentang keberadaan ‘illat dan aplikasinya dalam
pembinaan zasyri’ adalah tidak sama. Ketidaksamaan ini, tentu saja, jelas akan
mempengaruhi nilai dari ketetapan hukum yang dihasilkan.

Contoh yang paling sering dirujuk oleh wshuliyyin ialah tentang ‘illat
riba-riba fadh/ dan riba nashi‘ah pada enam macam benda yang disebutkan

315 Al-Syatibi, A--Muwafakat fi Ushul al-Abkam, Jilid 1, Dar al-Fikr, tt, h. 185.
316 Contoh, dalam bidang ibadah (shalat qashar), boleh atau tidaknya, maka
ditetapkan kebolehannya itu ,,illatnya karena safr, sedangkan musyaqatnya merupakan hikmat
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dalam Hadis Nabi.3!7 Berdasarkan hadist ini ulama ushu/ sepakat bahwa
keenam macam benda tersebut bisa mendatangkan riba. Akan tetapi, mereka
berbeda pendapat tentang ‘illat yang menjadi dasar penetapan hukum riba
tersebut. 318

Kalangan Hanafi mengatakan bahwa ‘illat riba -riba fadh/ dari
keenam macam benda tersebut ialah timbangan dan takaran yang dalam
istilah figh disebut dengan al-kail wa al-wazn (055)s J=<J). Adapun riba
nashi’ah ialah wujud dari dua sifat benda yang sejenis, yaitu takaran dan
timbangan. Sementara itu, kalangan Malikiyah dan Syaftiyah berpendapat
bahwa €llat riba fadh/ adalah emas dan perak, karena sifat keduanya
merupakan standar harga. Sedangkan untuk empat macam benda lainnya
‘illat-nya ialah makanan pokok (alguf). Mengenai riba nashi’ah ‘illat-nya
adalah pada emas dan perak, karena keduanya merupakan standar harga.!

Kemudian, dalam hubungan ini, kalangan Hanabilah berpendapat
bahwa ‘llat riba dari emas dan perak ialah karena ia jenis benda yang dapat
ditimbang dan sedangkan empat jenis benda lainnya ‘illat-nya ialah
takaran.320

Dari contoh kasus ini, dapat dilihat bahwa ternyata para ulama ushul
berbeda dalam memahami dan menentukan ‘illat bagi keenam macam benda
yang dapat menimbulkan riba fadh/ dan nashi‘ab tersebut. Perbedaan ini
dilatarbelakangi oleh perbedaan asumsi terhadap sesuatu yang menjadi dasar
penentuan ‘illat riba fadhl dan nashi‘ah bagi keenam macam benda tersebut.

Bagi kalangan Hanafi keenam macam benda yang disebutkan dalam
hadis tersebut, semuanya dapat ditakar dan ditimbang. Takaran dan
timbangan ini merupakan sifat yang menjadi ukuran atau yang membawa
pengaruh timbulnya riba fadhl dan nashiah jika penukarannya dalam satu
jenis, yang salah satunya berlebih. Lain halnya dengan kalangan Malikiyah
dan Syafiiyah dimana mereka membedakan antara ‘illat riba fadh/ dan
nashi’ah. Riba fadhl hanya terjadi pada emas, karena ia merupakan standar

317 Teks hadis tersebut berbunyi:
Ldadly ca Al cw Al aluy adde A Lo dd Jouy JB (B die &) i)y o ball (n3a e e
Lal) oda chd LAl 138 an ly o g oy Mia el U el 5 pailly yaill g jumdl b a8l pally jall 5 dizad)

(ploss ol )) 2w 1y o 8 1)) 2305 (S 1 g2008 5 Tihat dalam Imam Muslim, Sahih Muslim Juz

III, (Indonesia: Maktabah Dahlan,tt), h. 1211; Lihat pula dalam al-Shan‘ani, Subul al-Salam,
37-38.

318 Mushthafa Said al-Khind, Asr al-Ikhtilaf, h. 493-494.

319 Thid, h.493-494.

320 Thid, h. 496-497.
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harga, sedangkan riba nashi'ah ‘illat-nya adalah a/-gut (makanan pokok) dan
ini berlaku bagi empat jenis benda lainnya.

Agaknya, kalangan Hanabilah mempunyai pandangan yang sama
dengan Hanafiyah, tetapi mereka membedakan antara sifat ‘illat timbangan
dan sifat ‘llat takaran. Untuk emas dan perak ‘illat-nya adalah timbangan,
karena ia hanya bisa dinilai dengan timbangan, bukan takaran. Adapun ‘illat
untuk empat jenis benda lainnya gandum, syair, kurma dan garam- adalah
takaran dengan asumsi bahwa ia bisa ditakar. Kelihatannya, kalangan
Hanabilah membedakan dua sifat ‘illat timbangan dan takaran. Sebetulnya,
membedakan dua sifat ‘illat disebut terakhir ini, kalangan Hanabilah tidak
mempunyai pijakan yang kuat karena baik emas dan perak, begitu pula
gandum, syair, garam dan kurma, kesemuanya bisa ditakar dan ditimbang.
Tidak ada artinya membedakan dua macam sifat ‘llat antara timbangan dan
takaran bagi keenam jenis benda yang disebutkan di atas, jika keduanya
dapat diterapkan dan mengandung asumsi yang sama.

Demikian pula halnya dengan kalangan Malikiyah dan Syafi’iyah
yang membedakan dua sifat ‘illat antara standar harga dan makanan pokok,
menyatakan riba fadh/ terjadi pada emas dan perak karena ia menjadi standar
harga. Akan tetapi, jika hanya emas dan perak yang dapat menimbulkan 77ba
fadh! karena ia menjadi standar harga tidaklah tepat. Sifat riba fadh/ bisa pula
terjadi pada empat jenis benda lainnya. Demikian pula dengan ‘illat
makanan pokok bagi empat jenis benda, selain dari emas dan perak, juga
tidak tepat, karena seperti garam bukanlah termasuk makanan pokok.

Karena itu, dari ketiga pandangan di atas, agaknya kalangan
Hanafiyah lebih tepat dalam melihat dan menentukan hubungan ‘illat
dengan penetapan hukum riba fadhl dan nashi‘ah terhadap enam macam
benda di atas, yaitu timbangan dan takaran.

Adapun membedakan antara riba fadh/ dan nashi‘ah hanyalah
berkaitan dengan sifat pelaksanaannya. Jika dalam kegiatan tukar-menukar
(jual-beli) terhadap benda sejenis yang salah satunya lebih -tidak sama
takaran atau timbangannya- maka hal ini disebut riba fadhl. Sementara riba
nashi‘ah, jika dalam kegiatan tukar menukar (jual-beli) dengan telah
ditentukan harganya, dan setelah jatuh tempo waktu  pembayaran
(pengembalian) tidak dipenuhi, maka pembayaran atau pengembalian harus
lebih 32!

321 Hamzah Ya’qub, Kode Etik Dagang Dalam Islam, (Bandung: CV Diponegoro,
1984), h. 176-180.
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Dari dua contoh kasus yang telah dikemukakan di atas, dapat dilihat
dengan jelas bahwa penentuan fllat sebagai alasan penetapan hukum di
kalangan ulama terdapat perbedaan. Akibat perbedaan ini, maka kadang-
kadang produk hukum yang dihasilkan juga berbeda. Diakui bahwa kadang-
kadang ulama berbeda dalam menentukan €llat sementara hukum yang
ditetapkan sama dan kadang-kadang berbeda dalam menentukan ‘illat dan
berbeda pula hukum yang ditetapkan.

Kasus pada enam macam benda pada contoh pertama dimana
ulama berbeda dalam menentukan fllat tetapi ketentuan hukum yang
ditetapkan adalah sama; yakni riba fadh/ dan riba nashiab.

Dari apa yang telah dikemukakan di atas ternyata perbedaan dalam
ketetapan hukum, seperti banyak ditemui dalam berbagai leteratur dan
refleksinya dalam kehidupan praktis umat adalah berakar dari perbedaan
penentuan ‘illat sebagai dasar atau alasan pensyariatan hukum. Perbedaan ini
terlihat -terutama sekali- dalam menentukan sifat ‘illat yang tidak disebutkan
oleh nash.

Terhadap hal yang disebut ini, ulama #shu#/ menempuh cara-cara
yang mungkin untuk dapat menetapkan dan menentukan fllat. Setidak-
tidaknya dalam persoalan ini, terdapat dua kelompok pemikiran yang
berbeda satu sama lainnya. Kelompok pertama berpendapat bahwa dalam
suatu ketentuan hukum yang berpengaruh adalah sifat-sifat ‘illat. Oleh sebab
itu sifat yang mempengaruhi ketentuan hukum itu harus berupa sifat yang
tegas dan jelas; (ks 3 alall Csloa ¥ Terhadap sifat ‘llat yang disebut
terakhir ini, sebagai dituturkan oleh al-Jashshas dan al-Amidi adalah
disepakati oleh seluruh ulama ushul.322

Akan tetapi pandangan ini akan berhadapan dengan suatu
pertanyaan, yaitu bagaimana menentukan sifat yang tegas dan jelas itu?
Sebagaimana diketahui bahwa kadang-kadang suatu ketentuan hukum tetap
saja tersembunyi sifat ‘illat yang mendasari penetapannya. Oleh sebab itu,
penentuan sifat jelas atau tidak jelasnya, hanya berdasarkan dugaan
(anggapan) saja. Salah satu, contoh ialah berkenaan dengan ‘illat wajibnya
qishash bagi pelaku pembunuhan.

Ketentuan hukum wajib gishash bagi pembunuhan tidak terdapat
indikasi yang tegas sifat apa yang mempengaruhi penetapannya. Dalam
menanggapi kasus ini; pertama mengatakan bahwa pembunuhan itu harus

322 Mushthafa Syalabi, Op.cit, h. 130.
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dibedakan antara "sengaja" dan "tidak sengaja". Terhadap pembunuhan
sengaja  (al-gatl al-‘amd) pasti dilatarbelakangi oleh suatu motif
yangmempengaruhinya, yaitu permusuhan (a/- ‘adawalh)3?> Atas dasar ini, yang
terlihat dengan jelas dan ada hubungannya dengan perbuatan pembunuhan
adalah rasa permusuhan dan inilah sifat yang mempengaruhi adanya
penetapan  hukum gishash pada pembunuhan sengaja. Sedangkan
pembunuhan tidak sengaja tidak demikian halnya.

Pembunuhan tidak sengaja, tidak ada motif permusuhan, melainkan
tersalah di luar kontrol pelakunya. Oleh karena itu tidak berlaku hukum
gishash. Jadi penetapan hukum gishash itu diberlakukan bagi pembunuhan
sengaja, karena dilatarbelakangi oleh permusuhan dan inilah sifat ‘llat yang
jelas dalam penetapan hukum gishash.

Sebaliknya, pandangan kedua berpegang kepada hikmah. Menurut
mereka hikmahlah yang mendorong penetapan suatu ketentuan hukum.
Pandangan kedua ini mengatakan bahwa pada hakikatnya ‘illat hukum itu
adalah hikmah yaitu suatu keserasian (munashib) yang mempunyai relevansi
terthadap pensyariatan hukum, dimana atas keserasian inilah hukum dibina
demi terciptanya kemaslahatan dan terhindar dari kemudaratan.32* Dalam
hubungan ini, al-Ghazali mengatakan bahwa sesungguhnya kemaslahatanlah
yang mewajibkan adanya hukum, tetapi kadang-kadang hal ini tidak jelas
(tersembunyi)dan tidak bisa menentukan ‘illat dengan sifat, kecuali hal
tersebut dugaan semata.’?> Dengan kata lain, apa yang menjadi ukuran dan
yang melatarbelakangi ketentuan Allah dalam pensyariatan hukum adalah
tersembunyi dan kita dituntut untuk mencari persesuaiannya dengan melihat
tujuannya yaitu kemaslahatan. Akan tetapi, mungkin esensinya tidak terlihat
pada maslahat, namun pada sifat yang diduga mencakup maslahat yang
dimaksud.Artinya, setiap hikmah mengandung kemaslahatan dan inilah ‘illat
yang mendorong pensyariatan hukum. Oleh sebab itu, hukum tidak akan
mempunyai arti apa-apa, jika tidak mengandung kemaslahatan.

Dengan demikian, jika Allah menetapkan wajib gishash bagi pelaku
pembunuhan sengaja, ‘illat-nya adalah hikmah, demi terciptanya
kemaslahatan bagi umat manusia seluruhnya. Mewajibkan gishash berarti

akan menjerakan dan menakutkan orang untuk melakukan pembunuhan.

323 Ihid, h. 131.
324 Ihid, h. 133.
325 Ihid, h. 133.
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Dengan cara ini akan tercapai maksud Ahukum Isiam, yaitu tegaknya
kemaslahatan dan hilangnya kemudharatan.

Bila dilihat pandangan kedua ini, ternyata yang mendorong
terciptanya hukum adalah hikmah dan hikmah ini pula yang menjadi tujuan
pensyariatan hukum. Dalam fasy“ hukum, sebagai dijelaskan Fathurrahman
Djamil.326 dengan mengutip pendapat Ahmad al-Raisani, dalam kitab
Nazbrivat al-Magashid Ind al-Syatibi bahwa pembicaraan tentang hikmah dan
‘illat adalah berakar dari pembahasan Magashid al-Syariyat ditetapkannya
hukum, yaitu untuk kemaslahatan. Para ulama wshuliyyin mengklasifikasikan
‘illat kepada beberapa macam, baik dilihat dari segi keberadaannya maupun
segi penerapannya.

Menyangkut segi keberadaan fllat, baik di dalam pemikiran ushul
klasik maupun masa akhir, ternyata juga berbeda-beda satu sama lainnya.
Hal ini terlihat yang tidak saja pada segi pembagian atau macamnya, tetapi
juga terhadap istilah yang dipakai oleh para ulama Ushul Figh tersebut.

Pembagian ‘llat dilihat dari segi penerapannya pada uraian ini,
maksudnya adalah untuk melihat bagaimana keberadaan ‘llat dan
penerapannya dalam is#nbath hukum. Dalam hubungan ini, Imam al-
Ghazali®?” misalnya, di dalam kitabnya a/-Mushtasfa, menyebutkan bahwa
‘llat dilihat dari segi eksistensinya dapat dibedakan kepada dua macam yaitu,
‘llat yang didasarkan kepada dalil #ag/i disebut dengan ‘illat nagliyah <)
(4133) dan ‘llat yang didasarkan pada fasyri* atau disebut dengan ‘illat
mustanbathah (Aasiiwall 4le)Yang dimaksud oleh al-Ghazali dengan
‘illat nagli ialah ‘illat yang ditunjukkan atau disebutkan langsung oleh nash
secara jelas, dengan ungkapan lafaz tertentu. Adapun yang dimaksud dengan
‘Uat tasyrs (lat Mustanbathab) ialah ‘illat yang didasarkan pada zasyrs, yaitu
berdasarkan pemahaman dan ijtihad ulama, karena tidak disebutkan oleh
nash secara tekstual.

Pada umumnya dalam pemikiran ushuliyyin klasik, bahwa eksistensi
‘illat itu lebih berorientasi pada pemahaman tentang ada atau tidak adanya
pengakuan Syari atas sesuatu ‘illat hukum tersebut. Dalam hubungan ini,
Abd al-Kafi al-Subki’?® (w. 765 H) dalam kitabnya a/-[bhaj fi Syarh al-Minbhaj
menyebutkan bahwa ‘llat itu dilihat dari segi keberadaannya dibagi kepada

326 Fathurrahman Djamil, Metode Ijtihad Majelis Tarjily Mubammadiyah (Jakarta: Logos
Publishing House, 1995), h. 36.

327 Al-Ghazali, Op.cit, h. 425-435.

328 Abd al-Kafi al-Subki, a’-Ibhaj fi Syarh al-Minbay, h. 60.
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dua macam yang disebutnya dengan ungkapan e s g Wil o piiay crulic)
(eolaiel,

Yang maksud oleh Abd al-Kafi al-Subki, adalah bahwa ‘llat itu ada
yang ditunjukkan langsung oleh Syari‘ dalam 7ash dan ada pula sama sekali
tidak dijelaskan oleh nash. Kemudian Imam al-Subki,32° dalam kitab Matan
Jami® al- Jaw'ami‘ membagi ’illat kepada dua macam, yang ia sebut dengan
istilah al-mansshushat wa al-mustanbithab.

Adapun yang dimaksud oleh al-Subki dengan istilah a/-manshushab
ialah ‘illat yang disebutkan langsung oleh Syar* di dalam nash. Sementara
apa yang disebut dengan Mustanbathah ialah fllat yang dipahami
berdasarkan tasyri’ atau ijtthad. Menurut al-Subki33 €llat hukum yang
mansshushat ita sifatnya qgath dan ‘illat Mustanbathah dan sifatnya ghanny.

Pemikiran ulama wshul figh kontemporer nampaknya mengikuti
pandangan yang terdapat dalam pemikiran ushul figh klasik. Muhammad
Mushthafa Syalabi di dalam kitab Ta %/ al-Ahkam, menyebutkan bahwa ‘illat
bila dilihat dari segi eksistensinya dapat dibedakan menjadi dua macam,
yaitu pertama, disebut dengan ‘illat manshushah (Asa saielldlc) dan kedua
disebut dengan ‘illat mustanbathah (Atariisel Al ey 331,

Menurut Mushthafa Syalabi, bahwa ‘llat  mansshushah adalah
merupakan ‘llat yang disebutkan langsung oleh nash sebagai dasar
pensyariatan atas hukum bukum Islam. Mengenai ‘llat mustanbathah, menurut
Mushthafa Syalabi ialah ‘llat yang tidak disebutkan oleh #ash, ia diperoleh
atau ditetapkan lewat proses fasyr  dengan memperhatikan berbagai
indikator atau kemungkinan yang berkaitan dengan pensyariatan suatu
ketentuan hukum. Dengan kata lain ‘illat mustanbathah ini, keberadaannya
ditetapkan berdasarkan ijtihad, yakni kira-kira apa yang paling pantas dari
berbagai kemungkinan- menjadi ‘illat dari suatu ketentuan hukum yang telah
disyariatkan oleh Syari“atau dari sesuatu yang akan ditetapkan hukumnya.

Dalam hubungan ini, Khudari Beik dalam melihat ‘llat dari segi
eksistensinya ini, membaginya kepada tiga macam yaitu: pertama, disebut
dengan ‘llat yang terdapat pengakuan Syari® atas maksudnya, kedua, disebut
dengan ‘llat yang membawa atau yang memberitahukan kepada yang

329 Ibn al-Subki, Syarh Matan Jami‘ al—Jawami’, Mustafa al-Babi al-Halabi, Mesir,
1937, h. 245-253.

330 bid h. 245-252.

331 Mushthafa Syalabi, Op.cit, h. 64-65
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dikehendaki oleh Syari‘ dan ketiga, disebut dengan ‘illat baik yang terdapat
pengakuan Syari atas keberadaannya maupun tidak. 332

Selanjutnya, pandangan yang sama juga dikemukakan oleh pakar
ushul figh kontemporer lainnya seperti Muhammad Abu Zahrah, Abd al-
Wahhab Khallaf, dan Abd al-Karim Zaidan3¥. Seperti halnya Khudari Beik,
mereka juga membagi ‘illat kepada tiga macam bila dilihat dari segi ada dan
tidaknya pengakuan Syar#, yaitu: munashib mu asstir ()= clie); kedua,
munashib mula im ( 7==Ie i) dan munashib mursal (s i),

Adapun yang dimaksud dengan munashib mu asstir ialah ‘llat yang
ditunjukkan oleh Syari‘ bahwa memang ia yang menjadi dasar pensyari‘atan
hukum, baik secara jelas maupun bentuk isyarat saja. Kemudian dimaksud
dengan munashib mula’im ialah ‘llat yang tidak disebutkan oleh Syari® sifat
dan keadaannya pada satu ketentuan hukum, tetapi disebutkan pada nash
lain yang terdapat kesepadanan atau kesamaannya. Selanjutnya, yang disebut
dengan munashib mursal ialah ‘llat yang sama sekali tidak dijelaskan oleh
Syari (nash), tetapi ia merupakan suatu sifat yang patut dijadikan sebagai ‘illat
dalam rangka untuk merealisir kemaslahatan bagi kehidupan umat manusia.

Di samping hal yang disebutkan ini, Abd al-Wahhab Khallaf dan
Abd al-Karim Zaidan menambahkan satu macam lagi, yang mereka sebut
dengan munashib mulghat i) (34l Dimaksud dengan istilah ini ialah
sesuatu sifat yang terlihat dengan jelas dan bisa dijadikan sebagai ‘illat untuk
merealisir kemaslahatan, tetapi berlawanan dengan ketentuan lain yang
menolaknya.

Kemudian suatu hal yang sangat perlu diperhatikan dalam kaitannya
dengan fllat dari segi cksistensinya ini ialah melihat persesuaian suatu
ketetapan hukum dengan ‘illat yang mendasarinya. Muhammad Abu Zahrah
menyebutnya dengan a/- munashabah (—sisd))33¢ Menurut Mushthafa

32 Syekh Khudari Beik memberi komentar terhadap ketiga macam ‘illat ini.
Menurutnya, ‘llat yang disebut dalam kategori pertama adalah berkaitan dengan tujuan Syari‘
dalam pensyariatan hukum; yaitu akan bermuara pada tiga kepentingan yakni kepentingan
yang sifatnya dharuri, hajjiyi dan takmili. Adapun yang kedua, seperti ditegaskan oleh Khudari
Beik adalah bahwa hukum dibina berdasarkan ‘illat agar dapat membawa kepada
kemaslahatan, terhindar dari kerusakan. Ketiga ialah ‘illat yang terlihat adanya sifat yang
dijelaskan Syati’ bersamaan dengan suatu ketetapan hukum, baik secara sharih maupun tidak.
Lihat: Muhammad Khudhari Beik, Ushil al-Figh, Mathba’ah Al-Istiqgamah, Kairo, 1930, h.
299-309.

333 Muhammad Abt Zahrah, Op.cit, h. 241-243, Abd al-Wahhab Khallaf, Mashadir
al-Tasyri al-Islami, Op.cit, h. 52-56, Abd al-Karim Zaidan, Op.cit, h. 207-210.

34Abu Zahrah menjelaskan, jika nash tidak menyebutkan suatu fllat secara jelas
dan telah pula terikat adanya syarat atau indikator yang melatarbelakangi suatu ketentuan
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Syalabi secara bahasa al-munashabah berarti al-mula’in, yakni sesuai, sepadan
dan serasi.?35, Dalam konteks ‘illat, sebagaimana disebutkan oleh Mushthafa
Syalabi dengan mengutip pendapat al-Ghazali bahwa yang dimaksud dengan
al-munashabah ialah suatu hal yang berhubungan dengan kemaslahatan
ketika satu ketetapan hukum didasarkan padanya.’3 Contohnya ialah
khamar diharamkan karena dapat merusak akal pikiran manusia.

Sementara itu, al-Razi sebagaimana dijelaskan oleh
Muhammad Mushthafa Syalabi menyebutkan pengertian almunashabab
sebagai  betikut:”Munashib itu ialah suatn sifat yang pantas/serasi, sebagai
dasar/ alasan penetapan hukum yang terkait dengan perbuatan manusia”. 357

Atas dasar ini, maka pemahaman tentang munashabah ini sangat
penting agar dapat menentukan sesuatu yang pantas sebagai ‘illat atau alasan
dari suatu ketetapan hukum. Setelah menentukan dan memperkirakan
sesuatu yang mendasari ketentuan hukum tersebut serta kuat dugaan bahwa
memang ia yang menjadi ‘illat, maka hasil yang telah diperkirakan inilah yang
disebut dengan ‘illat mustanbathah.

Dalam pandangan Mushthafa Syalabi bahwa eksistensi ‘illat
mustanbathah diperoleh melalui kegiatan fasyr’ ini, memang menimbulkan
perbedaan pendapat di kalangan ulama Ushul Figh. 33 Perbedaan ini
agaknya lebih berorientasi pada perlu dan tidaknya unsur wunashabah bagi
sesuatu yang akan dijadikan sebagai ‘illat tersebut. Sebetulnya, jika dicermati
apa yang diperdebatkan ini, menyangkut persyaratan ‘llat yang bukan saja
‘Ulat mustanbathab, tetapi juga manshushab.

Bila dicermati secara kritis pembagian ‘illat dilihat dari segi
eksistensi atau keberadaannya ini, baik dalam pemikiran para ulama era #shu/
klasik maupun kontemporer, sebetulnya tidak terdapat perbedaan yang
prinsipil, kecuali hanya perbedaan istilah yang mereka gunakan. Diantara
kalangan ulama ushul figh klasik dan kontemporer terdapat kesamaan
pandangan, dimana keberadaan ‘illat dibedakan kepada ‘illat yang disebutkan
langsung oleh  7ash yang dinamakan dengan ‘illat wanshushah dan ‘illat yang

hukum, maka jalan yang harus ditempubh ialah lewat ijtihad atau istinbath dengan mencari dan
mengalisa berbagai kemungkinan sifat yang paling pantas terdapat keserasian untuk
dijelaskan ‘llat bagi suatu ketentuan hokum. Lihat: Muhammad AbG Zahrah, Op.cit, h. 245.

335 Musthafa Syalabi, Op.cit, h. 240.

336 Thid, h. 230.

337 Ihid, h. 230.

338 Thid, h. 230.,
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tidak disebutkan langsung oleh nash yang disebut dengan ‘illat mustanbathab,
karena keberadaannya ditetapkan berdasarkan zasy7” ulama.

Terhadap ‘illat yang pertama, oleh al-Ghazali, Abd al-Kafi al-Subki,
Syaikh Khudari Beik dan Abd al-Karim Zaidan masing-masing
menyebutnya dengan istilah ‘illat nagliyah, munashib ya‘tabirubh al-Syar’ atau
munashib mu'‘tabarah. Istilah-istilah ini kemudian lebih populer dengan fllat
manshushah (doasaiall ile) Istilah yang disebut terakhir ini merupakan
istilah yang dipakai dalam kitab-kitab klasik diantaranya kitab Matan Jaani’
al-Jaw’aami’ karya Ibn al-Subki dan kitab ushu/ figh masa akhir, diantaranya
dalam kitab Ta%/ al-Ahkam karya Muhammad Mushthafa Syalabi’® dan
dalam kitab wshul figh karya Abd al-Wahhab Khallaf.340

Adapun terhadap macam ‘illat kedua masing-masing mereka
menyebutnya dengan istilah zasyri’ al-%llat, ‘adam i‘tibarih al-Syari® atau
dinamakan dengan ‘illat mustanbathah. Akan tetapi, macam ‘llat yang disebut
terakhir ini -karena ketiadaan pengakuan Syar atau tidak disebutkan
langsung oleh Syars di dalam wash, oleh Abd al-Wahhab Khallaf, Abu
Zahrah, Abd al-Karim Zaidan dan Muhammad Mushthafa Syalabi34!
dibedakan kepada empat macam yang mereka sebut dengan istilah
munashib  mu astir ()30 Qoe) | munashib mula im (= Ie iv) munashib
mursal (dw = @in) munashib mulghah (3ds iz,

Dari apa yang telah dikemukakan di atas, agaknya keberadaan ‘illat
mustanbathah dalam pandangan ulama #shu/ kontemporer dijelaskan lebih
jelas dan tegas jika dibandingkan dengan apa yang terdapat dalam pemikiran
ushul klasik. Paling tidak dalam pemikiran ushul masa akhir terdapat
ketegasan bentuk hubungan antara suatu ketentuan hukum dengan fllat
yang mendasarinya, yaitu dengan melihat munashabah-nya, sekalipun tidak
disebutkan oleh nash.

Selanjutnya, tentang ‘illat mustanbathah sebagai telah disebutkan
sebelum ini diperlukan kejelian dan kecermatan dalam melihat apa yang
menjadi alasan ketetapan hukum Islam, karena nash tidak menyebutkan dan
tidak memberi isyarat atau tidak ada tanda yang dapat dijadikan alasan yang
melatar-belakangi ketetapan hukum dimaksud.

339 1bid h. 189-198.
340 Abd al-Wahhab Khallaf, Op.cit, h. 75.
341 Mushthafa Syalabi, Op.cit, h. 250
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Dalam hubungan ini, contoh yang dapat diangkat ialah dimana
dalam satu riwayat’? diceritakan bahwa ada seorang laki-laki telah
menyetubuhi isterinya pada siang hari di bulan Ramadhan. Peristiwa ini
dilaporkan kepada Nabi SAW. dan beliau menetapkan hukuman kafarat bagi
laki-laki tersebut dengan memerdekakan seorang budak (hamba sahaya), jika
tidak ada budak, diwajibkan puasa dua bulan berturut-turut dan jika tidak
sanggup puasa dua bulan, maka hendaklah memberi makan enam puluh
orang fakir miskin.

Bahwa setiap penetapan hukum akan selalu dikaitkan dengan fllat
yang melatarbelakanginya, tetapi dari kasus yang disebutkan ini tidak tampak
dengan jelas apa yang menjadi ‘illat-nya. Oleh karena itu, diperlukan zasyr?
dan jjtthad untuk mencari kira-kira apa yang pantas untuk dijadikan sebagai
‘illat-nya. Setelah diteliti secara cermat, ternyata fllat penetapan hukum
kafarat itu adalah “menyetubuhi isteri di siang hari” pada bulan
Ramadhan.34

Munculnya penetapan hukum kafarat bagi orang yang menyetubuhi
isteri pada bulan Ramadan adalah karena dilakukan di siang hari. Sebab, jika
tidak demikian tentu tidak ada ketentuan hukuman kafarat bagi laki-laki yang
disebutkan dalam riwayat di atas. Artinya, jika seorang laki-laki menyetubuhi
isterinya pada malam hari di bulan Ramadhan tidak dikenakan hukuman
kafarat.

Ulama di kalangan Hanafiyah dan Malikiyah, sebagaimana dijelaskan
oleh Zaki al-Din Sya‘ban,** bahwa ‘illat penetapan hukuman kafarat adalah
“sengaja” membatalkan puasa pada bulan Ramadhan baik bersetubuh
dengan isteri maupun makan di siang hari, karena hal demikian
menghilangkan kemuliaan (kehormatan) bulan Ramadhan. Akan tetapi,
kalangan Syafi’iyah dan Hanabilah 34> berpendapat bahwa penetapan kafarat
tersebut hanya berlaku bagi yang sengaja menyetubuhi isterinya siang hari
bulan Ramadhan saja, sebagaimana telah disebutkan di atas. Karena itu,
orang yang batal puasa karena makan dan minum tidak dikenakan kafarat.

342 Muhammad Abu Zahrah, Op.cit, h. 245. Dalam versi lain laki-laki itu sendiri
yang melapor dan menghadap Nabi bahwa ia telah menyetubuhi isterinya di siang hari pada
bulan Ramadhan, lalu Nabi menyuruhnya memerdekakan budak (hamba sahaya) dan
seterusnya. (Lihat: Muhammad Wafa, Dilalat al-Khithab al-Syar‘i ‘ala Hukm al-Manthtq wa
al-Mafhim (Kairo: Dar al-Tiba‘ah al-Muhammadiyah, 1981), h. 6.

343 Zaki al-Din Sya‘ban, Ushil al- Figh al-Islami, Mesir: Dar al-Ta'lif, 1965 h. 152

344 Ibid, h. 152

345 [bid, h. 152.
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Dalam kaitannya dengan penerapan ‘illat hukum, dimana adakalanya
‘llat tersebut hanya berlaku bagi suatu ketentuan hukum saja dan tidak dapat
diperluas kepada kasus-kasus lain. Inilah yang kemudian disebut oleh Alyasa
Abubakar dengan ‘illat zasy7i* Selanjutnya ‘llat ini digolongkan kepada ‘illat
gashirah. Bila suatu ‘illat hanya berlaku pada satu kasus hukum yang
didasarinya saja dan tidak dapat diperluas pada kasus-kasus lain, maka ‘illat
tersebut digolongkan kepada ‘illat gashirah. Amir Syarifuddin menjelaskan
bahwa ‘illat gashirah, ialah ‘illat yang terbatas pada wadah tertentu dan tidak
mungkin berlaku ada wadah lain dan tidak dapat dijadikan sebagai ‘illat
hukum pokok (ashl). 34 Tegasnya, ‘illat gashirah merupakan ‘llat yang
terbatas pada satu nash saja, dan tidak dapat diterapkan pada kasus-kasus
yang lain. Menurut Alyasa Abubakar yang dimaksud dengan ‘illat tasyri’ ialah
‘illat yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu ketentuan hukum
dapat terus berlaku atau sudah sepantasnya berubah karena ‘llat yang
mendasarinya telah berubah. Ketentuan ini telah dirumuskan dalam sebuah
kaidah kulliyah; “ada atau tidaknya hukum tergantung (berputar) pada ‘illat-

nya”. 347

C. Pembagian T2lily

Metode #2’/ily adalah metode yang didasarkan kepada penalaran
bahwa ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Tuhan untuk mengatur prilaku
manusia ada alasan logis atau nilai hukum yang akan dicapainya, maka pada
dasarnya penalaran 7z/ily merupakan metode penggalian hukum yang
berupaya menggunakan illat tersebut sebagai alat utamanya.

Metode fa'ily atau metode penalaran dengan menjadikan illat
sebagai patokan utamanya ini dapat dibagi kedalam tiga bentuk, yaitu;
tasyri’i, giyasi, dan istihsani:

1. Talily Tasyri’i

AlLTalily al-Tasyr’i adalah penalaran dengan mendasarkan kepada
illat fasyri’i. Illat fasyri’7 adalah illat yang digunakan untuk mengetahui apakah
suatu hukum terus berlaku atau sudah sepantasnya berubah karena illat yang
mendasarinya telah berbeda. Ketentuan ini telah dirumuskan dalam sebuah
kaidah kulliyah : “bukum itu berputar bersama illatnya dalam mewnjudfan dan

346 Jbid, h. 176.

347 Alyasa Abubakar, Teori llat dan Penalaran Ta'lili”, dalam Tjun Surjaman (Edit),
Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek (Bandung: PT. Remaja Rosada Karya,
1991, h. 177.
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meniadakan hukuns’ 3¢ Berdasar kaidah tersebut banyak ketentuan fiqih yang
berubah dan berkembang. Perubahan dan perkembangan ini dapat dilihat
dari dua segi :

a. Pemahaman tentang illat itu sendiri yang berubah sesuai
dengan perkembangan terhadap dalil yang menjadi
landasannya. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa penalaran
ta’lily  yang berbentuk fasyri maksudnya disini adalah
peninjauan kembali terhadap illat suatu hukum. Sesuatu yang
selama ini dianggap sebagai illat karena perkembangan
pemahaman terhadap dalil #ash yang menjadi landasannya,
maka sesuatu itu tidak bisa tetap menjadi illat. Ditemukanlah
sesuatu yang lain yang dirasakan sebagai illat. Contohnya,
pemahaman terhadap illat zakat pertanian. Selama ini yang
dipahami sebagai illat zakat hasil pertanian adalah makanan
pokok, dapat disimpan lama, dapat ditakar, ditimbang, atau
hasil dari tanaman yang ditanam. Tetapi Yusuf Qardlawi dalam
pemahaman tentang illat zakat hasil pertanian mempopulerkan
bahwa illatnya adalah “a/~Nama” (produktif). Jadi semua
tanaman yang produktif wajib dikeluarkan zakatnya.3* Zakat
pertanian  tidak hanya terbatas pada tanaman yang
mengenyangkan, seperti gandum, padi, jagung, dan lain-lain.
Tetapi tanaman lain yang sifatnya produktif wajib juga
dikeluarkan zakatnya, seperti tebu, karet dan lain sebagainya.
Disini yang dipergunakan bukan jalan qiyas tetapi dengan
menetapkan illat baru menggantikan illat yang dipahami selama
ini. Jadi zakat pertanian yang selama ini dipahami illatnya
adalah makanan mengenyangkan, dengan pemahaman kembali
terhadap dalil nash yang menjadi landasannya, Yusuf Qardlawi
menemukan illatnya adalah produktif, tidak hanya sekedar
hanya mengenyangkan, sehingga kewajiban zakat tebu, karet,
dan lain-lain bukan dengan jalan qiyas, tetapi memang
memenuhi apa yang mendasarinya (illatnya) yaitu al-mana’.

b. Pemahaman terhadap illat masih tetap seperti semula, tetapi
maksud tersebut akan tercapai lebih baik sekiranya hukum

348 Muhtar Yahya, Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Figh Islam, al-Ma’arif, Bandung,
1986, hal. 550
349 Yusuf Qardawi, Figh al-Zakat I, Muassasah al-Risalah, Bairut, hal. 355
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yang didasarkan atasnya dirubah. Contoh populer untuk hal ini
adalah pembagian tanah (al-Fa’’" atau harta rampasan perang)
di Irak pada masa Umar. Illat pembagiannya adalah agar tidak
menjadi monopoli orang-orang kaya saja (Q.S. al-Hasyr : 7).
Pada masa Rasul kebun orang-orang Yahudi yang kalah perang
di Madinah dan Khaibar dibagi-bagikan kepada kaum
muslimin, tetapi Umar tidak mau membagi lahan pertanian di
Irak tersebut setelah menang perang. Menurutnya pembagian
itu akan melahirkan orang-orang kaya baru yang justru
dihindari oleh al-Qur’an. Tanah tersebut harus menjadi milik
negara dan disewakan kepada penduduk yang dikuasainya.
Hasil sewa inilah yang dibagikan kepada orang-orang yang
tidak mampu dan pihak yang memerlukan bantuan keuangan
negara.’> Contoh lain adalah larangan Umar terhadap laki-laki
muslim menikahi wanita ahl al-kitab, padahal didalam al-
Qur’an menikahi wanita ahl kitab diperbolehkan (Q.S. al-
Maidah : 5). Al-Jashshash meriwayatkan dalam tafsirnya, bahwa
Hudzaifah kawin dengan orang Yahudi, maka hal itu dilarang
oleh Umar dengan alasan dikhawatirkan terjadinya
percampuran keturunan, dan pernikahan tersebut dilandasi
faktor kecantikan semata, dimana hal ini akan mendatangkan
fitnah bagi wanita-wanita muslim.’! Disamping itu dapat
dimasukkan dalam kategori illat-illat yang namanya masih
sama tetapi ukuran atau kandungannya telah berbeda.
Maksudnya definisi tentang illat itu yang telah dikemukakan
oleh ulama dahulu tidak cocok (tidak sesuai) lagi dengan situasi
saat ini. Untuk itulah diperlukan adanya redefinisi terhadap
pengertian dari sutau keadaan yang menjadi illat. Contonhnya
illat untuk melakukan shalat khauf dalam al-Qut’an adalah rasa
takut (Q.S. Al-Baqarah 239). Jumhur ulama menafsirkan illat
tersebut secara sempit, yaitu mencakup rasa takut karena
perang atau binatang buas. Tetapi saat ini ulama menafsirkan
lebih luas lagi yaitu tidak hanya mencakup hal di atas, tetapi
juga takut kehilangan harta, kehormatan diri, bahkan juga

350 Muhammad Abd. Al-Jawwad Muhammad, Milkiyyat al-Aradli fi al-Islam,
Mansya’at al-Ma’arif, Iskandariyah, 1872, hal. 85-117
351 Mustafa Syalabi. Hal. 43-44
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menafsirkan takut dalam ayat tersebut antara lain takut
kehilangan tempat duduk dalam kereta api.352 Contoh lain
adalah definisi pencurian sebagai illat adanya hukuman (had)
potong tangan. Mencuri seperti diartikan ulama dahulu
dirasakan kurang cocok untuk diterapkan dalam kondisi
sekarang. Hal ini disebabkan kasus pencurian saat ini dilakukan
dengan modus operandi yang sangat canggih. Dari yang telah
diuraikan di atas, jelaslah bahwa illat zzsyri% adalah salah satu
bagian dari penalaran fz’ily yang dapat memberikan nuansa
baru dalam perkembangan ijtthad dengan mencoba kembali
memahami teks-teks #ash dan menyesuaikan dengan situasi dan
kondisi.

2. Talily Qiyasi.

AlLTalily al-Qiyas adalah Penalaran yang didasarkan kepada illat
giyasi. 1llat qiyasi adalah illat yang digunakan untuk mengetahui apakah
ketentuan yang berlaku terhadap suatu masalah dijelaskan oleh suatu dalil
nash dapat diberlakukan pada ketentuan lain yang tidak dijelaskan oleh dalil
nash karena adanya kesamaan diantara keduanya. Dengan kata lain,
ketentuan pada masalah pertama yang ada nash dalilnya diberlakukan pada
dalil kedua yang tidak terdapat dalil nashnya karena ada kesamaan illat.
Dalam #shul figh inilah yang dinamakan dengan giyas.

Sesuai dengan pengertian di atas, apabila ada suatu peristiwa yang
hukumnya telah ditetapkan oleh suatu nash dan illat hukumnya telah
diketahui menurut salah satu cara dari cara-cara mengetahui illat hukum,
kemudian didapatkan suatu peristiwa lain yang illat hukumnya tidak
ditetapkan oleh #ash, tetapi illatnya sama dengan illat hukum peristiwa yang
mempunyai nash tersebut, maka hukum peristiwa yang yang tidak ada
nashnya ini disamakan dengan hukum peristiwa yang ada nash-nya lantaran
adanya persamaan illat hukum pada kedua peristiwa tersebut.

Metode penalaran seperti ini telah diterima dan diperaktikkan secara
meluas dikalangan ulama figh. Sangat banyak ketentuan hukum tetap suatu
kejadian yang ditetapkan dengan menggunakan metode ini. Diantara alasan-
alasan yang digunakan untuk mendukung keabsahannya diambil dari al-
Qur’an, Hadits, dan praktik sahabat. Penolakan terhadapnya hanya oleh
kelompok dzohiri, seperti Ibn Hazm dengan alasan kegiatan ini tidak

352 HAMKA, Tafsir al-Azhar, Juz 11, Pustaka Panji Mas, hal 583
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diperlukan dan mengada-ada terhadap firman Allah dan Hadits Rasul.
Menurut Ibn Hazm, ummat Islam mesti mengerjakan semestinya apa yang
disuruh oleh syari’at dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Adapun hal-
hal yang kita tidak perlu mencari-cari dan membuat ketentuan baru.353
Contoh penggunaan illat giyas adalah jual beli pada saat azan jum’at adalah
suatu peristiwa yang sudah ditetapkan hukumnya oleh #ash, yaitu makruh (al-
Jum’ah : 9). Illat hukum dimakrukannya berjual beli pada waktu azan jum’at
karena perbuatan tersebut melalaikan sembahyang. Kemudian mengadakan
perikatan muammalah lain selain jual beli yang tidak ada ketentuan
hukumnya (nash), tetapi karena illat dari peristiwa itu sama dengan illat yang
terdapat pada jual beli, yaitu melalaikan sholat jum’at, maka hukum
perbuatan tersebut disamakan dengan hukum berjual beli pada saat azan
jum’at dikuamandangkan, yakni makruh. Bahkan haram.

Sebagian ulama menambahkan persyaratan lain dalam melakukan
giyas ini seperti ketentuan pada masalah pokok bukan merupakan
pengecualian dari kaidah umum. Contohnya izin memakan ikan dan belalang
tanpa disembelih adalah pengecualian dari kewajiban menyembelih pada
semua jenis hewan. Karenanya ketentuan ini tidak boleh digiyaskan kepada
hewan lain seperti kodok dan bekicot.

Dalam pengaplikasiannya, untuk sebuah masalah sering ditemukan
beberapa kemungkinan illat. Dalam hal ini terbuka kemungkinan dan peluar
besar untuk melakukan ijtihad dalam rangka menganalisa dan menentukan
illat mana yang sebenarnya sesuai untuk menetapkan suatu ketentuan
hukum.

3. Ta’lily Istihsani

Talily Istthsani adalah penalaran yang dilakukan apabila tingkat
kekuatan illat tersebut tidak sama, maksudnya illlat suatu ketentuan itu ada
yang jelas dan ada yang tersembunyi. Penalaran semacam inilah yang sering
dinamakan dengan istihsan atau qiyas &baf).

Dalam hal memberikan definisi tentang istthsan ini terdapat
perbedaan dikalangan fukaha’ terutama imam-imam madzahib, malahan ada
yang tidak mengakui istthsan sebagai metode #stibath hukum seperti Imam
Syafi’i. Namun karena yang menjadi titik tolak pembahasan ini adalah hal
yang berkenaan dengan illat, maka pengertian istihsan yang cocok adalah

353 Al-Yasa Abu Bakar, hal. 183
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pengertian istihsan yang ada pada ushul Figh Hanafi, meskipun Abu
Hanifah sendiri tidak pernah menjelaskan bagaimana maksud dari istihsan
itu sendiri. Abu Hanifah hanya mengatakan “astabsin” yang artinya “saya
menganggap istihsan” 3% Sedangkan ulama Malikiyah mengidentikkan
istthsan dengan Mashalihul Mursalah. Salah seorang ulama Hanafiyah -yaitu
al-Kharkhi- menyatakan bahwa yang dimaksud istthsan adalah berpalingnya
seorang mujtabid dari suatu bukum pada suatn masalah dari yang sebandingnya kepada
bukum lain karena adanya suatu pertimbangan yang lebib utama yang menghendaki
perpalingan. Al-Sarakhsi (ulama Hanafiyah) menyatakan bahwa sebenarnya
qgiyas itu ada dua macam, yaitu qiyas ja/y (jelas) dan qiyas £bafy (tersembunyi),
inilah yang dinamakan dengan istihsan.

Berdasarkan uraian di atas nyatalah bahwa istihsan itu ada dua

bentuk :

a. Mentarjihkan qiyas yang tidak nyata atas qiyas yang nyata
berdasarkan suatu dalil. Inilah yang disebut dengan giyas
khapy.

b. Mengecualikan hukum juz’iyah dari hukum kulliyah dengan
suatu dalil.

Istthsan macam bagian yang kedua inilah yang oleh ulama
Hanafiyah disebut dengan istihsan darurat. Sebab penyimpangan dari
hukum kulli tersebut adalah karena darurat atau karena adanya suatu
kepentingan yang mengahruskan adanya penyimpangan.?5> Untuk lebih
jelasnya berikut akan dikemukakan contoh mengenai istihsan :

a. Sisa minuman burung buas, seperti gagak, rajawali, elang, dan
lain-lain, menurut istihsan adalah suci, sedangkan menurut
qiyas adalah najis. Dalam qgiyas, sisa minuman burung yang
haram dagingnya adalah sama dengan sisa minuman binatang
buas, seperti harimau dan singa. Dengan menggunakan
istihsan sisa minuman burung buas adalah suci karena burung
buas meskipun haram dagingnya dimakan, tetapi ludah yang
keluar dari perutnya tidak akan dapat bercampur dengan sisa
bekas air yang diminumnya, sebab burung itu minum
menggunakan paruhnya, yaitu sejenis tulang yang suci.
Berbeda dengan binatang buas selain burung, jika minum

354 Muhammad Abu Zahrah, Abu Hanifah Hayatubu wa ‘Asrul Ara’ulh wa Fighubu,
Dar al-Fikr al-Arabi, 1974, hal. 342
355 Muhtar Yahya, hal. 101
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menggunakan mulut, yaitu sejenis daging, sehingga sisa
minuman tersebut sangatlah mudah bercampur dengan
ludahnya.

b. Apabila jatuh suatu najis ke dalam sumur tidak mungkin
membersihkannya, karena setiap air yang dituangkan ke
sumur untuk mensucikannya akan menjadi najis dengan najis
yang ada di dalam sumur. Untuk menghilangkan kesulitan
dan memelihara manusia dari kesukaran, maka mensucikan
sumur itu cukup dengan menuangkan beberapa timba air ke
dalamnya.

Tiga bentuk dari penalaran 727}y yang jika dilihat sepintas nampak
persamaan diantara ketiganya tersebut yaitu sama-sama mendasarkan
penetapan suatu hukum dengan adanya illat. Namun diantara masing-masing
penalaran tersebut juga terdapat perbedaan satu sama lain.

1. Illat fasyri’i merupakan penalaran awal dari penalaran zz’/y, karena
hukum baru yang ditetapkan itu sebenarnya illatnya telah ada dalam
teks nash itu sendiri, hanya belum terungkap. Baru setelah diadakan
penelitian dan ijtihad serta disesuaikan dengan situasi dan kondisi,
illat yang ada tersebut dirasakan tidak cocok lagi atau pemahaman
terthadap illat itu sendiri sudah seharusnya diubah, maka hukum
baru itu ditetapkan sesuai dengan pemahaman yang telah berubah
terhadap illat itu sendiri.

2. Ketika illat suatu hukum itu mempunyai kesamaan dengan illat yang
ada pada suatu peristiwa yang belum ada ketentuan hukumnya,
maka digunakan metode illat giyasi. Jadi illat giyasi ini dilakukan
ketika illat yang bersifat zagyri% tadi itu diperluas terhadap sesuatu
yang lain. Nampaklah disini bahwa dalam illat giyasi ini pemahaman
terhadap illat tidak berubah, akan tetapi illat itu sendiri di jadikan
landasan untuk menetapkan hukum terhadap suatu peristiwa yang
tidak (belum) ada ketentuan hukumnya.

3. Sedangkan illat #stibsani lebih jauh lagi dari illat giyasi karena kalau
tetap dipakaikan illat qiyasi, maka maksud hukum tidak akan
tercapai. Disini pemakaian illat tersebut dipalingkan dari illat yang
jelas kepada illat yang tersembunyi.

Setelah dilihat perbedaan dari ketiga bentuk illat tersebut, jelaslah
bahwa penalaran 7z’/ly yang terdiri dari tiga bentuk itu akan memberikan
lapangan yang luas bagi mujtahid untuk memahami, meneliti, dan

Metode Penggalian Hukum Isiam | 171



menganalisa kembali ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam al-Qur’an

dan Sunnah.
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BAB V

METODE AI-ISTISHLAHY

A. Pendahuluan

Bentuk  penggalian  hukum  berdasarkan  Zstishlaby — suatu
kemashlahatan yang tidak mempunyai dasar, tetapi juga tidak ada
pembatalannya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syariat
dan tidak ada illat yang keluar dari syarak. yang menentukan kejelasan
hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan
hukum syarak., yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan
kemadaratan atau untuk menyatakan suatu mamfaat, maka kejadian tersebut
dinamakan istishlahy. Melihat proses penetapan hukum terhadap suatu
mashlahat yang ditunjukan oleh khusus. Dalam hal ini adalah penetapan
suatu kasus bahwa hal itu diakui oleh salah satu bagian tujuan syarak. Proses
seperti  itu  disebut ds#slah  (menggali dan  menetapkan  suatu
masalah).35%6Walaupun para ulama berbeda dalam memandang metode ini,
hakikatnya adalah satu, yaitu setiap manfaat yang di dalamnya terdapat
tujuan secara umum, namun tidak terdapat dalil yang secara khusus
menerima atau menolaknya.

Sebagaimana halnya metode ijtihad lainya, metode atIstishlab juga
merupakan metode penggalian hukum yang kasusunya tidak diatur secara
cksplisit dalam Al Quran dan Hadits. Hanya saja metode ini lebih
menckankan pada aspek mashlahat secara langsung. Sehubungan dengan
metode ini, dalam wshul figh dikenal ada tiga macam mashlahat, yakni
mashlabat mu.tabarat, mashlabat mulghat dan mashlahat mursalat. Mashlahat yang
pertama adalah mashlahat yang diungkapkan secara langsung baik dalam Al
Quran maupun dalam Hadit. Sedangkan mashlahat yang kedua adalah yang
bertentangan dengan ketentuan yang termaktub dalam kedua sumber hukum
Islam tersebut. Di antara kedua mashlahat tersebut, ada yang disebut
mashlabat mursalat yakni mashlahat yang tidak ditetapkan oleh kedua sumber
tersebut dan tidak pula bertentangan dengan keduanya. 357

356Rachmat Syafe.i, I/mu Ushul Figib, Cet. 1, Pustaka Setia, Bandung, 1999.hlm. 117.
37Dalamm  kajian ilmu Ushul Figh “@lmasiabat  al-mursalah” adalah  suatu
kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh al-Syari. sebagai dasar penetapan hukum, tidak pula
ada dalil syar.i yang menyatakankeberadaannya atau keharusan meninggalkannya. Abdul
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Penggalian hukum zstishlahy dimaksudkan untuk mengetahui tujuan
syariat dan merealisasikannya sehingga mampu menyelesaikan permasalahan
hukum yang sedang dihadapi. Dalam keadaan demikian penggalian hukum
dengan istishlahy merupakan suatu jalan keluar dari kekakuan hukum.

Metode penggalian hukum dengan zstishlaly itu difokuskan terhadap
lapangan yang tidak terdapat dalam #zash, baik dalam Al Quran maupun As
Sunnah yang menjelaskan hukum-hukum yang ada penguatnya melalui suatu
’tibar. Juga difokuskan pada hal-hal yang tidak didapatkan adanya ziwa. atau
giyas yang berhubungan dengan kejadian tersebut.

B. Pengertian Al-Istishlahy

Alstiblahy ditinjau dari segi etimologis berasal dari kata bahasa
Arab dari kata shalaha-yashlubu-istishlahan (sdeaislmlay - =la ') yang berarti
kebaikan. Adapun Kata almashlahah adalah bentuk tunggal (wufrad),
sedangkan jamaknya adalah almashaalib (eael ) mengikuti  wazan
(timbangan kata) al-mafaa’il ( Je\dall) yang menunjukkan arti sesuatu yang
banyak. Oleh karena itu kata mashlahat berarti sesuatu yang banyak
kebaikan dan manfaatnya. Sedangkan di dalam Ensiklopedi Islam,
pengertian mashlahat dinegasikan dengan “mafsadat (AL mafsadah) sesuatu
yang membawa madbarah (madarat, bahaya, bencana, atau kerusakan)3%8 atas
agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Menurut istilah keagamaan,
berati lawan makna mashlahat”.

Berdasarkan pengertian etimologis di atas, mashlahat memiliki dua
pengertian. Perfama; hakiki, yaitu mashlahat sama dengan manfaat, baik dari
segi lafaz maupun maknanya. Kedwa, majazi (metaforis), yaitu mashlahat
berarti suatu pekerjaan yang mengandung shalah (kebaikan) yang berarti
manfaat. Apabila dikatakan perdagangan itu suatu kemashlahatan dan

Wahab Khallaf, 1/mu Ushul al-Figh, Al-Majlis al-Ala al-Indonesi li al-Da.wat al-Islamiyyyat,
Jakarta, 1972, him. 84.

358Berdasrkan syariat Islam, dalam batas-batas tertentu kesulitan hidup itu dapat
diatasi dengan rukhshah (dispensasi). Yaitu sebuah keringan terhadap kesulitan yang dihadapi
atau dialami oleh manusia dalam persoalan ibadah maupun muamalah setelah diupayakan
mencari jalan keluarnya, namun tidak juga menghasilkannya. Hal ini ditegaskan oleh kaidah
hukum Islam yang menyatakan < shaall s 815 uall Lesulitan-kesulitan itn pada akbirnya
mebolehkan sesuatu_yang dilarang. Sudah barang tentu kebolehan melakukan larang di sini hanya
sekedar menutupi kebutuhan primer, seperti dalam situasi terpaksa akad riba yang semestinya
dilarang boleh dilakukan hanya sebatas untuk menutupi kebutuhan (primer) hidup saat itu
saja.
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menuntut ilmu itu suatu kemashlahatan, maka hal tersebut berarti bahwa
perdagangan dan menuntut ilmu itu penyebab diperolehnya manfaat lahir
dan batin. Terkadang yang menjadi sebab kemashlahatan itu adalah mafsadat
atau kerusakan, karena itu diperintahkan atau dibolehkan mengerjakannya.
Hal itu bukan karena ia merupakan mafsadat atau kerusakan, tetapi karena ia
mengantarkan kepada kemashlahatan.

Dengan demikian, secara etimologis kata mashlahat kepada
pengertian manfaat yang hendak diwujudkan oleh manusia. Penunjukan
makna tersebut dimaksudkan untuk meraih kebajikan atau hal yang lebih
baik dalam kehidupan umat manusia dikemudian hari, yang dalam
kenyataannya selalu berkembang seirama dengan berkembangnya peradaban
dan kebudayaan umat manusia. Sementara itu al-Qur’an dan al-Hadits
sebagai sumber utama hukum Islam hanya menjelaskan segala aspek
kehidupan ini secara garis besar atau global. ”Teks-teks al-Qur’an dan al-
Hadits sebagai nash hukum itu terbatas (7ag), sedangkan problematika
hukum yang memerlukan solusi tidak terbatas, oleh karena itu diperlukan
ijtihad untuk menginterpretasi #ash yang terbatas itu agar berbagai masalah
yang tidak dikemukakan secara eksplisit dalam nash dapat dicari
pemecahannya. Oleh karena itu persoalan-persoalan baru yang muncul
karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak harus dihadapkan
dengan ketentuan-ketentuan nash secara konfrontatif, tapi harus dicari
pemecahannya secara jtihadi. Wawasan semacam ini memang merupakan
anjuran bahkan perintah para pakar hukum Islam dari generasi ke generasi
guna menggali dan mengembangkan keilmuan di bidang hukum. Anjuran
tersebut secara monomental banyak dihafal oleh generasi sekarang dari
berbagai elemen atau sekte dalam Islam sebagai slogan yang tidak dapat
dipisahkan dari kehidupan mereka. Bunyi slogan tersebut adalah:

R Lkt a1 5 Ll quall alaitd

Menjaga hal-hal lama yang baik dan meﬂgamhz'// hal-hal baru yang lebih baik.

Bahkan tidak hanya mengambil yang lebih baik melainkan
menciptakan yang lebih baik, sebagai nalar progresif demi pengembangan
ilmu pengetahuan, khususnya di bidang pembinaan dan pembangunan
hukum.

Sedangkan pengertian észzshlab dari terminologis, mashlahat memiliki
pengertian yang beragam sesuai dengan pendapat masing-masing ulama. Al-
Ghazali (W. 505 H.) Istishlahy menurut pandangannya adalah suatu metode
istidlal (mencari dalil) dati zash syarak’ yang tidak merupakan dalil tambahan
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tethadap nash syarak’, tetapi ia tidak keluar dari mash syarak’ Menurut
pandangannya, ia merupakan hujjah gathijyyat selama mengandung arti
pemeliharaan maskud syarak’ walaupun dalam penetapannya ghanz3 dalam
kitabnya al-Mustasyfa mengemukakan pendapatnya bahwa mashlahat pada
dasarnya adalah suatu gambaran dari mendatangkan manfaat (jalb al-manafi’)
atau menghindarkan kerusakan atau bahaya (dafu/ mafasid). Lebih lanjut al-
Ghazali menegaskan: “A/lMashlabah adalah memelihara tujuan syarak’ (a/
mihafadbab i al maqgashid al syariyyah). Al-Mashlabah adalah meraih manfaat
dan menghindarkan bahaya dalam rangka memelihara tujuan syarak’ yang
meliputi lima hal, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta” .

Definisi yang dikemukakan oleh Imam al-Ghazali tersebut
sesungguhnya memberikan pemahaman bahwa sesuatu itu dapat dikatakan
mashlahat apabila memenuhi dua syarakt, di mana syarakt yang satu dengan
lainnya tidak dapat dipisah-pisahkan. Kedua syarakt tersebut merupakan satu
kesatuan yang utuh. Perfama; bernilai atau tidaknya sesuatu itu tergantung
kepada nilai mashlahat dan manfaatnya terhadap kehidupan umat manusia
dalam menjaga tujuan syarak’ yang lima yaitu, menjaga agama, jiwa, akal,
keturunan dan harta. Kedua; adanya kesesuaian (relevansi) kemanfaatan
tersebut dengan syarak’(sumber hkum Islam). Kedua syarakt ini kemudian
direkomendasikan sebagai alat perubahan dan pengembangan ilmu hukum
(Islam) untuk menjawab tantangan perubahan sosial di bidang hukum.
Segala kepentingan, baik yang bersifat pribadi maupun kolektif,
mendapatkan legitimasi mashlahat, selama dapat mengakomodir kedua
syarakt tersebut. Oleh karena itu segala kepentingan yang didasarkan pada
pemikiran akal dan hawa nafsu belaka, pasti akan ditolak. Di sini teori
mashlahat memberikan peluang seluas-luasnya kepada segala upaya
pengembangan dan pembangunan hukum, termasuk upaya politik, selama
tidak bertentangan dengan mashlahat yang dimaksudkan.

Bertitik tolak dari pengertian mashlahat yang dikemukakan Al-
Ghazali tersebut, maka argumentasi apapun yang dikemukakan oleh
seseorang dengan mengatasnamakan kepentingan, manakala bertentangan
dengan dalil syarak’ (hukum Islam), ia akan ditolak dan tidak dapat disebut
sebagai mashlahat, bahkan disebut sebagai mafsadat atau kerusakan.
Jelasnya, segala sesuatu yang mengandung pemeliharaan tujuan syarak’ yang
lima ia berhak dinamakan mashlahat akan tetapi kalau mengabaikan tujuan

359 Al-Ghazali, A/--Mustashfa fi mi al-Ushul, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1983, h.
310.
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syarak’ yang lima tersebut berhak dinamakan mafsadat. Bahkan menolak
sesuatu yang mengabaikan tujuan syarak’ (yang lima) tersebut justru
merupakan suatu mashlahat.

Dilain pihak, Al-Khawarismi sebagaimana dikutip oleh Wahbah al
Zuhaily menyatakan bahwa al-Mashlahah adalah memelihara tujuan syarak’

dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia
0 e alilt 33y gLl ssaie o AaBl 1 anlally sl

Yang dimaksud dengan al-Mashlahah adalah memelihara tujuan

syarak’ dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia
Kedua definisi di atas di samping memiliki kesamaan, tetapi juga
memiliki perbedaan. Definisi mashlahat oleh Al-Khawaritsmi sekupnya lebih
sempit bila dibandingkan dengan definisi oleh Imam Al-Ghazali. Al-
Khawaritsmi hanya memandang mashlahat dari sisi menghindar dari
kerusakan saja. Sementara Al-Ghazali, disamping dari sisi kerusakan juga
dari sisi manfaatnya. Oleh karena itu hasil pandangan dari kedua pakar
tersebut jelas menunjukkan adanya perbedaan sekaligus menunjukkan
kesamaan di sisi yang lain. Hal tersebut karena ketika orang menghindar dari
mafsadat atau kerusakan, belum tentu ia mendapatkan manfaat, kecuali
hanya manfaat terhindar dari kerusakan yang dimaksud. Sedangkan manfaat
secara material (partikular) tidak didapatkannya. Berbeda bila memakai optik
definisi al-Ghazali, selain manfaat terhindar dari kerusakan juga
mendapatkan manfaat secara material dari obyek hukum yang dimaksudkan.
Najm al-Din al-Thufi (W. 716) menjelaskan bahwa mashlahat, yaitu:

falodl) Sl Gl caslially Zbl fad G shocglal 3ud o dsdialy
1 1 ale Bolal) 438 Vs cimbiall oo A 35kl 355
Mashlahat menurut pandangan al-Thufy, adalah antara nash yang dbanny
dan mashlabat, sedangkan antara nash yang qoth’y dengan mashlabat al-Thufi
mencegah adanya pertentangan. Pada waktu itu mashlabat tidak boleh mendabului
nash”.
Mashlahat diartikan sebagai sesuatu yang menjadi sebab

mendatangkan kebaikan dan kemanfaatan, sedangkan menurut syarak’
mashlahat adalah sesuatu yang menjadi sebab mendatangkan kepada tujuan

360Baca Wahbah al-Zuhaili, Ushul al-Figh al-Islamy, juz 2, Damaskus, Dar al-Fikr,
1986, hal. 757.
361]hid, hal. 819
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pembuat hukum (a/-$yari’) baik secara ibadah maupun adat kebiasaan”. Pada
dasarnya definisi yang disampaikan oleh Al-Thufi tersebut tidaklah jauh
berbeda dengan yang disampaikan oleh Al-Ghazali, perbedaannya hanya
terdapat pada formasi antara meraih kemanfaatan (alb al-manafi’) yang
dikemukakan oleh  Al-Ghazali dengan rumusan "sebab  yang
mendatangkan/melahirkan kebaikan dan kemanfaatan" (a/-Sabab al-maaddi
ala al-shalah wa al-naf) oleh Al-Thufi. Demikian juga dengan rumusan yang
kedua, secara gyar’i (islamic law), yakni yang menghubungkan antara at
maslahah dengan al-magqashid al-syariyyah (tujuan-tujuan hukum), yang pada
hakekatnya sama dengan pengertian tersebut.

Pengertian disebutkan diatas merupakan batasan yang diberikan
oleh para wshuliyyin Klasik, Sedangkan wshuliyyin kontemporer, sepertinya
mencukupkan definisi-definisi tersebut di atas. Artinya mereka menganggap
cukup untuk merujuk pada pendapat Al-Ghazali, Al-Khawaritsmi, Al-Thufi
dan lain-lainnya. Beberapa definisi tentang mashlahat dengan rumusan yang
berbeda di atas dapat dipahami adanya persamaan persepsi antara pakar
hukum Islam yang satu dengan yang lainnya. Akan tetapi secara keseluruhan
dapat disimpulkan bahwa teori mashlahat dalam pengertian syari’at adalah
kemashlahatan yang dipandang baik oleh akal sehat, karena mendatangkan
kebaikan dan menghindarkan kerusakan bagi manusia dan sejalan dengan
tujuan syari’at dalam menetapkan hukum. Kemashlahatan tersebut tidak
hanya terbatas di dunia saja, melainkan kemashlahatan yang berkelanjutan di
akhirat. Kata lain dari pengertian ini adalah, mereka mengkaitkan
kemashlahatan dengan tujuan syari’at, dan sepakat bahwa pengertian
kemashlahatan tidak hanya terbatas meraih manfaat saja, melainkan juga

menghindarkan bahaya dan kerusakan.

C. Pembagian Mashlahat

Berkaitan dengan upaya mengangkat teori mashlahat sebagai
metode dalam penggalian hukum Islam yang sah, para wshuliyyin membagi
mashlahat menjadi tiga katagori. Yaitu: mashlabah mu’tabarah (valid/populer),
mashlahalh mulghah (invalid/tdak legitimet), dan mashlabah mursalah (tetbuka
dan legitimet sebagai dalil hukum Islam).

1. Mashlabab mu'tabarab yaitu mashlahat yang secara langsung terdapat
pada sumber hukum Islam aslinya. Baik berupa al-Qur’an maupun
al-Hadits. Oleh karena itu ia memiliki tingkat validitas yang paling
tinggi keberadaannya dalam pandangan Syar;’ (Pembuat hukum),
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karena secara langsung ia telah mendapatkan legitimasi dari al-
Qur'an atau al-Hadits. Contoh mashiahah mmu'tabarah ini adalah
sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah, 275:
all e Szt dhisg ) rfu Laf“x!\ Ssheks ¥ \:;J\ RN
55 o5 s dols 25 G g s sl g e &) HANE v‘sb &3
NIMIERFIEE )LJ\ KESA :,Lzsju RTINS aafs Galo Al 4506
Orang-orang yang memakan (memungit) ﬂbﬂ tidak dapat berdiri melainkan
seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan lantaran gangguan penyakit gila.
Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berkata: sesunggubnya jual-beli
itn sama dengan riba. Pdahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharambkan
riba, orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tubannya, laln terus
berhenti (dari mengambil riba),Maka baginya apa yang Telah diambilnya dabuln
(sebelum datang larangan); dan urusannya (terserab) kepada Allah. orang yang kembali
(mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di
dalamnya”

Halalnya berjual beli secara jelas telah ditentukan oleh ayat
tersebut. Begitu pula haramnya riba. Hikmah dari mashlahat yang
ditimbulkan dari jual beli yang halal serta larangan riba tersebut adalah
dalam rangka menjaga dan mengembangkan harta secara proporsional.
2. Mashlahah munlghah adalah mashlahat yang dianggap bertentangan

dengan syari’at. Oleh karenanya keberadaan mashlahat mulghab (sia-
sia) ini baik secara esensial maupan subtansial dianggap invalid dan
tidak dapat dijadikan sandaran dalam menetapkan hukum.
Contohnya adalah pengembangan harta atau uang secara ribawi
seperti dalam perbankan konvensional. Sekalipun dengan alasan
bahwa secara internashional konsep perbankan telah dikemas
sedemikian rupa, sedangkan hampir seluruh umat Islam tidak dapat
melepaskan diri dari jasa perbankan tersebut. Oleh karena itu
dengan memandang mashlahat agar keuangan umat Islam tetap
berputar dikalangan umat Islam sendiri, di mana hasilnya dapat
disalurkan atau digunakan untuk dakwah Islamiyah, maka
didirikanlah  perbankan dengan menggunakan simbul Islam
sekalipun konsepnya tetap menggunakan kosep perbankan
konvensional (riba). Pendirian bank semacam ini, sekalipun
alasannya ingin mengembangkan dan menjaga harta serta niatan
menegakkan agama (Islam), tetapi tetap saja secara operasionalnya
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bertantangan dengan ayat al-Quran di atas. Oleh karena itu
pemaksaan terhadap penerapan teori mashlahat jenis ini (wulghab),
sekalipun secara formalitas menunjukkan adanya prestasi, akan
tetapi secara esensial justru akan menghancurkan sendi-sendi
kehidupan itu sendiri.

3. Mashlabah mursalah, adalah mashlahat yang posisinya berada antara
mashlalahah mu’tabarah dan mashlalah mulghah. Yaitu suatu mashlahat
sebagai produk atau hasil pemikiran aktual yang secara yuridis tidak
diperintahkan oleh al-Qur’an atau al-Hadits, tetapi juga tidak
bertentangan dengan keduanya. Secara filosofis, maslabab mursalab
berpotensi sebagai alat untuk pengembangan hukum baik dengan
jalan merespon fenomena yang terjadi maupun berupa aktualisasi
hukum-hukum yang telah ada untuk selanjutnya disesuakan dengan
kebutuhan masa kini (kontekstualisasi hukum). Contohnya adalah
membuat peraturan atau undang-undang tentang perkawinan yang
mengharuskan setiap perkawinan harus dicatat, memiliki mashlahat
agar perkawinan itu legal dalam aturan administrasi, sehingga bagi
yang terkait dalam perkawinan itu tidak dapat ingkar atas
perkawinannya. Contoh yang lain adalah pendirian bank sebagai
lembaga intermediasi yang menghubungkan antara pemilik modal
dengan pekerja. Secara konseptual, Islam tidak memerintahkan
pendirian lembaga perbankan. Akan tetapi tidak satu ayatpun dari
al-Quran maupun al-Hadits yang melarang pendirian lembaga
perbankan. Akad mudbarabah (bagi hasil) yang dikenal selama ini,
dalam konsep Islam adalah hubungan personal (bukan lembaga
seperti bank) antara dua orang atau lebih berupa akad kerja. Di
mana pemilik modal menyerahkan uangnya kepada orang yang
dipercaya untuk digunakan sebagai modal kerja dan hasilnya dibagi
sesual kesepakatan. Akan tetapi dengan pendirian bank tersebut
manfaatnya semakin besar dan dapat dirasakan banyak orang. Di
samping itu manfaat tersebut juga tidak bertentangan dengan teks
hukum yang telah ada. Baik teks al-Qur’an maupun al-Hadits.

Secara otoritatif, mashlabab mursalah memiliki kekuatan sebagai
sumber hukum dengan syarakt bahwa suatu mashlahat terkandung
dalam mashlahat dbaruriyyat (primer), ghath’iyyat (pasti) dan kulliyat
(menyeluruh). Yang dimaksudkan dengan mashlahat dbaruriyat
adalah mashlahat yang sesuai dengan tujuan pokok hukum. Yaitu

180 | Metode Penggalian Hukum Islam



menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Sedangkan yang
dimaksud dengan mashlahat gazhZyyat adalah mashlahat yang terjadi
dengan pasti tanpa diragukan lagi keberadaannya. Adapun
mashlahat &#//jyat adalah suatu mashlahat yang luas dan menyeluruh
daya jangkauannya sesuai dengan ruang lingkup kebutuhan hidup
dan kehidupan manusia tanpa memandang waktu dan tempat di
mana hukum itu harus diwujudkan dan diterapkan.
Keseluruhan hukum (Islam) pada akhirnya akan mengarah pada
suatu tujuan yang hendak dicapai. Tujuan tersebut adalah menjaga
kemashlahatan manusia di dunia dan akherat kelak. Pengertian
mashlahat dalam konteks seperti ini dartikan sebagai manfaat.
Sedangkan manfaat dalam terminologgi hukum (umum) merupakan
bagian dari tujuan hukum di samping keadilan dan kepastian.
Sedangkan manfaat (mashlahat) dalam terminologi hukum Islam
harus selalu dikaitkan dengan tujuan-tujuan hukum esensial yang
telah disepakati oleh ahli hukum. Tujuan-tujuan hukum esensial
tersebut adalah menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal,
menjaga keturunan dan menjaga harta. Kelima hal ini selanjutnya
disebut dengan istilah &#lliyat al-khomsah (pokok-pokok hukum yang
lima).
D. Hubungan Mashlahat Dengan Tujuan Hukum Islam
Hubungan mashlahat dengan tujuan hukum (wagasid syariah) adalah
merupakan hubungan simbiosis.?*2 Satu dengan yang lainnya saling
membutuhkan. Artinya, mashlahat membutuhkan tujuan hukum (wagasid
syariah), di sisi lain tujuan hukumpun juga membutuhkan adanya mashlahat.
Bertitik tolak dari pengertian ini, maka tidak semua mashlahat dapat
dipandang benar oleh hukum. Mashlahat yang dibenarkan hanyalah
mashlahat yang merupakan pengembangan &ulliyat al-khomsah (kelima pokok
hukum) di atas. Untuk itulah dalam pengembangan kajian hukum (Islam)
tidak boleh hanya terpaku pada teks-teks hukum secara lahiriyah (formalistic)

362Pengertian hubungan simbiosis antara teori maslahat dengan tujuan hukum
(magashid syari'ah) di sini adalah: adanya saling membutuhkan antata keduanya. Teoti maslahat
akan bermakna (berfungsi) jika ia memiliki obyek atau fenomena hukum yang keberadaannya
memerlukan nuansa baru atau perubahan. Di lain pihak tujuan hukum ingin merubah
fenomena hukum tersebut agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di mana mereka berada
pada waktu itu, sehingga dengan demikian tujuan hukum membutuhkan maslahat dan
maslahatpun sebagai pisau analisis pembentukan hukum baru juga membutuhkan tujuan
hukum, terkait dengan hukum aktual (baru) pada saat itu.
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saja. Penulusuran terhadap pengembangan hukum menjadi sangat penting.
Sekalipun demikian penelusuran tersebut harus selalu berpijak dan bersandar
pada teks-teks atau nash yang ada. Hal ini dilakukan demi untuk menjawab
perkembangan dan perubahan sosial yang dalam kenyataannya melaju lebih
cepat dari pada hukum itu sendiri.

Untuk mewujudkan magasid (tujuan pokok) syari’ah sebagaimana
telah disebutkan, maka berdasarkan kekuatan dan pengaruhnya dalam
kehidupan masyarakkat, mashlahat dibagi menjadi tiga bagian. Yaitu,
mashlabab  dbaruriyyah (mashlahat primer), mashlabab bajiypah (mashlahat
sekunder) dan mwashlahah tabsiniyyah (mashlahat tersier).

Mashlahah Dharnriyyah (kemashlahatan primer), yaitu kemashlahatan
memelihara urusan pokok yang keberadaannya bersifat mutlak dan tidak
bisa diabaikan, hal ini dilakukan untuk mewujudkan keseimbangan dalam
kehidupan keagamaan dan keduniaan. Jika kemashlahatan ini tidak terwujud,
maka akan terjadi kekacauan dalam kehidupan. Kemungkinan terjadinya
kekacauan tersebut menimpa sisi keagamaan atau keduniaan ataupun kedua-
duanya sekaligus. Akibatnya mereka akan kehilangan keserasian dan
kebahagiaan akhirat.

Sedangkan Mashiahah Hajiyyah (kemasalahatan sekunder), yaitu
sesuatu yang diperlukan oleh seseorang untuk memudahkan menjalani hidup
dan menghilangkan kesulitan dalam memelihara alwaqashid al-syar’iyyah
(tujuan syati’at/hukum). Jika tidak terpenuhi kemashlahatan tingkat ini,
manusia akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan keserasian dan
kebahagiaan hidup.

Adapun  Mashlahah  Tabsiniyyah (kemashlahatan tersier), adalah
bertujuan untuk memelihara kelima unsur almaqashid al-syariyyah (tujuan
syari’at/hukum) dengan cara meraih dan menetapkan hal-hal yang pantas
dan layak dari kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik, serta menghindarkan
sesuatu yang dipandang sebaliknya oleh akal sehat. Apabila tidak tercapai
kemashlahatan tingkat ini, manusia tidak sampai mengalami kesulitan, hanya
saja ia tidak mencapai tarap hidup yang bermartabat atau terhormat. Untuk
itulah mashlahat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu:

a. Almashlabah yang berkaitan dengan semua orang, seperti
menjatuhkan hukuman mati terhadap pembuat bid’ah merupakan
kemashlahatan yang berhubungan dengan semua orang, sebab
akibat perbuatannya dapat menimbulkan gemadbaratan (bahaya) bagi
semua orang,.
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b. Almashlabah yang berkaitan dengan kepentingan mayoritas
(kebanyakan) orang, tetapi tidak bagi semua orang. Contohnya
orang mengerjakan bahan baku pesanan orang lain untuk
menjadikan sebuah barang jadi atau setengah jadi, wajib
menggantikan bahan baku yang dirusakkannya. Kewajiban ini
diberlakukan jika kenyataan menunjukkan pada umumnya penerima
pesanan tidak hati-hati dalam pekerjaannya.

c. Almashlahah yang berkaitan dengan orang-orang tertentu. Hal ini
sebenarnya jarang terjadi, seperti adanya kemashlahatan bagi
seorang istri agar hakim menetapkan keputusan fasakh karena
suaminya dinyatakan mafgud (hilang).

Mengenai pembahasan di atas, al-Thufi tidak sependapat dengan
pendapat mayoritas pakar hukum Islam. Menurutnya pembagian a/-mashlahah
tersebut merupakan penyimpangan dan memberatkan saja, karena metode
untuk mengetahui almashlabah lebih universal dan lebih mudah dari itu
semua, mengingat Syar(pembuat hukum) sangat memperhatikan
kemashlahatan manusia.

Menurut  al-Thufy, untuk mengetahui suatu kemaslaahatan
hendaknya menggunakan kriteria sebagai berikut: perfama, Jika suatu
perbuatan mengandung kemashlahatan semata, maka kerjakanlah; &edua, Jika
suatu perbuatan itu mengandung mafsadab (kerusakan) semata, maka
tinggalkanlah dan jangan dikerjakan; ke#ga, Jika suatu perbuatan, disatu sisi
mengandung kemashlahata dan di sisi lain ia juga menagndung mafsadah
dengan kadar yang sama, maka tanyaknlah kepada ahlinya yang memiliki
kemampuan untuk menentukan yang mana yang harus dilakukan atau
dengan cara memilih sendiri antara keduanya. Contoh yang dikemukakannya
adalah jika seseorang tidak menemukan cukup kain untuk menutup kedua
kemaluanya, maka ia bisa memilih antara mendahulukan menutup qubul
(kemaluan depan) atau duburnya (kemaluan belakang/pelepasan); empat, Jika
suatu perbuatan disatu sisi mengandung kemashlahatan dan di sisi lain
mengandung mafsadah dengan kadar yang berbeda, maka hendklah mentaryjih
(memilih) saalah satunya. Bila ternyata kemashlahatnnya lebih dominan,
maka kemashlahatan yang harus didahulukan, tetapi jika sebaliknya, apabilaa
mafsadah lebih besar dari pada kemashlahatan, maka meninggalkan mafsadah
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yang harus didahulukan. Oleh karena menjalankan dan mendahulukan yang
lebih kuat merupakan tuntutan syarak’ yang harus dilakukan.363

Sebagai dalil hukum, mashlahat tidak bersifat statis. Ia bergerak
mengikuti irama kehidupan. Ditinjau dari konteks yang demikian ini, hukum
itu tampak selalu bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan
manusia. Itulah sebabnya mashlahat sebagaimana dikutip oleh Nashrun
Harun dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

a. Mashlahat yang mengalami perubahan sejalan dengan perubahan
waktu, atau lingkungan , dan atau orang-orang yang menjalaninya.
Hal ini terjadi hanya pada masalah-masalah yang berkaitan dengan
m’‘amalah dan uruf (kebiasaan).

b. Mashlahat yang tidak mengalami perubahan, bersifat tetap sampai
akhir zaman. Kemashlahatan akan bersifat tetap walaupun waktu,
lingkungan orang-orang yang berhadapan dengan kemashlahatan
tersebut telah berubah. Kemashlahatan yang tidak berubah ini
adalah yang berkaitan dengan masalah-masalah ibadah.

363Najm al-Din  al-Thufy, Syarh al-Mukbtashar al-Randlah, 1989, jilid III, Beirut,
Muassasah al-Risalah hal. 214.
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METODE

PENGGALIAN
HUKUM ISLAM

Metode Penggalian Hukum Islam merupakan buku ajar yang
membahas secara sistematis berbagai metode yang digunakan
dalam memahami dan menggali hukum Islam. Buku ini disusun
berdasarkan kajian terhadap literatur ushul figh, baik karya ulama
klasik maupun pemikiran ulama kontemporer, sehingga dapat
menjadi referensi bagi mahasiswa, akademisi, maupun pembaca
yang ingin memahami proses penetapan hukum Islam secara lebih
mendalam.

Pembahasan diawali dengan ijtihad, meliputi pengertian, syarat-
syarat mujtahid, ruang lingkup ijtihad, tingkatan mujtahid, serta
perkembangan ijtihad dalam lintasan sejarah. Selanjutnya, buku ini
menguraikan penggunaan dalil-dalili hukum dalam berijtihad
sebagai dasar dalam memahami dan menetapkan ketentuan hukum
Islam.

Bagian berikutnya membahas tiga metode penting dalam
penggalian hukum Islam, yaitu metode al-Bayan, yang menekankan
pemahaman dan penjelasan terhadap lafaz, metode al-Ta’lily, yang
berfokus pada pencarian dan analisis jllat hukum, serta metode al-
Istishlahy, yang mempertimbangkan kemaslahatan sebagai salah
satu pendekatan dalam penetapan hukum. Pembahasan mengenai
mashlahat juga dikaitkan dengan tujuan-tujuan hukum Islam
sehingga pembaca dapat memahami hubungan antara penetapan
hukum dan terwujudnya kemaslahatan manusia.

Dengan penyajian yang terstruktur, buku ini diharapkan dapat
membantu pembaca memahami landasan, prinsip, dan metode
berpikir dalam menggali hukum Islam, sekaligus memberikan
wawasan mengenai bagaimana hukum lIslam dapat dikaji secara
metodologis dan kontekstual.
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